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PENGANTAR 


I 

Kontrak Sosial (Social Contract) merupakan kitab Injil ilmu politik 
dewasa ini. Sebagaimana halnya kitab Injil, pandangan Rousseau seperti per- 
nah diungkapkan, acapkali lebih banyak dibicarakan orang daripada dibaca. 
Namun sama halnya pula dengan kitab Injil, m bertanggungjawab akan ba- 
nyaknya keupacaraan dalam ilmu politik modern dan juga bagi perkem- 
bangan moral serta intelektual. Tanpa sadax, kita sermg mengucapkan 
bahasanya dan menanggapi nilainya. Istilah dan pengandaian yang terdapat 
dalam ontrak Sosial merupakan karya cipta bersama dari pergaulan po¬ 
litik, membentuk serta membatasi praktek politik dengan menyediakan 
sarana yang kita pergunakan, dan dengan sadar atau tidak la mampu me- 
rumuskan permasalahan sosial dan dapat memahami apa yang sedang kita 
kerjakan. Kontrak Sosial bukan hanya suatu penafsiran tentang penlaku 
pohtik. Ia adalah suatu aspek yang menyerap penlaku sebenamya yang 
masih harus diterjemahkan. 

Sebagai contoh, Kontrak Sosia adalah sumber utama bagi doktrin ke- 
daulatan. Dewasa ini masalah kedaulatan lebih dan hanya sebagai pernyata- 
an tentang fakta atau cita-cita. Menghubungkan suatu program politik de¬ 
ngan ”Rakyat” telah menjadi sejems upacara pendahuluan, yang tanpa ltu 
kegiatan pohtik tidak dapat dilakukan. Hampir semua negara modern yang 
besar menyatakan dirinya sebagai ”Negara Rakyat”. Adanya pertimbangan 
umum, demonstrasi massa, pemungutan suara dan plebisit bukan hanya se¬ 
bagai sarana yang mencatat kehendak rakyat, tetapi juga merupakan upaca¬ 
ra bagi kebangkitan dan penciptaan kehendak rakyat yang diperlukan baik 
oleh negara otoriter maupun liberal. Sej'umlah kecil program dapat meng- 
harapkan untuk memperoleh sukses, paling sedikit tidak menggunakan 
salah satu ungkapan atau semboyan seperti ”Perang Rakyat”, ”Abad 
Rakyat”, atau ”Penentuan Nasib Sendiri bagi Rakyat”. 

Masih ada pengertian lain, yakni bahwa Kontrak Sosial merupakan 
suatu kitab Injil sekuler. Hampir semua pihak mengakui kebenarannya, atau 
paling tidak sebagian, atau merasa paling baik berpura-pura berbuat demiki- 
an. Mereka hanya berselisih mengenai terjemahannya yang tepat. Pada 
waktu mi suatu doktrin yang menyatakan bahwa rakyat menempati ke- 
dudukan yang paling tinggi, tidak lagi dapat menjawab permasalahan se- 
banyak ia menghasut beberapa orang untuk bertindak terhadap orang lain. 
Golongan demokrat liberal telah diilhami oleh pandangan Rousseau untuk 
sebanyak mungkin memperluas kesempatan bagi keikutsertaannya dalam 
menangani berbagai permasalahan umum dengan bersandar pada keyakinan- 
nya bahwa pendapat mayoritas lebih sermg benar daripada salah. Golongan 
elit otoriter telah memperoleh dukungan dari pandangan Rousseau, bahwa 
golongan minontas ada kalanya benar-benar mewakili kehendak rakyat. 
Mereka telah menggunakan pandangan Rousseau, bahwa tidak ada sesuatu 
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yang berlawanan dengan dirinya sendiri dalam hal ”memaksa orang untuk 
bebas”, Bertolak dari doktrm Rousseau ini, golongan nasionalis mengisya- 
ratkan, bahwa negara yang berkepnbadian superior dengan suatu karier 
moralnya sendiri, bukan hanya suatu mekanisme untuk memuaskan ke- 
inginan manusia tertentu, tetapi merupakan pemenuhan nyata bagi cita- 
cita tertinggi manusia, yakm mkarnasi kehendak umum dari masyarakat 
yang sekaligus dapat mengesampingkan dan mengumpulkan semua kepen- 
tmgan lainnya. 

Oleh karena ltu, membaca Kontrak Sosial bagaikan suatu petualangan 
untuk menemukan sikap politik kita sendiri. Kebiasaan berpolitik sebagai- 
mana halnya kebiasaan lainnya, muncul secara ”alami” dan tidak dapat di- 
elakkan. Membaca Kontrak Sosial, berarti menghidupkan kembali kebiasa¬ 
an kita untuk membuka pikiran mereka sebagai produk suatu kesadaran 
dan pertimbangan. Cara kita bertindak muncul sebagai pilihan yang se- 
sungguhnya, seperti halnya logika yang harus diteliti dan diperdebatkan. 
Di dalam Kontrak Sosial ”pikiran bersama” llmu politik dewasa ini, dengan 
dasar pikirannya yang tak terucapkan, dan kiasannya yang tidak disertai ke¬ 
sadaran, telah dibeberkan untuk diuji. Orang akan menjumpai di dalamnya 
tidak hanya kata-kata serta kesimpulan yang terdapat pada permukaan 
pembicaraan kita ini, tetapi juga pengertian, makna serta penerimaan yang 
mendalam, yang ada atau harus ada, di belakang pikiran kita. 

II 

Rousseau telah menyimpan pesona yang mengagumkan bagi daya imaji- 
nasi duma barat karena filsafatnya yang sistematis yang merupakan pula 
suatu pengakuan pnbadi, dan pengakuan pnbadinya tersebut memperlihat- 
kan wajah serta lambang sejarah universal. Kalau Santo Augustmus adalah 
seorang tokoh bagi Gereja (Katolik), maka Rousseau adalah tokoh bagi 
negara modem. Kedua tokoh ini begitu besar perbedaan peranannya dalam 
sejarah serta loyalitasnya. Namun demikian, mereka memiliki persamaan 
yang menyolok mengenai beberapa hal tertentu. Keduanya menjadi lam¬ 
bang pengalaman universal karena memiliki cara untuk merubah berbagai 
penstiwa dalam kehidupan. Augustinus telah mampu melihat peristiwa da¬ 
lam kehidupan. Augustinus telah mampu melihat kedengkian dosa univer¬ 
sal dengan caranya bersendagurau seperti kanak-kanak. Sedangkan Rous¬ 
seau telah dapat mengubah kenistaan pnbadi menjadi gejala penyakit 
ragawi masyarakat Eropa. Keduanya sama-sama menulis tatkala banyak ke- 
rajaan besar mntuh, dan keduanya pun menank banyak pelajaran serta 
mengubahnya bagi keselamatan pnbadinya. Keduanya sama-sama memiliki 
perasaan yang mendalam mengenai arti dosa yang pemah diperbuatnya 
kendati mengetahui bahwa mereka mengambil bagian dalam dosa semua 
orang, dan merasa cemas untuk bertukar pikiran dengan orang lam. Kedua¬ 
nya dikejar-kejar oleh kesadaran yang kuat, yang mewamai setiap pengala¬ 
man dirinya hingga menyebabkan mereka merasa berbeda dengan orang 
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lam, Namun, keduanya telah menyusun program pembentukan orgamsasi 
sosial yang transeden dengan suatu moral serta kebersamaan yang berke 
pnbadian tersendm, di mana manusia mungkm akan kehilangan mdividuali- 
tasnya yang keras kepala dan dengan sukarela tunduk pada kehendak yang 
lebih luhur, dalam mana semua orang turut ambil bagian. 

Sudah tentu terdapat kaitan antara temperamen individual setiap filsuf 
dan apa yang dikatakannya mengenai dunia orang banyak ini. Bagi Rous- 
seau hal ltu merupakan soal prmsip untuk tidak menyebut sesuatu tentang 
duma orang banyak ltu menurut keyakman hati nuramnya. Rousseau ada- 
lah seorang di antara banyak tokoh yang tampaknya tidak memiliki per- 
mukaan. Pada dirinya tidak terdapat suatu apa pun bila hanya dilihat dari 
lahimya. Betapapun kecilnya, tidak ada peristiwa, gagasan, dan perselisihan 
dengan orang lam yang tidak melibatkan seluruh kepnbadiannya dan se- 
luruh struktur masyarakat ekstern. Tidak ada suatu peristiwa umum yang 
begitu besar yang membuat Rousseau tidak menganggapnya sebagai tan- 
tangan pnbadi. 

Pada dm orang lain, sesuai dengan keadaan jasmaninya, ketidakmam- 
puan maupun ketidaksanggupan untuk bisa membedakan antara yang besar 
dan keeil, atau menetapkan batas antara diri mereka dengan dunia luar, 
mungkm tampak tidak wajar, picik, atau egoistis. Sudah tentu pandangan 
Rousseau yang tegas dalam melihat semua permasalahan secara pnbadi 
dan membawakan kepnbadiannya dalam menghadapi segala hal, telah 
mengganggu serta memmbulkan kemarahan sebagian besar orang sezaman- 
nya, seperti halnya memmbulkan rasa kagum dan pesona bagi sebagian 
besar orang yang lahrr kemudian. Rousseau secara mendasar merasa diri¬ 
nya sederhana dan penuh kasih-sayang. Ia telah berhasil membangkitkan 
kebencian pnbadi di kalangan sebagian besar orang yang agung pada zaman- 
nya. Rangkaian kehidupan serta persahabatannya berubah menjadi per- 
musuhan. Sesungguhnya, bukunya yang berjudul Odnfessions (Pengakuan) 
memberikan petunjuk, bahwa dalam menuju akhir hidupnya ia berkeyakin- 
an telah menjadi sasaran suatu komplotan yang terorgamsasi. 

Tetapi, orang yang telah mengenalnya tidak dapat meninggalkan ke- 
curigaan bahwa pada diri Rousseau terdapat §esuatu yang onsinal dan pen- 
ting tentang manusia. Sedangkan bagi generasi kemudian, sementara mereka 
tidak sependapat dengan pandangannya, harus mengakui bahwa kata-kata- 
nya itu telah membuat perubahan yang luar biasa. Tiada tokoh lain kecuali 
Voltaire yang telah berhasil menggerakkan generasmya atau yang telah ba¬ 
nyak melibatkan dirinya dalam membawa generasi berikutnya secara ber- 
sama pada aksi revolusioner. Sesungguhnya sulit untuk dikatakan bahwa 
Rousseau tidak memiliki semangat keseimbangan, karena keseimbangan 
yang ditanamkan pada pengalamannya sekarang ini bukan suatu perkiraan 
yang berlebihan. Pemyataannya mengenai dirinya sendiri telah menjadi 
harta kekayaan umum dalam bidang pendidikan, moral, ilmu politik, ke- 
senian, dan dimensi kepnbadiannya telah menjadi patokan moral, kecuali 
tentang kesehatannya. 







Ams yang ditempuh oleh pengamh Rousseau melukiskan satu di antara 
berbagai episode yang mengagumkan dalam bidang sejarah tentang gagasan 
(idea). Pemujaan terhadap Mahluk yang Tertinggi yang rasional sifatnya, 
dibuat oleh Robespiere dengan bersumber pada pandangan Rousseau. 
Tetapi, serangan Rousseau terhadap analisis mtelektual terpisah dari emosi 
yang sebenamya, dan keyakinannya dalam pengertian sentimen dan cita 
rasa telah mendorong intuisi kenyataan yang romantis ke tingkat yang lebih 
tinggi dan sesuatu yang hanya dapat dijangkau oleh pikiran. Perbedeaan 
semangat menurut Rousseau mempakan mata air atau sumber pengembang- 
an keanehan yang romantis. Perjuangan terhadap dirinya sendiri sepanjang 
hidupnya telah membenkan contoh bagi banyak pahlawan puisi dan politik 
pada abad ke 19. Ragi yang terpengamh atau pun yang tidak, 1 a telah men- 
ciptakan kesadaran yang penuh pendentaan dan terpecah belah sebagai 
tanda datangnya pembahan. Namun Rousseau dengan kehalusan perasaan- 
nya serta kebajikannya sehan-han, memuja nalun sebagian besar orang yang 
tidak berpendidikan: para petam, orang desa dan pekerja tangan yang se- 
derhana. Perasaannya bahwa kian dekat pendapat ltu menghampin kebulat- 
an suara, maka kian besar pulalah kekuasaan kehendak umum, telah menja- 
di suatu dasar bagi kebanyakan keyakinan dan membenkan martabat bam 
pada tiram ”pendapat umum”. Semangat Rousseau tidak saja bergerak di 
antara para mdividualis romantis Bohemia, tetapi juga disepanjang Main 
Street. Julien Sorel dan Stendhal memperoleh llhamnya dan Rousseau. 
Tetapi, kesamaan (uniformity) orang-orang Fihstin yang mencekik, karya 
Flu bert pun mendekati unsur-unsur yang terdapat pada dm Rousseau. Ken- 
dati dia sendin berpikir tentang kebajikan seorang petam daripada masyara- 
kat borjuis. 

Oleh karena ltu, pada waktu yang lampau terdapat satu usaha yang 
mengatakan, bahwa pandangan Rousseau adalah suatu massa ketidakmam- 
puan yang disengaja dan elektisisme (sistem filsafat yang menggunakan pe- 
milihan dari berbagai sumber) yang tidak terorgamsasi. Tidak diragukan lagi 
bahwa pada diri Rousseau terdapat banyak anasir yang tampaknya memer- 
lukan berbagai mterpretasi. Rousseau sendiri seolah olah percaya, bahwa 
pada umumnya gagasannya telah dipersatukan, jika tidak oleh logika yang 
kejam sudah tentu oleh kesinambungan perspektif dan perasaan intern, 
yakni suatu dialektika sentimen yang lebih tinggi. Bagi generasi kemudian, 
v hal tersebut dianggap sebagai tahap kepnbadiannya, yang mengandung se- 
jenis kesatuan yang dmarnis menumt pandangannya sendm. Kemudian 
menjadi pecah berantakan dan menjadi aliran filsafat yang berbeda-beda. 
Kesatuan dalam diri Rousseau adalah kesatuan hal-ihwal yang dicerna oleh 
hati yang sama secara mendalam, dan dilihat dengan penuh semangat dari 
suatu pusat pandangan yang tunggal. Kasusnya mungkm lebih banyak dari¬ 
pada lainnya. Gagasannya hams dimengerti dalam konteks pengalaman pri- 
badinya yang mempersatukan ltu. 

Jean-Jaques Rousseau lahir di Geneva pada tahun 1712. Sejak semula, 
seperti yang dilaporkan dalam bukunya Confessions , ia bemasib bumk. Ibu 
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Rousseau menmggal ketika melahirkannya Ayahnya ”sejak ltu tidak lagi 
dapat menjadi sandaran pelipur lara”, dan satu kali pun tidak pernah meme- 
luk Jean-Jaques ”Namun keluh-kesahnya, tekanan lengannya yang kaku- 
kejang, menjadi saksi penyesalan yang palnt yang menggaulkan dmnya de- 
ngan belaiannya”. Kesehatan anak ltu tidak baik dan tetap tidak baik se- 
panjang hidupnya. Satu hal di antara semua anugerah yang telah 1 a wariskan 
kepada orang tuanya, yakm ”sebuah hati yang berperasaan”, dan bahkan 
”hati yang berperasaan” ltu menjadi sumber kebahagiaan orang tuanya. 
Sebagaimana dijumpamya kemudian, menjadi sumber dan semua nasibnya 
yang buruk. 

Kehidupan masa muda Rousseau tidaklah menentu. Ia senng berpindah- 
pindah dari satu tempat ke tempat lam, dan dan satu pekerjaan ke pekerja- 
an lam. Di Pans-lah la terus menerus bertempat tinggal, dan tahun 1744 
sampai tahun 1756. Di sana Rousseau menemukan lapangan kerjanya di 
mana gagasannya mulai terbentuk. Sebelum berusia tiga puluh tahun, 1 a 
tidak berada di Paris. Ia bergabung ke dalam hngkungan Gnmm dan Diderot 
sebagai otodidak. Walaupun la telah dapat menegakkan reputasmya di Paris, 
Rousseau tidak mampu menjadi seorang warga kota Paris. Seperti diakui- 
nya, di sana la senantiasa merasa tidak disukai. Semakm banyak ia mene¬ 
mukan formalitas yang penuh dengan tatakrama salon kota Paris yang di- 
rasakannya sebagai sesuatu yang menindas dirrnya, semakm 1 a bernostalgia 
mengidealisasikan kejujuran tatakrama Geneva yang sederhana, Percakapan 
dalam salon, epigram-epigram yang mengejutkan dengan sopan, berbagai 
corak nada dialektis yang sembrono dan buku buku yang ditulis di depan 
umum, kesemuanya memmbulkan perasaan tidak senang pada dm Rous¬ 
seau. Perbmeangan yang tidak putus-putusnya mengenai kebajikan warga 
tampak drngm dan munafik, dan kebebasan kehidupan kota Paris tampak 
tidak bermoral bagi seseorang yang dibesarkan dalam kesederhanaan 
Geneva yang beragama Calvmis. 

Dalam hngkungan masyarakat Rousseau tidak hanya merasa janggal, 
tetapi dengan segala kecenderungannya yang mendalam 1 a juga merupakan 
seorang laki-laki yang senang hidup menyendiri. Ia berpendapat kehidupan 
sosial sebagai sesuatu yang mengganggu, dan 1 a dapat bekerja dengan sebaik- 
baiknya bila ditinggal seorang diri. Ketegangan yang menjadi sifat dasarnya 
milah yang mungkin lebih mengejutkan serta menjauhkan laki laki mana 
pun seperti halnya Diderot. Masyarakt, demikian Diderot, bagi seorang fil- 
suf merupakan seorang dewa di bumi kita ini. Philosophus merasa sulit 
memahami mengapa seorang filsuf, yang mengabdikan dirmya demi per- 
baikan masyarakat bisa begitu a-sosial. A tau mengapa ia dapat memikirkan 
permasalahan masyarakat tanpa ada kemauan untuk hidup di dalamnya. 
Mereka tidak dapat mengerti bagaimana dengan segala jalan menemukan 
stimulasi, selain melalui pertukaran gagasan pada setiap hari. Rarangkali, 
kegagalan imajinasi simpatik yang terdapat pada diri philosophus , dan yang 
bagi Rousseau tampak sebagai kekurangan keseimbangan (complementary) 







kemerdekaan pnbadi mereka, inilah yang pertama tama membuatnya tidak 
menaruh kepercayaan pada mereka. 

Di atas segalanya, Rousseau tidak pemah menjumpai bahwa orang 
sudah dapat menikmati kehidupan sebagai seorang intelektual yang pro- 
fesional. Ia merasa muak dengan analisis yang konstan mengenai emosi dan 
nilai manusia yang dilakukan sesuka hati oleh para intelektual Paris. Ia pun 
terkejut, terutama oleh apa yang dianggapnya sebagai pernyataan mtelek- 
tualisme yang sistematis, terhadap materialisme filosofis seperti Hobach 
dan egoisme sistematis menurut Helvetius, yang merendahkan penlaku 
manusia pada kegilaan butir maten (particles dalam kehampaan). Rousseau 
berpendapat bahwa hal tersebut sulit dipercaya karena setiap orang dengan 
kesungguhan bisa berpura-pura menceraikan pikiran dan perasaannnya 
secara menyeluruh. Dengan maksud bersedia memperdebatkan bahwa 
semua penlaku manusia adalah benturan dari egoisme yang bersamg dalam 
kehampaan moral. 

Mau tidak mau Rousseau kehilangan beberapa hal dan beberapa khasiat 
f lsafat radikal. Pada tempat pertama, materialisme sistematis dalam metafi- 
sika dan moral merupakan pandangan yang ekstnm yang tidak diikuti se¬ 
cara luas. Lebih pentmg lagi, Rousseau kurang bersikap adil terhadap pe- 
ngaruh teon barn yang membebaskannya dan filsafat supematural dan po- 
litik kependetaan sistem pemerintahan kuno (ancien regime). Pada kata 
awalnya la menerima matenalisme, dan ia telah gagal pula dalam melihat 
ketaatan yang tidak memihak serta yang telah menjadi intinya.' Sesungguh- 
nyalah, la telah gagal melihatnya melalui kedok yang skeptis dan philoso- 
phus, dan menemukan dalam sikap penentangan mereka melawan antusias- 
me, kesalehan mereka terhadap alam, dan kemurahan hati yang penuh se- 
mangat terhadap umat manusia. Sebagai contohnya dapat dilihat pada 
halaman penutup buku System of Nature dan Holbach. 

Tetapi, acapkali terdapat analisis tentang penlaku manusia yang sifat- 
nya meterialistik yang tegar ltu, terutama dalam percakapan, hanya ber- 
bentuk gosip yang direka secara intelektual dan terselubung. Banyak di 
an tara mereka yang senngkali mengunjungi sa lon, telah menemukan dalam 
filsafat baru itu suatu kesempatan untuk bergunjing secara abstrak, dan 
merendahkan motif serta tindakan manusia secara sistematis. Seperti yang 
telah dikatakan oleh salah seorang wamta salon, ”Halvetius telah mencenta- 
kan rahasia setiap orang”. Sama halnya, Rousseau melihat filsafat baru itu 
sebagai gosip, tetapi tidak seperti orang lam ia menolak untuk bergirang 
hati atau diperintah. ”Hatinya yang berperasaan” pertama-tama telah mem- 
benkan jawaban pada nada intelektualisme yang emosional itu. Acapkali 
jawabannya tidak bijaksana dan padat, tetapi hal itu mengarah ke mtuisi 
yang memotong di bawah perbedaan yang lazim antara radikal dan konser- 
vatif, yang beragama atau tidak. Rousseau menjadi percaya bahwa ketiada- 
an kesadaran umum, kasih sayang dan kegairahan emosional, filsafat baru 
itu hanya menegakkan materialisme, mementmgkan diri sendiri dengan per- 
hitungan untuk menjadi landasannya. Dengan demikian apa yang terlihat 
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merupakan serangan yang palmg radikal terhadap sistem pemerintahan 
kuno , yang pada dasarnya hanya merupakan produk dan penegasan nilai 
dalam masyarakat dengan maksud menghalangi nalun manusia untuk setia. 

Perasaan Rousseau telah dmyatakan dalam suatu karangan yang untuk 
pertama kali menegakkannya sebagai seorang intelektual, yakm Pembicara 
an tentang Seni dan Ilmu. Beberapa tahun kemudian disusul dengan Pem- 
bicaraan tentang Asal-usul Ketidaksamaan. Meskipun Voltaire menyebut 
karangan ltu sebagai dua karangan Rousseau yang menyerang ras manusia, 
dan kendati pada permukaannya tampak bertentangan dengan kepercaya- 
an yang dmyatakan dalam Kontrak Sosial , bahwa ketertiban masyarakat 
ltu suci serta mendasar terhadap setiap hal, mungkin tampak tidak berten¬ 
tangan dengan pandangan yang dmyatakan dalam Kontrak Sosial. Pembica- 
raan tentang Ekonomi Politik karya Rousseau, kira-kira ditulis pada waktu 
yang sama seperti Pembicaraan tentang Asal-usul Ketidaksamaannya, yang 
memuat berbagai persoalan elementer dari banyak pandangan yang dinyata- 
kan dalam Kontrak Sosial. Kenyataan ini mengungkapkan bahwa Rousseau 
tidak merubah pikirannya secara radikal an tara karyanya yang terdahulu 
dan yang kemudian. "Masyarakat” yang dipujmya dalam Kontrak Sosial , 
yakm: yang satu adalah sebuah masyarakat gadungan (pseudo-society) yang 
dibangun di atas sikap mementmgkan diri sendiri dengan serba perhitungan; 
sedangkan yang lainnya adalah masyarakat yang sesungguhnya (genuine 
comumty) yang dibangun atas dasar cmta spontan pada negara Dalam 
karyanya yang terdahulu mungkin Rousseau memiliki gambaran tentang 
masyarakat Paris dengan mempertunjukkan cara yang canggih (sophistica- 
ted) dalam mata pikirannya. Kata "masyarakat” mengandung beberapa pe- 
ngertian tambahan yang dapat disajikan dalam "rubnk masyarakat suatu 
surat kabar harian. Di dalam Kontrak Sosial , Rousseau berpikir tentang 
Geneva yang dicita citakannya, yang disaksikannya dalam pola negeri-kota 
ala Plato. 

Pada tahun 1756, Rousseau meninggalkan Paris untuk hidup mengasing- 
kan diri dari negeri itu. Rangkaian karya kesusasteraan yang diterbitkan 
dari pengasingannya pada tahun 1762 memuncak dengan terbitnya dua 
karya besar Rousseau, yaitu Kontrak Sosial, dan pandangannya mengenai 
pendidikan dalam karyanya, Emile. Penerbitan kedua buku tersebut segera 
mengganggu semua rencana Rousseau untuk hidup dengan tenang. Dalam 
waktu sebulan sesudah Emile terbit 1 a telah ditolak di Paris. Pada suatu 
ketika seorang laki-laki menunjukkan dirinya sebagai satu-satunya orang di 
Perancis yang percaya kepada Tuhan, telah dipaksa melarikan diri oleh para 
pembela agama; ia adalah Rousseau. Ia mencari perlindungan di Swiss, tetapi 
negeri ini tidak menawarkan tempat pelarian yang tetap. Kota aslinya, Ge¬ 
neva, di mana ia telah mendapatkan pukulan yang terberat, bukan hanya 
menolak Emile akan tetapi juga Kontrak Sosial. Penguasa di Swiss mener- 
bitkan surat penntah untuk menahan Rousseau bila ia memasuki wilayah 
Geneva. Kota lainnya di Swiss mengikuti jejak Geneva. Rousseau terpaksa 
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menghabiskan waktunya selama empat tahun benkutnya sebagai pelarian 
yang senantiasa berpmdah-pmdah, dan satu tempat ke tempat yang lain. 

Terutama sebagai usaha mehndungi dirrnya dari serangan yang dituju- 
kan kepadanya, maka selama tahun ltu Rousseau memulai dengan serang- 
kaian karyanya yang bermaksud menjelaskan serta mempertahankan ke- 
benaran pandangannya, yang pada akhirnya dikenal dengan Confessions 
(Pengakuan). Karyanya dalam periode mi mengalami kegoncangan secara 
aneh di antara posismya, yang tetap dipertahankannya dengan tenang atas 
dasar percaya din dan dialektika yang tajam. Sehmgga pengamayaan terhadap 
dirinya adalah suatu penstiwa bekerjanya kekuatan sosial yang tidak ber- 
sifat pnbadi, dan keyakman yang tidak wajar ltu menmgkat serta menjurus 
pada pilihan untuk menjadi buron. Di satu sisi, 1 a menanggapi tmdakan 
kota asalnya yang secara resmi menolak kewargaannya. Dalam karyanya 
Surat dan Gunung , ia menulis suatu analisis secara cermat dan terhorm^t 
tentang sejarah kota Geneva yang terakhir, di mana pengejaran terhadap 
dirinya muncul hanya sebagai peristiwa dalam pola yang lebih besar, yaitu 
pemndasan demokrasi yang oligarkis. Di sisi lam, Rousseau semakin mem- 
buka rahasia tentang keyakmannya yang kian tebal baliwa sahabat kemer- 
dekaan yang bersifat pura pura ltu, yang dipimpm oleh Voltaire, telah ber- 
sekongkol melawannya dan berulang kali mengkhianatinya bagi kepentmg- 
an penguasa. 

Pada tahun 1766, kepada Rousseau ditawarkan perhndungan oleh 
David Hume di Inggns. Kehadiran Rousseau disambut gembira di Inggns. 
Dalam perjumpaannya yang pertama Hume tampak sangat meladeni ke- 
mginan tamunya, dan berlangsung hanya beberapa bulan sampai pada saat- 
nya kedua orang ltu berselisih Pada tahun 1767 Rousseau memnggalkan 
Inggris dan kembali ke Paris sampai ajalnya pada tahun 1778. Pada tahun 
1794, Republik Perancis yang barn menganugerahi penghormatan kepada¬ 
nya sebagai pahlawan nasional serta memindahkan jenazahnya ke makan 
nasional. 


III 

Dewasa ini seorang pembaca akan sulit memahami pengaruh revolusio- 
ner yang dibenkan oleh karyanya, Kontrak Sosial Meskipun pemyataan 
Rousseau di tempat lain menyatakan, bahwa metode analitik hanya diguna- 
kan secara terbatas, namun argumentasmya hampir mengikuti garis llmu 
ukur. Rousseau sedikit sekali berkompromi dengan pembatasan kepenting- 
an apa pun atau yang mengandung pendidikan bagi sebagian pembacanya. 
Sebagian besar isi buku tersebut berkisar pada masalah tekms yang sudah 
terbiasa bagi para filsuf politik. Bahasa Rousseau dalam kaitannya dengan 
permasalahan ini bukanlah sesuatu yang baru atau bersifat ^emosi” yang 
menyolok mata. Demikian pula banyak terdapat hal-hal yang tampak ber¬ 
sifat ambigu, bahkan kontradiktif. Istilah yang digunakan oleh Rousseau 
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acapkali kabur. Argumentasinya tidak bisa diingkari adalah abstrak dan 
sulit diterapkan pada kasus khusus. 

Kendatipun demikian, pengaruh buku ltu tidak menimbulkan salah fa- 
ham. Bukan hanya karena berlakunya waktu, yang memberikan kepada 
Kontrak Sosial kekuatan dmamis untuk membangkitkan manusia dari pe- 
rasaan apapun, yang tidak bisa dihindan. Buku-buku lainnya ditulis untuk 
menyelesaikan suatu program dengan baik, yang kemudian kurang lebih 
menjadi hal yang biasa, acapkali baru berpengaruh pada generasi pembaca 
kemudian. Kontrak Sosial memperoleh pengaruhnya dengan cara yang 
sangat cepat karena ia ditulis oleh seorang yang terpilih, yang kebebasan 
moralnya tajam serta perhatiannya konstan. Apa yang segera paling me- 
narik pada generasi Rousseau ialah ketegasannya, bahwa tertib sosial ma¬ 
nusia adalah hasil pilihan manusia; dan manusia harus memikul tanggung- 
jawab moral (moral responsibility) terhadap jenis masyarakat yang telah 
mereka susun serta diterima. Dengan tekanan gaya khas pribadi Rousseau 
yang tidak bisa ditiru, Kontrak Sosial merupakan penggerak revolusi karena 
ia melalukan apa yang harus dilakukan oleh sebuah buku revolusioner. Ia 
menggabungkan keadilan dengan pemanfaatan, dan menunjukkan kepada 
manusia bahwa kepentingan dan kewajiban berada pada sisi yang sama. 
Kontrak Sosial membuat perubahan masyarakat bukan hanya menyangkut 
kepentingan diri sendiri, tetapi juga kewajiban moral (moral obligation) 
pada semua orang. 

Buku itu terbit dalam keadaan yang sebaik-baiknya untuk membuat 
gagasan nampak jelas. Gagasan mengenai kehendak umum mencermmkan 
lambang pemersatu, yang menggabungkan ketidakpuasan manusia yang ter- 
pecah-belah dari kelas yang berbeda. Ia membenkan nama dan dasar filsafat 
kepada pihak oposisi pada umumnya dalam menghadapi penyalahgunaan 
yang paling buruk, yang dilakukan oleh Bourbon. Betapapun umum sifat 
bahasa itu, sulit bagi mereka yang menghendaki pemenntah mengabdi pada 
kepentingan mereka, yang mendukungnya dengan pinjaman serta pajak. 
Kesemuanya tidak membuktikan pelaksanaan yang nyata seperti yang di- 
inginkan oleh kalimat berikut ini: 

Kepada fata diberitahukan bahwa seorang raja lalirn menjamin ketenangan sipil 
bagi warganya. Mudah-mudahan demikian. Namun, apakah yang diperoleh 
warganya jika ambisi perang merenggutnya masuk ke dalam perang, dan jika 
ketamakannya tidak pemah mengenai puas, gangguan pemerintahannya, 
keadaan negennya yang lengang yang bahkan keadaannya melebih keadaan 
perselisihan sipil? Apa yang akan mereka peroleh jika ketenangan itu mencer- 
minkan salah satu kesengsaraan mereka? Kami pun memperoleh ketenangan dl 
tempat tahanan di bawah tanah, tetapi cukupkah itu membuat mereka gembi- 
rt? 

Bagi mereka yang telah jemu akan perselisihan intern yang memecah 
kelas penguasa, kekuasaan kehendak umum (general will) akan menjanjikan 
pengakhiran penggolongan dalam masyarakat dan menumbuhkan saling 
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pengertian yang lebih bermurah hati dengan memperhatikan kebaikan se- 
mua orang. 

Selama beberapa orang dapat bersatu dan menganggap diri mereka sebagai satu 
tubuh, mi berarts bahwa mereka hanya mempunyai satu kehendak untuk 
memajukan keselamatan bersama dan kesejahteraan uraum, Se men tara ke- 
satuan ini berkembang, semua sumber negara akan menjadi dahsyat serta 
sederhana Pepatah yang digunakan untuk mengatur mereka akan menjadi lebih 
jelas dan mudah dipahami dan pula tidak akan terdapat kepentingan yang 
bemada sumbang a tau menentang.' Oleh karena itu, kebaikan bersama akan da¬ 
pat dijumpal dan tidak ada sesuatu yang diperlukan selam pengertian yang 
sehat untuk mengamatmya. Perdamaian, persatuan, dan persamaan adalah 
muSuh poiitik yang p Uk (i tie s) 

Mereka yang bersikap lebih sederhana telah dibuat jengkel oleh ke- 
rumitan para pembela dialektika (dialectic of apologists) karena rezim ter- 
dahulu (ancient regime) telah menemukan di dalam kehendak umum suatu 
sarana untuk mengurangi berbagi urusan umum menjadi istilah yang secara 
umum lebih dapat difahami. Rakyat kelas menengah yang berkeras kepala 
di bawah sistem perbedaan sosial yang memisahkan mereka dari golongan 
bangsawan, menemukan di dalam kehendak umum suatu bukti kehormatan 
dan harga diri serta kecerdasan poiitik yang lebih tinggi (superior political 
intelegence). 

Orang yang jujur dan sederhana sulit untuk ditipu karena kesederhaqaannya: 
kita tidak dapat menekan atau me m aksa mereka dengan bujukan dan ke- 
sopanan sebagai dalihnya, dan mereka pun tidak cukup cerdik untuk menjadi 
penipu. Bila kita melihat di an tara rakyat yang paling bahagia di dunia, 
kelompok petani yang memimpm urusan negara di bawah pohon dan selalu 
bertindak byaksana, maka dapatkah kita menolongnya, selain memandang 
rendah kehalusan budi pekerti bangsa itu yang memberikan kepada mereka 
kemashuran dan kesedihan karena banyaknya seni dan rahasia? 

Khususnya mengenai kesimpulan Rousseau, bahwa pemenntah seke- 
dar merupakan abdi rakyat akan menggemparkan mereka yang menentang 
rezim yang berkuasa. Sementara bagi para pembelanya, hal itu tampak akan 
meruntuhkan dasar orde sipil yang sebenamya. Kontrak Sosial berpacu 
lebih jauh dalam menegaskan kewajiban pemerintah terhadap rakyatnya. 
Mereka yang sedang berkuasa akan membiarkan mereka yang diperintah 
sekehendaknya dan sama sekali tidak memberikan beban kewajiban untuk 
taat kepadanya. Keadaan demikian secara terbuka mengundang kambuhnya 
revolusi. Sensor kota asal tempat lahir Rousseau secara tepat menghargai 
kekuatan revolusioner buku kecil Rousseau itu dan memberikan penghor- 
matan yang tepat. 

Bi dalam Kontrak Sosial, sesudah pelakunya mengambil kek asaan pemerintah 
dari sumber yang paling bersih dan dengan sukses memperlihatkan keuntungan 
yang luar biasa pada peran negeri sipil bila dibandingkan dengan negert ala mi, 
segera timbul kernbali kekacauan dalam negeri sipil ini, Undanc-undang yang 
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mengatur setiap negara mana pun baginya selalu bisa dibatalkan kembali. Ia 
tidak melihat kewajiban timbal balik antar» yang memerintah dan yang di- 
periniah. Yang terdahulu baginya hanyalah alat belaka dan rakyat selalu bisa 
diubah apa pun jadmya atau ditmdas menurut kehendaknya . . Ia menganggap 
semua bentuk pemerintahan hanya bersifat sementara, segala ma am pereobaan 
pun selalu bisa dirubah 


IV 

Kontrak Sosial adalah suatu peristiwa dalam sejarah politik, tetapi juga 
suatu ulasan terhadap sejarah. Maksudnya adalah untuk menjelaskan keada- 
an khusus Eropa pada abad ke-18 dan menghubungkannya dengan aspek 
proses politik yang lebih kekal. Baik dalam pikiran Rousseau maupun da¬ 
lam kenyataan, isi buku ltu bukan suatu buku kecil yang hanya berlaku 
bagi zamannya. Buku ltu pun adalah karya filsafat yang sadar di mana 
Rousseau menggunakan pengalaman zamannya dan mengerahkannya pada 
azas penerapan yang paling umum, dan menggunakan azas umum im untuk 
memahami dan mengntik praktek yang ada. 

Dalam mencan azas ltu, Rousseau menggunakan ukuran yang sangat 
luas bahasa yang biasa digunakan di kalangan para filsuf politik. Pandangan 
pnbadi Rousseau yang memiliki daya pengubah serta pengalamannya yang 
kaya telah membenkan isi barn pada istilah yang paling konvensional. Ga- 
gasan mengenai suatu kontrak sosial sebagai dasar kewajiban dan organisasi 
sosial, sebagai contohnya, merupakan titik tolak konvensional bagi filsafat 
pohtik sekuler pada zaman Rousseau. Sebagaimana digunakan oleh para 
filsuf modem, kontrak sosiall adalah alat untuk menunjukkan logika yang 
lengkap (implisit) yang didasarkan pada hubungan sosial. Dengan teknik 
mempertentangkan tingkah laku sosial terhadap ”masyarakat alami” di 
mana tidak terdapat kesepakatan untuk hidup secara sosial, para filsuf ber- 

harap dapat menentukan sifat dan fungsi khusus organisasi serta menyedia- 
kan landasan bagi kekuasaan — atau untuk memberi kekuasaan — pemerin- 
tah. Daya tarik kontrak sosial tidak berada dalam sejarah spekulatif yang 
utama. Hanya kadangkala ”masyarakat alami”atau ”Kontrak Sosial” ltu 
dimaksudkan untuk menunjukkan kepada peristiwa sejarah yang sebenar- 
nya. Orang yang menggunakan gagasan mi tidak berusaha menulis sejarah 
melainkan filsafat, dan mgm melukiskan azas yang akan memperlihatkan 
rasionabtas tata-tertib sosial, atau memamerkan irasionalitas yang tidak 
bisa dibenarkan oleh masyarakat. 

Jika kontrak sosial tidak memiliki referensi sejarah, bagaimanapun juga 
dia terlibat asumsi tertentu yang memberikan belitan khusus pada spekulasi 


1 Kesimpulan tuan prokur jenderal Henri Robert Tronchm mengenai Kontrak Sosial dan VEmile 
oleh Rousseau dalam R Dreyfus Bnsac, ed, Du Contract social (Paris 1896), appendiks XI, hal 
421-422. 
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atas azas politik. Dengan mempertentangkan organisasi sosial dengan ke- 
adaan alami seperti yang didambakan, teori kontrak sosial cenderung me- 
netapkan pemisahan menjadi dua sisi an tara ”individu” dan ”masyarakat”, 
dengan membuktikan bahwa organisasi sosial sesunggyhnya bersifat sosial. 
Suatu kekuatan yang membatasmya hanya dapat dibenarkan berdasarkan 
kebutuhan. Teon kontrak sosial menganggap manusia sebagai individu 
harus diperlengkapi dengan seperangkat kepentmgan atau hak yang sepe- 
nuhnya terpisah dari masyarakat serta berusaha membenkan kebenaran 
moral kepada masyarakat dalam arti mdividualistik yang utama. Lagi pula 
gagasan kontrak, terutama seperti yang dikembangkan oleh Thomas Hob- 
bes, cenderung mendasarkan moralitas sosial tenstimewa pada kebijaksana- 
an, yakm manusia wajib mematuhi kewenangan masyarakat hanya demi 
keselamatan seluruh kepentmgan milik mereka. 

Judul buku mungkm memben kesan bahwa ungkapannya ltu hanyalah 
suatu kelanjutan penelitian dan prasangka yang merajalela. Kenyataannya 
memang demikian. Kontrak Sosial , sebagai judul agaknya merupakan suatu 
judul yang tak tepat. Kontrak sosial tidak hanya menurunkan mutu ar- 
gumentasi Rousseau ke peran yang lebih kecil, tetapi apa yang tersisa dari 
padanya ditafsirulangkan secara mendalam yang sama sekali tidak bisa di- 
pahami sebagai suatu kontrak. Rousseau, seorang murid Plato dalam filsafat 
politik, secara mendasar tidak sependapat mengenai pokok pikiran yang 
mdividualistik tentang teori kontrak sosial. Dia tidak berpikir bahwa ke- 
wajiban rasionalitas sosial yang khas bisa dijelaskan dalam istilah suatu per- 
janjian antara sesama mdividu yang saling terpisah, kendati 1 a merupakan 
orang yang serba lengkap sekalipun. Ia tidak memandang kebijaksanaan ltu 
sebagai dasar yang cukup kuat bagi kewajiban moral. Rousseau selanjutnya 
tidak sependapat terhadap keyakman yang lazim bahwa kewenangan moral 
masyarakat terletak pada hak dasar yang mempunyai keabsahan di luar se- 
tiap jenis organisasi sosial yang mana pun. Yang dimaksudkan oleh Rousseau 
selanjutnya tidak sependapat terhadap keyakman yang lazim bahwa kewe¬ 
nangan moral masyarakat terletak pada hak dasar yang mempunyai ke¬ 
absahan di luar setiap jems organisasi sosial yang mana pun. Yang dimak¬ 
sudkan oleh Rousseau ”hak dasar” adalah hak yang dilaksanakan di dalam 
lmgkungan dan oleh suatu masyarakat. Mereka ”bersifat alami” karena me¬ 
reka mewakili pelaksanaan yang lebih nyata dan sifat manusia. Bagi 
Rousseau, masyarakat bukanlah suatu ”agregasi” (kumpulan sejumlah 
orang yang tidak saling tergantung) mdividu, melamkan suatu ”asosisasi” 
(suatu kelompok yang memiliki kesatuan tujuan secara kualitatif); suatu 
jalan pembicaraan untuk menghubungkan kenyataan bahwa jika mdividu- 
individu bertmdak sebagai kelompok, akan muncullah dimensi penlaku 
yang baru. Bagi Rousseau, hidup dalam masyarakat mewakili kemenangan 
kepentmgan yang sangat berbeda, bahkan jauh lebih berpenkemanusiaan 
danpada hanya kepentmgan mdividu. 

Dengan smgkat Rousseau menggunakan ungkapan ”kontrak sosial” 
terutama tidak untuk tujuan analisis filsafat, melamkan sebagai jalan untuk 
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menguraikan situasi moral yang terkandung dalam kehidupan individu 
dalam masyarakat. Berhadapan dengan latar belakang suatu ”masyarakat 
alami” khayali (imagmary), mlai hubungan sosial yang khusus adalah satu- 
satunya yang melengkapi basis akal moral yang muncul lebih jelas; dan 
pnnsip yang membedakan suatu masyarakat yang dibenarkan — yakm suatu 
masyarakat yang sesungguhnya — telah disoroti. ”Bergesernya masyarakat 
alami ke negen sipil (negeri beradab) menghasilkan perubahan yang luar 
biasa pada manusia, dengan menggantikan keadilan bagi nalun tmgkah-laku 
dan membenkan kepada tindakannya karakter moral yang sebelumnya 
tidak dimiliki. 

Namun penggunaan kontrak sosial dengan cara demikian sesungguhnya 
sama sekali bukanlah suatu kontrak. Kontrak menunjukkan janji timbal- 
balik, dan usaha masmg-masmg pihak dalam kontrak berkaitan dengan ke- 
wajiban yang akan membenkan kepuasan beberapa kepentmgan kepada 
pihak lain yang ada dalam kontrak itu. Bagaimanapun juga, ”Kontrak 
Sosial” Rousseau merupakan pergantian suatu situasi di mana tidak ter- 
dapat moralitas manusia (human morality) bagi seseorang. Ia sesungguhnya 
menciptakan kewajiban dan kepentingan yang tidak ada sebelumnya, dan 
mewajibkan individu untuk memasuki suatu kesatuan sosial atau mengarah 
pada kehendak umum yang diben mandat oleh dinnya sendin karena tidak 
mempunyai tuntutan timbal-balik. Situasi semacam itu tidak dimungkmkan 
atau tidak masuk akal, tetapi hampir tidak bisa disebut sebagai sebuah kon¬ 
trak. Sebenarnya pikiran politik Rousseau telah menjauhi kontrak sosial itu 
sendiri dan lebih mendekati desakan Yunam klasik, bahwa masyarakat me¬ 
rupakan guru kebajikan. Hanya di dalam masyarakatlah penlaku atau moral 
manusia dimungkmkan atau bahkan dapat diben batasan. 

Teori modem tentang kontrak sosial telah dilaksanakan untuk menjelas- 
kan dan membenarkan kedaulatan dan negara nasional. Gagasan mengenai 
kedaulatan (sovereignty) — tentang supremasi mutlak negara di atas semua 
bentuk lain orgamsasi sosial — telah dikembangkan sebagai alat dalam per- 
juangan kerajaan nasional (national monarchies) ketika menundukkan gereja 
feodal dan kelas baron sehmgga menjadi pusat filsafat zaman modern. Ma- 
salah kedaulatan (sovereignty) meliputi dua hal yang acapkali membingung- 
kan serta yang tidak mudah dipisahkan dalam praktek, namun berbeda me- 
nurut logika: (1) kekuasaan atau kelompok kekuasaan apakah yang sebe- 
namya palmg tmggi dalam suatu masyarakat, dan apakah suatu supremasi 
itu mutlak; dan (2) pemeliharaan atas keuntungan serta kerugian setiap 
masyarakat merupakan suatu kekuasaan yang palmg penghabisan untuk 
memutuskan kata-akhir dalam perselisihan antara individu dan kelompok. 
Yang disebut pertama menekankan isu politik, dan yang kedua isu hukum. 

Hobbes, yang melatarbelakangi Rousseau, adalah wakil yang mencolok 
dalam usaha mendasarkan kedaulatan hukum atas kebenaran fakta tentang 
kekuasaan politik. Sedangkan John Lock secara keseluruhan melakukan 
usaha itu melalui mekanisme hak alami dan kesepakatan rakyat dalam me- 
negakkan kekuasaan yang otontas moralnya berlandaskan pada alasan lain 
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yang bukan sekedar kekuasaan. Teori Rousseau tentang kedaulatan tumbuh 
dan usaha menggabungkan keuntungan kedua pendekatan itu. Bersama 
Lock ia yakm pada pnnsip bahwa hanya dengan kekuasaan tidak akan men- 
ciptakan kebenaran. Adapun tentang perlunya membatasi kekuasaan pe- 
merintah, tidak bisa dilepaskan dan keharusan untuk bertanggungjawab 
kepada undang-undang atau pnnsip yang berada di atas dirinya sendin. 
Sebaliknya, ia bersama Hobbes berkeyakinan bahwa moralitas tidak mem- 
punyai arti atau landasan di luar masyarakat. Khususnya, Rousseau yakm 
bahwa ada kebenaran yang mendasar di dalam pendirian Hobbes yang me- 
ngatakan bahwa undang-undang tanpa kemampuan untuk memaksakan ke- 
taatan, sama sekali bukan undang-undang, tetapi hanyalah percakapan yang 
penuh dengan khayalan. 

Teori kedaulatan karya Rousseau, bagaimanapun bukan sesuatu yang 
bersifat pilihan tanpa pnnsip tersendiri. Kepada Hobbes dia memberikan 
tanggapan yang eukup adil, bahwa kontrak yang dibuat antara sesama ma- 
nusia yang bersepakat untuk menundukkan mereka sendin pada kekuasaan 
tertinggi dan luar, sama sekali bukan kontrak. Sebenarnya terdapat banyak 
kesulitan tertentu dalam teori Hobbes, kendati la meyakinkan dan perkasa. 
Apakah benar bahwa yang terkuat itu adalah kekuasaan yang terkuat 
karena semua orang sepakat secara timbal-balik mentaatinya? Atau, apakah 
semua orang sepakat secara timbal-balik mentaatinya karena dalam kenyata- 
annya ia merupakan kekuasaan yang palmg kuat? Jika itu adalah pilihan 
yang terakhir, maka akan tampak ketiadaan pengertian untuk piembicara- 
kan kontrak karena orang yang merasa terpaksa, bagaimanapun harus taat. 
Jika hal itu adalah pilihan yang terdahulu dan yang berdaulat diben ke¬ 
kuasaan tertinggi berdasarkan persetujuan orang banyak, maka mereka yang 
pada awalnya membuat persetujuan itulah yang sesungguhnya merupakan 
kekuasaan tertinggi dalam komuniti. Jika hal ini benar, bagi Rousseau tidak 
akan ada kepercayaan lam bahwa mereka yang memegang kekuasaan itu 
harus melepaskannya tanpa pembatasan atau syarat. Dalam kenyataannya, 
kedaulatan itu tidak bisa dialihkan; dan tidak ada ”kontrak” yang dapat 
membuat apa pun atau siapa pun untuk menjadi yang tertinggi dalam ma¬ 
syarakat bawahan. 

Pertimbangan semacam itu membawa Rousseau pada teormya tentang 
kedaulatan yang terkenal. Sebagai persoalan hak, ia yakin bahwa setiap per- 
janjian penaklukan dan setiap persetujuan yang mengatakan bahwa seorang 
atau sekelompok orang mempunyai hak untuk memermtah orang lain, 
hanyalah suatu pengakuan akan adanya perbudakan. Oleh karena itu, tidak 
dapat dibenarkan oleh moral. Sebagai persoalan fakta, ia berkeyakinan 
bahwa kekuasaan setiap kelompok istimewa tidaklah absolut, tetapi paling 
sedikit dan dalam ukuran tertentu terletak pada persetujuan kelompok lain- 
nya karena sifatnya yang relatif, tidak pasti dan sementara. 

Rousseau bertanya, ”Dimanakah sebenarnya tempat kedaulatan itu, 
dalam arti kekuasaan absolut dan kekuasaan moral yang tertinggi?” Jawab- 
nya lalah, bahwa la harus berada bersama rakyat sebagai satu kesatuan. Bila 
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tidak terdapat seorang pun di dalam negara yang memegang kekuasaan ab- 
solut, maka kekuasaan absolut harus terletak di tangan seluruh komuniti. 
Dengan demikian teori kedaulatan karya Rousseau mewakili suatu warisan 
teori para pendahulunya dalam satu segi yang mendasar. Baginya kedaulat¬ 
an tidak berada pada kelompok khusus mana pun. Pemermtah tidak bisa 
berdaulat di bawah pembatasan kontrak kedua dengan komuniti sebagai- 
mana dikemukakan oleh Locke: kontrak yang diadakan an tara komuniti 
tertinggi dan pemerintah tidak mempunyai makna apapun, karena komuniti 
tidak bisa dipaksa untuk memelihara kondisi kontrak yang berlawanan 
dengan kehendaknya. 

Dalam hal lamnya Rousseau mempertahankan suatu prasangka yang 
besar dan tradisi filsafat tentang kedaulatan. Dia tidak bisa menemukan ke¬ 
lompok khusus yang mutlak tertinggi. Mungkm hal mi yang membawanya 
pada kesimpulan bahwa kedaulatan mutlak merupakan konsepsi yang tidak 
ada artinya atau palsu. Sebagai gantmya 1 a menganggap bahwa masyarakat 
adalah fakta suatu kesatuan dan kedaulatan absolut menunjukkan sesuatu 
yang sejati. Sebagai akibatnya, jika kedaulatan tidak berada di suatu tempat 
secara khusus maka di mana pun la akan muncul secara tiba-tiba dan ber- 
semayam di dalam komuniti sebagai keseluruhan. Ini bukan posisi yang 
mudah dimengerti atau untuk diterapkan. Apabila beberapa kekuasaan 
tertinggi sedang dicari untuk mengucapkan kata-akhir dalam menyelesaikan 
perselisihan dalam kelompok masyarakat, tidak banyak bantuan untuk 
memperdebatkan bahwa kekuasaan ini adalah komuniti sebagai satu ke¬ 
satuan. Sebaliknya suatu komuniti yang mengalami perpecahan, sama sekali 
bukanlah komuniti (suatu kelompok sebagai bagian masyarakat yang di- 
dasarkan pada perasaan yang sama, sepenanggungan dan saling memerlukan 
serta bertempat tinggal di suatu wilayah tempat kediaman tertentu.) 

Mengapa seseorang hams menenma bahwa komuniti atau ”rakyat” 
mempakan kenyataan kesatuan yang utuh? Dengan mengecualikan negeri- 
kota (city-states) yang kecil, di sidang apa pun kehendak dan kekuasaan 
seluruh masyarakat tidak pemah ada secara kongknt. Biasanya rakyat tidak 
menjalankan kekuasaan secara langsung, tetapi melalui wakilnya dan orang 
yang khusus ditunjuk untuknya. Rousseau sangat peka terhadap kenyataan 
bahwa orang semacam itu senng mengembangkan kepentmgan istimewanya 
yang tidak sesuai dengan masyarakat se tempat yang diwakilmya. Bahkan di 
negeri-kota yang kecil di mana semua warganegara membuat undang- 
undang, golongan dan kelas. Bagaimana kiranya kedudukan itu dipertahan- 
kan hingga kedaulatan tinggal dalam kumpuian rakyat yang dianggap se¬ 
bagai kesatuan? 

Pergulatan dengan permasalahan milah yang menyebabkan Rousseau 
memperkenalkan konsepsinya yang palmg berlainan, yaitu gagasan menge- 
nai kehendak umum (general will). Ia membuktikan bahwa di dalam ma¬ 
syarakat setempat mana pun terdapat keingman akan kebaikan kolektif se¬ 
bagai sesuatu yang mengatasi tujuan partai dan pribadi, di mana setiap 
individu dalam masyarakat boleh menginginkannya, hanya sebagai individu. 
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Kehendak umum ini harus dijaga dengan keras dan dibedakan dari apa 
yang diperbolehkan oleh anggota masyarakat melalui suara terbanyak atau 
bahkan dengan kesepakatan suara secara bulat. Memutuskan adalah jalan 
terbaik bagi mereka. Keputusan semacam ltu yang oleh Rousseau dibeda¬ 
kan dari kehendak umum dengan se butan ”kehendak semua”, mungkm 
salah. Kehendak umum mi menurut definisi, tidak bisa salah karena me- 
rupakan standar hak yang sebenarnya. Dengan demikian kehendak umum 
ltu adalah alat untuk mempersatukan kedua tekanan, terhadap kekuasaan 
dan terhadap hak dalam teon kedaulatan. Dalam kehendak umum kita 
menemukan sumber tertinggi kekuasaan yang berdaulat dan kriteria yang 
tertmggi dari otontas kedaulatan. 

Kehendak umum adalah sesuatu yang melebihi dan di atas jumlah se¬ 
mua kehendak mdividu yang ada dalam masyarakat. Dia bukan sesuatu 
yang sama sekali terpisah dari tiap mdividu. Tiap mdividu mempunyai dua 
kehendak (will), yaitu kehendak pnbadi yang memisahkan kemgmannya 
dan kelompok sosial di mana la berfungsi; dan kehendak umum di mana ke- 
inginan pnbadmya pada waktu yang bersamaan merupakan kemginan yang 
sesuai dengan statusnya sebagai anggota masyarakat dan warga-negara. 
Tiap mdividu mempunyai tanggungjawab sebagai warga-negara untuk ber- 
tmdak selaras dengan kehendak umumnya danpada kehendak pnbadmya, 
seperti fungsi utamanya yang dipercayakan pada kekuasaan umum untuk 
membangkitkan serta mentaati kehendak umum. Itulah suatu bukti bahwa 
kehendak umum tidak terpisah dan mdividu dan tetap tinggal bersama 
mereka. Sementara pada waktu bersamaan, sebagai mdividu, la adalah se¬ 
suatu yang melebihi dan di atas kehendak umum, yang memungkinkan bagi 
Rousseau untuk memecahkan sesuatu yang menurut pendapatnya sebagai 
persoalan besar filsafat politik: ”Di manakah kita akan menemukan bentuk 
persekutuan .... ketika setiap orang sedang mempersatukan dinnya de¬ 
ngan semua orang, hanya harus menaati dinnya sendm dan tetap bebas 
seperti sebelumnya?” Dengan kata lain, apakah azas hak politik itu? 

Banyak di antara permasalahan fundamental demokrasi sezaman tum- 
buh dari kenyataan, bahwa sebagian demokrasi meliputi usaha penerapan 
cita-cita dalam kehidupan masyarakat setempat yang akrab seperti negeri- 
kota Yunani pada zaman negara kebangsaan besar yaitu pemermtahan yang 
sangat tersentralisasi dan spesialisasi tekmk. Rousseau sendin waspada ter¬ 
hadap masalah ini dan sulit mendinkan bentuk pemerintah yang baik mu- 
tlak untuk semua keadaan. Sebagai seorang moralis, la sangat pnhatin ten- 
tang azas hak politik serta analisis politiknya dipersuht oleh kenyataan bah¬ 
wa la berulangkali mengkntik keadaan dan sudut azas yang tumbuh dan 
idealisasi nostalgianya terhadap negen kota-kuno dan kotanya sendin, Ge- 
neva. Mungkm gagasan tentang kehendak umum itu tampak mempunyai be- 
berapa pengejawantahan kongknt terhadap Rousseau, yang sibuk dengan 
negen-kota sebagai bentuk pemermtahan. Namun Rousseau sendm sadar, 
negen kota secara keseluruhan tidak sesuai dengan zamannya (anachro- 
msm) dan usaha untuk menerapkan konsepsi seperti kehendak umum itu 
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pada kondisi yang lebih kompleks hanya memperbesar sifat dan mungkin 
dari teon ambigu. 

Pada umumnya sebagian besar permasalahan dalam teori para pen- 
dahulunya serta yang dikntiknya, telah dipecahkan pada satu tingkatan 
oleh teon Rousseau dan muncul lagi pada tingkatan baru dari kehendak 
umum ltu. Bagaimana kita bisa mengatakan kapan kehendak umum ltu di- 
wujudkan? Tanda apakah yang menunjukkan bahwa sebuah keputusan atau 
kelompok khusus dalam kenyataannya benar-benar mewakili kehendak 
umum masyarakat setempat ltu? Rousseau membedakan antara "kehendak 
umum” dan "kehendak semua orang” dengan maksud bahwa sebagian besar 
tiap permasalahan tidak perlu benar atau "umum"; dan kita tidak bisa ber- 
gantung pada kekuatan mayontas atau pada perhitungan hidung yang ber- 
faedah untuk menentukan kebaikan umum. Suatu minontas seperti diakui 
Rousseau, mungkin merupakan perwakilan kehendak umum yang benar. 
Jika m benar benar mewakili kehendak umum untuk memilih dirinya sen- 
diri melebihi golongan mayontas, maka hal ltu bukan saja diperbolehkan, 
tetapi diharuskan. Inilah teon yang dilakukan oleh partai otonter zaman 
ini Sebaliknya, Rousseau juga menyarankan bila perbedaan ltu menjadi 
kecil dan kebulatan suara dapat didekatkan, maka kehendak umum telah 
dibuat lebih nyata suatu pandangan yang dapat digunakan untuk membe- 
narkan penmdasan golongan mayontas terhadap yang kecil, yang mungkin 
akan tetap terus berbeda dengan golongan mayontas. 

Sebenamya sangat sulit untuk mengetahui dengan tepat apa yang di- 
maksud oleh Rousseau tentang "kehendak umum” ltu. Rousseau menegas- 
kan, untuk menyusun azas hak politik yang akan memadukan kebaikan ber- 
dasarkan tekanan menurut pandangan Hobbes dan tentang kekuasaan de¬ 
ngan tekanan menurut pandangan Locke terhadap pemenntah, harus di- 
dasarkan pada kesepakatan serta otontas moral. Dengan menunjuk pada 
penyatuan kekuasaan tertinggi dengan otontas moral tertinggi dalam 
konsepsi dan pelaksanaan kehendak umum, Rousseau berharap untuk me- 
nank gans pemisah pada teon pohtik yang terdahulu; dan yang lebih pen- 
ting lagi lalah dalam praktek sosial antara yang memerintah dan yang di- 
penntah, antara kekuatan dan hak. Kehendak umum telah diusulkan se- 
bagai jawaban atas pertanyaan, "Bagaimana orang bisa merdeka, sementara 

m takluk?" 

Apabila kehendak umum ltu tidak perlu diadakan dalam suatu masyara¬ 
kat yang sebenarnya, dapat dianggap sebagai norma yang ideal. Tetapi jika 
hanya norma ideal, Rousseau telah menciptakan suatu kriteria moral yang 
terpisah dan keperluan akan kekuasaan sebenarnya — suatu pandangan 
yang tidak cocok dengan realisme politik Hobbes dengan apa Rousseau 
memperoleh kesan yang mendalam dan yang mgin dipertahankannya pada 
teonnya sendiri. Pada sisi lain jika kehendak umum ltu bukan hanya suatu 
standar yang ideal, tetapi suatu uraian mengenai keadaan yang nyata, akan 
tampak jujur untuk dipertanyakan di mana ia berada. Bagaimana kita me¬ 
ngetahui bahwa semua individu dalam suatu nasion mempunyai kehendak 
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umum yang sama, atau mereka semua adalah anggota yang sesungguhnya 
dan masyarakat yang sama. 

Seseorang tidak dapat menghilangkan rasa cunga berkaitan dengan pe- 
nerapan yang beragam dan bahkan yang bertentangan di mana Rousseau 
sendin membuat gagasannya. Rousseau mungkin membenkan beberapa 
pengertian tentang ”kehendak umum” itu. Tatkala menerapkan gagasan¬ 
nya pada kasus yang kongkrit, ia acapkali bersikap ragu antara menafsir- 
kannya sebagai cita-cita yang abstrak dan ungkapan keadaan yang nyata. 
Sesungguhnya, ajaran Rousseau menjamm dasar kebenaran yang lengkap 
tentang adanya status quo pada revolusi permanen suatu negara. Sebagai 
contoh, apabila kehendak umum ditafsirkan sebagai yang tertmggi mutlak 
dalam kenyataannya, maka pemenntah mana pun terpaksa hams berada 
di bawah pengawasannya, dan mi dapat dibenarkan. Sudah tentu kesimpul- 
an ini ingin dihmdan oleh Rousseau kendati para ahh teori konservatif dan 
idealis hanya melakukannya di kemudian hari. Namun Rousseau membuat 
beban bagi dinnya, yang sebenarnya tidak menjadi kewajiban baginya 
dilihat dan segl kntiknya pada teori kontrak sosial. Rousseau tidak meng- 
anggap organisasi sosial sebagai ”tidak alami”. Ia tidak perlu membenkan 
pembenaran secara besar besaran mengenai masyarakat pada umumnya, 
tetapi hanya dengan maksud untuk mengembangkan prinsip yang dapat 
membantu pembedaan antara masyarakat yang baik dan buruk. Memang 
ltulah tujuan utamanya. Walaupun demikian, secara total ia sangat ber- 
beda dengan dasar pikiran individualistik dan teori kontrak sosial yang 
menytakan, bahwa masyarakat berdasarkan sifatnya mempakan kekuatan 
yang membatasi sehingga la merasa terpanggil untuk membenkan jawaban 
mutlak kepada pihak lain. Akibatnya kadangkala dapat memecahkan per- 
masalahan bagaimana orang mungkin takluk, sementara tetap merdeka de¬ 
ngan menolak setiap paksaan dalam masyarakat. Hal ini tercermin dalam 
ucapannya yang termashur bahwa manusia mungkin dipaksa untuk merde¬ 
ka: yang terpidana itu bebas dalam arti dipenjarakan oleh kehendak umum¬ 
nya sendin. Orang yang mengikuti kehendak pnbadinya dengan caranya 
sendin akan dihukum. Dan segl pandangan ini bila individu berbeda dengan 
pendapat masyarakat setempat atau komuniti, itu adalah urusan pnbadi, 
salah dan diperbudak. Bilamana kehendak pnbadinya bersatu dengan ke¬ 
hendak masyarakat setempat, itu adalah urusan umum, maka ia bersikap 
benar dan merdeka. Dengan demikian soal tidak bertanggungjawabnya 
masyarakat atau nasional dan "kehendak umum” membenarkan apa yang 
disebut oleh para kntikus sebagai ”suatu pesta pora persaudaraan”. Jika 
dengan masyarakat setempat, maka menjadi jelas masyarakat setempat itu 
tidak bisa berbuat salah. 

Pada sisi lain, bila 1 a menerapkan kehendak umum sebagai suatu cita- 
cita yang tidak diwujudkan, Rousseau menekankan kenyataan bahwa tidak 
ada bentuk pemenntahan selam demokrasi langsung di mana semua warga- 
negara ikut serta dalam pekerjaan memenntah. Tindakan ini bisa dibenar¬ 
kan secara mutlak. Bentuk pemenntah lam mana pun — Rousseau me- 
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ngakui bahwa demokrasi langsung sebagian besar tidak bisa dipraktekkan — 
hanya merupakan yangterbaik kedua, karena 1 a mehbatkan sekumpulan 
para pejabat yang cepat atau lambat cenderung mengembangkan kehendak 
khusus pnbadinya sebagai kelompok tersendiri atas biaya masyarakat. Se- 
bagai akibatnya lalah ledakan revolusi — yakni, penghancuran pemerintah 
dan perebutan kembali kekuasaan oleh komumti yang berdaulat di bawah 
pimpman kehendak umum — bisa dibenarkan dan akan senantiasa terjadi 
berulang-ulang. Pandangan pohtik milah yang melatarbelakangi banyak ajar- 
an anarkis abad ke-19, dan yang memberi sumbangan kepada ajaran Marxis 
tentang ”hilangnya negara”. 

Banyak di antara analisis Rousseau tentang kehendak umum yang se- 
benamya begitu abstrak dan umum sifatnya hingga praktis segala sesuatu 
yang terjadi adalah akibat dari padanya. Dalam analisisnya terakhir, kehen¬ 
dak umum terlihat sekedar sebagai kehendak tiap orang untuk menjadi 
umum. Konsepsi kehendak rasional Kant adalah kehendak untuk bertin- 
dak hmgga tindakan seseorang bisa dianggap sebagai dalil tingkah-laku yang 
universal. Suatu pengembangan formal dan kehendak umum Rousseau. 

Namun masih terdapat interpretasi lam terhadap kehendak umum yang 
tidak perlu diperkecil menjadi konsepsi formal yang jermh tanpa mempu- 
nyai isi. Jikalau kehendak umum digunakan untuk menggantikan keduduk- 
an sesuatu yang statis dan dinyatakan selesai, baik suatu ide yang sempurna 
maupun keadaan yang telah diwujudkan secara lengkap, maka banyak per- 
masajahan yang telah kita perbincangkan akan terjadi. Tetapi kehendak 
untuk menjadi umum menurut pandangan Rousseau telah memberikan arti 
yang langsung dengan gairah, dan kehendak umum mungkin bisa dipandang 
sebagai proses pribadi, atau proses sosial, atau tujuan. Rousseau bukannya 
tidak berabstraksi, tetapi ada sedikit abstraksi yang tidak merupakan suatu 
cara dalam menguraikan tanggapan terhadap pengalaman yang segera di- 
r a sa kan. ”Kehendak umum” Rousseau bila dnnterpretasikan dari segl 
reaksmya yang mendadak terhadap masyarakat Paris yang terpecah dan 
terasing ltu, juga mempunyai arti sebagai suatu jems tuntutan khusus ter¬ 
hadap pengalamannya. Tuntutan dihapuskannya rintangan pada pengala 
man bersama dan ke arah suatu kehidupan umum bisa dijangkau secara 
lebih umum oleh manusia. Kita benar benar dapat memperoleh kejelasan 
bila menelaah konsepsi Rousseau tentang kehendak umum dengan latar 
belakang Emile-nya, yang terbit pada tahun yang sama dengan Kontrak 
Sosial Suatu azas yang berpengaruh besar dalam bidang pendidikan karya 
Emile, seperti diresepkan oleh Rousseau, adalah menghindari perselisihan 
di antara kehendak perorangan. Sebaghai contohnya, jika seorang anak laki- 
laki yangmempunyai kebiasaan tinggal di kamar yang berjendela dan ke- 
mudian akan ditempatkan dalam ruangan tak berjendela, maka akan di- 
jelaskan kepadanya secara tidak pribadi bahwa hanya secara kebetulan 1 a 
ditempatkan di sana bukan karena seseorang marah kepadanya, tetapi 
hanya semata-mata dengan maksud melmdungi jendela. Emile akan belajar 
dengan dihadapkan pada akibat penlaku yang tidak bersifat pribadi (atau 
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alami ) daripada dengan pengaruh nafsu kesewenang-wenangan orang lain. 

Bu ku Emile bisa membenkan kunci kepada pandangan Rousseau yang 
memiliki kehendak umum. Berkehendak menjadi umum berarti memper- 
satukan kehendak seseorang dengan orang lain, dan yang hanya bisa dilaksa- 
nakan dengan baik bila semua kehendak itu juga diatur. Masyarakat yang 
baik dengan kehendak umumnya diwujudkan secara nyata adalah masyara¬ 
kat yang individunya paling lengkap dan palmg ”alami”, yaitu dibebaskan 
dari pembatasan sewenang-wenang yang menekan pertumbuhan mereka. 
Persatuan mereka dengan orang lain melalui kesamaan kehendak, dikem- 
bangkan sebagian demi sebagian oleh mereka sendiri, atau melalui proses 
pemilihan oleh orang lam yang sifatnya pun pribadi. 

Dalam konteks filsafat umum Rousseau serta pengalaman pribadinya, 
kehendak umum boleh digunakan untuk menunjukkan suatu arah atau pro¬ 
ses pengalaman sebagai suatu tuntutan yang tegar hingga kehidupan sosial 
bisa menjadi kurang terpecah-pecah. Ini berarti kehendak umum akan 
menjelma sebagai nujum pada proses tersebut sehingga manusia berkesem- 
patan untuk menjadi umum dan dengan sadar aktif dalam berbagai peris- 
tiwa yang mempunyai nilai umum dan secara progresif bisa mengurangi 
kendala yang datang dan luar seperti kelas, kepercayaan agama, atau per- 
samgan. Pandangan Rousseau muncul sebagai pembangkit impian demokra- 
si suatu masyarakat, yang menurut Lincoln, ”secara progresif mengangkat 
beban dan bahu manusia”. Dilihat dari sisi ini ”persatuan” bukanlah se- 
suatu yang sudah atau tetap dilaksanakan, melainkan suatu cita-cita yang 
harus dikejar, dan nilai pengalamannya berulang ulang harus dinikmati bila 
orang bekerja dengan orang lam dalam suasana persaudaraan. 

Rousseau adalah juru bieara yang sangat baik bagi nilai-mlai persamaan 
dan persaudaraan. Tidak lebih dan nilai lam mana pun, la bersifat mutlak 
dan benar, seperti yang diterangkan oleh para kntikus demokrasi yang ber- 
simpati kepadanya, contohnya lalah Tocqueville dan Mill. Persamaan dan 
persaudaraan di bawah kondisi tertentu dapat memmbulkan aneaman 
yang sesungguhnya terhadap kebebasan dan perbedaan pribadi. Tetapi, 
persamaan dan persaudaraan pun dapat membentuk kondisi bagi kebebas¬ 
an positif yang terlibat dalam pelaksanaan kekuatan terpendam yang lebih 
besar. Sedangkan Rousseau merupakan sumber konsepsi kemerdekaan 
yang telah diperbaiki dan diperbesar. Suatu cita cita yang harus dilaksana¬ 
kan secara progresif melalui tindakan sosial yang positif. Rousseau adalah 
seorang pengntik nilai, tetapi kekuatannya yang agung merupakan pemula 
yang membangkitkan rasa dan selera khusus bagi nilai baru, dan membawa 
serta pulang bagi kemanusiaan akan persamaan dan persaudaraan. Kendati 
mereka bukan barang campuran, bagaimanapun juga merupakan barang dan 
membawa tambahan ukuran bagi pengalaman. Ia berbicara kepada setiap 
orang untuk siapa kerjasama antara orang sederajat bukan hanya mekanis¬ 
me tmdakan sosial, melainkan nilai kehidupan yang harus dinikmati demi 
dirinya sendiri. 
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CATATAN TENTANG PENERJEMAHAN 

Penerjemahan Kontrak Sosial ini didasarkan pada penerjemahan tak 
bemama yang diterbitkan di London pada tahun 1791. Karya tersebut ber- 
isi kata pendahuluan seperti berikut ini: 

Kehormatan agung yang baru-baru ini diberikan untuk mengenang Rousseau 
oteh Sidang Nasional Perancis diikrarkan karena keyakinan bahwa uraiannya 
yang berjudul Du Contrat Social teiah metnpersiapkan jalan bagi Revolusi yang 
barn baru ini terjadi di negara itu, dan harus dengan wajar membangkitkan 
keinginan dalam pikiran orang Inggris untuk berkenalan dengan suatu karya, 
yang dapat meletakkan dasar bagi penstiwa yang begitu penting. Oleh karena 
itu, sebuah terjemahan teiah dipersembahkan kepada umum yang secara ber- 
hati-hati memberikan arti bagi pengarangnya dalam bahaya yang paling se- 
derhana. Sehingga semua orang yang ingin menyelusun uraian ini untuk men- 
dapatkan azas-azas sistem pemerintahan Perancis yang baru, dapat berbuat de- 
mi kian tanpa memeproleh kesulitan yang adakalanya dijumpai ketika mem- 
baca terjemahan karya filsafat. 

Penerjemahan ini teiah diperbaiki secara ekstentisf untuk meniadakan 
sesuatu yang tidak tepat. Ejaannya teiah diperbaharui, tetapi usaha teiah di- 
lakukan untuk mempertahankan kebajikannya yang khas sebagai hasil ter¬ 
jemahan yang dekat dengan waktu serta semangat jalur politik abad ke-18 
yang asli. 

Catatan redaksi yang sekarang dilampirkan dalam tanda kurung. 
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PRAWACANA 


RISALAH KECIL mi disarikan dari sebuah karya yang jauh lebih luas, 
yang telah saya buat tanpa lebih dahulu mempertimbangkan segl kemam- 
puan saya, dan yang sudah lama saya biarkan terlantar. Dan sekian banyak 
yang terpilih dari yang tersurat, benkut ini merupakan san terpenting, 
yang pantas saya tampilkan untuk dipersembahkan kepada umum. Sisanya 
yang lam telah dimusnahkan. 
























































BUKUI 


Dalam risalah ini, dengan memandang manusia seperti apa adanya dan 
demikian pula seperti hukum yang mereka buat, saya bermaksud hendak 
menyelidiki apakah tidak mungkin kita dapat menetapkan peraturan adil 
dan pasti untuk menyelenggarakan tertib sipil pemerintahan. Selama me- 
lakukan nset, saya telah bemsaha sekuat-kuatnya menyatukan apa yang 
diperbolehkan oleh hak dengan apa yang ditetapkan oleh kepentmgan. Me- 
nurut pendapat saya, keadilan dan kegunaannya tidak dapat dipisahkan. 

Saya ingin memasuki penyelidikan ini tanpa membicarakan sesuatu ten- 
tang betapa pentingnya subyek ini. Apabila saya ditanya, apakah saya se- 
orang pangeran ataukah seorang pembuat hukum karena saya menulis ten- 
tang masalah politik, maka saya akan menjawab, bahwa saya bukan kedua- 
duanya, dan karena alasan ltulah saya menulis tentang masalah politik. Ji- 
kalau saya seorang pangeran atau pembuat hukum, maka saya tidak akan 
memboroskan waktu dengan melibatkan diri dalam menangam masalah 
teon, yang seharusnya saya manfaatkan untuk melakukan praktek. Saya 
akan berbuat sesuatu atau akan tetap tinggal diam. 

Dilahirkan sebagai seorang warga negara dari suatu negara merdeka 
dan, dengan demikian, sebagai warga dari penguasa negara ltu, betapapun 
lemah pengaruh suara saya, dengan ketetapan hati saya ingm membukti- 
kan kemampuan saya untuk menangani berbagai urusan umum. Hak untuk 
membenkan suara pada kesempatan semaeam ini, memberikan beban ke- 
wajiban kepada saya untuk lebih memperluas pengetahuan saya mengenai 
masalah tersebut. Saya sungguh merasa gembira, bila memikirkan masalah 
pemerintahan, saya selalu menemukan dalam riset saya dorongan baru 
untuk mengagumi negen saya sendiri. 


BAB I 

POKOK PEMBICARAAN BUKU PERTAMA 

Manusia dilahirkan bebas. Kendatipun demikian kita melihat di mana 
pun mereka hidup terbelenggu. Mereka yang merasa bahwa dirinya adalah 
pemimpin bagi yang lam, akan berpikir untuk berhenti agar tidak menjadi 
budak yang lebih besar dari rakyat yang diperintahnya. Bagaimana hal itu 
bisa terjadi, saya sendiri tidak tahu. Tetapi bilamana saya ditanya, apakah 
yang dapat saya sumbangkan, maka saya pereaya bahwa saya mampu me- 
mecahkan permasalahan itu. 

Jikalau saya membatasi diri hanya mempertimbangkan masalah kekuat- 
an, akhirnya saya akan mengatakan, ”Bila rakyat dipaksa untuk patuh dan 
mereka benar-benar patuh, itu baik. Tetapi, segera sesudah rakyat merasa 
mampu untuk melemparkan penindasan atas dirinya dan mereka benar- 
benar melakukannya, itu lebih baik lagi. Untuk memperoleh kembali ke- 
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bebasannya, sucfah tentu rakyat pun boleh menggunakan hak yang sama 
yang dahulu dipakai untuk mencabut kebebasan ltu dan tangan mereka. 
Kebebasan ltu dibenarkan untuk dikembalikan kepada rakyat, atau ke¬ 
bebasan ltu dibenarkan untuk direnggut dan tangan rakyat”. Tertib sosial 
merupakan hak keramat untuk melayani semua kepentmgan. Meskipun 
demikian hak mi tidak bersifat alami karena la dibangun atas dasar konven- 
si. Yang menjadi persoalan sekarang, apa dan bagaimana konvensi itu. Se- 
belum saya sampai pada pokok permasalahan mi, saya masih harus menen- 
tukan dasar pikiran seperti yang baru saja saya tegaskan. 


BAB II 

M AS Y A RAK AT PERTAMA 

Masyarakat yang paling awal dan satu-satunya yang bersifat alami ada- 
lah keluarga. Anak tetap tenkat pada sang ayah selama masih membutuh- 
kan perlindungannya. Segera setelah tiba waktunya kebutuhan itu berhenti, 
berakhirlah ikatan yang bersifat alami itu. Anak menjadi bebas dan ke- 
wajiban untuk taat pada ayahnya. Sebaliknya sang ayah pun bebas dari 
tugas kewajiban terhadap anaknya. Kedudukan keduanya menjadi sama- 
sama bebas. Bilamana mereka masih tetap terus tinggal bersama, hal itu 
bukanlah konsekuensi dari suatu kebiasaan (consequence of natural), te- 
tapi suatu kebersamaan sukarela atau kebijakan dan ikatakan keluarga itu 
sendiri yang masih tetap dipertahankan atas dasar konvensi. 

Kebebasan yang bersifat umum itu merupakan konsekuensi sifat ma- 
nusia yang paling mendasax. Hukumnya yang pertama adalah penjagaan 
diri. Perhatiannya terutama ditujukan pada segala hal yang menyangkut 
kepentingan dirinya sendin, dan seketika itu pula ia menjadi pemimpin 
atas dirinya sendiri. 

Karena itu, keluarga merupakan model pertama masyarakat politik: 
penghulu meneerminkan seorang ayah dalam keluarga dan sama bebas, 
dan demi memperoleh sesuatu yang lebih bermanfaat mereka hanya me- 
misahkan kebebasannya ke dalam dua macam masyarakat. Perbedaannya 
ialah: dalam keluarga, rasa puas karena kasih-sayang pihak ayah yang meng- 
hasilkan kesadaran yang bermanfaat bagi anaknya dan sebaliknya si anak 
pun membalas budi bagi derita sang ayah selama memeliharanya. Sedang- 
kan dalam negara, kepuasan memenntah telah menggantikan rasa cinta 
yang tidak dimiliki oleh penguasa terhadap rakyatnya. 

Grotius meilyangkal, bahwa semua kekuasaan manusia ditetapkan demi 
kepentingan mereka yang diperintah. Ia memberikan contoh perbudakan 
sebagai bukti pemyataannya. 1 Cara berpikimya yang konstan membenar- 


' Grotius (1583-1645), De jure belli ac pacis (Hukum tentang Perang & Damai), Bk I bab 3. 
Buku mi yang diterbitkan pada tahun 1625, merupakan pelopor dalam perkembangan alam pikuan 
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kan fakta ini. * 2 Suatu cara yang lebih memuaskan mungkin saja dapat di- 
gunakan, tetapi tidak ada yang lebih menguntungkan bagi para penguasa 
yang lalim. 

Karena ltu Grotius menyangsikan apakah seluruh manusia itu menjadi 
milik seratus orang saja, ataukah justru seratus orang itu menjadi milik se- 
luruh ras manusia. Dan semua isi bukunya, Grotius cenderung pada pendapat 
yang pertama, sama halnya dengan pendapat Hobbes: Mereka sependapat 
bahwa masyarakat manusia terbagi seperti kelompok ternak. Setiap kelom- 

pok mempunyai pemimpinnya sendin yang melindungi temaknya untuk 
kemudian dilahap olehnya. 

Penggembala secara alami lebih unggul bila dibandingkan dengan ter- 
naknya, dan demikian pula yang berlaku bagi kelompok manusia. Para 
penghulu secara alami juga lebih unggul danpada rakyatnya. Menurut 
pendapat Philo, dengan alasan itulah Kaisar Caligula telah menank kesim- 

pulan yang sangat tepat dari suatu analogi bahwa raja adalah dewa dan 
rakyat adalah hewan belaka. 

Cara berpikir Caligula mi sejalan dengan pandangan Grotius dan Hob¬ 
bes. Sebelumnya, Aristoteles telah menegaskan, bahwa manusia itu secara 
alami mempunyai nasib yang tidak sama: sebagian dilahirkan untuk men¬ 
jadi budak dan sebagian lainnya untuk berkuasa. 3 

Aristoteles foenar, tetapi la melakukan kesalahan ketika memandang 
akiba sebagai sebab. Tidak ada yang lebih pasti, bahwa semua orang yang 
dilahirkan dalam perbudakan adalah dilahirkan hanya untuk menjadi budak 
pula. Para budak telah demikian direndahkan martabatnya oleh belenggu 
yang mengikat mereka. Keadaan semacam ini menyebabkan mereka ke- 
hilangan semangat untuk mematahkan belenggu itu. Mereka bahkan lebih 
menyukai perhambaan, seperti halnya para rekan Ulyses yang lebih me- 
nyukai penlaku kasar, 4 Apabila ada beberapa budak alami, sebab pokok- 
nya ialah manusia dijadikan budak untuk melawan alam. Kekuatanlah yang 
telah menciptakan perbudakan yang pertama dengan jalan merendahkan 

»ti ta menyalahgunakan para korbannya, dan mengabadikan belenggu me¬ 
reka. 

Saya tidak akan memasuki suatu pembicaraan tentang Nabi Adam atau 
Kaisar Noah, ayah dan tiga raja besar yang telah memisahkan alam jagad 


mengenai hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara yang berdaulat. Buku ini pun 

banyak memberikan formulasi tentang konsepsi ”hukum alam” sebagai hal lam dan terpisah dan 
"teologi”. 

“1 

Penyelidikan tentang hak umum yang dipelajari sering hanya penyalahgunaan sejarab masa 
lalu; dan sungguh tolol serta keras kepala untuk bersusah payah mempelajarinya terlalu mendalam”. 
(Essay on the interests of France in Relations to its Neighbours, by the Marquis dArgenson.) Ini 
tepat seperti yang dikatakan oleh Grotius ' 

3 Aristoteles Politics Bk. I, bab 2 

4 * 

Lihat risalah smgkat oleh Plutarch bequdul That Animals Use Reason. 
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di an tara mereka, yang oleh banyak orang dianggap sebagai anak dewa 
Satumus. Saya mengharapkan untuk memperoleh sambutan tepuk tan gan 
karena sikap saya yang moderat ini; karena saya sendiri pun berasal dari ke- 
turunan langsung salah seorang putri raja ltu, mungkm dan cabang yang 
tertua. Siapa yang aapat mengatakan, dalam pembuktian gelar itu, bahwa 
saya tak dapat menemukan dalam diri saya seorang raja yang sah dari ras 
manusia? Te tap i kita hanya menjumpai bahwa Adam-lah yang berkuasa di 
dunia ini, sebagaimana halnya Eobinson Crusoe berkuasa di pulaunya ka¬ 
rena hanya dialah satu-satunya penghuni. Keadaan yang paling mengun- 
tungkan bagi suatu kerajaan adalah bila raja merasa am an di atas smggasana- 
nya. Ia tidak kuatir terhadap pemberontakan, perang dan persekongkolan 
(conspiracies). 


BAB III 

KEADILAN BAGI MEREKA YANG TERKUAT 

Golongan yang terkuat tidak akan pernah merasa cukup kuat untuk 
menjamin kelangsungan kekuasannya secara mulus, terkecuali bila mereka 
dapat menemukan cara untuk merubah kekuatan menjadi hak dan ketaatan 
menjadi semacam kewajiban. Hak dari golongan yang terkuat — suatu hak 
yang dalam penampilannya tampak ironis — benar-benar ditetapkan sebagai 
satu prinsip. Apakah kita tidak akan pernah mendapat penjelasan ten tang 
hal ini? Kekuatan dalam pengertian ini adalah kekuatan fisik. Saya tidak 
melihat adanya suatu moralitas yang dapat dihasilkan oleh akibat kekuat¬ 
an ini. Menyerah pada kekuatan merupakan tindakan yang terpaksa dan 
bukan oleh kehendak hati. Atau, paling tidak hanya sebagai tindak kebi- 
jaksanaan. Lalu dengan pengertian yang bagaimanakah hal itu dapat men¬ 
jadi suatu kewajiban? 

Marilah sejenak kita mengandaikan bahwa apa yang dianggap hak itu 
memang ada, tetapi saya tidak melihat sesuatu yang dapat muncul dari 
padanya selain omong-kosong yang tidak dapat dipahami. Kalau kita me- 
ngakui bahwa di dalam kekuatan itu terdapat hak, maka akibat telah ber- 
ubah menjadi sebab. Semua kekuatan yang telah memperoleh keberhasilan- 
nya yang pertama, mengakui hal itu sebagai haknya. Segera setelah sese- 
orang tidak lagt patuh pada peraturan tanpa mendapat hukuman, ini ber- 
arti bahwa orangpun akan bisa dibenarkan untuk mengulanginya lagi. 
Yang terkuat selalu benar. Kian lama orang hanya akan berpacu untuk men- 
dapatkan kekuatan. Tetapi, hak macam apakah itu, yang hilang bersama 
kekuatan yang melahirkannya? Bila seseorang perlu patuh karena paksaan 
kekuatan, maka tidak akan ada kesempatan untuk patuh karena rasa wajib; 
dan bila kekuatan itu tidak ada lagi, maka semua kewajiban akan sima pula 
bersamanya. Oleh karena itu, kita melihat bahwa ”hak” tidak menambah 
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sesuatu pada kekuatan, tetapi hanyalah suatu istilah yang tidak mempu- 
nyai arti apa pun. 

Bila orang mengatakan, ”Marilah kita mentaati orang yang paling kuat” 
maksudnya yang sebenamya adalah, "Marilah kita menyerah pada kekuat¬ 
an . Peraturan itu memang baik, tetapi berlebihan sifatnya karena tidak 
akan pemah atau bisa dilanggar. Kita dibentahu bahwa semua kekuatan itu 
berasal dan Tuhan. Saya akui memang benar. Demikian pula semua pe- 
nyakit datang dari tangan yang sama. Namun siapakah yang pemah me- \ ‘ 
larang kita untuk memanggil dokter? Bila seorang perampok menodong* 
saya di suatu sudut sebuah hutan, tidakkah sebaiknya saya tidak hanya 
akan menyerahkan dompet saya jika dipaksa untuk melakukannya, tetapi 
juga karena sadar bahwa saya wajib menyerahkan kepadanya kendati saya 
ingin melarikan diri dari padanya? Suatu fakta bahwa pistol di tangan pen- 
jahat itu pun merupakan suatu kekuatan. 

Oleh karena itu harus diakui bahwa kekuatan bukanlah suatu hak dan 
ketaatan hanya mengabdi pada kekuatan. Jadi, segala sesuatu seyogyanya 
kembali pada pertanyaan saya yang pertama. 

BAB IV 
PERBUDAKAN 

Selama belum ada manusia yang mempunyai otontas alami terhadap 
kawannya yang lain dan karena kekuatan tidak menghasilkan sesuatu hak 

apa pun, maka semua otoritas yang dibenarkan di an tara sesama anusia 
harus ditetapkan atas dasar konvensi. 

1 rotius mengatakan, bila seorang individu dapat mengorbankan ke- 
bebasannya untuk menjadi budak bagi tuannya, mengapa seluruh penduduk 
tidak dapat pula mengorbankan kebebasannya untuk menjadi hamba se¬ 
orang raja? 1 Ada beberapa kata yang samar-samar dalam kalimat ini yang 
memerlukan penjelasan, tetapi saya akan membatasi diri pada arti kata 
Memindahkan (alienate). Memindahkan adalah memberi atau menjual. 
Tetapi seorang yang menjadi budak orang lain tidak mungkin memberi kan 
dirinya sendiri. Ia harus menjual dirinya dengan maksud paling tidak untuk 
sekedar nafkah hidupnya. Suatu pertanyaan: mengapa dan untuk apa orang 
sampai mau menjual dirinya? Sampai sekarang seorang raja bukannya me- 
lengkapi hambanya dengan nafkah hidupnya (subsistenee), tetapi sebalik- 
:ya ia mendapatkan nafkah hidupnya justru dari hambanya. Menurut 
Rabelais, penghidupan seorang raja tidaklah kecil. Apakah si hamba 
memberikan dirinya dengan syarat bahwa sang pangeran atau raja bersedia 
pula dengan ramah-tamah menerima harta kekayaan milik hambanya? Se- 
telah memberikan upeti semacam itu, jelas bagi si hamba bahwa pada diri¬ 
nya tidak lagi ada $esuatu sedikit pun yang tertmggal bagi keperluan hidup¬ 
nya. 


1 (Loc. cit) 
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Kepada kita dibentahukan, bahwa seorang raja yang lalim (despot) 
dapat menjamin ketenangan sipil bagi hambanya. Bila benar demikian, lalu 
keuntungan apakah yang diperoleh hambanya bila terjadi peperangan yang 
didorong oleh ambisi sang raja? Apakah yang akan diperoleh hambanya bila 
ketenangan ltu adalah sebagian dan kesengsaraannya Kita pur menemukan 
ketenangan dalam ruang penjara di bawah tanah. Namun apakah ketenang¬ 
an yang sama ketika mereka dijebloskan ke dalam penjara dalam gua para 
raksasa bermata satu (Cyelops) yang setiap saat akan mendapat giliran 
untuk dilahap oleh mahluk itu. 1 

Menyatakan bahwa ada orang yang ’menghadiahkan’ dinnya pada orang 
lain, sungguh suatu kemustahilan dan sama sekali tidak dapat dipahami. 
Tindakan semaeam itu pasti tidak dapat dibenarkan dan tidak akan terjadi 
karena orang yang melakukannya pasti tidak waras. Hal yang sam bei laku 
pada semua orang yang mengira bahwa semua orang itu pun gila, dan ke- 
tololan semaeam itu sudah tentu tidak akan membawa kebaikan. 

Jikalau setiap individu dapat memindahkan kebebasan dinnya, ka ia 
tidalTbisa membebaskan ketumnannya. Karena dilahirkan sebagai seorang 
yang bebas, maka kebebasan itu menjadi mihknya sendin yang paling haki- 
ki dan tidak seorang pun berhak menghilangkannya, kecuali dmnya sendin. 
Sebelum seseorang mencapai tingkat umur untuk dapat menggunakan akal 
pikirannya, maka seorang ayah atas nam a anaknya dapat menetapl kon- 
disinya demi pemeliharaan serta kesejahteraannya. Namun ia tidak dapat 
menyerahkan anaknya kepada orang lam dengan akibat tidak dapat ditarik 
kembali atau dibatalkan tanpa syarat. Hadiah atau pemberian semaeam itu 
sungguh bertentangan dengan tata-pola alami dan melampaui batas otoritas 
orang tua. Karena itu perlu mendirikan suatu pemermtahan yang tidak se- 
wenang-wenang dan dapat dibenarkan, yang setiap generasi dapat secai 
bebas menerima atau menolaknya. Sudah tentu pemenntah seperti itu 
tidak akan berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. 

Menyerahkan kebebasan kita kepada orang lain berarti melenyapkan 
kualitas kita sebagai manusia, yaitu hak dan kewajiban kemanusiaan. Tidak 
mungkin ada suatu kompensasi yang eukup untuk pengorbanan yang se- 
demikian lengkap itu. Tindakan mengorbankan kebebasan seperti itu ber¬ 
tentangan dengan sifat manusia. Sekali haknya dieabu dari kemauannya 
untuk bebas, orang pasti terjerumus ke dalam lembah kemiskinan moralitas. 
Akhirnya suatu perjanjian yang menetapkan otontas mutlak di satu pihak 
dan ketaatan tak terbatas di pihak lam, harus dianggap sebagai tindakan sia- 
sia dan sangat bertentangan. Tidakkah jelas bahwa tidak ada kewajiban 
yang dapat dipaksakan atau dituntut dari seseorang? Bukankah keadaan se- 
pihak karena ketiadaan keserasian serta pertukaran juga menyebabkan 
batalnya sesuatu tindakan? Apakah pula haknya, budak saya melawan saya 
karena seluruhnya yang ia miliki adalah milik saya, bahkan haknya pun 


1 (Bandingkan Locke, Pemenntah Sipil, chap 18, di mana adegan yang sama dari Odyssey 
digunakan) 
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sudah menjadi milik saya? Karena haknya telah saya miliki, maka adalah 
omong kosong belaka bila hak saya ltu menentang saya. 

Grotius dan beberapa orang lamnya menerangkan tentang asal-usul 
budak yang diperolehnya dari hasil peperangan, dengan maksud hanya 
untuk membenarkan adanya perbudakan ltu. Menurut mereka, si pemenang 
mempunyai hak untuk membunuh musuh yang ditaklukkan, dan yang kalah 
memperoleh hidupnya dengan jalan mengorbankan kebebasannya. Suatu 
konvensi yang lebih bisa dibenarkan karena cenderung menguntungkan ke- 
dua belah pihak. 1 

Menjadi jelas bahwa anggapan adanya hak untuk membunuh lawan 
yang di kalah kan ltu bukanlah suatu eara perang negara. Ketika manusia 
tetap berada dalam kemerdekaannya yang primitif, belum ada pergaulan di 
antara mereka yang cukup kuat untuk dapat melahirkan perang dan damai 
dan mereka pun bukan musuh alami Yang menyebabkan terjadinya pe¬ 
rang bu kan dan persaingan antar manusia, tetapi persaingan yang menyang- 
kut persengketaan kebendaan. Keadaan perang tidak muncul hanya oleh 
persoalan pribadi, tetapi hanya terjadi dari hubungan riil. Juga tiada perang 
pribadi antara orang dengan orang, baik dalam keadaan alami di mana 
belum ada hak milik yang tetap maupun dalam negeri sipil tempat segala 
sesuatu berada di bawah kekuasaan hukum. 

Perkelahian, duel dan bentrokan bersenjata antar pribadi bukanlah tin- 
dakan yang melahirkan suatu keadaan perang. Perang keeil yang dibenarkan 
oleh ”Establishments” dari Raja Peraneis Louis IX yang kemudian dihenti- 
kan oleh Perdamaian Tuhan (Peace of God) merupakan kejahatan pemerin- 
tah feodal, suatu sistem pemermtahan yang sangat tidak masuk akal dan 
bertentangan dengan prinsip hak azasi dan setiap suara masyarakat yang 
berpemermtahan. 

Perang bukan suatu urusan antara orang dengan orang, tetapi antara 
negara dengan negara. Dalam perang setiap individu hanya menjadi musuh 
seeara kebetulan, bukan sebagai sesama manusia atau sesama warganegara, 
tetapi sebagai serdadu. Bukan sebagai anggota suatu negara, tetapi sebagai 
pembela negara. Dalam masalah denda, negara hanya dapat memandang 
negara lam sebagai musuh dan bukan orang karena tidak mungkin terdapat 
hubungan nyata antara segala hal yang mempunyai perbedaan sifat dasar. 

Prinsip ini sesuai dengan peribahasa yang berlaku sepanjang masa, tidak 
terkecuali praktek semua rakyat yang diorganisasi seeara politik. Pernyata- 
an perang tidak menjelaskan mengenai kekuatan ataupun sasarannya. Se- 
seorang yang tak dikenal, baik ia seorang raja atau perampok atau pun se- 
luruh rakyat, bOa ia merampok, membunuh atau menahan warga ke- 
pangeranan yang lam tanpa sebelumnya menyampaikan pengumuman pe- 


1 Grotius, Op cit, Bk III, chap. 7 

Bandmgkan misalnya dengan Hobbes, De Ove, Preface, dan Leviathan, bab, 13 di mana ke¬ 
adaan alam dikatakan sebagai keadaan perang, ”di mana setiap orang adalah musuh terhadap orang 
lamnya”. 
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rang terhadap pangeran tersebut, ia bukan musuh, tetapi perampok. Bahkan 
dalam perang yang sesungguhnya pun seorang pangeran yang bersikap adil, 
sementara ra boleh merampas apa saja yang dapat diambil dalam neger! 
musuhnya termasuk yang menjadi mihk umum, ia akan tetap menghargai 
orang yang dikalahkannya dan milik pnbadi mereka itu. xCenyataan ini me- 
nunjukkan bahwa si pangeran menghargai hak miliknya sendiri. Pada akhir 
perang, negen yang saling bermusuhan akan menjadi lebih lemah. Angkatan 
perang suatu negen berhak membunuh angkatan perang pembela negen 
musuhnya selama mereka masih memegang senjatanya. Segera setelah mu¬ 
suhnya meletakkan senjata dan menyerah kan diri, mereka tidak lagi di- 
anggap sebagai musuh. Mereka telah menjadi manusia biasa dan si peme- 
nang tidak lagi mempunyai hak atas nyawa mereka (musuhnya). Ada kala- 
nya terdapat kemungkman suatu negara dapat menghancurkan negara lain 
tanpa menghancurkan seorang pun waxga negeri itu. Perang tidak mem- 
Eenkan suatu hak untuk melakukan tindakan di luar sasaran pokoknya. Ke- 
semuanya itu bukan prinsip yang dimihki oleh Grotius, dan bukan pula 
diambil dan kekuasaan para penyair, tetapi diambil dari sifat dasar penalar- 
an yang sehat. 

Hak untuk menaklukkan tidak mempunyai dasar lain kecuali hukum 
bagi yang terkuat. Jikalau perang tidak membenkan hak pada para pe- 
nakluk untuk secara besar besaran membunuh mereka yang ditaklukkan, 
maka hak tersebut tidak ada dan tidak bisa dijadikan dasar untuk menjadi- 
kan mereka yang ditaklukkan sebagai budak. Orang tidak mempunyai hak 
untuk membunuh musuh kecuali pada saat ia tidak mungkin dapat mem- 
perbudaknya. Hak untuk memperbudak tidak bisa diperoleh dan hak untuk 
membunuh. Pertukaran yang membuat mereka tetap hidup dengan jalan 
membeli harga kebebasan mereka adalah sangat tidak adil. Sisa hidup me¬ 
reka yang ditaklukkan tidak berhak dimiliki oleh si penakluk. Dalam me- 
netapkan apakah hak untuk hidup atau mati itu berada di luar perbudakan, 
dan apakah perbudakan itu melebihi hak untuk hidup atau mati, maka ke- 
pada kita akan dihadapkan pada pertanyaan: bukankah kita jelas terlibat 
dalam lingkaran setan? 

Andaikata hak yang mengenkan untuk membunuh siapa pun itu benar- 
benar ada, para budak yang diperoleh dan peperangan atau penduduk yang 
ditaklukkan tidak mungkin terikat pada kewajiban apa pun dengan pemim- 
pm mereka, dan ia hanya terpaksa bila memang dipaksa untuk bertindak 
demikian. Dengan jalan memanfaatkan tenaganya sebagai imbalan pengam- 
punan bagi hidupnya, bukan berarti si pemenang menghadiahkan kemurah- 
an hati kepada mereka yang ditaklukkan. Sebagai ganti dari membunuh- 
nya — yang dengan' begitu ia tidak memperoleh keuntungan apa pun ia 
membiarkan orang itu tetap hidup untuk dapat mengambil keuntungan dari 
hasil pemanfaatan tenaga keijanya. Dengan menyelamatkan hidup mereka 
yang ditaklukkan, si penakluk memperoleh bantuan kekuatan dafi beberapa 
kekuasaan lainnya, dan keadaan perang di antara mereka tetap berlangsung 
seperti dahulu. Bahkan persatuan antara mereka merupakan akibat dari 






KITA HARUS SELALU KEMBALI PADA PERJANJIAN PERTAMA 


13 


tindakan tersebut. Sementara hak untuk perang digunakan, tidak akan ada 

perjanjian hams terjadi. Ada kemungkinan kepada saya akan diberitahukan 

bahwa mereka telah membuat suatu perjanjian. Apabila demikian, suht 

untuk menghentikan keadaan perang yang diperkirakan akan berlanjut 
tems. 

Jiadi, dari sudut apa pun kita memandangnya, hak perbudakan tidak 
suatu dasar. Ini bukan hanya karena tidak dapat dibenarkan 
tetapi karena tidak masuk akal dan tidak mempunyai arti sama sekali’ 
Istilah ^perbudakan ’ dan ”hak” saling bertentangan dan saling meniada- 
kan. Baik ltu dari seseorang terhadap orang lainnya atau pun dari orang ter- 
hadap penduduk. Adalah omong kosong untuk mengatakan: Saya membuat 
perjanjian dengan anda atas tanggungan anda dan untuk kepentmgan saya. 
Saya akan melakukannya sejauh kecenderungan hati saya, dan akan me- 
ngeijakannya sejauh menyenangkan hati saya. 


BAB V 

KITA HARUS SELALU KEMBALI PADA PERJANJIAN PERTAMA 

Jika saya menganggap benar semua yang telah saya sangkal dengan 
membuktikan kesalahannya, maka pada despotisme kita tidak akan me- 
nemukan kemurahan hati, apa pun alasannya. Selalu akan ada perbedaan 
antara menaklukkan sejumlah orang dengan memerintah suatu masyarakat. 
Bila orang yang tidak terorganisasi 1 2 bertumt-tumt ditaklukkan oleh satu 
orang, berapa pun jumlah mereka, bagi saya mereka hanya tampak sebagai 
majikan dari budak, dan saya tidak akan menganggapnya sebagai rakyat 
dan pemimpinnya. Mereka tidak lebih hanyalah pengelompokan orang dan 
juga tidak merupakan suatu persatuan atau ”perserikatan” karena belum 
ada milik umum dan perkumpulan pohtik di kalangan mereka. Seseorang 
isa saja memperbudak separuh dunia dan masih dapat pula melanjutkan 
sikap mdividualnya. Sudah tentu kepentingannya hanya terbatas pada diri- 
nya sendiri, dan terpisah dari kepentingan orang lam. Apabila orang sema- 
cam itu kemudian jatuh, maka bekas kerajaannya tidak akan tems berlang- 
sung dan tidak lagi terikat pada apa pun, bagaikan pohon yang hancur cerai 
berai termakan api dan menjadi segunduk abu. 

• :? akyat kata Grotius ’ ” da P at memberikan dirinya kepada seorang 
raja”." Jadi, menurut Grotius, sebelum mereka memberikan dinnya kepada 
ra ^ a ’ mereka ltu adala h rakyat. Pemberian itu sendiri mempakan perjanjian 
sipil dan dianggap sebagai konsultasi umum. Oleh arena itu akan lebih baik 


1 (des hommes epars) 

2 (Op. cit., Bk. I, bab. 3.) 
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bila kita hendak memilih seorang raja, kita harus meneliti terlebih dahulu 
bagaimana keadaan raja itu ketika menjadi rakyat. Tindakan itu sangat pen- 
ting dilakukan lebih dahulu karena ia adalah fundasi yang sebenarnya dari 
sebuah masyarakat. 

Sesungguhnya, andaikata tidak ada konvensi sebelumnya, di manakah — 
kecuali bila pemilihan itu dicapai dengan suara bulat — akan timbul ke- 
wajiban yang akan mengikat minontas untuk tunduk pada pilihan mayori- 
tas? Dari manakah seratus orang yang mgin tunduk pada seorang pemimpi i 
memperoleh hak yang mengikat dengan suara sepuluh orang lainnya yang 
tidak ingin mengakui seorang pemimpm mana pun? Hukum yang memberi- 
kan suara mayoritas pada kekuasaan untuk memutuskan semua permasalah- 
an masyarakat, hanya dapat ditetapkan dengan suatu perjanjian. Ini mem- 
buktikan keharusan adanya kesepakatan paling sedikit satu kali. 


BAB VI 

KESEPAKATAN SOSIAL (SOCIAL COMPACT) 

■ 

Saya akan mengandaikan bahwa manusia dalam keadaan alami akan 
menghadapi knsis bilamana kekuatan setiap mdi^idu tidak lagi mampu me- 
ngatasi kendala dalam menjaga dinnya. Oleh karena itu, keadaan yang pri- 
mitif tidak lagi dapat bertahan hidup lebih lama, dan ras manusia pasti akan 
musnah kecuali bila mereka dapat merubah cara hidupnya. 

Jika orang tidak dapat menciptakan kekuatan baru bagi kepentingan 
dinnya sendiri, tetapi hanya menghimpun serta mengatur kesemuanya se- 
perti yang berlaku sekarang, maka satu-satunya jalan yang dapat mereka 
lakukan untuk mempertahankan dirinya adalah membentuk kesatuan ke¬ 
kuatan dengan menghimpun dm dalam satu tubuh, yang dapat digerakkan 
untuk bertindak bersama-sama agar mampu mengatasi segala kendala serta 
hambatan apa pun yang terjadi. 

Persatuan kekuatan ini harus dihasilkan oleh kesepakatan orang banyak. 
Tetapi bila kekuatan serta kebebasan setiap # manusia merupakan alat utama 
bagi penjagaan dirinya, bagaimanakah mungkin ia dapat menggunakannya 
tanpa membahayakan dirinya sendiri dan tanpa mengabaikan pentingnya 
melindungi dirinya? Kendala inilah yang akan langsung membawa pada 
sasaran saya, seperti dinyatakan sebagai berikut: 

* 

”Dimanakah kita akan menemukan suatu bentuk asosiasi untuk mem* 
bela serta melindungi pribadi dan mihk setiap asosiasi dengan seluruh ke¬ 
kuatan bersama, sementara setiap pribadi menyatukan dirinya dengan 
semua orang yang hanya akan tunduk pada dirmya sendiri , dan akan tetap 
bebos seperti keadaan sebelumnya?” Masalah fundamental demikian ini 
yang akan diungkapkan pememhannya dalam Kontrak Sosial. 
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Artikel kontrak mi begitu pasti serta meyakinkan hingga tidak dapat 
dirubah oleh sifat dasar tmdakannya. Perubahan yang palmg kecil sekalipun 
akan membawa kegagalan serta tidak berguna. Di manapun mereka itu 
sama, dan secara diam-diam kontrak itu dapat dimengerti serta ditenma. 
Kendatipun secara resmi mungkm tidak pernah diumumkan sampai kese- 
pakatan itu dilanggar, setiap mdividu dikembalikan pada haknya semula 
dan memperoleh kebebasannya kembaii, sementara xa kehilangan kebebasan 

konvensional yang telah ditinggalkan. 

Apabila artikel Kontrak Sosial dipahami dengan baik, akan dijumpai 
secara singkat dalam satu titik kalimat benkut ini: jumlah pemindahan dari 
setiap anggota asosiasi beserta semua haknya kepada komuniti karena se¬ 
tiap individu membenkan drnnya sepenuhnya, hingga kondisi tiap pribadi 
menjadi sama. Demikian pula tidak akan menjadi kepentingan seseorang 
bila kondisi itu melancarkan serangan terhadap yang lain. 

Bahkan lebih dan itu, pemindahan hak itu dibuat tanpa disertai cadang- 
an apa piin. Persatuan itu bulat seutuhnya dan tidak ada asosiasi yang akan 
mengajukan suatu tuntutan. Apabila hak yang dimiliki oleh tiap individu 
tidak dmikmati bersama, dan bila tidak ada pemimpm bersama untuk me- 
ngatur hubungan antara seseorang dengan umum, maka dalam beberapa hal 
setiap orang akan menjadi hakim bagi kepentingannya sendiri, dan segera 
akan terjadi anggapan demikian pada setiap hal. Dengan demikian keadaan 
alarm akan kembaii seperti sedia kala, dan akibatnya akan timbul tirani dan 
kehancuran. 

Akhimya setiap orang memberikan dirinya untuk umum, dan tidak lagi 
terdapat mdividu yang berdiri sendiri. Bila ada seorang anggota kelompok 
tidak memperoleh hak yang sama, sedangkan 1 a sendiri telah menyerahkan- 
nya kepada lamnya, maka m akan memperoleh imbalan yang sepadan de¬ 
ngan yang telah 1 a benkan atau hilang. Dengan demikian kemampuannya 
menjadi lebih menmgkat guna melmdungi miliknya. 

Jika kita memadakan atau menymgkirkan segala yang tidak pentmg 
dan kesepakatan sosial, maka kita akan mengembalikannya pada kalimat 
benkut: 


Setiap kita menempatkan diri dalam kebersamaan y semua daya kekuat - 
an ditempatkan di bawah tujuan utama dari kehendak umum , dan sebagai 
satu kelompok kita semua menerima karena setiap anggota merupakan 
suatu bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan 


Sejak saat itulah sebagai pengganti dari demikian banyaknya orang yang 
terpisah seperti ada pihak-pihak yang salmg bertentangan, maka tindakan 
asosiasi sebagai suatu badan kolektif dan moral, yang menghimpun para 
anggota yang banyaknya sama dengan jumlah suara dalam majelis merupa¬ 
kan tindakan yang mencermmkan adanya persatuan, kebersamaan pribadi, 
kehidupan dan kemauannya. Jadi, pnbadi umum (public person) yang di- 
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bentuk dalam persatuan semua orang, dahulu disebut "kota” * 1 (city) dan 
sekarang disebut "republik” atau "negara hukum” (body politic), yakni 
kumpulan manusia dalam suatu negara. Hal ini oleh para anggotanya di¬ 
sebut ”negara” bila pasif sifatnya, dan disebut "penguasa" (souvereign) bila 
bersifat aktif. Jika dibandingkan dengan badan yang serupa, ia disebut "Ke- 
kuasaan” (power). Kumpulan orang yang mengambil bentuk kolektif di- 
namakan rakyat (people), dan kalau terpisah disebut "warganegara" 
(citizens) yakni sebagai peserta dan otoritas penguasa dan jika mereka 
tunduk pada hukum negara ia adalah "anggota masyarakat yang ditakluk- 
kan” (subyect). Tetapi, istilah ltu sering dikacaukan dan digunakan untuk 
lainnya. Adalah memadai bila seseorang telah mengerti bagaimana membe- 
dakannya kalau digunakan dengan cermat. 


BAB VII 
PENGUASA 

Tampak dari formula bahwa tmdakan asosiasi berisi ikatan timbal- 
balik antara pubhk dan mdividu. Setiap individu yang mempunyai ikatan 
perjanjian dengan dirmya sendrn seperti apa adanya, terikat pula dengan 
perjanjian di bawah peran ganda, yakni sebagai anggota dari "penguasa” 
(sovereign) ia terikat dengan mdividu, dan sebagai anggota "negara” (state) 
la tenkat pada penguasa. Tetapi, di sini kita tidak dapat menggunakan ke- 
biasaan dan hak sipil, bahwa tidak seorang pun terikat oleh suatu perjan¬ 
jian yang dibuat dengan dirmya sendiri. Sebabnya rnlah, terdapat perbedaan 
maten antara kewajiban pada din sendiri secara individual dan suatu ke- 
wajiban terhadap suatu kelompok kolektif di mana dirinya adalah suatu 
bagian dan padanya. 


Arti yang sebenarnya dan kata kata ini hampir seluruhnya hslang di tengah modermsasi. 
nama ' city” pada umumnya sekarang menunjukkan suatu kota dan kata ”citizen” diterapkan untuk 
"warganegara” Agaknya orang tidak mengetahui bahwa perumahan membuat sebuah ’ kota”, te¬ 
tapi citizens membuat sebuah "city” Suatu ketika orang Kartago (Carthaginians) membayar mahal 
untuk suatu kesalahan yang sama Saya belum pernah melihat nama cives diberikan kepada hamba 
seorang pangeran, juga tidak kepada Masedoma pada waktu dahulu atau pangeran Inggris pada wak • 
tu sekarang Meskipun mereka lebih dekat dengan kebebasan bila dibandingkan dengan rakyat lain¬ 
nya Hanya orang Perancis yang menggunakan kata "citizens” secara akrab terhadap semuanya ka- 
rena mereka tidak mempunyai ide yang benar tentang ini, seperti terlihat dari kamus mereka Dengan 

l ‘dak tahu artinya, merkea berada dalam bahaya jatuh ke dalam kejahatan lese majeste karena me- 
rampas nama yang bukan haknya Kata "citizens’ menurut mereka berarti suatu kebajikan dan 
bukan suatu hak Bodin telah membuat kesalahan besar ketika berbicara tentang "citizens” dan 
"burgesses” Ia salah menukar satu dengan yang lam M D 'Alembert lebih mengenal dengan baik 
istilah itu. Dalam tuhsannya yang berjudul "Geneve”, dengan sangat baik la menandai perbedaan 
antara keempat golongan manusia - sebenarnya saya bisa mengatakan ada lima, dengan memasukkan 
orang asing yang ada di sana, - dan tentang dua golongan saja yang menyusun republik Tidak ada 

seoran pun penuhs Perancis Iain yang saya ketahui mempunyai pengertian sebenarnya tentang kata 
"citizens”. 
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Kita terpaksa memperhatikan, bahwa pertimbangan umum (public deli- 
beration) yang dapat mengikat semua subyek pada penguasa, adalah akibat- 
dari peran ganda yang tampak pada para anggota badan ltu karena alasan 
yang bertentangan tidak dapat mengikat penguasa pada dirinya. Hal itu ber- 
tentangan dengan sifat negara liukum kalau kekuasaan penguasa (sovereign 
power) memaksakan pada dirinya suatu hukum yang tidak dapat diubah. 
Dengan menganggap dirinya seakan-akan bertindak dengan satu peran saja, 
yakni dalam situasi sebagai individu yang membuat kesepakatan dengan 
dirinya, kita melihat tidak ada dan tidak akan ada bentuk hukum dasar apa 
pun yang dapat diwajibkan terhadap kelompok rakyat. Bahkan kontrak so« 
sial pun tidak. Ini tidak berarti bahwa dengan cara apa pun kelompok ini 
tidak dapat mengadakan ikatan kesepakatan sendiri dengan yang lain, dan 
tidak pula akan mengecilkan arti kesepakatan itu karena dengan keadaan 
luamya ia menjadi sesuatu yang sederhana, yaitu suatu individu. Negara 
hukum atau penguasa yang memperoleh eksistensinya dan kekeramatan 
kontrak, tidak mungkin mengikat dirinya sendiri; bahkan dengan pihak luar 
sekalipun tentang segala sesuatu yang akan mengurangi arti tindakannya 
yang asli (original), seperti memindahkan bagiannya sendiri atau menyerah 
pada penguasa lainnya. Melanggar kontrak di mana dirinya berada di dalam- 
nya, hanya berarti akan menghapuskan atau meniadakan keberadaan diri¬ 
nya. Siapa pun yang tidak berada di dalamnya pasti tidak dapat menghasil- 
kan sesuatu. 

Segera setelah orang banyak itu dipersatukan dalam satu tubuh atau 
kelompok, anda tidak dapat mengganggu salah seorang anggotanya tanpa 
menyerang kelompok itu sendiri. Anda tidak dapat mengganggu kelompok 
itu tanpa mendatangkan amarah semua anggotanya, itu paling tidak. Jadi, 
tugas dan kepentingan mewajibkan kedua kelompok yang bersepakat untuk 
saling bantu. Demikian pula orang harus bekerja keras mempersatukan se¬ 
mua keuntungan yang diperolehnya di bawah peran ganda ini. 

Karena penguasa dibentuk hanya oleh mdividu, maka ia tidak mempu¬ 
nyai kepentingan lain yang bertentangan dengan kepentingan bersama. Se- 
bagai akibatnya, penguasa tidak perlu memberikan jaminan apa pun pada 
anggotanya karena kelompok itu tidak mungkin akan mencoba merugikan 
seluruh anggotanya. Kita melihat sekarang bahwa ia tidak dapat berbuat 

yang merugikan individu. Penguasa sesuai dengan sifatnya dalam segala hal 
harus selalu bersikap demikian. 

Tetapi tidak demikian halnya dengan hubungan antara subyek terhadap 
penguasa, yang meskipun mempunyai kepentingan bersama, tidak ada se¬ 
suatu yang membuat mereka itu harus bertanggungjawab terhadap pelaksa- 
naan perjanjian bersama bila temyata beberapa kekayaannya tidak menja- 
min kesetiaan mereka. 

Sesunggphnya sebagai manusia, setiap individu boleh mempunyai ke- 
hendak pribadi 1 yang tidak bertentangan dengan kehendak um um da- 


i (kehendak khums atau volonte partieuherej 
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lam kedudukannya sebagai warga negara. Kepentingan pnbadinya 2 menun- 
tut sesuatu yang sangat berbeda dengan kepentingan bersama karena ia 
sadar memiliki kebebasan alami yang absolut yang dapat membuatnya ber- 
anggapan, bahwa apa yang ditenma dari usaha bersama merupakan sum- 
bangan yang tak beralasan. Bagi orang lain, kelalaiannya ini terasa tidak me- 
rugikan orang lam bila dibandmgkan dengan pembayaran yang sangat mem- 
beratkan dinnya. Mengingat pnbadi moral (moral person) yang menjadikan 
negara sebagai hasil cipta khayali (creature of imagination), sebab dianggap 
bukan manusia, ia menikmati sebagai warga negara tanpa ingin memenuhi 
kewajibannya sebagai seorang anggota masyarakat. Keadaan yang tidak adil 
ini dalam perkembangannya akan menyebabkan runtuhnya negara hukum. 

Oleh karena itu untuk mencegah agar kesepakatan sosial (social com- 
pact) tidak tinggal menjadi formula kosong, la dengan cara diam-diam me- 
mahami perjanjian itu, yang hanya dapat memberikan pengaruh pada yang 
lam — bahwa siapa pun yang menolak untuk tunduk pada kehendak umum 
akan dipaksa melakukannya oleh seluruh anggota kelompok. Dengan tin- 
dakan ini berarti hanya akan memaksa orang supaya menjadi bebas. Karena 
kondisi inilah sumbangan setiap warga negara kepada negerinya justru akan 
menjamm kebebasan absolut pnbadmya. Suatu kondisi yang memberikan 
ruang gerak serta pengaruh pada mesin politik. Hanya dengan cara demikian 
semua peijanjian sipil dapat dibenarkan. Tanpa itu adalah mustahil, kejam 
dan menjadi subyek pada kejahatan yang palmg besar. 


BAB VIII 
NEGARA SIPIL 

Peru ball an dari masyarakat alami (state of nature) menjadi negara sipil 
(civil state) menghasilkan pula perubahan yang sangat besar pada manusia, 
yaitu menggantikan perilaku berdasarkan nalun dengan azas keadilan serta 
memberikan suatu watak moral (moral character) bagi tindakannya, yang 
tidak mereka miliki sebelumnya. Sesudah itu barulah kewajiban mengganti¬ 
kan dorongan hati yang bersifat fisik, dan suatu pengertian tentang hak 
untuk menggantikan dorongan keinginan. Orang yang sampai saat ini tidak 
menghormati siapa pun kecuali dirinya sendiri, merasa bahwa ia harus ber- 
tindak atas dasar prinsip lam dan belajar berkonsultasi dengan pikirannya 
sebelum ia menuruti kehendak hatinya. Walaupun dalam keadaan yang baru 
itu keuntungan yang dinikmati dalam keadaan yang bersifat alami dirugi- 
kan, ia memperoleh imbalan keuntungan yang besar sebagai penggantinya. 
Misalnya, bakat serta kecakapannya yang diperoleh dalam latihan, idenya 
semakin luas, dan perasaannya yang begitu mulia, dan seluruh pikirannya 
menjadi demikian terbuka serta sopan santun. Jikalau ia menyalahgunakan 


2 f kepentingan dm sendiri a tau interet particuliere) 
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keadaan barn itu, yang ada kalanya meremehkannya seperti yang dialami 
sebelumnya, maka ia pun wajib merestui saat yang bahagia itu yang telah 
membebaskannya dari keadaan yang bersifat alami untuk selama-lamanya. 
Ia kini telah merubah dirmya menjadi mahluk yang cerdas serta berakal, 
dan menjadi seorang manusia yang berkeadaban. 

Untuk menarik garis keseimbangan an tara keuntungan dan kerugian 
yang menyertai keadaan baru itu, baiklah kita menguraikannya agar mudah 
membandingkannya. Dengan kontrak sosial orang kehilangan kebebasan 
alaminya dan haknya yang tak terbatas yang mudah memikat serta dapat 
dicapainya. Sebagai imbalannya, ia memperoleh kebebasan sipil yang di- 
batasi oleh kehendak umum serta hak memiliki (propietorship) segala yang 
dipunyainya. Agar kita tidak terpedaya oleh nilai pergantian (compensa- 
tions) ini, kita harus dapat membedakan antara kebebasan alami yang tidak 
mengenal batas selam kekuasaan individu dengan kebebasan sipil, yang di- 
batasi oleh kehendak umum. Ada pula perbedaan antara pemihkan yang 
hanya diakibatkan oleh kekuatan atau hak dan penduduk yang pertama 
dengan hak milik yang didirikan atas dasar hak positif. Segi lain yang ber- 
tambah dari negeri sipil ini ialah kebebasan moral, yang hanya membuat 
seseorang menjadi tuan atas dirinya sendiri. Perbudakan berada di luar ke¬ 
hendak hati dan keinginan, sedangkan kebebasan adalah untuk menaati 
hukum yang kita buat demi kepentmgan diri kita sendiri» Saya sudah ter- 
lalu banyak berbicara tentang pokok permasalahan ini, dan arti filsafat dari 
kata ”kebebasan” tidak hadir dalam pembiearaan saya. 

BABIX 

HAK MILIK YANG NYATA 

Pada waktu komunitas itu terbentuk, setiap anggota komunitas me- 
nyerahkan dirinya seperti apa adanya, yaitu dirinya sendiri beserta seluruh 
kekuatannya, termasuk kekayaannya yang menjadi bagian dari kekuatan 
itu. Dengan sikap ini kekayaannya tidak berubah sifatnya bila ia berganti 
pemimpin dan tetap menjadi hak miliknya ketika jatuh ditangan penguasa. 
Namun sebagai kekuatan kota (city) yang jauh lebih besar daripada kekuat¬ 
an individu, kekayaan itu menjadi lebih aman bila menjadi milik umum 
kendati tanpa pembenaran, paling tidak dengan menghargai milik orang 
asing. Oleh kontrak sosial negara menjadi tuan atas semua kekayaan para 
anggotanya. Dalam ikatan negara, kontrak sosial menjadi basis yang me- 
ngabdi pada semua hak; kecuali yang berkenaan dengan kekuatan lain, ia 
hanya menuntut di bawah hak pendudukan pertama (first occupancy) yang 
berasal dari individu, 

Hak penduduk yang pertama, kendati lebih kokoh dibandingkan 
dengan yang paling kuat sekalipun, tidak menjadi hak yang riil sampai saat- 
nya hak atas kekayaan itu ditetapkan. Sudah tentu setiap orang mempunyai 
hak atas sesuatu yang diperlukannya, tetapi tindakan yang membuat se- 
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seorang menjadi pemilik positif atas miliknya harus mengeluarkannya dari 
semua kekayaan lainnya. Jika hal ini sudah terselesaikan, si pemilik harus 
membatasi diri pada apa yang sudah menjadi miliknya, dan ia tidak dapat 
menuntut hak di luar itu terhadap komuniti. Dengan cara* inilah hak pen- 
duduk yang pertama, yang begitu lemah dalam keadaan alami, dihormati 
oleh setiap orang dalam masyarakat sipil. Dalam hal ini kita kurang meng- 
hormati hak orang lain karena bukan milik kita. 

Pada kondisi berikutnya, umumnya kita perlu memberikan keabsahan 
atas tanah apa pun sebagai hak yang diperoleh dari pendudukan pertama. 
Pada tingkat pertama, tanah seharusnya belum pernah didiami oleh se¬ 
seorang; kedua, untuk menjamin nafkah hidup seseorang kelompok tidak 
boleh menduduki tanah melebihi keperluannya; dan ketiga, ia harus me- 
ngambil tanah dengan kerja dan mengolahnya tidak dengan suatu formalitas 
yang cuma-cuma. Itulah persyaratan bagi seseorang untuk menjadi seorang 

pemilik tanah. Bagi yang tidak sanggup untuk mendapatkan hak legal, 
sepantasnya dihargai oleh yang lain. 

Dengan mengakui hak pendudukan pertama atas tanah bagi yang mem- 
butuhkan dan yang mengerjakan , tidakkah ini berarti akan lebih memper- 
luasnya sejauh ia dapat mengerjakannya? Apakah hak yang diserahkan ke- 
padanya tidak bisa dibatasi? Dapatkah kita melangkahkan kaki pada tanah 
bersama, dan berdalih ada hak untuk memUikinya? Tidakkah diperlukan 
kekuatan yang cukup untuk sementara mengusir keluar orang lain agar da¬ 
pat meneabut hak mereka agar bisa kembali ke sana? Bagaimana mungkin 
seseorang atau rakyat akan dapat mengisi daerah yang maha luas, dan men- 
cegah orang lain ikut serta di dalamnya tanpa mengaku bersalah sebagai 
suatu perampasan krimmal, sebab mereka telah merenggut sisa milik umat 
manusia dari tempat pemukimannya serta kekayaannya untuk hidup dari 
pemberian alam kepada semuanya? Ketika Nunez Balboa mengambil alih 
pantai Laut Selatan dan samudera Amerika Selatan atas nama mahkota 
Castille, apakah tindakan itu cukup meneabut atau menghilangkan hak 
milik penduduk negeri itu, dan menyingkirkan semua pangeran sedunia 
yang menetap di sana? Dengan dasar ini semua formalitas telah dilipatgan- 
dakan secara luar biasa, dan raja Katolik mungkin dengan sekali pukul bisa 
menduduki seluruh alam semesta tanpa ia harus keluar dari kam ar kecilnya 
kecuali kalau di pencUkan dari kekaisarannya yang semula diduduki oleh 
pangeran lainnya. 

Kita melihat bagaimana tanah milik perorangan yang saling berdekatan 
disatukan menjadi wilayah umum. Bagaimana hak kedaulatan meluas dari 
subyek atas tanah yang secepatnya diduduki menjadi tanah riil dan milik 
perorangan, yang penduduknya dibuat semakin tergantung dan kekuatan- 
nya sendiri pun dijadikan jaminan akan kesetiaan mereka. Suatu keuntung- 
an yang tidak dirasakan oleh kaum monarki zaman dahulu, yang menama- 
kan dirinya sebagai raja Persia atau Soythians atau raja Macedonia, meng- 
anggap dirinya sendiri sebagai penghulu manusia dan bukan sebagai pe- 
mimpin suatu negeri. Raja pada zaman sekarang lebih pandal dengan me- 
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namakan dirinya sebagai raja Perancis, Sepanyol, Inggris dan lain-lain; yang 

menguasai wilayah kekuasaannya serta dengan pasti juga menguasai pen 
duduknya. 

Keadaan ganjil yang menyertai pemindahan hak ini ialah: dalam meneri- 
ma tanah milik individu, komuniti tidak melakukannya dengan jalan me- 
rampas. Hanya dengan menetapkan milik mereka yang dibenarkan telah 
mengubah perampasan menjadi hak milik yang sebenamya dan menjadikan- 
nya sebagai kenikmatan. Dengan cara ini para pemilik tanah dianggap se¬ 
bagai tempat penyimpanan kekayaan milik umum. Hak milik mereka di- 
hormati oleh semua anggota masyarakat dan dilindungi dengan segala ke- 
kuatan dalam menghadapi orang asing. Sehingga bila seseorang mengun- 
durkan diri dari kedudukannya sebagai pemilik, mana keuntungannya 
diserahkan kepada umum, dan lebih dari itu dapat dikatakan bahwa mereka 
telah memperoleh segala yang telah dikorbankan. Keadaan yang paradoks 
ini akan mudah dijelaskan bila kemudian saya membedakan antara hak 
yang dimiliki oleh penguasa dan hak milik atas tanah milik yang sama. 

Dapat pula teijadi bahwa orang sudah mulai berbaur sebelum memiliki 
sesuatu kekayaan. Kemudian mereka meluas ke dalam suatu pedesaan 
atau negeri yang cukup menampung mereka semua, dan menikmati wilayah 
pedesaan itu bersama-sama, atau membagi wilayah itu di antara sesama 
mereka, atau dalam proporsi yang diatur oleh penguasa. Apa pun cara 
untuk mencapainya, hak milik tiap individu atas tanah milik selalu berada 
di bawah hak milik komuniti. Tanpa kesemuanya itu di dalam ikatan 

sosiaJ tidak akan ada keteguhan dan tidak akan ada pula kekuatan riil dalam 
pelaksanaan kedaulatan. 

Saya akan menarik kesimpulan dari bab dan buku ini dengan suatu 
ucapan yang dapat digunakan sebagai basis dari seluruh sistem sosial, yaitu 
sebagai pengganti hapusnya persamaan hak alami dari umat manusia Per- 
setujuan fundamental telah mengubah ketidaksamaan fisik yang ditetapkan 
oleh alam di antara manusia dengan persamaan hak secara hukum dan 
moral. Biarlah manusia untuk selamanya tidak ada kesamaan dalam kekuat- 

an dan kecerdasan berpikir (genius), tetapi mereka semua dipersamakan 
oleh konvensi dan hak hukum. 1 


__ bbsc 

!? , pem f 1Intahan yang bmuk ’ persamaan hak mi hanya merupakan suatu penampilan 

yang khayali (lllusive), yang hanya diperlukan agar kaum miskm tetap mendenta, dan mendukung 

mereka yang kaya dalam tmdak perampasan Dalam kenyataannya, hukum selalu berguna bagi me¬ 
reka yang hidup berlimpah ruah, dan sebaliknya merugikan mereka yang tidak mempunyai sesuatu. 
Keadaan sosial itu hanya menguntungkan bagi manusia bila setiap orang memiliki beberapa kekayaan, 
dan tidak seorang pun yang memiliki kekayaan yang terlalu banyak. 
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BUKU II 
BAB I 

KEDAULATAN YANG TAK DAPAT DICABUT 

Konsekuensi pertama dan yang paling penting dari beberapa prinsip 
yang ditetapkan lalah, hanya kehendak umumlah (general will) yang dapat 
mengatur kekuatan negara dengan cara yang disetujui untuk mencapai 
tujuan akhir lembaga itu, yakni kebaikan bersama. Kalau terjadi pertentang- 
an kepentingan pribadi hingga menyebabkan perlunya membuat ketetapan 
masyarakat, hal itu dapat dilakukan atas dasar kepentingan yang sama. Sikap 
kebersamaan dalam menghadapi kepentingan yang berbeda itulah yan^ 
membentuk ikatan sosial. Bila ada beberapa masalah pokok yang tidak 
dapat mereka sepakati secara bulat, berarti tidak akan ada satu masyarakat 
yang dapat hidup. Hanya atas dasar kepentingan bersama inilah masyarakat 
harus diperintah. 

Oleh karena itu saya menegaskan, bahwa kedaulatan sebagai pelaksana- 
an kehendak umum tidak pernah dapat memindahkan haknya sendiri; dan 
penguasa yang hanya berbentuk sebuah badan kolektif, tidak dapat diwakili 
selain oleh dinnya sendin: kekuasaan (power) boleh diserahkan, tetapi ke- 
mauan (will) tidak. 

Memang, bukan tidak mungkin bahwa keinginan pribadi akan selaras 
dengan kehendak umum dalam beberapa pokok permasalahan, namun 
hampir tidak mungkin bahwa persetujuan semacam itu akan berlangsung 
secara teratur dan kekal. Karena sifatnya kehendak pribadi itu cenderung 
ke arah pilihan yang lebih baik dan kehendak umum ke arah persamaan 1 . 
Lebih tidak mungkin lagi menjamin kesinambungan persetujuan ini, kendati 
bila kita melihatnya selalu ada; karena adanya itu tidak sengaja diadakan, 
tetapi secara kebetulan. Penguasa memang mungkin berkata, "Kehendak 
saya ini benar-benar se su ai dengan kemauan seorang, ialah si anu, atau 
paling tidak dengan yang dinyatakan sebagai kemauannya”: tetapi penguasa 
tidak dapat berkata, ”Demikian pula kehendak kita akan sependapat be- 
sok”. Di masa yang akan datang mustahil bahwa kehendak itu akan me- 
ngikat dirinya. Demikian pula tidak akan ada suatu kehendak atau kem- 
mauan yang menyetujui sesuatu yang dapat merugikan dirinya, dari siapa 
pula kehendak itu diperoleh. Oleh karenanya bila rakyat berjanji akan tun- 
duk tanpa syarat, tindakan membuat janji semacam itu merusak kehidup- 
annya dan akan kehilangan kualitasnya sebagai rakyat. Sebab, pada saat 
seorang pemimpin muncul, tidak lama lagi ada penguasa, dan pada saat itu 
pula negara hukum (body politic) dihancurkan . 2 


l La volente épaticuliere tend par sa nute, aux preferences, et la voluttie gerterale d Vegahte) 

[Bandingkan dengan pandangan yang menentang dari Hobbes (dalam Leviathan) dan dari 
Grotius (khususnya Hukum Perang dan Damai, Bk, II, bab. 4) terhadap siapa alasan itu ditujukan]. 
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Saya tidak mengatakan bahwa perintah para penghulu tidak bisa me- 
lampaui kehendak umum, selama sebagai penguasa bebas menentang me- 
reka. Tidak demikian seharusnya dilakukan. Dalam kasus seperti ini kita 
dapat memperkirakan sikap diam rakyat, bahwa rakyat bersikap mengalah 
dengan memberikan persetujuannya. Tetapi saya akan segera menguraikan- 
nya lebih jelas lagi mengenai hal ini. 

BABII 

KEDAULATAN TIDAK DAPAT DIBAGI 

Karena alasan yang sama, kedaulatan tidak dapat dicabut, begitu juga 
tidak dapat dibagi. Baik kehendak umum 1 maupun kehendak pnbadi, 
keduanya adalah kehendak seluruh lembaga rakyat atau sebagian dari pada- 
nya. Pada kasus pertama, kehendak yang dinyatakan itu adalah suatu tin- 
dakan dari kedaulatan (sovereignty) dan merupakan hukum; pada kasus ke- 
dua, ia merupakan kehendak perorangan atau tmdakan seorang hakim (an 
act of magistracy), dan paling tinggi hanya merupakan suatu ketetapan 
(decree). 

Tetapi para pemikir politik kita yang tidak mampu membagi kedaulat¬ 
an dalam pnnsip, telah membagmya ke dalam kekuatan dan kehendak ke- 
kuasaan legislatif dan eksekutif. Hak untuk memungut pajak, penjalankan 
hukum, menyatakan perang, mengatur pemenntahan dalam negen dan ke- 
kuasaan membuat perjanjian dengan orang asmg merupakan tugas pokok- 
nya. Ada kalanya dengan mengaeaukan semua bagian ini dan memisahkan- 
nya, mereka telah membuat kekuasaan penguasa menjadi sesuatu yang 
fantastik yang tersusun dari kepingan-kepingan yang saling berkaitan, se¬ 
perti halnya orang yang terdiri dan pelbagai anggota tubuh: seorang dengan 
mata, dan seorang lagi dengan tangan serta seorang lagi dengan kaki, tetapi 
tidak ada seorang pun yang memihki lebih dari apa adanya. Pernah dicerita- 
kan, para penjual obat Jepang telah memotong-motong tubuh seorang anak 
di depan mata penonton, dan melemparkan anggota badan itu satu demi 
satu ke udara, kemudian menurunkan anak itu dalam keadaan utuh dan 
hidup. Tipu muslihat tukang sulap politik kita sangat minp dengan itu. Se- 
telah memenggal-menggal lembaga sosial dengan sulapan, mereka menyatu- 
kan bagian demi bagian itu kembali. Entah dengan cara apa, tak seorang 
pun tahu. 

Kesalahan mi muncul karena kita tidak mempunyai gagasan terperinci 
yang membentuk otoritas penguasa. Perkiraan kita terhadap peran otontas 
itu hanya merupakan pancarannya. Misalnya, tmdakan mengumumkan 
perang dan damai dianggap sebagai tmdakan dan kedaulatan. Pada kenyata- 
annya tidak demikian. Tmdakan ini bukan suatu hukum, tetapi hanya pe- 


1 Untuk membuat kehendak itu umum, tidak harus selalu dengan suara bukt, tetapi sangat 
perlu bahwa tiap suara dihitung, setiap pengeluaran resmi merusak keumuman 
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nerapan hukum, sebagaimana dengan jelas kita akan melihat kalau gagasan 
yang melekat pada kata ”hukum” ltu adalah tetap. 

Dengan melacak berbagai pembagian dengan cara yang sama, kita akan 
menjumpai bahwa setiap kali kita mengira kedaulatan itu dibagi-bagi, maka 
kita menipu diri sendiri. Hak yang kita anggap bagian dari kedaulatan se- 
muanya tunduk padanya, dan apa yang selalu dianggap kehendak tertinggi 
itu yang bagi mereka hanya merupakan dukungan pelaksanaannya. 

Tidak mungkrn kita menyatakan be tapa besamya ketepatan keinginan 
ini telah membuat dalil dan kesimpulan para penulis tentang hak politik 
menjadi kabur. Hal ini dilakukan ketika mereka (para penulis) mencoba me- 
mutuskan untuk menetapkan hak raja dan hak rakyat sesuai dengan prinsip 
yang mereka letakkan sendiri. Setiap orang dapat melihat dalam bab ketiga 
dan keempat dari buku Grotius 2 yang pertama, bagaimana seorang yang 
terpelajar dan penerjemahnya, Barbeyrac, telah mempersulit dan menjerat 
diri mereka sendiri ke dalam pandangannya yang sesat (sophism). Takut 
berbicara terlalu banyak, atau tidak cukup banyak bicara menjawab pola 
mereka, dan kekhawatiran bila sampai berbenturan dengan kepentingan 
yang mereka damaikan. 

Grotius yang tidak puas dengan negerinya sendiri melarikan diri ke Pe- 
rancis dan berusaha agar bisa diterima oleh raja Louis XIII, kepada siapa ia 
persembahkan bukunya. Tanpa mengenal lelah Grotius telah merampok 
semua hak rakyat dan menyerahkannya ke tangan raja-raja mereka dengan 
cara yang palmg licik. Imlah pula pola Barbeyrac, yang mempers^mbahkan 
terjemahannya kepada -raja Inggns George I. Sialnya, pengusiran James II 
yang ia sebut ”turun tahta”, mengharuskannya lebih berhati-hati dalam me- 
neruskan tulisannya, dengan cara mengacaukan serta menghindarkan agar 
dapat mencegah raja William tampak sebagai seorang perampas mahkota. 
Kalau saja kedua penulis mi menggunakan prinsip yang benar, semua ken- 
dala akan terhindar dan mereka selalu akan tetap teguh (consistent). Ke- 
wajiban untuk berbicara tentang kebenaran dan memuji kebaikan mereka 
sendiri yang tidak menguntungkan rakyat, akan menjengkelkan mereka. 
Kebenaran tidak akan membawa mereka beruntung, baik sebagai duta 
besar, profesor, maupun memperoleh pensiun. 


BAB III 

APAKAH KEHENDAK UMUM ITU BISA SAL AH 

Kelanjutan dari yang telah diuraikan, kehendak umum itu selalu benar 
dan menguntungkan umum. Tetapi, ini tidak terjadi bahwa pertimbangan 
rakyat selalu memiliki kejujuran yang sama. Kehendak kita senantiasa men- 
cari kebaikan diri sendiri, tetapi tidak selalu merasakannya. Rakyat tidak 


2 (0p cit.) 
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pemah korup, bahkan mereka senng kali ditipu dan hanya kemudian me- 
reka mau berbuat yang buruk dan kejahatan. 

Acap kali terdapat banyak perbedaan antara kehendak semuanya dan 
kehendak umum Yang terakhir ini hanya mengenai kepentingan bersama; 
yang terdahulu mengenai kepentingan pnbadi (private interest) dan me- 
mang sesungguhnya merupakan suatu jumlah dan kehendak pnbadi, te- 
tapi derajad plus dan minus kesamaan kehendak saling meniadakan satu 
sama lain hmgga kehendak umum tertmggal sebagai jumlah dan perbedaan 
(sum of the differences). 

Andaikan rakyat diben penjelasan seeukupnya dengan tenang dan hati- 
hati, pemeeahan yang mereka lajukan akan selalu baik. Dengan demikian 
tidak akan terjadi komunikasi di antara mereka yang akan menghabiskan 
banyak waktu, yang hanya menghasilkan berbagai perbedaan dalam ke¬ 
hendak umum. Bila terbentuk komplotan rahasia yang didukung oleh se- 
bagian kelompok yang memihaknya atas biaya kelompok besar karena ke- 
mauan tiap kelompok semacam itu, kendati bersifat umum bagi pandangan 
para anggotanya dan bersifat pnbadi , bagi anggapan negara maka dapat di- 
katakan tidak kian jauh pengertiannya bahwa ada suara sebanyak jumlah 
orang, tetapi hanya sebanyak jumlah kelompok yang ada. Dengan penger- 
tian ini akan menjadi kurang banyak perbedaannya, dan mereka memben- 
kan suatu hasil yang kurang umum. Akhirnya, bila salah satu kelompok 
menjadi kian besar hingga dapat mencapai kemenangan atas sisa kelompok 
lainnya, maka tidak lagi terdapat banyak pendapat yang mempunyai per¬ 
bedaan kecil di kalangan mereka. Tetapi satu pendapat yang besar jumlah- 
nya akan mendikte pendapat yang lebih kecil. Sejak saat itu tidak lagi di- 
jumpai suatu kehendak umum, dan opini yang menonjol hanyalah pen¬ 
dapat seorang individu saja. 

Oleh karena itu sangat penting untuk memberlakukan pernyataan ke¬ 
hendak umum bahwa tidak akan ada masyarakat yang memihak yang di- 
bentuk dalam negara. Setiap warga negara harus sepenuhnya menyatakan 
pendapatny a sendiri . * 1 Sistem in il ah yang merupakan sistem yang unik dan 

l (volont es particuheresj 

iM Setiap kepentingan”, kata Maiquis d’Argenson, "mempunyai prmsip yang berbeda. Persetu- 
juan dua kepentingan pnbadi terbentuk dengan menentang kepentingan ketiga”. la bisa menambah- 
kan bahwa persetujuan semua kepentmgan dihasilkan oleh penentangan terhadap kepentingan 
masing-masing. Bila tidak ada perbedaan kepentmgan, kita hanya sedikit memperhatikan kepentmg¬ 
an umum, yang tak pemah menemukan penentang Segalanya akan beijalan teratur dengan sendiri- 
nya dan politik tidak lagi merupakan suatu sem. 

i ”Divisions” (pemisahan), kata Machiavelli, ”ada kalanya merugikan dan kadangkala mengabdi 
suatu repubhk. Kerugian itu dilakukan oleh komplotan rahasia dan faksi-faksi, pengabdian dalam 
suatu partai yang menjaga din sendiri tanpa "cabals” dan ”faction” Karena itu sejak tidak dimung- 
kinkannya bagi pendrri suatu republik untuk bersiap menghadapi "permusuhan, la hams membuat 
persediaan untuk melawan faksi”. (Dan History of Florence, Bk VII) (Rousseau menyimpan aslrnya 
berbahasa Italia). 
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luhur dari Lyeurgus yang agung. Jika ada masyarakat yang memihak, adalah 
bijaksana untuk memperbesar jumlahnya sehingga mereka akan tetap mem- 
punyai persamaan hak. Im adalah satu-satunya tindakan pencegahan yang 
dapat diambil untuk membuat kehendak umum ltu lebih cerdas agar 
rakyat tidak mudah ditipu. 


BAB IV 

BATAS KEKUASAAN PENGUASA 

Apabila negara atau kota (city) hanya merupakan suatu bentuk pribadi 
moral (moral person), yang eksistensinya terwujud karena persatuan ang- 
gotanya, dan kalau perhatiannya yang terpenting adalah melmdungi diri 
sendm, maka menjadi suatu keharusan bagmya untuk memiliki suatu ke- 
kuasaan memaksa yang universal, yang dibutuhkan untuk menggerakkan 
dan mengatur setiap bagian dengan cara yang menyenangkan keseluruhan- 
nya. Sebagaimana alam membenkan kepada setiap orang untuk memerintah 
secara absolut kepada semua anggotanya, maka kesepakatan sosial (soeial 
compact) memberikan kepada negara hukum hak untuk memerintah secara 
absolut pada para anggota yang membentuknya. Kekuasaan inilah seperti 
yang saya katakan sebelumnya, yang mendukung nama ”kedaulatan” (so- 
vereignty) bila diatur oleh kehendak umum. 

Tetapi, selain pribadi umum (public person), kita harus mempertim- 
bangkan pula pribadi perorangan yang menyusunnya, dan sudah tentu yang 
hidup serta kebebasannya tergantung dari padanya. Masalahnya di sini ba- 
gaimana membedakan dengan baik an tar a hak warga negara dan hak pe¬ 
nguasa. Antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara dalam 
kualitasnya sebagai subyek dan hak alami yang sepatutnya mereka nikmati 
dalam kualitasnya sebagai manusia. 

Diakui bahwa semua yang dipindahkan oleh kesepakatan sosial dari 
individu hanyalah sebagian dari kekuasaannya, miliknya, kebebasan dan pe- 
manfaatannya yang paling penting bagi komumti. Kita pun harus mengakui 
bahwa satu-satunya hakim yang menentukan sesuatu yang dianggap penting 
bagi komuniti hanyalah penguasa. 

Semua layanan yang bisa diberikan oleh seorang warga negara kepada 
negara wajib diberikan setelah penguasa memintanya. Selam itu penguasa 
tidak dapat memaksakan suatu beban apa pun pada subyek yang tak ada 
gunanya bagi komuniti. Ia bahkan tidak dapat memiliki kecenderungan 
untuk melakukannya, karena hukum akal budi (law of reason) tidak mem- 


Pembaca yang teliti jangan terburu menuduh saya telah menentang dm saya sendin. Saya 
tidak mencegah untuk melakukannya sacara termmologi yang disebabkan oleh ke miskinan bahasa, 
tetapi bersabarlah sampai saya menjelaskan maksud saya. 
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punyai sesuatu yang dapat dilakukan tanpa suatu alasan yang melebihi hu- 
kum alam. 

Perjanjian yang mengikat kita pada lembaga sosial hanya bersifat wajib 
karena mereka berada dalam kebersamaan. Sifat-nya memang demikian 
hingga penyelesaiannya pun kita tidak dapat bekerja untuk kepentingan 
lainnya dan pada saat yang bersamaan tanpa mengerjakan untuk kepenting¬ 
an kita sendiri. Mengapa kehendak umum selalu benar dan mengapa pula 
semua kehendak tanpa kecuali mencan kebahagiaan bagi setiap mdividu di 

antara mereka. Bila tidak ada seseorang yang tidak mengambil kata ”tiap” 
untuk dirinya sendin, maka siapa pula yang tidak memikirkan dirinya sen- 
din ketika memberikan suaranya untuk semua? Ini membuktikan bahwa 
persamaan hak dan ide keadilan yang mengilhaminya diambil dari pilihan 
di mana masing-masing memben pada dirinya sendin. Inilah akibat dan 
sifat manusia. Kehendak umum wajib berbuat demikian pula terhadap sa- 
sarannya sebagaimana intinya: la harus datang dari semuanya kalau kita 
ingin menerapkan pada semuanya. Ia akan kehilangan sifat kejujurannya 
bila 1a cenderung pada salah satu individu dan obyek tertentu karena di- 
nilai dari sisi yang ada di luar kita. Kita tidak memiliki kebenaran prinsip 
keadilan untuk membimbmg kita. 

Pada kenyataannya, secepat menjadi persoalan fakta atau hak dari 
suatu individu yang sebelumnya tidak diatur lebih dahulu oleh konvensi 
umum, maka persoalan itu akan mudah menjadi pertengkaran. Itu adalah 
suatu proses yang terjadi di dalamnya; di satu pihak kepentingan perorang- 
an dan di lain pihak kepentingan umum. Tetapi saya tidak melihat sesuatu 
hukum yang seharusnya diikuti, atau seorang hakim yang berkewajiban 
memutusnya. Akan menggelikan bila dalam kasus seperti itu memperta- 
nyakan keputusan yang tepat dan kehendak umum, yang mungkm hanya 
berupa kesimpulan dari satu kelompok. Akibatnya, bagi kelompok lam 
akan dianggap hanya sebagai kehendak luar (external) dan perorangan, yang 

pada kesempatan semacam itu mempercepat teijadinya ketidakadilan se¬ 
bagai subyek kesalahan. Jadi, dengan cara yang sama bila kehendak pribadi 
tidak dapat mewakili kehendak umum, maka sebaliknya kehendak umum 
akan merubah sifatnya kalau obyeknya bersifat perorangan 2 dan kehendak 
umum tidak bisa menyatakan baik atas seseorang atau suatu fakta. Misal- 
nya, ketika penduduk Athena mengangkat atau mengeluarkan pemimpin 
mereka, membenkan penghormatan pada seseorang, menjatuhkan hukum- 
an pada yang lain, dan dengan banyaknya dektrit perorangan mereka me- 
laksanakan semua tindakan pemerintah tanpa pandang bulu. Dengan de¬ 
mikian rakyat yang seharusnya berbicara, tidak lagi mempunyai suatu ke¬ 
hendak umum. Mereka tidak lagi bertindak sebagai penguasa, tetapi bertih- 
dak sebagai hakim. Sudah tentu hal ini bertentangan dengan ide bersama, 
tetapi saya harus mempunyai cukup waktu untuk menjabarkan ide saya 

ini. 


2 (un object particulierj 
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Kita harus memahami bahwa sifat ke-umum-an kehendak itu kurang 
bergantung pada jumlah pemberi suara jika dibandingkan dengan ketergan- 
tungannya pada kepentingan bersama yang menyatukan mereka. Dalam 
pendirian ini, masing-masing perlu tunduk pada kondisi yang ia tentukan 
pada yang lain — suatu persatuan yang mengagumkan dari kepentingan dan 
keadilan yang memberikan pada pertimbangan umum suatu watak yang 
adil; yang akan lenyap dalam diskusi tentang semua urusan pnbadi karena 
ketiadaan suatu kepentingan bersama guna memadukan serta mengenal ke- 
putusan hakim dengan kelompok. 

Dengan jalan apa pun kita kembali pada prinsip bahwa kita akan selalu 
tiba pada kesimpulan yang sama, ialah: kesepakatan sosial (social compact) 
menetapkan di an tara warga negaranya suatu persamaan bahwa mereka 
semua terikat pada perianiian di bawah kondisi yang sama dan semua 
akan menikmati hak yang sama. Jadi, oleh sifat kesepakatan itu semua tin- 
dakan kedaulatan (sovereignty), yakni tindakan otentik dari kehendak 
umum, mengharuskan semua warga negara seperti halnya dengan suatu eara 
yang sama menunjukkan perhatian bahwa penguasa tidak mengenal perbe- 
daan antara sesama individu yang menyusunnya. Oleh karena itu, tindakan 
apakah sebaiknya yang dilakukan oleh kedaulatan (sovereignty)? Ini bu- 
kanlah suatu konvensi antara seorang yang tertmggi (superior) dan yang 
terendah (mferior), tetapi suatu konvensi dari suatu badan dengan setiap 
anggotanya — suatu konvensi yang dibenarkan karena ia mempunyai basis 
yaitu kontrak sosial. Adalah adil karena kebersamaan adalah untuk semua, 
menguntungkan karena tidak ada tujuan lain kecuali kebaikan umum, dan 
kokoh karena dijamin oleh kekuatan publik serta oleh kekuasaan tertinggi 
(supreme power). Sementara subyek hanya berada di bawah perintah dari 
konvensi semacam itu, mereka tidak akan taat kepada siapa pun selain pada 
kehendaknya sendiri. Untuk menyelidiki seberapa luas masing-masing hak 
dan penguasa dan warga negara dengan maksud untuk menanyakan se¬ 
berapa jauh warga negara dapat mengikat janji dengan dirinya sendiri, se¬ 
tiap orang terhadap semua dan semua terhadap setiap orang. 

Dengan demikian kita melihat bahwa kekuasaan penguasa (sovereign 
power) semuanya absolut, semuanya keramat seperti halnya semuanya 
tidak dapat dilanggar (inviolable) atau diganggu gugat, tidak ingin dan tidak 
dapat melampaui ikatan konvensi umum. Setiap orang sepenuhnya bisa 
fiiemfoenkan se gala yang masih tertinggal pada din mereka, dan kekayaan- 
nya dan kebebasannya pada konvensi mi. Hingga penguasa tidak pernah 
mempunyai hak untuk menuntut pada satu subyek lebih besar dibanding¬ 
kan dengan subyek lainnya karena hal itu akan menjadi persoalan pribadi 1 
d«!ii dalam kasus demikian kekuasaan penguasa tidak lagi mempunyai we- 
wenang atasnya. 

Perbedaan ini bila sekali diakui, jelas palsu bahwa mdividu telah mem- 
buat suatu penolakan riil terhadap kontrak sosial. Sebaliknya, akibat ada- 


1 (iVaffaire devenant particuhere) 
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nya kontrak sosial mereka berpendapat keadaannya lebih menyenangkan 
dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Sebagai ganti dari setiap pe- 
mindahan hak, mereka hanya membuat suatu perubahan yang mengtmtung- 
kan yaitu dari suatu cara hidup yang berubah-ubah serta sulit ke suatu cara 
hidup yang lebih baik dan aman ten ter am; dan suatu cara hidup dengan 
keadaan alami yang bebas ke suatu keadaan yang merdeka; dari pemilikan 
kekuasaan yang merugikan dan merusak pihak lain ke perlmdungan untuk 
diri mereka sendiri; dan dari kekuatan tenaga yang bisa diungguli oleh pe- 
kerjaan orang lain ke suatu hak di mana kesatuan masyarakat (social union) 
membuat keadaan tak terkalahkan. Bahkan hidup mereka yang diserahkan 
untuk negara terus menerus memperoleh perlindungan. Bahkan hidup me¬ 
reka yang telah diserahkan kepada negara secara terus menerus memperoleh 
perlindungan dari padanya. Bila mereka merasa tidak terlindungi keaman- 
annya, perbaikan apakah yang mereka peroleh? Apakah yang lebih sering 
mereka lakukan dalam keadaan yang penuh dengan aneaman bahaya ketika 
hidup dalam keadaan alami, yang terus menerus diliputi pertentangan yang 
sulit dielakkan, di mana mereka akan mempertahankan hidupnya bila perlu 
memikul resiko demi melindungi hidupnya? Sebenamya mereka harus ber- 
juang bagi negeri mereka bila diharuskan untuk mengabdikan dirinya. Na- 
mun sesudah itu tidak seorang pun yang mempunyai kesempatan untuk 
berjuang bagi kepentingan dirinya sebagai individu. Tidakkah kita mem¬ 
peroleh keuntungan yang besar dengan mengucapkan terima kasih atas per- 
lindungannya karena memang kita berhutang budi atas jaminan keamanan 
yang diberikan kepada kita, yang ada kalanya kita hanya terkena sebagian 
dari bahaya yang harus kita tanggulangi sebagai individu segera setelah kita 
menghilangkan bahaya itu? 


BAB V 

HAK UNTUK HIDUP DAN MATI 

Mungkm dipertanyakan, bagaimana individu tanpa memiliki hak untuk 
mengatur dirinya sendiri dapat menyerahkan suatu hak yang tidak dimiliki- 
nya itu kepada penguasa. Pertanyaan mi tampaknya sulit dipecahkan 
karena dmyatakan tidak tepat. Setiap orang berhak mengambil resiko 
daam hidupnya demi mempertahankan hidupnya sendiri. Pemahkan ada 
orang yang mengatakan bahwa ia bermaksud bunuh dm dengan melompat 
dari suatu jendela karena hanya untuk menghidnari kobaran api? Apakah 
seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan kejahatan ketika ia tewas 
di laut yang sedang membadai karena sebelum la berangkat berlajar telah 
mengetahui adanya bahaya itu? 

Tujuan akhir perjanjian sosial (social treaty) adalah memelihara kelang- 
sungan beberapa kelompok yang sedang mengadakan ikatan perjanjian. 
Siapa pun yang mgm menikmati tujuan akhir itu harus bersedia memikul 
berbagai resiko, bahkan berbagai bahaya yang tidak terpisahkan dari cara- 
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cara yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir itu. Seseorang yang ingin 
memelihara hidupnya dengan mengorbankan hidup orang lain, sebagai 
gantinya wajib memberikan jasanya pula untuk melmdungi mereka bila di- 
perlukan. Warga negara bukan seorang hakim yang dapat menggunakan 
hu kum guna melindungi dirmya dan bahaya. Bila seorang pangeran 1 ber- 
kata kepada warganya, ”Anda sebaiknya mati agar berguna bagi negara”, 
maka matilah ia karena hanya dalam kondisi itulah ia dapat menikmati 
kesetiaannya sampai dengan saat itu, mengmgat hidupnya tidak hanya di- 
anggap sebagai anugerah alam semata, tetapi juga sebagai suatu pemberian 
bersyarat dan negara. 

Hukuman mati yang dijatuhkan kepada seorang kriminal bisa dilihat 
dan titik pandangan yang sama, yaitu untuk menjamin dirinya agar tidak 
menjadi korban pembunuhan, maka seseorang bersedia untuk mati bila ia 
menjadi pembunuh. Sedemikian jauh dalam perjanjian ini semua kelom- 
pok bermaksud mengatur diri mereka sendin hingga mereka hanya ber- 
pikir tentang bagaimana memelihara hidupnya, dan sebaliknya tidak se- 
dikit pun diperkirakan tatkala mengadakan kesepakatan ada salah satu 
kelompok yang sepantasnya tampil di tiang gantungan. 

Selanjutnya, setiap penjahat (malefactor) yang menyerang hak sosial 
dengan jalan melanggar undang-undang karena kejahatannya sebagai se¬ 
orang pemberontak dan pengkhianat negennya, la tidak lagi dinyatakan 
sebagai warga negeri itu. Eksistensi negara kemudian menjadi bertentangan 
dengan dirinya hmgga salah satu harus binasa. Bila si kriminal dihukum 
mati, ia akan mengalami pendentaan lebih banyak sebagai seorang musuh 
dibandmgkan dengan sebagai seorang warga negara. Tindakan terhadapnya 
itu adalah akibat voms hakim sebagai bukti dan pemyataan bahwa la telah 
memutuskan perjanjian sosial (social treaty) dan ia tidak lagi menjadi warga 
negara itu. Namun kalau la masih dianggap sebagai warga, paling tidak bila 
la masih tmggal sementara di negeri itu, ia harus diasmgkan dengan jalan 
membuangnya di suatu tempat yang tensolasi sebagai seorang pelanggar 
pakta atau menghukum mati padanya karena dinyatakan sebagai seorang 
musuh dan bukan pnbadi moral (moral person); la tidak lebih hanyalah 
seorang laki laki belaka. Kenyataan ini membuktikan bahwa hak kekuasaan 
peranglah yang membunuh orang yang dikalahkan. 

Mungkm ada orang bertanya, bukankah pengutukan terhadap seorang 
knminal itu sebagai tindakan individu? Saya setuju atas pertanyaan itu, te¬ 
tapi pengutukan terhadap seorang kriminal itu tidak bersangkut-paut de¬ 
ngan penguasa. Itu adalah suatu hak yang dapat diberikan oleh penguasa 
kendati ia sendin tidak melaksanakannya. Gagasan saya adalah konsisten, 
tetapi pada suatu saat saya tidak dapat menerangkan semuanya. 

Dapat ditambahkan bahwa aeapkali terjadi dengan melakukan hukuman 
atau siksaan merupakan suatu tanda kelemahan pemermtah. Tidak ada se- 
suatu yang lebih hina dan perlakuan ini hingga ia dapat dilukiskan sebagai 


i 


(i.e., the government — of p 51) 
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sikap yang tidak baik. Tidak ada hak untuk menghukum mati atas se- 
seorang, bahkan sebagai contoh sekalipun, kecuali kalau hidup orang itu 
sudah tidak dapat dibina lagi tanpa membahayakan negara. 

Mengenai hak untuk memeperoleh pengampunan atau membebaskan 
seorang kriminal dari hukuman yang diputuskan oleh hakim berdasarkan 
hukum yang berlaku, hanyalah termasuk sesuatu yang berada di atas 
hakim dan hukum, yaitu penguasa. Tetapi, dalam penanganan perkara im 
haknya tidak jelas dan kesempatan untuk menggunakan hak itu memang 
ada, hanya saja langka terjadi. Dalam suatu negara dengan pemerintahan 
yang baik, dijumpai hanya sedikit hukuman yang dijatuhkan. Bukan karena 
di negeri itu berlaku banyak pengampunan yang diberikan kepada si ter- 
hukum, tetapi karena hanya terdapat sedikit jumlah kejahatan yang terjadi. 
Bilamana negara itu sedang mengalami kemunduran atau kemerosotan, 
jumlah kriminalitas menunjukkan adanya pelanggaran hukum yang kian 
meluas tanpa si pelanggar memperoleh hukuman sewajamya. Di bawah 
pemerintahan Republik Romawi, baik senat maupun para konsul, juga 
tidak pemah mencoba untuk memberikan pengampunan pada suatu per- 
buatan kriminal. Bahkan tidak pula terhadap rakyatnya kendatipun ada 
kalanya mereka membatalkan hukuman yang telah diputuskan sendiri. 
Frekuensi pengampunan yang dipermaklumkan bahwa kejahatan kriminal 
segera tidak lagi berguna bagi mereka, mudah dilihat ke arah mana harus 
ditujukan. Tetapi hati saya berbisik dan berusaha menahan goresan hati 
saya: mari sebaiknya kita menyerahkan diskusi tentang permasalahan ini 
pada manusia yang bersifat adil yang tidak pemah berbuat salah, dan yang 
tidak pemah menghendaki pengampunan untuk dirinya sendiri 


BAB VI 
HUKUM 

Dengan kesepakatan sosial (social compact) kita telah memberikan ek- 
sistensi serta hidup kita pada negara hukum, dan sekarang tinggal memberi¬ 
kan padanya saran serta kehendak untuk menetapkan pemndang-undangan. 
Bagi pokok tindakan yang membentuk dan mempersatukan lembaga itu 
tidak menentukan sesuatu langkah yang harus diambil bagi pemeliharannya. 

Apa yang baik dan sesuai untuk dipesan, disebabkan memang demikian 
sifat segala sesuatu dan tidak tergantung dari konvensi manusia. Semua 
keadilan turun dan Tuhan dan Dia sendirilah sumber segalanya. Andaikata 
kita mengetahui bagaimana caranya mendapatkannya dari atas, maka kita 
tidak memerlukan pemenntah atau pun hukum Tidak dapat diragukan lagi 
bahwa keadilan bersifat universal dan hanya bersumber dan pertimbangan 
sehat. Tetapi perlu diakui bahwa keadilan harus bersifat timbal balik (reci- 
procal). Berbicara seeara kemanusiaan, berlakunya hukum keadilan bila 
tidak ada sanksi yang wajar akan sia-sia bagi manusia. Ia hanya merugikan 
bagi sebagian umat manusia yang bersifat baik dan adil, dan sebaliknya 
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menguntungkan bagi orang yang suka berbuat jahat. Bagi orang yang 
bersifat baik dan adil selalu setia pada kaidah yang menghormati seorang, 
tetapi sebaliknya tidak seorang pun yang menunjukkan kesetiaannya bila 
merugikan terhadapnya. Oleh karena itu, hams ada konvensi dan hukum 
memadukan tugas kewajiban dan hak kita untuk membawa keadilan sampai 
pada tujuan yang dimaksudkan. Dalam keadaan alami (state of nature) 
di mana segalanya ditujukan untuk kepentmgan bersama, saya tidak ber- 
hutang bu di kepada siapa pun dan saya tidak menjanjikan sesuatu kepada 

siapapun. Saya tidak mengakui bahwa sesuatu bisa menjadi milik orang lain 
selam yang tidak ingin saya gunakan lagi. Kenyataan mi tidak demikian 
halnya seperti keadaan dalam orde sipil di mana setiap orang dan setiap hak 
diatur serta ditentukan oleh hukum. 

Tetapi, apakah suatu hukum itu senantiasa baik? Sementara orang men- 
cari kepuasan din yang sama sekali tidak menambah sesuatu apa pun selain 
ide metafisika pada kata baik mi. 

Mereka hams tems-menems berbicara dan berdebat tanpa ada saling 
pengertian, dan bila mereka berkata apakah yang dimaksud dengan hukum 
alam (law of nature) itu sama artinya dengan mereka pun tidak akan tahu- 
menahu apa sesungguhnya hukum negara itu. 

Saya pemah mengatakan bahwa tidak akan ada kehendak umum yang 
ditujukan pada suatu proyek pnbadi. Obyek pnbadi itu berada di dalam 
atau di luar negara. Di luar negara, suatu kehendak yang bertentangan de- 
ngannya tidak dapat bersifat umum dan tidak mempunyai kaitan apa pun 
dengannya. Sebaliknya jika obyek itu berada di dalam negara, ia menjadi 
bagian dan padanya. An tara keselumhan dan bagian-bagiannya terdapat 
saling kait-mengkait yang membuktikan adanya eksistensi dari dua sisi yang 
terpisah; yang dikatakan sebagai bagian itu adalah satu atau salah satu, dan 
yang dimaksudkan dengan keselumhan — dikurangi dari bagian tadi — me- 
rupakan berbagai bagian yang lain. Tetapi bila keselumhan dikurangi satu 
bagian saja, sudah tidak dapat lagi dikatakan keselumhan. Pada saat 
hubungan yang salmg mengkait itu hidup, maka tidak ada lagi keselumhan, 
tetapi yang ada hanyalah dua bagian yang tidak sama sifatnya: dari keadaan 
itu kemudian menyusul pengertian bahwa kehendak dari satu bagian de¬ 
ngan jalan apa pun tidak bisa menjadi umum karena masih ada hubungan- 
nya pada bagian yang lain. 

Namun bila selumh rakyat memutuskan sesuatu untuk seluruh rakyat, 
maka ia hanya berpikir atau mempertimbangkan hanya bagi dirinya sendiri 
(diri selumh rakyat). Jika kemudian terbentuk suatu hubungan ini hanyalah 
suatu hubungan keselumhan obyek dan satu titik pandangan terhadap se¬ 
lumh obyek dari titik pandangan yang lain, dan keselumhan itu sendiri 
tidak terbagi-bagi. Kemudian sesuatu yang mereka perankan adalah bersifat 
umum seperti halnya kehendak yang memerankan itu. Tindakan inilah yang 
saya sebut ”hukum” (law). 

Bilamana saya mengatakan bahwa obyek dari segala hukum itu senan- 
«aea bersifat umum, saya maksudkan bahwa hukum memandang subyek 
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secara kolektif dan tmdakan mereka secara abstrak karena tidak pernah 
hukum memandang seseorang sebagai mdividu atau tmdakan perorangan. 
Jadi, hukum mungkin memainkan peranan bahwa akan ada hak istimewa 
tertentu (certain privileges), tetapi la tidak dapat menyebutkan nama orang 
yang akan menikmati hak istimewa ltu. Hukum mungkin akan membagi 
warga negara menjadi beberapa kelas dan menetapkan kuahfikasi yang akan 
membenkan hak pengakuan pada setiap kelas, tetapi tidak dapat menunjuk 
nama seseorang seperti si anu untuk diakui. Hukum dapat menetapkan 
suatu pemenntahan monarki dan peralihannya pada keturunannya, tetapi 
tidak dapat memiiih raja atau menyebutkan nama suatu keluarga bang- 
sawan atau kerajaan. Dengan kata lam, semua fungsi yang berhubungan 
dengan sesuatu obyek perorangan tidak menymggung kekuasaan legislatif. 

Di bawah gagasan mi seketika kita merasa betapa tidak ada manfaat- 
nya untuk menyelidiki siapa yang memiliki fungsi sebagai pembuat undang- 
undang karena hukum hanyalah pelaksanaan tmdakan kehendak umum se- 
mata. Kita juga tidak perlu bertanya mengapa pangeran ltu berada di atas 
hukum sejak ia menjadi salah seorang pemimpm negara. Demikian pula 
tidak perlu dipertanyakan, mengapa hukum bisa tidak bersikap adil sebagai- 
mana halnya tidak seorang pun bisa tidak bersikap adil terhadap dirinya 
sendiri. Juga tidak, mengapa kita bisa bebas sementara tunduk pada hukum 
sejak hukum itu mencatat kehendak kita sendiri. 

Kita pun melihat, sejak hukum menyatukan sifat keumuman kehendak 
(umversality of will) dengan keumuman obyek (universality of obyect), 
maka apa pun yang diperintahkan atas pérsetujuan sendiri oleh setiap 
orang, siapa pun mungkin orang itu, bukanlah hukum. Tidak, bahkan apa 
yang diperintahkan oleh penguasa secara relatif pada obyek perorangan 
bukanlah suatu hukum, tetapi hanya sebuah dekrit; dan itu pun bukan 
tindakan kedaulatan, tetapi tmdakan kehakiman. 

Oleh karena itu saya menyebut setiap negara yang diperintah oleh hu¬ 
kum adalah suatu ”republik”, di bawah bentuk pemenntahan apa pun 
adalah sama. Karena itu segala sesuatu hanya diperintah oleh kepentmgan 
umum, dan segala urusan umum (the affairs of the public) memperoleh hak 
penghargaan . 1 Semua pemenntah yang dibenarkan adalah republiken . 2 Se 
sudahnya saya akan menjelaskan apa pemenntah itu. 

Hukum sebagaimana seharusnya hanyalah kondisi dari asosiasi sipil. 
Rakyat mengabdikan dm pada hukum, dan wajib menikmati hak itu karena 
merekalah yang telah membuatnya; ini hanya bagi mereka yang termasuk 
dalam perkaitan untuk mengatur persaratan atau perjanjian dan masya- 
rakat. Tetapi, bagaimanakah cara mereka mengaturnya? Apakah dengan 

1 (Karena hanya pada waktu itu hal umum adalah segala-galanya) 

Saya tidak mengartikan suatu anstokrasi atau demokrasi hanya dengan kata ”repubhk”, te¬ 
tapi pada umumnya semua pemenntah dipimpin oleh kehendakumum, yang disebut hukum Adalah 
benar pemenntah tidak akan dikabuikan dengan penguasa tetapi dianggap sebagai pengatur atau 
pengelola (admmistrator) Kemudian monarki sendiri adalah suatu republik. Selanjutnya akan di- 
terangkan dalam buku berikutnya 
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suatu persetujuan bersama, atau oleh mspirasi yang muncul secara tiba-tiba? 
Apakah negara hukum memiliki suatu peranti atau perangkat untuk me- 
nyatakan kehendaknya? Siapakah yang memben pada lembaga ltu tinjauan 
ke masa depan yang diperlukan untuk membentuk tmdakan mi dan me- 
ngumumkannya sebelumnya? Bagaimana mereka mengumumkannya pada 
saat yang diperlukan? Bagaimana dengan orang banyak yang tidak men- 
dapatkan penerangan secukupnya, yang acap kali tidak mengetahui apa 
yang dhnginkannya karena mereka jarang mengetahui apa yang baik ltu da- 
pat sulit seperti suatu sistem perundang-undang? Bagi rakyat sendiri selalu 
menghendaki yang baik, tetapi tentang keadaan dirinya sendiri mereka 
tidak senantiasa melihat apa yang diperbuatnya. Kehendak umum ltu se- 
nantiasa benar, tetapi pertimbangan yang menuntunnya tidak selalu dapat 
dijelaskan. Oleh karena ltu adalah pentmg membuat rakyat mengetahui se- 
gala hal sebagaimana adanya. Kadangkala sebagaimana seharusnya mereka 
hadapi, menunjukkan pada mereka jalan yang benar yang sedang mereka 
cari guna melmdungi mereka dan hembusan suara bujuk rayu kehendak 
perorangan; untuk membantu mereka agar dapat melihat bagaimana saling 
hubungan an tara tempat dan waktu; untuk membantu mereka dalam mem¬ 
buat keseimbangan atas perhatian mereka akan daya-tank langsung kearif- 
an; dan untuk melawan ketakutan serta kejahatan yang tidak mereka ke- 
tahui. Individu melihat kebaikan yang mereka tolak, dan publik menghen¬ 
daki kebaikan yang tidak mereka lihat. Semuanya memerlukan tuntunan 
yang sama. Beberapa harus membuat kehendaknya sesuai dengan pertim¬ 
bangan yang sehat, dan yang lam harus diajarkan apa yang mereka ke- 
hendaki. Dari penmgkatan pengetahuan publik akan menghasilkan kesatuan 
pertimbangan dan kehendak dalam lembaga sosial. Dari kesatuan ini datang- 
lah keserasian dari semua kelompok dan kekuasaan tertmggi sebagai ke- 
seluruhan. Dari kesemuanya mi kemudian akan lahir kebutuhan kehadiran 
seorang pembuat undang-undang (legislator). 


BAB VII 

PEMBUAT UNDANG-UNDANG 

Untuk menemukan peraturan pemermtah yang menyenangkan yang 
akan sependapat dengan tiap nasion hanya merupakan kerja beberapa 
intelegensi yang ulung, yang dapat memahami semua nafsu manusia, tetapi 
tidak bertanggungjawab terhadap seorang pun di antara mereka; tanpa se- 
suatu persamaan pada sifat kita dan mengetahumya dengan sempuma; yang 
kebahagiannya tidak bersangkut-paut dengan yang kita miliki, tetapi yang 
masih bersikap merendahkan din untuk membuat kita sebagai obyek per- 
hatiannya; dan yang telah dengan tekun mengejar kemuliaan selama ber- 
tahun-tahun, dapat menikmati upah kegiatannya yang tidak mengenal lelah 


PEMBUAT UNDANG-UNDANG 


35 


dalam abad yang lalu , 1 Singkatnya, para dewa seharusnya dimmta untuk 
mengkammai hukum kepada umat manusia. 

Pertimbangan yang sama yang digunakan oleh Caligula berkenaan de- 
gan hak untuk menentukan apakah seseorang ltu peqduduk biasa atau 
>angeran, adalah sesuai dengan fakta yang digunakan oleh Plato seperti 
yang dijumpai dalam karya dialognya, The Statesman Tetapi bila benax 
seorang pangeran itu manusia langka, berapa lagi banyaknya kelangkaan 
seharusnya untuk menjadi seorang pembuat undang-undang (legislator) 
yang baik? Yang pertama, hanya mengikuti contoh yang dibentuk oleh 
yang lam. ang seorang adalah ahli mesm yang ilmiah yang menciptakan 
mesm, adapun lamnya hanya seorang mekamk yang pekerjaannya me- 
mutar dan menggerakkan mesm. s, Pada kelahrran masyarakat. ” kata Mon- 
tesquieu, para pemimpm republik membentuk semua lembaga, tetapi 
kemudian lembaga ltulah yang membentuk para pemimpm. ” 2 ) 

Mereka yang beram mengelola lembaga rakyat harus merasa dirinya 
rnampu, seperti mengubah sifat manusia, mengubah setiap sikap mdividu 

i • / i • . > t ^ t yang sempuma dan pe- 

nyendiri (sohtary) menjadi mdividu sebagai suatu bagian dari suatu ke- 

seluruhan yang iebih besar, yang dalam beberapa kadar tertentu ia me- 

mmk! dmnya dan hidupnya; mengubah keadaan jasmam manusia dengan 

maksud membuatnya Iebih tangguh; mengganti eksistensi fisik dan ke- 

bebasan yang kita tenma dari alam dengan eksistensi moral dan’ memihak. 

Dengan kata lain, mereka harus menyingkirkan dari diri manusia energi 

yang se ajarnya dimiliki dan membenkan kepadanya sifat yang asing bagi- 

nya, ang tidak dapat digunakan tanpa bantuan orang lam. Semakm banyak 

kekuasaan alami dihilangkan semakm mulai dan kekal yang diperolehnya 

dan kian sempuma pula insitusi itu. Sehingga bila setiap warga negara yang 

semula dianggap bukan apa-apa dan tidak dapat berbuat apapun, kemudian 

dipadukan dengan semua warga negara yang lam, maka kekuatan yany di- 

peroieh dan selumh perpaduan itu akan sama atau Iebih kuat ketimbang 

jumlah semua kekuatan alami dan semua mdividu. Dapat dikatakan bahwa 

pembuatan undang-undang merupakan puncak kesempumaan yang dapat 
dicapai oleh bakat manusia. 

Dalam setiap hal pembuat undang-undang adalah seorang yang luar 
biasa dalam negara itu. Ia memang seluruhnya demikian karena kecerdas- 
an pikirannya yang luar biasa, tetapi juga tidak kurang karena pekerjaannya 
bukan di bidang kehakiman atau pun kedaulatan. Pekerjaan semacam ini 
yang menyusun republik, tidak termasuk ke dalam susunan perundang-un- 


Rakyz tidak akan datang mempermgati sampai saat legislasi mereka menurun Kita tidak tahu 

t ama umur ^ Lacedemomans hidup dengan bahagia di bawah hukumnya Lycurgus sebeium 
ada centa apa pun dibuat oleh sisa orang Yunam tentang mereka ^turgus sebeium 

2 

[Grandeur et decadence des Romains, bab I - Montesquieu (1689-1755)*banyak diketahu, 

SmlT.747 ^ Pen8arUhnya ' C!Pm dCSh - rThe ^ d,“ 
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dangan. Ia merupakan fungsi istimewa dan tertinggi yang tidak ada ke- 
samaannya dengan kerajaan manusia. Karena orang yang memerintah ma- 
nusia tidak boleh memimpin hukum, maka sebaliknya orang yang memim- 
pin hukum juga tidak boleh memermtah manusia. Jika tidak demikian, 
maka hukum yang dipakai sebagai duta nafsunya hanya akan lebih me- 
ngekalkan ketidakadilannya, dan tidak akan mungkin mencegah maksud 
perorangan dari usaha pengotoran kesucian pekerjaannya. 

Ketika Lycurgus membuat hukum untuk negerinya, ia mengawalinya 
dengan menurunkan kekuasaan raja. Kemudian hal mi menjadi kebiasaan 
bagi kebanyakan kota di Yunani untuk mempercayakan penyusunan per- 
undang-undangan mereka kepada orang asing. Republik modern di Italia 
mengikuti contoh mi, demikian pula Geneva, dan dari padanya mereka 
mendapat keuntungan. 3 Pada hari puneak kejayaannya dan juga menjelang 
kejatuhannya, Roma melihat semua kejahatan tiram hidup kembali dalam 
dirinya dengan jalan menyatunya otontas legislatif dan kekuasaan penguasa 
dalam diri orang yang sama. 

Bahkan para decimvirs (10 orang hakim Romawi kuno yang berkuasa 
untuk menyusun undang undang) tidak pemah menggunakan haknya 
untuk membuat hukum hanya oleh otontas mereka sendin. ”Tak ada 
sesuatu yang kami tawarkan kepada kalian”, kata mereka kepada rakyat, 
”dapat menjadi hukum tanpa persetujuan kelalaiannya. Hai, penduduk 
Romawi, kalian sendmlah yang menjadi pembuat hukum yang harus men- 
jamm kebahagiaan kalian.” 

Oleh karena ltu orang yang menghimpun hukum, tidak memiliki dan 
juga tidak wajib memiliki sesuatu hak untuk membuat undang undang. 
Rakyat, bahkan kalau mereka berkecenderungan untuk ltu, tidak dapat 
menghilangkan dan din mereka sendin hak yang tidak komumkatif (mcom- 
mumcable) ltu. Karena sesuai dengan kesepakatan yang fundamental 
(fundamental compact), maka kehendak umumlah yang dapat memaksa 
individu, dan tidak pernah bisa diketahui apakah suatu kehendak perorang¬ 
an ltu sejalan dengan kehendak umum sampai kehendak perorangan ltu 
tunduk pada suara bebas dan rakyat. Hal mi sudah pernah saya tegaskan, 
tetapi mungkm ada gunanya untuk diulangi lagi 

Jadi, pada waktu yang bersamaan kita menemukan dua hal yang tam- 
paknya tidak dapat didamaikan dalam perundang-undangan, yaitu suatu 
upaya yang melampaui kekuasaan manusia dilaksanakan oleh suatu otontas 
yang sesungguhnya bukan suatu otontas (dilaksanakan oleh seorang pejabat 
atau ahh yang tidak mempunyai wewenang sebagai pemegang kekuasaan). 


3 

Mereka yang menyangka bahwa Calvin hanya seorang teolog menunjukkan bahwa la sedikit 
mengenal keluasan kecerdasan pikrran itu Kumpulan dan berbagai dekrit yang byak sebagian besar 
diambil dari padanya Hal ini menimbulkan kehormatan yang besar yang dibenkan kepadanya, tidak 
kurang dari yang diperolehnya dari bukunya. Institute. Betapapun juga, waktu timbulnya revolusi 
mungkin yang menyebabkan masuknya agama kita sedangkan patriotisme dan rasa cmta kebebasan 
sama s kali tidak lenyap di kalangan kita Kenang-kenangan dan orang besai itu tidak akan pe nah 
menghentikan rasa syukur kita kepada orang-orang Geneva 
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Ada pula kesulitan lam yang perlu mendapat perhatian. Orang yang 
bijak berhasrat menggunakan bahasa mereka sendiri ketika berbicara atau 
membenkan amanat kepada orang yang kasar, dengan maksud sebagai usaha 
untuk mengubah bahasa yang kasar ltu. Barangkah upaya mi pun tidak 
dapat membuat mereka mengerti. Karena bagaimanapun, ada banyak gagas- 
an yang tidak mungkm dapat dmyatakan dengan bahasa rakyat. Pandangan 
yang terlalu umum dan sasaran yang terlalu jauh sama-sama di luar pe- 
ngertian mereka. Setiap mdividu yang tidak menyukai rencana pemermtah, 
terkecuali yang mengembangkan kepentmgan pnbadinya, tidak mudah di- 
buat bijaksana tentang kebaikan yang diperolehnya dari kehidupan melarat 
yang berkepanjangan, yang dipaksakan padanya oleh hukum yang berfae- 
dah. Bagi suatu rakyat yang baru lahir untuk menyukai kearifan pepatah 
yang bijaksana dan untuk mengikuti segala peraturan yang fundamental 
dari ahh ketatanegaraan (fundamental rules of statecraft) akan diperlukan 
apabila akibat akan menjadi sebab. Pikiran sosial (social mind), yang di- 
harapkan sebagai produk mstitusi semacam ltu, bahkan akan berlaku pada 
institusi masyarakat. Dalam keadaan sebelum tersusun hukum, manusia 
agar dapat melakukan sesuatu, hanya hukum ltulah yang dapat mengatur- 
nya Karena pertimbangan milah pembuat undang-undang yang tak mampu 
menggunakan kekuatan atau argumen harus meneari pertolongan pada 
suatu otontas dari tmgkat yang lam, yang dapat menahan orang sejauh tan- 
pa kekerasan dan membujuk mereka tanpa meyakmkannya. 

Inilah yang selama berabad-abad mengharuskan para pendiri nasion 
meneari pertolongan dengan campurtangannya surga dan menghubungi para 
dewa, apa yang sudah dihasilkan dari kearifan mereka. Mungkm saja rakyat 
tunduk pada hukum negara seperti halnya terhadap hukum alam, dan de¬ 
ngan mengenal kekuasaan yang sama yang membentuk manusia untuk 
menciptakan kota, dengan perasaan bebas mereka akan patuh serta merasa 
puas mendenta dengan cara menahan din sebagai sesuatu yang diperlukan 
untuk mewujudkan kebahagiaan umum. 

Pertimbangan yang luhur ini, sedemikian jauh berada di atas pengertian 
orang yang bertmgkahlaku kasar, yang keputusannya dimasukkan ke dalam 
mulut para dewa oleh para pembuat undang-undang. Mereka mungkm bisa 
dipimpm di bawah sanksi otontas kedewaan, yang tanpa otontas ini tidak 
mungkm kebijaksanaan manusia berlaku, 4 Tetapi tidak semua orang bisa 
membuat para dewa berbicara, dan juga tidak bisa memperoleh kepercaya 
an agar dapat berpura pura menjadi penerjemah kehendak kedewaan. Sifat 
murah hati para pembuat undang-undang merupakan mujijat tunggal yang 
harus dapat membuktikan mismya. Setiap orang boleh mengukir namanya 

4 ”Itu benar”, kata Machiavelli, ' Tidak pernah ada dalam suatu negen, seorang yang menye- 
barkan hukum yang istimewa tidak meneari pertolongan pada Tuhan Karena kalau tidak demikian, 
maka akibatnya sistemnya tidak akan diterima Seorang bijak mungkm mengetahui banyak tentang 
kebenaran yang berguna meski bagi drrinya tidak begitu jelas sehingga bisa membawa keyakinan 
pada pikiran orang lam (Discourses on Livy, Bk V, bab u) (Rousseau menyimpan kutipan yang 
asli dalam bahasa Italia) 
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di atas batu, atau memperoleh ramalan, berpura pura mempunyai hubung- 
an dengan para dewa, bisa mengajar burung agar berbisik di telmganya, 
atau menemukan cara yang kotor semacam mi untuk mempedayakan 
rakyat. Tetapi, siapa pun yang sepenuhnya tergantung pada cara semacam 
itu, kendati mungkm la sempat menarik perhatian banyak orang tolol yang 
bertakhyul di sekehlingnya, tidak akan dapat meletakkan dasar bagi suatu 
sistem kerajan, dan usahanya yang berlebihan itu akan hancur bersama 
dinnya. Ilusi hanya bisa membentuk ikatan yang sifatnya tidak kekal. 
Sebaliknya hanya kebijaksanaanlah yang bisa membuat ikatan itu ke¬ 
kal. Hukum Yahudi yang masih hidup dan hukum dari anaknya nabi 
Ismail, yang selama sepuluh abad memermtah separuh duma, masih me- 
nyatakan sebagai orang besar yang telah memermtah mereka. Sementara 
kebanggaan filsafat dan kebutaan prasangka kelompok mgin melihat dalam 
diri orang-orang itu hanya sebagai tipu daya yang bernasib baik. Para pe- 
mikir politik yang sebenarnya mengagumi lewat mstitusi mereka adalah 
seorang jenius yang besar dan luas pandangannya (great and comprehensive 
genius) yang mampu memimpm kekuasaan hmgga dapat bertahan lama. 

Kemudian saya tidak sependapat dengan Warburton, bahwa politik dan 
religi mempunyai satu obyek bersama dengan kita. Tetapi, pada awal-mula 
terbentuknya nasion, satu di antaranya mengabdi sebagai alat bagi yang 
lain. 


BAB VIII 

TENTANG RAKYAT 

Seperti halnya seorang arsitek, sebelum la mendinkan suatu bangunan 
besar, lebih dahulu ia memenksa apakah tanah cukup kuat untuk men- 
dukung berat bangunan itu. Demikian pula dengan para pembuat hukum 
yang bijaksana. Mereka menyusun hukum yang baik tidak untuk din me¬ 
reka sendiri, tetapi mempertimbangkan apakah rakyat yang mereka mak- 
sudkan untuk memermtah mungkm dapat mendukung pelaksanaannya. 
Setelah melakukan penehtian semacam itu, Plato menolak untuk mem¬ 
buat undang-undang bagi bangsa Acardian dan Cyrenean. Ia mengetahui 
dengan baik kedua bangsa in i adalah kaya di mana mereka tidak akan per- 
nah tunduk pada persamaan (equality). Meskipun bangsa Kreta adalah 
rakyat yang ganas, Mmos berusaha untuk mendisiphn mereka. Namun di 
bawah hukum yang sangat baik, rakyat Kreta masih tetap sangat buruk 
tabiatnya. 

Senbu nasion telah membuat suatu penampilan yang gemilang di bumi 
ini dengan tidak bersedia tunduk pada permtah hukum yang baik. Bahkan 
nasion yang bersedia tunduk pada hukum yang baik mungkm hanya mau 
melaksanakannya untuk sementara waktu dalam perjalanan sejarah mereka 

> 

William Warburton (1698-1779) adalah seorang penulis anti-deist yang keras, yang menjadi 
uskup Gloucester pada tahun 1759). 
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yang panjang. Seperti halnya manusia pada umumnya, rakyat umumnya 
bersikap patuh hanya ketika mereka masih mudah dalam usia, dan menjadi 
keras kepala bila usia mereka kian bertambah. Hal yang umum terjadi, bila 
sekali kebiasaan ltu berlaku dan prasangka t&lah berakar dalam dirinya, 
maka akan sia-sialah dan lagi berbahaya bila dilakukan pengubahan atau 
pembaharuan atas diri mereka. Rakyat tak ubahnya seperti pasien (orang 
sakit) yang kecil hatmya dan seorang pengecut jika melihat seorang dokter. 
Rahkan menolak bila kejahatan mereka dipenksa dengan maksud meng- 
hilangkannya. 

Adalah tepat seperti halnya penyakit tertentu yang menjangkit pada 
tubuh manusia, yang mengacaukan pertimbangan sehat serta menghilang- 
kan semua mgatan masa lalu, ada kalanya kita menjumpai dalam sejarah 
berbagai negara dalam suatu zaman yang penuh dengan kekerasan atau 
revolusi, demikian berpengaruh pada perasaan rakyat. Sehingga kengenan 
yang hadir ke dalam mgatan atas apa yang terjadi, menghasilkan akibat 
yang sama seperti kelalaian pada mdividu. Negara, setelah terbakar oleh 
perang saudara, lahir kembali sebagaimana adanya dari abunya sendiri 
dan menemukan kembali semua kekuatan masa mudanya bagai memnggal- 
kan tangan-tangan maut. Demikianlah Sparta pada masa Lycurgus, Roma 
setelah Tarqums, dan pada zaman kita seperti Holland dan Swiss sesudah 
para tiran lenyap. 

Penstiwa seperti mi adalah langka. Mereka merupakan pengecualian, 
sebab dari kasus mi hanya timbul dari konstitusi utama negara yang ber- 
sangkutan. Hal ltu tidak akan pernah terjadi untuk kedua kalinya pada 
rakyat yang sama, kendati manusia mungkm bisa menjadi bebas selama 
masih dalam keadaan tidak beradab (barbansm). Mereka tidak akan dapat 
berbuat demikian lagi setelah energi sipil kehabisan tenaga. Kemudian ke- 
sulitan yang melanda akan menghancurkannya, tetapi revolusi tidak akan 
dapat membangunkannya kembali. Sekali suatu rantai dari suatu rakyat ltu 
patah, la akan jatuh luluh tak ada lagi. Untuk selanjutnya mereka mem- 
butuhkan seorang pemimpm dan bukan seorang pembebas. Oh, kalian 
rakyat yang merdeka, ingatlah pada pepatah mi, ”Kebebasan mungkm di- 
kehendaki, tetapi tak pernah dapat ditemukan kembali” (Liberty may be 
acquired, but never recovered). 

Pemuda bukanlah anak bayi. Demikian pula bagi nasion pada periode 
pemuda atau lebih tepat saya katakan kedewasaan, lebih baik mereka capai 
sebelum menjadi subyek hukum. Tetapi tidak selalu mudah diketahui 
kapan rakyat ltu cukup dewasa. Bilamana saat (moment) ltu didahului, 
maka pekerjaan ltu akan mengalami kegagalan. Ada rakyat yang dapat di- 
atur atau diterbitkan sejak kelahirannya, sedangkan yang lain tidak bisa 
diterbitkan sampai akhir sepuluh abad. Orang Rusia tidak akan pernah 
menjadi beradab secara sempurna karena peradaban mereka dilakukan ter- 
lalu tergesa gesa. Peter adalah seorang jenius dalam hal memru, tetapi la 
tidak mempunyai bakat besar yang dapat menciptakan dan mendirikan 
segala dari ketiadaan. Beberapa kadar caranya yang digunakan memang 
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bagus, tetapi umumnya salah waktu atau tidak tepat. Ia mengetahui bahwa 
rakyatnya masih barbar, tetapi 1 a tidak melihat rakyat belum masak untuk 
memasuki dunia peradaban. Ia ingin membudayakan mereka hanya ketika 
memerlukannya agar menjadi biasa terhadap pendentaan. Peter ingin mem- 
buat rakyatnya seperti bangsa Jerman atau Inggris ketika pada langkah per- 
tama la seharusnya membuat mereka ltu sebagai bangsa Rusia. Karena cara 
penanganannya kurang bijak, la justru telah mencegah untuk selamanya 
agar rakyatnya tidak menjadi apa yang seharusnya, dengan meyakmkan 
mereka, apa mereka itu sesungguhnya dan yang sebenarnya mereka bukan 
apa apa. Tepat seperti ltulah seorang pengajar Peraneis membentuk mund- 
nya, begitu gemilang la di masa anak-anak dan akhirnya la menjadi orang 
yang tidak ada artmya. Kehendak kerajaan Rusia ingin menaklukkan se- 
luruh Eropa dan ingin ditaklukkan oleh dirmya sendiri. Bangsa Tartar, se- 
karang adalah taklukkannya dan juga tetangganya, dan segera akan menjadi 
majikannya, dan milik kita. revolusi mi bagi saya tampak tidak terelakkan. 
Semua pangeran Eropa rupanya bekerja bersama memperlaju jalannya per- 
tandingan itu. 


BAB IX 

TENTANG RAKYAT (LANJUTAN) 

Sebagaimana alam menetapkan ukuran seorang manusia yang dibentuk 
secara baik, di luar itu alam hanya membuat manusia kerdil dan raksasa. 
Demikian pula ada batas tertentu bagi keadaan serta susunan suatu negara. 
Jika tidak saling berpautan an tara satu dengan yang lam, la tidak akan 
menjadi yang terbaik. Bila terlampau besar, ia tidak dapat memenntah de¬ 
ngan baik; kalau terlampau kecil, ia tidak dapat mendukung dirmya sendiri. 
Dalam semua negara hukum ada kekuatan maksimum tertentu yang tidak 
dapat mereka lampaui, dan hanya akan hilang dengan jalan memperbesar 
kekuatan itu lagi. Ikatan sosial menjadi kian melemah dengan perluasan; 
dan suatu negara keeil secara proporsional lebih kuat bila dibandmgkan 
dengan yang lebih besar. 

Ada senbu alasan untuk mendukung pepatah ini. Pertama, pemermtah- 
an menjadi lebih sulit dalam perbandmgannya bila tempat penyelenggaraan 
pemerintahan itu dipmdahkan dari pusat pemermtahan. Tepat seperti suatu 
bobot menjadi lebih berat kalau diletakkan pada ujung pengumpit yang 
lebih panjang. Karena itu, pemerintahan dalam perbandmgan akan menjadi 
lebih mencekik dengan semakm bertambah jauhnya jarak. Dengan demikian 
pada sisi pertama, setiap kota yang saling berhubungan memiliki badan pe- 
menntahannya sendiri yang harus dibiayai oleh rakyat; setiap distrik mem- 
punyai badan pemenntahannya sendiri yang masih harus dibiayai oleh 
rakyat. Kemudian setiap propinsi, pemerintahan tmgkat tinggi satrapies 
(gubemur propmsi kerajaan Iran kuno) serta para wakil raja, masing-masing 
didukung secara berlebihan daripada yang lain sesuai dengan tingkatannya. 
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dan semua ltu atas tanggungan rakyatnya yang tidak bahagia. Yang terakhir 
masih ada pemermtahan tertmggi yang menindih hancur semuanya karena 
beratnya. Rakyat sebagai subyek telah kehabisan tenaga oleh besarnya pe- 
ngeluaran ltu. Mereka sedemikian jauh tidak dipermtah secara lebih baik 
oleh berbagai peraturan yang saling berbeda dari para administrator se- 
hmgga rakyat merasa lebih senang berada di bawah permtah seorang pe- 
mhnpin tunggal. Bilamana suatu negara sudah berada dalam situasi yang 

demikian, maka hampir tidak ada akal atau persediaan yang berguna untuk 
bisa mengatasmya dalam suatu keadaan darurat. Apabila diperlukan, ne¬ 
gara akan menemukan dirinya menjelang kebangkrutannya. 

Ini belum semuanya; bukan hanya karena pemenntah kurang mempu- 
nyai kekuatan serta aktivitas untuk melaksanakan hukum, mencegah kejeng- 
kelan, mengoreksi penyalahgunaan, dan mencegah timbulnya tabiat pen- 
durhakaan yang dikorbankan terhadap rakyat di tempat yang jauh, tetapi 
rakyat juga merasa kurang senang pada para pemimpin yang tidak pernah 
mereka lihat; dan terhadap negen mereka sendiri yang terlihat seperti dunia 
segala-galanya bagi mereka; demikian pula kurang senang pada sesama orang 
senegennya yang sebagian besar tidak mereka kenal. Kesamaan hukum 
tidak dapat menyeragamkan sedemikian banyak propinsi yang bermacam- 
macam yang memiliki beraneka ragam kebiasaan serta tatakrama, keadaan 
lklim yang berbeda, dan yang tidak mau tunduk pada bentuk pemermtahan 
yang sama. Hukum yang berbeda-beda hanya menghadirkan kesulitan dan 
kekaeauan di kalangan penduduk yang hidup di bawah pemimpm yang 
sama Penduduk saling berhubungan secara terus-menerus seperti berjalan 
lalu-lalang ke sana ke mari, saling menikah antar golongan dan suku, taat 
pada adat kebiasaan yang berbeda-beda, dan senng tidak mengetahui apa- 
kah dapat menganggap warisan leluhurnya ltu sebagai miliknya sendiri. Ke¬ 
adaan selanjutnya menunjukkan bahwa bakat diabaikan, kebajikan tetap 
tidak dikenal oleh mereka, dan perbuatan kejahatan dibiarkan meloloskan 
diri dengan bebas tanpa memperoleh hukuman di tengah banyak orang 
yang tidak saling mengenal, sedangkan semua aparat pusat pemermtahan 
berkumpul di satu tempat. Para pemimpm dibuat lelah oleh keserbanekaan 
peristiwa, tidak memperoleh apa pun untuk dirinya sendiri dan hanya para 
pegawailah yang memerintah negara. Akhirnya, berbagai langkah diperlu¬ 
kan untuk mengejar kekurangan demi memelihara otoritas umum dalam 
keadaan di mana para pegawai di semua tempat yang jauh mgin menghin- 
dar serta mempedaya hingga menyerap kekhawatiran umum. Tidak sedikit 
pun yang tertinggal bagi kesejahteraan rakyat, dan bahkan untuk kepentmg- 
an pertahanan negen sekalipun bila suatu ketika diperlukan. Jadi, sebuah 
badan yang terlalu besar bagi susunan pemermtahan terdesak ke bawah dan 
bmasa di bawah tekanan bobotnya sendiri. 

Pada sisi lain, adalah perlu bagi negara untuk memiliki basis yang cukup 
agar menjadi lebih kokoh dengan tujuan untuk dapat bertahan terhadap 
setiap serangan yang pasti tidak terelakkan, dan untuk mendukung pe- 
ngerahan tenaga yang perlu bagi pembelaan din. Setiap rakyat memiliki se- 
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macam kekuatan pusingan (centrifugal) dengan siapa mereka secara terus- 
menerus bertmdak terhadap yang lam, dan cenderung memperkaya din 
sendiri atas biaya tetangganya, seperti pusaran Descartes. Dengan demikian, 
yang lemah akan segera ditelan dan tidak seorang pun bisa aman tanpa 
suatu keseimbangan kekuasaan umum yang dapat membuat keadaan lebih 
mantap. Di mana pun keadaan semacam mi hampir sama. 

Dari pengamatan ini untuk memperluas serta memperketat perbatasan 
negara. Setiap negarawan harus memihki bakat supenor untuk menemukan 
salah satu dari kedua ujung perbedaan yang besar itu. Jalan tengah terbaik 
yang penerapannya mengandalkan pada ukuran besar kekekalan negara itu. 
Secara umum dapat dikatakan bahwa alasan untuk memperluasnya hanya 
terletak pada faktor ekstemal dan bersifat nisbi (relative), dan wajib ditem- 
patkan lebih rendah dari pertimbangan penyusutan yang sifatnya internal 
dan absolut. Maksud pokoknya adalah menyusun suatu keadaan yang kuat 
dan sehat; dan kepercayaan utama ditempatkan pada kekuatan yang di- 
bangkitkan oleh suatu pemermtahan yang baik melebihi sumber yang di- 
peroleh dari perluasan wilayah (dominion). 

Bagaimanapun pemah ada negara yang dibentuk dari sumbangan hasil 
penaklukkan yang dip^rlukan bagi kebutuhan mendasar pemerintahan me¬ 
reka, dan juga tergantung pada semakm meluasnya kekuasaan kerajaannya. 
Mungkm mereka mengucapkan selamat pada din mereka sendiri pada ke¬ 
butuhan yang menyenangkan itu, kendati nantmya akan ditunjukkan pada 
mereka bukan hanya batas kebesaran mereka yang akan dialami, tetapi 
juga saat kejatuhan mereka yang tidak terelakkan. 


BAB X 

TENTANG RAKYAT (LANJUTAN) 

Negara hukum dapat diukur dengan dua jalan yang berbeda, yaitu dari 
luasnya wilayah dan jumlah penduduknya; dan harus ada suatu keseimbang¬ 
an yang benar antara keduanya agar bisa memberikan kebesaran yang se- 
benamya pada negara. Orang membentuk negara, dan tanah harus meno- 
pang hidup manusia. Karena itu keseimbangan yang seharusnya lalah tanah 
harus cukup menjamin hidup penduduknya, dan banyaknya penduduk harus 
seimbang dengan luasnya tanah agar dapat mendukung mereka. Dalam pro- 
porsi yang tepat seperti itu ada kekuatan maksimum dari suatu jumlah 
rakyat tertentu. Bilamana tempat tmggalnya terlalu luas, perlmdungan ter¬ 
hadap mereka akan mengalami banyak hambatan, tenaga pengolahnya tidak 
mencukupi, hasilnya berlebihan, dan tflba pada waktunya akan menjadi se- 
bab terlibatnya negara dalam perang pertahanan (defensive war). Sebalik- 
nya bila luas tanah terlampau sempit, negara terpaksa tergantung pada ke- 
baikan negen tetangganya untuk menambah segala kebutuhan yang diperlu- 
kan. Pada saatnya nanti akan terbukti menjadi sebab timbulnya perang 
ofensif. Setiap kondisi rakyat yang disebabkan oleh keadaan khusus, akan 
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dihadapkan pada altematif: perang atau dagang. Kenyataan tersebut hanya 
menunjukkan kelemahan dirinya. Ia akan sangat tertangung pada negeri 
tetangganya, tergantung pada banyak penstiwa, dan ia hanya dapat memi- 
liki eksistensi yang dalam waktu singkat akan berbahaya. Ia harus meng- 
ubah seluruh situasinya dengan cara menaklukkan atau ditaklukkan dan 
bila sudah demikian keadaannya, ia sama sekali tidak dapat berbuat apa- 
apa. Ia tidak dapat menjadikan dirmya bebas, selain menjadi negara yang 
tidak berarti atau menjadi besar. 

Adalah dimungkinkan kita bisa menghitung luas negeri dan jumlah 
penduduk secara pasti, sebab keadaannya yang berbeda-beda sesuai dengan 
kualitas kesuburan tanah, sifat produksinya, pengaruh iklim, dan dalam 
tmgkat yang tidak kecil, juga dengan pemermtahan serta kebiasaan dari 
mereka yang ditopang. Sementara orang bisa hidup di suatu negeri yang 
kecil dan subur; sedangkan yang lam menggunakan tanah yang sangat luas, 
tetapi sangat gersang. Kita pun harus memperhatikan tmgkat pemanfaatan 
tenaga kaum wanita, keadaan lokal yang mungkin lebih atau kurang me- 
nguntungkan bagi penduduk, dan pada sejumlah orang yang bisa diharap- 
kan oleh para pembuat undang undang untuk dapat menarik perhatian ter- 
hadap negermya karena perusahaannya. Dalam mempertimbangkan segala 
hal yang khusus mi, pembuat undang-undang harus membenkan penilaian- 
nya dilihat dan keadaan sebelumnya, melebihi dan apa yang segera disaran 
kan menurut pandangannya. Ia tidak boleh berhenti pada keadaan pen¬ 
duduk seperti sekarang mi, tetapi membenkan peluang bagi usaha penmg- 
katan rakyat seperti yang diharapkan. Di samping ltu masih ada senbu 
penstiwa yang terjadi secara tidak terduga yang mungkin diperlukan dan 
situasi lokal atau palmg sedikit menjanjikan pendapatan dan lebih banyak 
tanah lagi, yang keadaannya melebihi pendapatan yang pertama kali. Di 
negeri pegunungan, rakyat yang ditinjau menunjukkan hasil yang kian me- 
nmgkat dan produksi alamnya seperti kayu, dan padang rumput, yang pe- 
ngolahannya hanya memerlukan sedikit tenaga. Di beberapa negeri ini, se¬ 
perti pengalaman mengajarkan kepada kita, kaum wanitanya selalu lebih 
berdayaguna dibandmgkan dengan mereka yang bermukin di tanah datar. 
Adanya sejumlah tanah miring yang luas membenkan sedikit basis tanah 
datar yang hanya berharga untuk tumbuh-tumbuhan. Di pihak lam, bila 
suatu negara dibangun berbatasan dengan laut, penduduknya dapat menem- 
pati suatu lmgkungan yang lebih sempit, bahkan di tengah batu karang atau 
pasir; karena di tempat ltulah ikan yang dihasilkan oleh laut akan menyaji- 
kan kepada penduduk jumlah yang besar guna memenuhi kekurangan yang 
dialami oleh hasil daratan. Di tempat tersebut orang perlu lebih banyak ber- 
kumpul untuk memukul mundur para perompak yang datang menyerang. 
Beberapa tahun kemudian mereka akan lebih mudah mengirimkan koloni 
untuk menempati bagian lam dan bumi ini. Hal ini dilakukan bila pen¬ 
duduk mereka menjadi terlampau padat di negermya sendiri. 

Untuk menegakkan kondisi suatu rakyat, kita masih harus menambah- 
kan satu hal lagi yang sangat pentmg dan tidak bisa diabaikan, yaitu. ke- 
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gembiraan menikmati perdamaian dengan kehidupan yang serba melimpah. 
Tanpa ini, maka yang lainnya tidak lagi ada pengaruhnya. Seperti halnya 
membentuk suatu batalyon pasukan tentara yaitu pada awal pembentukan 
negara, maka pada saat ltu keadaan tubuh negara dalam keadaan palmg 
lemah dan mudah dihancurkan. Orang perlu membuat suatu pertahanan 
yang lebih kuat dalam keadaan yang sama sekali kacau dibandmgkan de¬ 
ngan keadaan krisis kesibukan karena berlakunya peraturan baru, ketika 
perhatian setiap orang terikat pada posisinya sendiri dan tidak terhadap 
datangnya bahaya umum. Bila tiba pada saat krisis seperti perang, kelapar- 
an, pendurhakaan, maka tidak terelakkan lagi negara akan terguling. 

Saya mengakui bahwa banyak pemermtah telah didirikan di tengah 
gejolak krisis seperti ltu. Tetapi pemermtah sendinlah yang menghancurkan 
negara ltu. Mereka yang merebut kekuasaan spring membangkitkan atau 
mengambil keuntungan dari keadaan krisis yang serba sulit ini dengan ban- 
tuan teror umum, dan menyusun hukum yang demikian merugikan yang 
tidak mungkm ditenma dalam keadaan yang lebih tenang. Pilihan waktu 
yang tepat untuk membuat suatu hukum adalah salah satu kriteria yang 
paling menyakmkan, apakah ltu pekerjaan seorang pembuat undang-undang 
ataukah seorang tiran. 

Rakyat yang bagaimanakah dalam suatu keadaan yang baik mau me- 
nerima hukum? Mereka yang sudah disatukan oleh beberapa ikatan onsmal 
dari asal-usul, kepentingan atau konvensi, belum mempunyai suatu sistem 
hukum yang tetap; mereka yang di dalamnya tidak mempunyai kebiasaan 
atau tahayul yang sudah berakar; mereka yang tidak takut berusaha keras 
bila terjadi mvasi mendadak, tetapi mereka tidak memasuki perselisihan 
para tetangganya yang akan bertahan sendiri menghadapi lawannya, atau 
dibantu oleh salah satu negen tetangganya untuk menundukkan negen 
lainnya; mereka yang mungkm bertindak tanpa bantuan rakyat lam dan 
sebaliknya rakyat lam bertindak tanpa bantuan mereka ; 1 mereka yang 
tidak kaya dan juga tidak miskin, tetapi mempunyai persediaan cukup 
untuk menopang keperluannya sendiri; dan akhirnya, mereka yang me- 
negakkan stabihtas suatu negara yang didirikan dengan kepatuhan rakyat 
yang baru. Pekerjaan perundang undangan yang sulit tidak begitu dipersu- 
kar oleh apa yang perlu dilakukan untuk menyusunnya, tetapi justru lebih 
banyak oleh apa yang perlu dihancurkannya, dan apa yang membuat para 
penyusun undang-undang itu jarang berhasil adalah karena tidak mungkm- 


Bila dua rakyat bertetangga» kemudian yang satu tidak dapat m lakukan sesuatu pekerjaan 
tanpa bantuan yang lam maka yang pertama berada dalam situasi yang sangat sulit dan yang kedua 
dalam keadaan yang sangat berbahaya. Semua nasion yang bijaksana, begitu menentukan keadaan- 
nya dan secepat mungkm membebaskan para tetangganya dari ketergantungan mereka Republik 
Thalascala terikat pada kerajaan Meksiko, memilih hidup tanpa memakan garam daripada membeli 
garam dan orang Meksiko, kendati diberi sekalipun dengan cuma-cuma Bangsa Thalascala yang arif 
ini mengetahui tujuan rahasia dari kemurahan hati orang Meksiko itu Mereka memilih kemerdekaan, 
dan negara yang kecil mi terbatas dalam kekaisaran yang besar, yang pada akhirnya menjadi sebab 
kehan rurannya. 
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nya menemukan kesederhanaan dari bersatunya alam dengan kekuasaan 
yang perlu bagi masyarakat. Tetapi sebagaimana kita jarang melihat semua 
keadaan yang dibutuhkan terpadu bersama sama, dan demikian pula kita 
jarang menemukan suatu negara yang dibangun secara baik. 

Di Eropa masih ada satu negara yang mampu menenma perundang- 
undangan lalah pulau Kreta. Keberanian dan keteguhan yang membuat 
rakyat pulau ltu mampu memulihkan serta mempertahankan kemerdekaan- 
nya sudah sepantasnya mendapatkan beberapa orang arif yang dapat tampil 
ke depan dan mengajar mereka bagaimana memelihara kemerdekaan ltu. 
Saya mempunyai firasat bahwa pulau kecil mi pada suatu hari nanti akan 
mengejutkan Eropa. 


BAB XI 

SISTEM YANG BERBEDA MENGENAI 
PEMBUATAN UNDANG-UNDANG 

Bila kita meneliti, terdiri dari apakah keseluruhan kebaikan tertinggi 
yang seharusnya menjadi obyek setiap sistem perundangundangan yang 
tampak akan menyusut hanya menjadi dua asas, tidak lam lalah: kemerde¬ 
kaan dan persamaan Dengan kemerdekaan karena semua ketergantungan 
perorangan (private dependence) mengurangi begitu banyak kekuatan 
badan negara. Dengan persamaan karena kemerdekaan tidak dapat hidup 
tanpa dengannya. 

Saya pemah menjelaskan tentang sifat kemerdekaan sipil, berkenaan 
dengan prinsip persamaan. Kata mi tidak boleh diartikan sebagai suatu 
tmdakan bahwa kekuasaan dan kekayaan akan dibagi sama rata di antara 
semua orang, tetapi kekuasaan tidak akan pemah menjadi demikian kuat 
hmgga mampu bertindak dengan kekerasan, atau digunakan sebagai pang- 
kalan latihan kebajikan di bawah petunjuk hukum. Mengenai kaum kaya, 
tidak seorang pun warga negara yang cukup mewah sanggup membeli se- 
suatu yang lam; dan tidak ada seorang yang begitu miskin hmgga terpaksa 
menjual dirinya sendiri 1 2 Bagi mereka yang berkedudukan penting, hams 
bersikap tidak berlebihan dalam memegang kekuasaan dan kekayaan; se- 
dangkan bagi kelas yang lebih rendah, hams bersikap tidak berlebihan 
dalam nafsu serakah dan tamak. 

Persamaan im bagi banyak orang hanya dianggap sebagai gagasan yang 
tidak masuk akal, yang tidak mungkm dapat dilaksanakan dalam praktek. 


1 (dependence particuhere) 

2 Bila anda ingin membenkan kemantapan dalam bertindak pada negara, bawalah dua hal yang 
ekstnm sedekat mungkin dan jangan bia kan memberikan kekayaan yang berlebihan kepada setiap 
orang dan pengemis. Dua keadaan mi secara wajar tidak terpisahkan, sama-sama berbahaya bagi ke- 
sejahteraan umum, yang satu menyebabkan lahirnya peeinta tirani yang lain terhadap tiran dan 
berjalan di antara mereka dengan kebebasan umum yang satu membehnya dan yang lam menjual» 
nya. 
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Tetapi bila penyalahgunaan ltu tidak terelakkan, maka selanjutnya apakah 
kita wajib berusaha untuk mengatumya? Ini justru penting karena kekuatan 
hngkungan selalu cenderung menghancurkan persamaan, dan karenanya ke¬ 
kuatan perundang-undangan harus selalu cenderung memeliharanya. 

Sasaran umum dari semua institusi yang baik harus tidak bersikap ber- 
lebihan di setiap negen karena adanya perkembangan situasi lokal, yang 
timbul dan keadaan setempat atau watak penduduknya. Setiap rakyat ten- 
tunya memiliki institusinya sendin yang khas, mungkin tidak yang terbaik 
bagi semua sistem, tetapi barangkali paling baik bagi keadaan khas negara 
ltu. Misalnya, apakah tanah anda gersang, tidak subur dan negen anda ter- 
lalu membatasi penduduknya? Pengalihan perhatian anda pada industri dan 
seni, barangkali anda dapat menukar produksinya dengan komoditi yang 
anda perlukan. Di lam pihak, apakah anda menduduki yang anda perlukan. 
Di lain pihak, apakah anda menduduki lembah yang kaya dan bukit-bukit 
yang subur dan di negen yang dmyatakan berhasil ltu justru kekurangan 
penduduknya? Limpahkan semua perhatian anda pada pertanian, ber- 
sahabat terhadap penduduknya, dan menolak paham atau pandangan yang 
mgin melengkapi pengurangan penduduk dengan mengumpulkan penduduk 
yang sudah sedikit ltu di tempat tertentu. 3 Bila tempat kediaman anda di- 
bangun di pantai samudera yang luas, lindungilah lautan ltu dengan perahu- 
perahu anda dan selenggarakan navigasi dan perdagangan, maka anda dalam 
waktu yang smgkat akan mengalami kehidupan yang gemilang. Ataukah 
mungkm lautan di tempat anda tidak dapat ditemukan sesuatu selain batu 
batu karang yang hampir tidak dapat dilalui? Bila demikian teruskanlah 
hidup dan penkanan, dan biarlah anda hidup sederhana untuk selamanya 
serta lebih tenang; mungkin lebih baik dan pasti lebih rahasia. Dengan satu 
kata, di sampmg pepatah umum dan perundang undangan yang berlaku 
untuk semuanya, kita jumpai keadaan khusus yang terbatas bagi setiap 
orang yang harus mempengaruhi penerapannya dengan cara yang khas, yang 
membuat perundang-undangan mereka hanya baik bagi dinnya sendiri. 
Jadi, kita mehhat bahwa dahulu bangsa Ibrani dan beberapa waktu ke- 
mudian bangsa Arab, telah menggunakan religi sebagai obyek prinsip me¬ 
reka, Bangsa Athena dengan sastranya, Tyre dan Kartago dengan perdagang- 
annya, Rhodes dengan angkatan lautnya, Sparta dengan keahliannya ber- 
perang, dan Roma dengan kebajikannya. Penulis buku ”The Spirit of the 
Laws menunjukkan dalam banyak contoh, dengan seni macam apa pem- 
buat undang-undang mengarahkan konstitusi terhadap setiap obyek ltu. 

Konstitusi suatu negara dibuat lebih kokoh serta tahan lama, yang baik 
lebih banyak dnkuti. Hubungan alami dan hukum sebagaimana adanya ha- 


3 ’ Setiap cabang dan perdagangan luar”, kata M d A (the Marquis d’Argenson), "hanya membe- 
nkan suatu keuntungan yang menyesatkan pada suatu kerajaan secara umum 1 a mungkm memper- 
kaya beberapa individu, bahkan beberapa kota, tetapi seluruh nasion tidak memperoleh sesuatu de- 
ngan itu, dan rakyat tidak memperoleh yang lebih baik untuk itu” 

4 

(Montesquiev*; lihat footnote, hal. 36) 
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ny a meyakmkan, menyertai serta mengoreksi yang pertama. Tetapi bila 
pembuat undang-undang salah dalam menentukan obyeknya, la bertmdak 
dari prinsip yang berbeda dengan apa yang muncul dari segala yang bersifat 
alami. Kalau yang satu cenderung menyetujui perbudakan dan yang lam 
pada kebebasan, maka yang satu cenderung meningkatkan kekayaan serta 
yang lam meningkatkan jumlah penduduk, atau yang satu menghendaki 
perdamaian dan yang lam penaklukkan. Dengan demikian hukum akan 
menjadi kian melemah, konstitusi berubah, dan alam yang tidak mudah ter- 
kalahkan akan memperoleh kembali kekuasaannya. 


BAB XII 

PEMBAGIAN HUKUM 

Untuk memermtah keseluruhannya dengan baik dan membenkan ben- 
tuk yang palmg baik kepada urusan umum (public affairs), ada berbagai 
hubungan yang perlu dipertimbangkan; pertama, seluruh lembaga bertmdak 
terhadap dirmya sendiri — maksudnya, hubungan dari keseluruhan pada 
keseluruhan (the relation of the whole to the whole), atau penguasa kepada 
negara; dan hubungan hubungan mi dihasilkan oleh hubungan perantara, 
sebagaimana kita lihat nanti 

Hukum yang mengatur hubungan ini disebut ”hukum politik” (politikai 
laws), suatu sebutan yang berhak mereka miliki kalau mereka ltu bijak. Ka 
rena, hanya bisa ada satu sistem yang baik buat setiap negara dan rakyat 
cukup beruntung untuk mengetahumya. Tetapi, kalau yang buruk ditenma, 
mengapa mereka harus menganggap sebagai fundamental hukum yang men- 
cegah mereka itu agar menjadi baik 9 Lagi pula dalam setiap kasus, rakyat 
adalah majikan dan bahkan boleh mengubah hukum yang terbaik sekalipun; 
karena kalau lembaga itu diatur untuk melukai dirmya sendiri, siapakah 

yang berhak untuk mencegahnya? 

Hubungan yang kedua adalah yang hidup di antara para anggota yang 
bermacam macam dan terhadap seluruh lembaga. Pada contoh yang per¬ 
tama, hubungan harus sekecil mungkin, dan pada contoh yang kedua, se- 
besar mungkm; hmgga setiap warga negara akan bebas sempurna terhadap 
sesama warga negara lamnya, tetapi sangat tergantung pada kotanya: 
akibatnya yang selalu dihasilkan oleh sebab yang sama Hanya kekuasaan 
negara yang menjamin kemerdekaan para warganya Dari hubungan yung 
kedua milah muncul hukum sipil 

Ada hubungan ketiga antara manusia dan hukum, yaitu tentang ke 
tidaktaatan pada ancamannya, yang tumbuh ke arah penyusunan hukum 
kriminal; yang pada dasarnya tidak merupakan suatu jenis hukum yang 
berbeda seperti halnya sanksi di belakang semua hukum lamnya. 

Pada ketiga macam hukum ini harus dipadukan dengan hukum yang 
keempat, yang palmg penting di antara semuanya dan yang tidak terukir 
pada kumngan atau marmer, tetapi dalam hati para warga negera. Inilah 
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yang membuat undang undang menjadi benar bagi negara. Kekuasaannya 
semakm menmgkat dengan kian bertambahnya waktu dan bila semua 
hukum menjadi lemah, bahkan mati. Inilah yang akan menghidupkannya 
kembali atau menyediakan tempatnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga 
semangat yang sebenarnya di kalangan rakyat dari institusi mereka, dan 
tanpa terasa menggantikan kekuatan kebiasaan dengan otoritas. Saya mem- 
bicarakan ten tang tatakrama dan sopan santun kebiasaan dan lebih dari 
kesemuanya yakm: opim. Cara milah yang tidak diketahui oleh para pe- 
b. mk ir poll tik kita, tetapi padanyalah tergantung keberhasilan segala hal. 
Kepada merekalah pembuat undang undang yang mulai mengarahkan per- 
hatiannya yang tersembunyi, meskipun la membatasi perhatiannya pada 
hukum tertentu, hanya garis lengkungannya, sementara tatakrama dan 
moral lebih lambat membentuknya hmgga akhirnya akan menjadi batu- 
kunci yang tidak tergoyahkan. 

Dengan perbedaan kelas dari hukum ini, politik yang menyusun bentuk 
pemermtah adalah satu-satunya yang berhubungan dengan subyek saya. 


Scanm 1 book («book) ini hanya untuk pelestarian buku 

dan kemusnahan. DILARAN. MENGKOMERSILKAN 
r f hidf p anda mengalami ketidakbahagiaan 

da® kefadakberuntungan 

BBSC 
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BUKU III 

Sebelum saya membicarakan bentuk pemerintahan, saya akan berusaha 
menetapkan pengertian yang tepat dari kata ini, yang sampai sekarang 
belum dijelaskan dengan baik. 


BAB I 

PEMERINTAHAN PADA UMUMNYA 

Saya memperingatkan pembaca bahwa bab ini perlu dibaca dengan 
serius, dan bahwa saya tidak menemukan suatu cara yang dapat mengung- 
kap subyek ini lebih jelas kepada mereka yang tidak bersedia memberikan 
perhatiannya dengan segala kesungguhan. 

Setiap tindakan yang bebas harus dihasilkan oleh persaingan dua sebab, 
yaitu: yang satu adalah moral, kehendak yang harus memutuskan tindakan 
itu; dan yang lain adalah fisik, kekuasaan yang harus melaksanakannya. Bila 
saya mendatangi suatu sasaran, pertama, saya mau pergi; dan kedua, kaki 
saya akan mendukung saya. Jika seorang yang lumpuh mgm pergi, dan yang 
seorang yang aktif tidak mau pergi, maka keduanya akan tetap ada di mana 
mereka berada. Negara hukum mempunyai kekuatan gerak yang sama, dan 
kita menemukan hal yang sama di dalamnya seperti yang terdapat dalam 
tubuh alami, yaitu kekuatan dan kehendak; yang terakhir dibedakan de¬ 
ngan nama ”kekuasaan legislatif” dan yang terdahulu dengan ”kekuasaan 
eksekutif”. Tidak satu pun yang akan dikerjakan dan akan dilakukan tanpa 
persamgan kedua kekuasaan ini. 

Kita mengetahui bahwa kekuasaan legislatif menjadi milik rakyat, dan 
hanya dapat dimiliki oleh lembaga itu. Karena dasar sudah ditetapkan, 
maka sebaliknya mudah dilihat bahwa kekuasaan eksekutif tidak bisa men¬ 
jadi kekuatan umum sebagaimana pembuat undang undang atau penguasa. 
Karena kekuasaan hanya tmdakan dari mdividu yang tidak dilakukan oleh 
hukum; dan sudah tentu tidak pula dilakukan oleh penguasa, yang semua 
tmdakannya harus berdasarkan hukum. 

Oleh karena itu adalah penting bila kekuatan umum harus memiliki 
suatu alat bagi dirinya sendiri, yang akan mempersatukan serta menerapkan 
kekuatan ini sesuai dengan petunjuk kehendak umum. Untuk mengabdi 
sebagai alat komunikasi antara negara dan penguasa, dan untuk membentuk 
semacam pribadi umum (public person); seperti pada manusia, di dalamnya 
ditemukan kesatuan pikiran dan tubuh. Inilah sebabnya mengapa pemerm- 
tah dalam suatu negara biasanya sangat tidak tepat yang dikacaukan dengan 
penguasa, sedangkan seharusnya pemermtah hanyalah menteri. 

Apakah sebenamya pemermtah itu? Suatu badan penengah yang didiri- 
kan antara rakyat sebagai subyek dan penguasa, untuk saling menyesuaikan, 
ditugaskan melaksanakan hukum, dan memelihara dengan baik kemerdeka- 
an sipil maupun kemerdekaan politik. 
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Para anggota pemermtah mi disebut ”hakim” atau ”raja”, yang maksud- 
nya ”para gubemur”; dan badan itu secara kolektif disebut ”pangeran’V 
Jadi, mereka yang berpendapat bahwa tmdakan rakyat yang menyerahkan 
dirinya pada para pemimpin mereka bukan suatu perjanjian (contract), 
yang mempunyai dasar yang baik bagi opinmya itu. Tindakan itu tentu saja 
tidak lebih hanyalah suatu tugas (commision), suatu pekerjaan dalam ke- 
dudukan para anggota pemenntahan adalah para petugas dari penguasa 
yang melaksanakan kekuasaan yang diserahkan kepada mereka atas nama 
penguasa. Kekuasaan itu bisa dibatasi, diubah, atau diambil kembali sesuai 
dengan keinginan penguasa. Pemmdahan suatu hak semacam itu tidak se 
suai dengan sifat dari lembaga sosial dan bertentangan dengan tujuan aso- 
siasi 

Oleh karena itu saya memben nama ”pemerintah” atau ”pemermtahan 
tertmggi” untuk pelaksanaan yang bisa dibenarkan bagi kekuasaan ekse 
kutif dan menggunakan nama ”pangeran” atau ”hakim” pada orang atau 
badan yang diben tugas pemenntahan. 

Di dalam pemermtahlah didapatkan kekuasaan perantara yang menjadi 
penghubung dan keseluruhan pada keseluruhan (of the whole with the 
whole) atau dan penguasa dengan negara. Seseorang dapat melukiskan hu- 
bungan terakhir mi sebagai syarat terakhir (extreme terms) dan suatu per- 
bandmgan yang terus menerus, yang titik tengahnya adalah pemermtah. 
Pemermtah menenma dan penguasa permtah yang kemudian diteruskan 
kepada rakyat, untuk menjaga agar negara tetap berada dalam keseimbang- 
an yang baik. Oleh karena itu perlu segalanya dipertimbangkan dengan me- 
melihara persamaan kekuasaan pemermtah yang diambil dan dm sendiri 
dengan kekuasaan negara, yakm disatu sisi pandangan penguasa, dan di sisi 
lain pandangan rakyat (subyek). 

Selanjutnya, tidak satu pun dan tiga keadaan ini yang dapat diubah 
tanpa menghancurkan keseimbangannya seketika itu. Bila penguasa mgin 
memermtah, atau bila hakim mgin membuat hukum, atau bila subyek me- 
nolak untuk taat, maka kekacauan akan mengambil alih ketertiban. Bila 
kekuatan dan kehendak tidak lagi dapat bekerjasama secara harmoms, maka 
negara akan lenyap dan sudah tentu akan jatuh ke dalam kelaliman atau 
anarki. Akhirnya karena hanya ada satu titik keseimbangan dalam perban- 
dingan antara setiap hubungan, tidaklah mungkin akan ada lebih dari satu 
pemenntah dalam suatu negara. Tetapi karena nbuan penstiwa dapat me- 
ngubah hubungan antar rakyat, akan terjadi bukan hanya sistem pemerm¬ 
tah yang berbeda bisa sesuai untuk rakyat yang berlainan, tetapi mungkin 
juga bisa selaras bagi rakyat yang mempunyai kesamaan pada periode yang 
berbeda. 


1 Di Venesia mereka menerapkan pada the College (of Government) sebutan ”Most Serene 
prince”, bahkan bila wah negeri (the Doge) tidak ada 
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Agar dapat membenkan gambaran tentang keanekaragaman hubungan 
yang sangat berbeda antara satu dengan yang lam, saya akan mengambil 
contoh suatu jumlah rakyat karena ini merupakan hubungan yang paling 
mudah menjelaskannya. 

Kita mengandaikan negara mempunyai sepuluh ribu orang warga 
negara. Penguasa harus ditenma secara kolektif sebagai suatu badan. Tetapi 
setiap warga dalam kualitasnya sebagai subyek harus dianggap sebagai se- 
orang mdividu. Jadi, penguasa terhadap subyek seperti halnya sepuluh ribu 
terhadap satu. Artinya setiap penduduk negara hanya merupakan seper- 
sepuluh ribu bagian dari kekuasaan penguasa, meskipun la harus sepenuh- 
nya tunduk padanya. Kalau jumlah penduduk menjadi seratus ribu orang, 
keadaan subyek ltu tetap tidak berubah Tetapi masing-masing adalah sama 
di bawah keseluruhan otontas hukum, sementara jumlah suara menyusut 
tmggal seperseratus ribu bagian, dan pengaruhnya terhadap mstitusi hukum 
turun menjadi sepersepuluhnya. Karena subyek selalu tetap satu, maka 
proporsi kekuasaan penguasa menmgkat sesuai dengan pemngkatan jumlah 
warga negara. Dan smi kemudian mengandung pengertian bahwa kemer- 
dekaan menjadi berkurang oleh perluasan negara. 

Jika saya membicarakan tentang pemngkatan hubungan, saya maksud- 
kan bahwa hubungan ltu semakm jauh bergeser dan persamaan. Jadi, bila 
penenmaan geometnk dalam perbandingan menjadi semakm besar, maka 
segala hal menurut gagasan bersama perbandmgannya menjadi lebih kecil. 
Sebab pertama, dimlai dan kuantitasnya serta dihitung dan hasil baginya; 
dan kedua, menurut identitasnya dan dimlai dengan kesamaannya. 

Semakm kecil hubungan antara kehendak perorangan dengan kehendak 
umum, yakm penlaku dan moral terhadap hukum, kekangannya akan se¬ 
makm bertambah. Karena ltu agar pemermtah cukup memadai dalam me- 
laksanakan tugas-tugasnya, maka seharusnya 1a dibma lebih kuat seimbang 
dengan jumlah penduduk. 

Di pihak lam karena semakm memngkatnya perluasan negara semakm 
membenkan semacam godaan serta kesempatan yang lebih besar pada sim 
panan otontas umum untuk menyalahgunakan kekuasaannya Pemngkatan 
kekuatan yang lebih besar bagi pemermtah dimaksudkan agar lebih dapat 
mengawasi rakyat, dan demikian pula pemngkatan kekuasaan penguasa di- 
tujukan untuk mengawasi pemermtah Di smi saya tidak membicarakan ke¬ 
kuatan absolut, tetapi tentang kekuatan yang mempunyai kaitan dengan 
pelbagai bagian yang berlainan dan negara. 

Menyusul adanya hubungan ganda ini, bahwa perbandingan seharusnya 
ada antara penguasa, pangeran selaku pelaksana pemermtah dan rakyat, 
bukan suatu gagasan yang berubah-ubah, tetapi suatu konsekuensi yang di- 
perlukan dan sifat negara hukum. Demikian pula satu dan titik yang 
ekstnm — rakyat dalam kapasitasnya sebagai subyek — setelah diatur dan 
diwakili oleh persatuan, perbandingan yang sederhana harus menmgkat 
dan berkurang sesuai dengan pemngkatan serta berkurangnya perbandingan 
ganda. Akibatnya titik pertengahan masa (antara titik yang ekstnm) men- 
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jadi berubah Dengan demikian menjadi jelas, suatu pengaturan pemenntah 
yang absolut dan unik tidak akan baik bagi setiap negara. Mungkin terdapat 
kesamaan dari banyaknya pemenntah yang berbeda-beda di dunia ini, se- 
perti halnya banyak negara yang berbeda dalam tingkat serta besarnya. 

Mereka yang mgm memutarbalikkan sistem ini akan mendatangkan 
ejekan dan akan berkata kepada saya, bahwa tidak ada yang dapat dilaku- 
kan untuk menemukan titik tengah perbandmgan dalam menetapkan suatu 
badan pemenntah. Saya pun menjawab, bahwa saya hanya menggunakan 
jumlah yang dibenkan sebagai contoh, dan perbandmgan yang saya bica- 
rakan tidak dapat diketahui secara pasti dengan sekian banyak jumlah o 
orang, seperti umumnya pada tingkat kegiatan yang tergantung pada ba¬ 
nyaknya sebab Meskipun saya menggunakan istilah geometri agar dapat 
menyatakan maksud saya dengan kata kata yang lebih singkat, saya bukan- 
nya tidak tahu bahwa ketetapan geometri tidak mempunyai tempat dalam 
kuantitas moral. 

Dalam skala kecil adalah pemenntah, sedangkan dalam skala yang lebih 
besar adalah negara hukum. Pemenntah adalah suatu permadi moral (moral 
person) yang dibantu oleh kecakapan tertentu, yang aktif seperti penguasa 
dan pasif seperti negara, dan yang mungkin dapat diuraikan menjadi hu- 
bungan yang sama. Akibatnya, lahir suatu keseimbangan baru, dan masih 
ada lagi di dalamnya menurut pengaturan pengadilan. Selanjutnya sampai 
pada masa yang tak dapat dibagi, seorang kepala tunggal atau hakim ter- 
tinggi yang berada di tengah gerak maju ini dapat dilambangkan sebagai 
kesatuan an tara bagian kecil dan rangkaian urutan (the fractional and the 
ordinal senes). 

Tetapi, supaya kita tidak kehilangan akal sendm dengan banyaknya 
hubungan, baiklah kita cukup puas dengan menganggap pemenntah sebagai 
suatu lembaga baru di dalam negara; yang berbeda dan rakyat dan pe¬ 
nguasa, dan merupakan matarantai perantara yang menghubungkan mereka 
ltu 


Inilah perbedaan yang mendasar antara negara dan pemermtahan: yang 
terdahulu adalah keadaan dm (self existent), sedangkan yang kemudian, 
eksistensinya sepenuhnya tergantung dan penguasa Jadi, kehendak me* 
mermtah dan pangeran tidak harus menjadi sesuatu yang melebihi ke¬ 
hendak umum atau hukum. Kekuatannya hanyalah kekuatan umum yang 
terpusat di tangannya. Jika la berusaha melaksanakan otontasnya sendin 
terjadilah suatu tmdakan absolut atau tidak tergantung, dan rantai yang 
menghubungkan keseluruhannya akan segera mengendur. Apabila akhirnya 
kehendak perorangan dan pangeran menjadi lebih aktif daripada kehendak 
penguasa, dan kekuatan umum yang berada di tangannya digunakan untuk 
memaksakan timbulnya ketaatan pada kehendak perorangannya, munculah 
kemudian dua penguasa: yang satu oleh hak dan yang lam dalam kenyataan 
(in fact). Pada saat ltulah kesatuan sosial (the social union) menjadi sirna 
dan negara hukum pun menjadi bubar. 
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Meskipun demikian adalah penting bahwa pemermtah sedemikian jauh 
harus mempunyai eksistensi, dan hidup secara nyata supaya bisa dibeda- 
kan dari tubuh negara itu sehmgga semua anggotanya dapat bersama sama 
bertmdak, dan bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pe- 
menntah harus mempunyai keistimewaan diri (partieular-self), sesuatu yang 
umum dapat dirasakan oleh para anggotanya, dan suatu kekuatan serta ke- 
hendak yang eukup agar bisa terpelihara dengan baik. Eksistensmya yang 
berbeda mengharuskan adanya beberapa majelis dan dewan, yaitu suatu 
kekuasaan yang berkewajiban merundmgkan dan memeeahkan segala hak, 
seperti hak atas tanah dan hak-hak istimewa (pnveleges) yang hanya di- 
miliki oleh pangeran saja, dan yang membuat keadaan para hakim menjadi 
lebih terhormat seimbang dengan banyaknya tenaga yang dicurahkan. Ken- 
dala yang paling besar dalam membentuk suatu badan pemermtah terletak 
dalam usaha mengatur para perwira atau pejabat rendahan secara menyelu- 
ruh Dengan cara demikian konstitusi umum tidak bisa diubah dengan 
membenkan terlalu banyak kekuatan pada bagian ini. Kekuatan khusus 
yang perlu untuk membma diri sendiri, mungkm dikelola secara terpisah 
dari kekuatan umum yang dibutuhkan untuk membma negara. Dalam ma 
salah denda (fme), pada setiap kesempatan pemermtah diharapkan ber- 
korban untuk rakyatnya, dan sebaliknya bukan rakyat untuk pemermtah. 

Kendatipun pemermtah itu suatu lembaga atau badan buatan, yang 
dibentuk serta tergantung pula pada lembaga atau badan lam yang juga 
buatan, dan meskipun pada tmgkat tertentu eksistensmya lebih rendah 
serta pmjaman, tetapi kurang lebih 1a dapat bertmdak dengan kekuatan 
serta aktivitasnya untuk memperoleh keadaan yang serba kuat dan sehat 
dalam tmgkat yang lebih besar atau kecil. Akhirnya, dalam perkembangan- 
nya walau tidak sepenuhnya menyeleweng dan tujuan pokok ketika la di¬ 
bentuk, akan dapat pula terjadi timbulnya penyimpangan sesuai dengan ke¬ 
kuasaan yang dibenkan kepada pemermtah. 

Sebagai konsekuensi dan semua kesenjangan milah, maka berbagai 
hubungan antara pemermtah dengan lembaga negara dapat timbul sesuai 
dengan hubungan khusus dan terjadi secara kebetulan karena berubahnya 
negara itu sendiri. Acapkali pula terjadi bahwa pemermtah yang palmg baik 
sekalipun dalam perkembangannya kemudian akan berubah menjadi buruk 
apabila segala hubungan tempatnya berpijak berubah sesuai dengan ke- 
salahan yang diperbuat oleh negara hukum itu 

BAB II 

AZAS YANG MENENTUKAN BERBAGAI BENTUK PEMERINTAHAN 

Untuk menjelaskan sebab umum dan berbagai kesenjangan ini, perlu di- 
bedakan azas dari pemermtah, seperti halnya saya telah membedakan an¬ 
tara negara dengan penguasa. 

Lembaga kehakiman (magistracy) mungkm dapat disusun dari jumlah 
anggota yang lebih besar atau lebih kecil. Pernah kita katakan bahwa hu- 
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bungan antara penguasa dan subyeknya meningkat dengan bertambahnya 
jumlah penduduk; dan dengan suatu analogi yang jelas kita dapat mengata- 
kan bahwa hubungan antara pemermtah dengan para hakim adalah sama. 

Tetapi jumlah kekuatan pemermtah yang selalu merupakan kekuatan 
negara, tidak dapat berubah. Selanjutnya semakm besar kekuatan ini di- 
gunakan terhadap para anggotanya sendiri, semakm sedikit yang tersisa 
untuk dimanfaatkan oleh seluruh rakyat. 

Oleh karena ltu, makm banyak jumlah lembaga kehakiman itu, pe¬ 
mermtah pasti menjadi kian lemah. Ini adalah ketentuan yang fundamental, 
yang akan dijelaskan seeara lebih terang. 

Ada kesenjangan dan tiga kehendak yang mendasar, yang memainkan 
peranan pada diri hakim: pertama, kehendak perorangannya sebagai indi- 
vidu, yang mengarah pada kepentmgan dirmya sendiri; kedua, kesamaan 
kehendak seorang hakim dengan para hakim lamnya yang mengarah pada 
kepentmgan pangeran atau seorang tokoh terkemuka selaku pelaksanaan 
pemermtahan yang pantas disebut sebagai kehendak seluruh tubuh atau 
lembaga tempat 1a menjadi anggotanya , 1 dan yang umum berkaitan 
dengan pemermtah, tetapi bersifat pribadi bila berkaitan dengan negara di 
mana pemenntah menjadi bagiannya; dan ketiga, kehendak rakyat atau ke¬ 
hendak penguasa, pada umumnya berkaitan baik dengan negara sebagai ke- 
seluruhan maupun dengan pemermtah sebagai bagian dari keseluruhan. 

Dalam perundang-undangan yang sempurna, kehendak mdividu akan 
menjadi nol (kosong), kehendak lembaga pemermtah sangat direndahkan 
(subordmate), dan akibatnya kehendak umum atau kehendak penguasa di- 
atas segala galanya akan selalu diutamakan (predommant) dan tugasnya 
hanya semata mata mengatur kesemuanya. 

r Meskipun demikian, sesuai dengan peraturan dasar (natural order), ke¬ 
hendak yang berkesenjangan ini akan menjadi lebih aktif bila mereka itu 
terkonsentrasi. Jadi, kehendak umum selalu yang palmg lemah, kehendak 
kehakiman lebih kuat, dan kehendak pribadi yang terkuat dari semuanya. 
Sehmgga dalam pemenntahan, setiap anggota lebih mengutamakan dirmya 
sendiri, lalu seorang hakim, dan kemudian seorang warga negara biasa — 
suatu titik balik yang langsung dari suatu rangkaian yang dituntut oleh 
tata-tertib sosial. 

Tetapi, baiklah kita anggap pemermtah berada di tangan satu orang, 
maka kehendak pribadi dan kelompok menyatu dengan sempurna, yang 
akibatnya kelompok akan memkmati tmgkat kekuasaan yang palmg tmggi 
yang mampu dimilikmya. Tetapi olehh karena penggunaan kekuatan ter- 
gantung pada tmgkat yang dicapai oleh kehendak, dan kekuatan absolut 
dari pemermtah tidak berubah, maka akibatnya pemermtah yang palmg 
aktif adalah yang dipimpm oleh satu orang 

Bilamana kita menyatukan pemermtah dengan otoritas legislatif yang 
membuat penguasa menjadi terkemuka sebagai pelaksana pemermtahan. 


1 (Selanjutnya di sebut sebagai 'Kehendak kelompok”) 
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dan semua warga negara menjadi hakim, maka kehendak kelompok yang 
membaur dengan kehendak umum akan kehilangan aktivitasnya sendiri, 

bahkan meninggalkan kehendak pnbadi dalam seluruh kekuatannya. Jadi, 
kendati pemermtah selalu memiliki kekuatan absolut yang sama, harus 
berada pada kekuatan relatifnya atau kegiatan minimumnya. 

Kesemuanya mi tidak dapat diragukan lagi dan mungkm akan masih 
terus terbukti. Misalnya, kita melihat bahwa hakim lebih aktif bila m ber¬ 
ada dalam lembaga tempat ia menjadi anggotanya ketimbang dengan ke- 
giatannya sebagai warga negara. Akibatnya, kehendak perorangan mem- 
punyai pengaruh yang jauh lebih besar dalam berbagai fcmdakan pemenntah 
ketimbang pengaruhnya dalam berbagai tmdakan penguasa. Sebab, setiap 
hakim hampir terus digunakan dalam beberapa fungsi pemermtah, semen- 
tara warga digunakan sebagai perorangan yang tidak mempunyai peran apa 
pun dalam fungsi kedaulatan. Sehmgga bila negara menmgkat, terjadi pula 
penmgkatan pada kekuatan rnlnya, meskipun tidak sebandmg dengan pe- 
nmgkatan luasnya. Namun selama negara ltu tetap sama, tidak ada guna- 
nya menambah jumlah hakim karena kekuatan riil pemermtah tidak bisa 
bertambah, dan karena tambahan itu tidak dipekerjakan lam kecuali untuk 
negara yang dimensinya selalu sama. Jadi, kekuatan relatif atau kegiatan 
pemermtah akan sangat berkurang tanpa memperbesar kekuatan absolut 

atau rnlnya. 

Selanjutnya, usaha umum sudah pasti menjadi lambat dalam perban- 
dmgan dengan jumlah orang yang digunakan untuk mengadakan transaksi. 
Mereka acapkali akan melakukan kesalahan karena terlalu mengikuti ke- 
bijaksanaan dan tidak cukup banyak memikirkan keuntungan. Ini berarti 
kesempatannya telah hilang, dan waktu yang dihabiskan untuk berundmg 
bila dipergunakan sebaik-baiknya acapkali dapat memastikan tercapamya 
sasaran yang dipertimbangkan. 

Saya baru saja membuktikan bahwa dalam perbandmgan pemermtah 
menjadi lemah dengan berlipatgandanya jumlah hakim, dan saya sudah 
membuktikan bahwa kekuasaan untuk mengendalikan harus ditingkatkan 
bila penduduk menjadi lebih banyak. Dari smi menyusul bahwa perban¬ 
dmgan antara hakim dan pemermtah harus tepat sebagai titik balik dari 
perbandmgan antara subyek dan penguasa. Artmya, semakm negara itu me- 
luas, pemenntah harus semakm ditekan sedemikian rupa sehingga jumlah 
para kepala berkurang bila jumlah penduduk bertambah. 

Di smi saya hanya berbicara mengenai kekuatan relatif pemermtah 
dan bukan kekuatan yang sewajarnya karena semakm banyak jumlah 
hakim, kehendak kehakiman harus menjadi semakm dekat dalam mela¬ 
kukan pendekatan (approach) dengan kehendak umum. Sementara itu di 
bawah seorang hakim tunggal, kehendak yang sama dari kelompok — se- 
perti sudah saya katakan sebelumnya — hanya suatu kehendak perorangan. 
Jadi, apa yang hilang di satu sisi akan diperoleh dan sisi lam, dan seni ter- 
besar dan seorang pembuat undang-undang adalah menetapkan batas yang 
pasti di mana kekuatan dan kehendak pemerintah selalu mengandung ke- 
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seimbangan timbal balik sehmgga dapat dipadukan dengan cara yang palmg 
menguntungkan bagi negara. 


BAB III 

PEMBAGIAN BENTUK PEMERINTAHAN 

Dalam bab sebelumnya kita melihat bentuk pemermtah yang ber- 
macam macam, yang dibedakan oleh jumlah anggota yang menyusunnya. 
Sekarang kita akan melihat bagaimana pemermtah itu dibagi. 

Penguasa dapat melaksanakan tanggungjawab pemermtah terhadap se- 
luruh rakyat atau sebagian besar rakyat, dengan suatu cara hingga terdapat 
lebih banyak hakim-warga (citizen-magistrate) dibandingkan dengan warga 
negara secara perorangan. Bentuk pemermtah seperti itu disebut ”demo- 
krasi". 

Penguasa dapat pula membatasi pemermtah di tangan sejumlah kecil 
orang sehmgga akan terdapat lebih banyak warga negara perorangan (pri¬ 
vate) dibandingkan dengan para hakim. Bentuk pemermtah seperti ini di- 
namakan "aristokrasi”. 

Akhirnya, seluruh pemermtah terkonsentrasi di dalam tangan seorang 
hakim dan mana semua hakim lamnya akan memperoleh kekuasaannya. 
Ini merupakan bentuk yang palmg umum, dan dikenal dengan nama "mo¬ 
narki”, atau "pemermtah kerajaan". 

Semua bentuk pemermtah ini, terutama dua yang pertama, sedikit 
atau banyak merupakan bentuk yang mudah dikenal, bahkan dalam va- 
nasi yang sangat besar. Demokrasi menghimpun semua rakyat atau dibatasi 
separuhnya saja. Aristokrasi mengikutsertakan separuh penduduk, atau 
hanya terpusat dalam jumlah yang kecil, dan tidak bisa dipastikan (mdeter- 
mmately). Bahkan kerajaan pun bisa terbagi. Sparta, dengan peraturan 
konstitusmya selalu memiliki dua orang raja, dan kekaisaran Eomawi di¬ 
kenal mempunyai delapan kaisar sekaligus tanpa terbagmya kekaisaran itu. 
Demikianlah setiap bentuk pemermtah mempunyai beberapa batas yang 
masuk ke dalam bentuk benkutnya, dan kita melihat di bawah tiga nama 
yang luas seperti "demokrasi”, "aristokrasi” dan "monarki", pemermtah 
dapat dibentuk menjadi bermacam macam bentuk sebanyak jumlah pen¬ 
duduk di dalam negara. Tidak hanya itu, pemermtah yang sama mungkm 
dalam hal terterttu dibagi lagi menjadi beberapa bagian, satu bagian di- 
kelola dengan satu cara, yang lain dengan cara yang berbeda, dan dari 
perpaduan ketiga bentuk bisa menghasilkan banyak bentuk campuran 
yang masing-masmg diperbanyak lagi menjadi bentuk-bentuk yang seder- 
hana. 

Telah menjadi subyek, banyak perselisihan selama berabad-abad dari ke¬ 
tiga bentuk pemermtah yang terbaik tanpa mempertimbangkan bahwa 
dalam berbagai kasus tertentu, suatu bentuk mungkm yang palmg baik dan 
palmg buruk pada kasus lamnya. 
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Bilamana perlu agar di dalam negara jumlah hakim tertmggi berban- 
dmg terbalik dengan jumlah warga negara, maka sebagai akibatnya peme- 
nntah demokratis adalah yang paling sesuai untuk negara kecil, bentuk 
aristokrasi untuk negara yang sedang besarnya; dan bentuk monarki untuk 
negara yang besar. Peraturan ini segera mengikuti azas yang telah ditetap 
kan, tetapi tidak mungkm bisa mengatakan berapa banyak keadaan yang 
menghasilkan perkecualian. 


BABIV 

DEMOKRASI 

Kekuasaan ltulah yang membuat hukum mengenal lebih baik dari siapa 
pun tentang bagaimana seharusnya hukum itu dilaksanakan dan dnnter- 
pretasikan. Konstitusi yang paling baik adalah yang kekuasaan legislatif 
dan eksekutifnya menyatu. Justru dengan penyatuan inilah pemermtah 
menjadi begitu tidak memuaskan dalam beberapa hal tertentu karena yang 
seharusnya dibedakan menjadi tidak ada, dan karena pangeran dan pe- 
nguasa menjadi satu dengan satu cara membentuk sebuah pemermtah tanpa 
suatu pemermtah. 

Bagi kekuasaan yang membuat hukum, adalah tidak baik untuk melak- 
sanakannya juga, dan juga tidak baik bila lembaga rakyat m e m al mg kan 
matanya dan pandangan umum dan mengarahkan pada obyek khusus. Ti¬ 
dak ada yang lebih berbahaya dan pada kepentingan pribadi yang mempu- 
nyai pengaruh atas segala urusan umum, dan penyalahgunaan hukum oleh 
pemenntah merupakan kejahatan yang lebih kecil bila dibandmgkan de¬ 
ngan kecurangan para pembuat undang undang yang menjadi konsekuensi 
sempuma dan pandangan perorangan. Dalam kasus seperti mi, hakikat 
negara telah berubah, dan semua reformasi menjadi tidak dimungkmkan 
lagi. Rakyat yang tidak pemah mengkhianati kekuasaan pemermtah, tidak 
akan pemah mengkhianati kemerdekaan. Rakyat yang selalu memermtah 

dengan baik, tidak butuh dipermtah lagi. 

Jikalau kita menggunakan kata ”demokrasi” dalam artian yang tepat, 
mungkm tidak ada dan tidak pernah ada yang menghendaki eksistensi 
pemenntah seperti itu. Karena hal itu bertentangan dengan norma alami 
yang wajar, maka jumlah yang besar akan memerintah dan yang lebih 
sedikit dipenntah. Tidak dapat dibayangkan bahwa bagian terpenting dan 
rakyat harus selalu dikumpulkan untuk pelaksanaan segala urusan umum, 
dan jelas bahwa para komisans tidak dapat ditunjuk untuk memermtah 

tanpa mengubah bentuk pemermtahan. 

Sesungguhnya saya percaya hal mi dapat diletakkan sebagai suatu pnn- 
sip bila fungsi pemenntah dibagi di antara sejumlah pengadilan. Jumlah 
yang makm sedikit, cepat atau lambat akan mencapai otontas yang paling 
besar, sudah tentu kalau tidak karena alasan lam. Sebab, berbagai urusan 
akan ditransaksikan dengan kemudahan dan kecepatan yang besar di ta- 


58 


KONTRAK SOSIAL 


ngan yang lebih sedikit, yang tentu saja akan membuat mereka dapat me- 
ngawasi semua urusan. 

Lagi pula berapa banyak keadaan harus bersekongkol untuk memung- 
kinkan terjadmya pemermtah seperti ltu! Pertama, negara harus kecil yang 
memungkinkan rakyatnya mudah berkumpul dan yang setiap warganya 
dengan mudah dapat saling mengenal; kedua, harus memiliki cara yang 
sangat sederhana untuk mencegah keserbaragaman urusan yang akibatnya 
menimbulkan diskusi diskusi yang membosankan Selam ltu harus terdapat 
pula banyak kesamaan dalam tmgkatan serta kekayaan dari semua warga 
negara. Kalau tidak, maka kesamaan hak dan otoritas tidak akan dapat 
berlangsung lama. Akhirnya, juga tidak bolehada atau hanya sedikit saja ke- 
mewahan. Bila kemewahan dianggap sebagai efek dari kekayaan atau se- 
bagai perangsang kemgmannya yang didambakan, ltu berarti sekahgus me- 
rusak keduanya baik yang kaya maupun yang miskm; yang satu sebagai 
pemiliknya, dan yang lam berkemgman memilikmya. Dengan tidak disadari 
keadaan ltu memperlihatkan nasion menjadi lemah seperti wamta (effemi- 
nate softness), dan merendahkannya sebagai sesuatu yang tidak berguna; 
dan menarik semua warga negara dan negara dengan membuat mereka ber- 
sikap tunduk satu sama lam hmgga semuanya menjadi budak opini. 

Inilah sebabnya mengapa seorang penulis kenamaan 1 2 telah membuat 
kebajikan sebagai azas berdirmya sebuah republik. Keadaan demikian tidak 
mungkm ada kehidupan tanpa pengaruh kebajikan yang mengaturnya. Je- 
mus yang baik ini tidak hanya mengabaikan untuk membuat pembedaan 
yang perlu, tetapi la tidak senantiasa bersikap seksama, kadangkala me- 
ngaburkan, dan la tidak merasa bahwa otoritas penguasa di mana pun sama. 
Prmsip yang sama harus berlaku bagi setiap negara yang berbentuk sangat 
baik, meski dalam tmgkat yang lebih besar atau kecil sesuai dengan bentuk 
pemermtahnya. 

Saya harus masih menambahkan bahwa tidak ada pemermtah yang 
demikian menjadi subyek dari perang saudara dan pergolakan internal se- 
bagaimana pemermtah demokrasi atau yang terkenal baik, sebab tidak ada 
pemermtah lam yang mempunyai kecenderungan yang begitu kuat dan 
terus menerus mengubah bentuknya, atau yang memerlukan lebih banyak 
kewaspadaan serta keberanian untuk memeliharanya. Inilah konstitusi, 
yang lebih dari yang lam menuntut pada warga negaranya untuk memper- 
senjatai diri dengan kekuatan dan kesetiaan. Setiap hari dalam hidupnya 
mengulang suatu keluhuran sebagaimana dikatakan oleh Palatme yang 
saleh di dalam Diet of Poland: Mal pericolosam libertatem quam quietum 
servitium . 3 


1 Montesquieu The Spirit of Laws t bk III, bab 3) 

2 

The Palatme of Posen, father of the King of Poland, Duke dan Lorraine 
(Lebih baik merdeka dengan bahaya danpada damai dengan perbudakan) 
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Seandamya ada nasion dan para dewa, mereka mungkin dipenntah ber- 
dasarkan demokrasi. Pemermtah yang demikian sempurna tidak sesuai bagi 
manusia. 


BAB V 
ARISTOKRASI 

Pada Aristokrasi kita menemukan dua pnbadi moral yang sama sekali 
berbeda, yaitu: pemerintah dan rakyat. Sebagai akibatnya terdapat pula 
dua kehendak umum, yakm yang satu ada hubungannya dengan semua war- 
ga negara, dan yang lain hanya untuk para anggota pemermtah belaka. Jadi, 
kendatipun pemerintah dapat mengatur kebijaksanaannya ke dalam sesuai 
dengan kemgmannya, namun pemerintah sama sekali tidak dapat berbicara 
dengan rakyat keeuali atas nama penguasa, yaitu atas nama rakyat sendiri — 
suatu keadaan yang sama sekali tidak boleh dilupakan. 

Bentuk pemenntah yang aristokratik berlaku dalam masyarakat yang 
pertama (keluarga). Para kepala keluarga bermusyawarah ten tang berbagai 
urusan umum, sedangkan mereka yang lebih muda usianya tanpa rasa eng- 
gan tunduk pada wibawa mereka karena pengalamannya. Oleh karena itu, 
timbulah berbagai nama seperti ”pendeta”, ”sesepuh”, ”senator’\ dan 
”pengetua” (geronte ). 1 2 Cara memermtah seperti mi masih dilakukan oleh 
orang-orang yang belum beradab atau liar di Amerika Utara dan mereka mi 
dipenntah dengan amat baiknya. 

Tetapi, dalam proporsi makm banyak ketidaksamaan yang ditimbulkan 
oleh mstitusi untuk menguasai ketidaksamaan alami, makm lebih disukailah 
kaum kaya atau kaum yang berkuasa daripada para sesepuh sehmgga ter- 
pilihlah kaum anstokrat. Akhirnya, kekuasaan yang dialihkan oleh sang 
ayah beserta segala miliknya kepada anaknya, mengubah sementara keluar¬ 
ga menjadi ningrat dan membuat pemenntah turun menurun. Di dalam 
senat hanya boleh didudukkan orang laki-laki yang berusia sedikitnya 
20 tahun sebagai anggotanya 

Karenanya kita menjumpai tiga macam aristokrasi: yang alami, yang 
terpilih, dan yang turun menurun. Yang pertama, hanya sesuai untuk ma¬ 
syarakat yang bersahaja; yang ketiga, palmg tidak baik untuk semua peme- 
rmtahan. Yang kedua, merupakan aristokrasi yang sebenarnya, la adalah 
yang terbaik 

Selam dapat menank keuntungan dan dua kekuasaan yang berbeda 
itu, jems aristokrasi yang terakhir ini bermanfaat pula karena pilihan para 
anggotanya. Dalam pemermtahan yang dikenal baik semua warga negara 
secara alami berfungsi sebagai hakim, tetapi bentuk terakhir ini membatasi 
jumlah anggotanya, dan tidak seorang pun dapat menguasai kekuasaan ke= 

1 Orang sesepuh yang dihormati. 

2 Jelas sekali bahwa kata ”Optimate” pada orang purba tidakiah berarti yang terbaik melain- 
kan yang paling berkuasa. 
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hakiman kecuali bila ra terpilih . 3 Hal ini berarti bahwa kejujuran, penge- 
tahuan, pengalaman dan semua yang berkualitas lainnya yang menuntut 
pihhan serta penghargaan umum, merupakan jamman barn bagi pemermtah 
yang bijaksana. 

Lebih dan ini, majelis rakyat dibina secara baik; berbagai urusan di- 
bahas secara lebih baik dan diselesaikan secara lebih tekun dan tertib. Ke- 
percayaan terhadap negara didukung dengan lebih kuat oleh pihak luar 
negen melalui para senator yang dimuhakan ketimbang melalui orang 
banyak yang tidak dikenal atau terhina. 

Pendeknya, ketentuan terbaik dan paling wajar adalah bila orang yang 
palmg bijaksana memenntah orang banyak, dengan jamman bahwa mereka 
akan memenntah demi kesejahteraan orang banyak ltu, dan sebaiknya tidak 
untuk kesejahteraan mereka sendin. Memngkatkan daya dukung pemenn- 
tah yang tidak begitu perlu bukanlah merupakan keharusan, atau menger- 
jakan dua puluh ribu orang guna menyelesaikan sesuatu pekerjaan barang 
kali sama baiknya bila dikerjakan oleh seratus orang pilihan. Tetapi, kita 
harus jangan melupakan akan kepentingan badan ini yang mulai memenn¬ 
tah kekuatan masyarakat kurang dan ketentuan kehendak masyarakat, dan 
ada pula suatu kecenderungan yang tidak terelakkan untuk mengambil 
sebagian kekuasaan eksekutif dan hukum. 

Terutama sekali berkenaan dengan keadaan yang menguntungkan bagi 
bentuk pemermtahan seperti ini, maka negara tidak perlu sedemikian kecil- 
nya, atau rakyat tidak demikian bersalah dan jujurnya sehmgga pelaksanaan 
hukum segera dapat terjadi karena kehendak rakyat, seperti halnya demo- 
krasi yang baik. Wilayah bangsa seharusnya tidak demikian luasnya hmgga 
dapat memben peluang kepada para kepala daerah yang disebarkan dengan 
maksud memenntah berbagai propmsi untuk memamkan peran sebagai 
penguasa, dan kemudian mulai membuat din mereka bebas hmgga akhirnya 
membentuk dmnya menjadi pemimpm. 

Tetapi, bila anstokrasi ingin hidup tanpa melakukan kebajikan yang 
amat diperlukan dalam pemermtahan yang disenangi, maka m memerlukan 
hal lain yang istimewa sekali bagi dmnya, seperti sikap tidak berlebihan di 
lingkungan golongan kaya, dan memuaskan hati kaum miskm. Suatu per- 
samaan yang setepat tepatnya di suatu negara yang dipermtah secara de¬ 
mikian itu tampak tidak wajar. Hal yang demikian ini bahkan di Sparta pun 
tidak terjadi. 

Selanjutnya, jika sistem aristokratik memperkenankan suatu ketidak- 
samaan kekayaan tertentu, maka alasannya pada umumnya lalah peme- 


3 

Bagi negara akibatnya besar sekali bila pemilihan para hakim diatur oleh hukum Karena bila 
dibiarkan hal ni sesuai dengan keinginan pangeran, tentu aristokrasi yang turun temurun terbentuk 
sebagairnana yang terjadi di Republik Venesia dan Repubhk Bern Akibatnya, negara yang tersebut 
pertama itu telah lama menjadi be antakan Sedangkan negara yang tersebut belakangan bertahan 
berkat kebijaksanaan senat yang luar biasa itu, te api berdin terhormat Hal ini merupakan penge- 
cualian yang amat berbahaya bagi ketentuan umum. 
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rmtahan yang mengatur urusan umum dapat dipercayakan kepada mereka 
yang dapat dengan sebaik-baiknya meluangkan waktu sepenuhnya untuk 
menangani urusan tersebut, dan tidak dipercayakan kepada golongan kaya 
yang senantiasa lebih istimewa, demikian kata Aristoteles . 4 Sebahknya, 
penting sekali dicamkan bahwa suatu pilihan yang bertentangan kadangkala 
mengajar pada umum bahwa jasa mempunyai tuntutan yang lebih kuat dan 
penting bagi kemurahan hati serta kepereayaan orang banyak ketimbang 
yang mungkm dapat diciptakan oleh kekayaan. 

BAB VI 

KERAJAAN (MONARKI) 

Sampai sedemikian jauh pangeran telah kita anggap sebagai pnbadi 
moral dan kolektif yang dipersatukan oleh kekuatan hukum, dan seorang 
penanggungjawab dalam negara yang mempunyai kekuasaan eksekutif. Kita 
sekarang harus menganggap kekuasaan mi sebagai terpusatkan di tangan 
seorang pnbadi alami, yakm seorang lelaki sejati yang hanya mempunyai 
suatu hak menentukan segala hal menurut hukum. Pribadi mi dinamakan 
”raja” atau suatu ”monarki”. 

Bertentangan dengan bentuk pemenntahan yang lam, di mana suatu ba- 
dan kolektif mewakili mdividu, maka di smi mdividu mewakili suatu badan 
kolektif sehingga kesatuan moral yang merupakan pangeran ltu pada waktu 
yang sama adalah pula kesatuan fisik, dalam mana hukum mempersatukan 
semua kemampuan yang pada sisi lam dengan demikian banyak usaha sudah 
tentu dipersatukan pula. 

Jadi, kehendak rakyat, kehendak pangeran atau raja, kekuatan umum 
negara, dan kekuatan khusus pemenntah, kesemuanya mengendalikan 
penggerak yang sama, semua pegas mesm diatur oleh tangan yang sama, 
semua tmdakan bersama diarahkan untuk mendayagunakan tujuan yang 
sama. Gerak satu bagian tidak boleh berbenturan dengan atau mermtangi 
gerak bagian yang lam, dan tidaklah mungkin membayangkan setiap macam 
konstitusi yang di dalamnya terdapat kekurangan usaha akan menghasilkan 
lebih banyak kegiatan. Archimedes, yang duduk di pantai dengan tenang 
sambil melukis sebuah kapal besar yang sedang berlayar, melambangkan 
pada saya sebagai seorang monark atau raja yang cakap memermtah negara 
besar dari kamar kecilnya dan menggerakkan semuanya sementara la sendiri 
tampak tetap tidak bergerak. 

Tetapi bila tidak ada pemenntah yang memiliki lebih banyak kegiatan 
danpada monarki atau kerajaan, maka tidak akan ada satu pemenntah yang 
kehendak pnbadmya mempunyai pengaruh yang lebih besar, atau lebih mu- 
dah menguasai yang lam: semua tmdakannya bukanlah kebahagiaan umum, 


4 (Bandingkan karya Aristoteles Politics, Bk VI, bab 6). 
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bahkan kekuatan pemerintah dengan tidak putus-putusnya berubah men- 
jadi merugikan negara. 

Semua raja ingin berkuasa secara mutlak, dan dari semua segi kepada 
mereka dikatakan bahwa cara yang palmg pasti untuk menjadi raja yang 
berkuasa secara mutlak lalah dengan memperoleh rasa sayang dari rakyat. 
Imlah pepatah yang baik, dan bahkan benar sekah bila dilihat dari bebera- 
pa segi. Sayang sekali, mereka selalu akan menertawakannya di istana. 
Kekuasaan yang berasal dari rasa sayang rakyat itu mscaya yang palmg 
besar, tetapi kekuasaan itu sulit untuk dicapai dan bersyarat; para pangeran 
tidak pemah puas dengan syarat itu. Raja yang terbaik senantiasa meng- 
mginkan agar kekuasaannya luput dari bahaya kejahatan, dan jika dikehen- 
dakmya la tidak mau berhenti menjadi raja. Seorang pemimpm politik 
dapat mengatakan kepada raja bahwa kekuatan rakyat adalah kekuatan 
mereka, dan demi kepentmgan raja yang palmg besar bahwa rakyat seharus- 
nya berpandangan maju, banyak jumlahnya dan hebat; pada hal mereka 
sesungguhnya mengetahui bahwa hal mi tidak benar. Justru demi kepen- 
tmgan pnbadinya, raj'a membiarkan agar rakyat selalu dalam keadaan le- 
mah dan melarat supaya mereka tidak mempunyai kekuatan untuk me- 
lawan raja. Saya mengakui apabila warga selalu benar benar tunduk, maka 
raja sangat berkepentmgan untuk membuat warganya sangat kuat karena 
seperti diketahui kekuasaan rakyat adalah kekuasaan raja, dan la dapat 
menggunakannya agar membuat dirinya menjadi hebat di kalangan negeri 
tetangganya. Bagaimanapun hal mi merupakan pertimbangan kedua dan 
kurang pentmg sebagaimana dua pengandaian lainnya, yakni rakyat yang 
mampu menentang kehendak raja lalim, dan rakyat yang terus-menerus 
patuh sepenuhnya pada keingmannya. Keadaan yang bertentangan im su- 
dah tentu membenkan pada kita kesimpulan bahwa para penguasa selalu 
akan memberikan pilihan pada pepatah yang palmg cepat menguntungkan 
mereka. Samuel melukiskannya dengan cara yang palmg hebat kepada 
orang Yahudi, dan Machiavelli membuktikannya dengan fakta yang tidak 
perlu diragukan lagi Memang, sementara la beranggapan untuk memberi¬ 
kan pelajaran kepada raja, la sebenamya memberikan pelajaran yang 
paling bagus kepada rakyat. The Prince, karya Machiavelli adalah sebuah 
buku dari para penganut Republik . 1 

Pada umumnya kita berpendapat bahwa kerajaan (monarki) hanyalah 
tepat bagi negeri yang luas wilayahnya, dan kita akan lebih yakm lagi bila 


^aciavelli adalah seorang yang jujur dan warga negara yang baik. Tetapi karena kasih-sayang- 
nya pada istana Medici, di tengah-tengah penindasan negerinya ia terpaksa menyembunyikan rasa 
cintanya pada kebebasan. Pilihan pada pahlawannya yang buruk sekali (Caesar Borgia) cukup mem- 
perlihatkan maksudnya yang dirahasiakan itu. Pepatah dalam The Prince yang berlawanan dengan 
yang terdapat dalam Discourses on Livy (Percakapan tentang Livy) dan History of Florence (Sejarah 
ten tang Florensia) menunjukkan bahwa ahli pikir politik yang besar ini hanya mempunyai pembaca 
yang dangkal pengetahuannya serta berwatak korup. Istana Roma dengan keras melarang bukunya 
untuk beredar: saya dapat mempercayai sepenuhnya bahwa istana itulah yang ia lukiskan paling 
jelas. 
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kita menyelidiki sendiri di dalamnya. Dalam perbandmgan jika para anggo- 
ta pemenntahan makm banyak jumlahnya, maka hubungan antara penguasa 
dengan warganya makin berkurang, dan mereka semua menuju ke arah per- 
samaan sehmgga perbandmgan menjadi satu lawan satu atau terdapat per- 
samaan mutlak dalam suatu demokrasi. Perbandmgan ini makm memngkat 
bila para anggota pemerintah makm sedikit jumlahnya, dan tmgkat maksi- 
malnya tercapai kalau pemenntah berada di tangan seseorang saja. Namun, 
kemudian terjadi perbedaan yang terlampau besar antara penguasa dan 
rakyat, dan negara merasa adanya kebutuhan beberapa rantai penghubung 
tertentu Tmgkat kepangkatan menengah amat diperlukan. Pangeran, 
bangsawan serta kaum ningrat lainnya diperlukan untuk mengisi tmgkat 
kepangkatan tersebut. Tetapi, di negeri kecil hal seperti ini tidaklah tepat 
dan 1a akan hancur oleh adanya perbedaan pangkat. 

Adalah sangat sulit untuk memerintah negara besar dengan baik, dan 
lebih sulit lagi bila negara besar itu diperintah oleh satu orang; dan setiap 
orang mengetahui apa yang terjadi bila pada suatu ketika seorang raj‘a 
memermtah melalui para wakilnya. 

Dalam pemenntah monarki terdapat anggota tertentu yang penting 
dan berpikiran jahat, yang dapat membuat pemenntah kerajaan lebih ren- 
dah mutunya ketimbang pemenntah republik. Sementara dalam pemerin- 
tah republik terdapat banyak orang berbakat yang kemampuannya dapat 
memenuhi pilihan mereka yang memilihnya, yang terpilih oleh suara rak¬ 
yat guna mengisi jabatan tertinggi. Dalam pemenntah monarki mereka yang 
mencapai jabatan tertinggi adalah yang terlalu senng mendatangkan nama 
buruk bagi jabatan tersebut. Pada umumnya mereka ini adalah orang-orang 
yang berakal bulus atau bajingan, pengadu dan mtrik yang suka mende- 
sakkan kemauannya untuk memperoleh kemurahan hati atasannya, dengan 
maksud dapat memegang suatu jabatan atau kekuasaan dengan cara yang 
dangkal serta yang dapat menyenangkan istana yang sembrono. Tidak lama 
setelah mereka mencapai kedudukan itu, mereka menunjukkan kepada 
umum akan kebodohan yang sesungguhnya. Rakyat acapkali tidak salah 
dalam pilihannya ketimbang pangeran, dan orang jarang sekali menemukan 
orang tolol untuk dapat duduk sebagai kepala suatu pemerintah republik 
sebagaimana anda jarang menemukan seorang yang berjasa duduk dalam 
pemerintahan kerajaan. Jadi, bila datang peluang tertentu yang menyenang¬ 
kan, seorang berbakat yang dilahirkan untuk memermtah diangkat sebagai 
pemimpin kerajaan yang hampir tenggelam, maka kerajaan yang dipimpin 
oleh para menten yang baik itu akan tampak mengherankan bila ia dapat 
menggunakan akalnya dan pemerintahannya akan merupakan salah satu 
peristiwa besar yang menadani suatu zaman dalam sejarah negeri itu. 

Suatu negara monarki akan dapat diperintah dengan baik apabila ke- 
besaran serta luasnya disesuaikan dengan keeerdasan pangeran yang meme- 
riritahnya. Lebih mudah menaklukkan daripada memerintah. Andaikata 
kita mempunyai sebuah pengukil yang memadai, bahkan hanya dengan jari. 
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kita dapat mengangkat seluruh jagad. Tetapi, untuk mengangkatnya di- 
butuhkan bahu Hercules guna menopangnya kemudian. Namun dengan 
kecilnya suatu negen, mungkm bagi seorang raja hampir selalu terlampau 
kecil. Kendati negen itu terlampau keeil bagi seorang kepala, yang jarang 
sekali terjadi, kita masih menjumpai sama tidak baiknya untuk dapat me- 
menntahnya karena seorang kepala negara yang terus menerus menge] ar 
tujuan yang mulia itu, kemudian melupakan kepentingan rakyatnya dan 
membuat mereka semakin tidak bahagia. Hal ini disebabkan oleh penyalah- 
gunaan bakatnya secara sangat berlebihan bila dibandingkan dengan se¬ 
orang kepala negara yang lemah, yang bekerja karena kebutuhan mereka 
yang pada dasarnya menolak sesuatu yang merugikan. Oleh karena itu, ada- 
lah layak bagi suatu kerajaan untuk memperluas atau memadatkan wilayah- 
nya sendin berkenaan dengan penaikan tahta tiap pangeran, dan dalam 
waktu sesingkat mungkm menyesuaikan perbatasannya dengan kapasitas 
nya. Namun selama kemampuan senat kekurangan syarat untuk mengubah- 
nya, maka negara yang menguasamya dapat mempunyai perbatasan yang 
tetap hmgga pemermtahan tidak pernah menderita karenanya. 

Gangguan yang pahng terasa menghadapi pemermtah yang berada 
di tangan seseorang adalah kebutuhan akan pergantian pewaris tahta yang 
berkesmambungan, yang membentuk dua kerangka lamnya sebagai suatu 
rantai yang bak berkeputusan. Apabila seorang raja memnggal, maka se- 
harusnya ada raja lam yang menggantikannya. Jika penggantinya harus 
dipilih, masa peralihan pemermtahan merupakan masa jedah yang mem- 
bahayakan. Temyata, dalam keadaan demikian acapkali merupakan masa 
pergolakan yang sengit; lebih-lebih bila para warganya tidak menaruh per- 
hatian, dan mtegritasnya sebagaimana yang lazim dijumpai dalam peme- 
rintahan di mana terdapat korupsi yang berbaur dengan semangat komplot- 
an rahasia. Kepala pemermtahan yang telah menjual dirinya kepada negara, 
pada gilirannya akan mengganti kerugian yang dialammya dengan jalan 
merugikan pihak yang lemah dengan berbagai cara hanya demi emas, yakni 
pihak yang kuat telah memeras pihak yang lemah. Dengan demikian, di 
bawah penguasaan kementenan semacam itu cepat atau lambat segala se¬ 
suatu harus dilakukan dengan jalan suapan. Kemudian suasana damai yang 
dapat dinikmati di bawah kekuasaan seorang raja menjadi lebih buruk ke- 
timbang kekacauan yang terjadi pada masa peralihan pemermtahan. 

Apakah yang telah dilakukan untuk mencegah kejahatan semacam ini? 
Pada keluarga tertentu mahkota menjadi waris turun-temurun, dan kemu¬ 
dian ditetapkan suatu susunan pergantian raja untuk mengakhiri segala per- 
selisihan yang timbul setelah seorang raja meninggal; yaitu suatu kesulitan 
yang timbul dari suatu perwalian yang digantikan dengan cara pemilihan. 
Ketenangan lebih disukai dalam suatu pemermtahan yang bijaksana; dan 
anak-anak yang dianggap berbahaya, orang tolol, atau orang cacat lebih 
baik dipilih menjadi raja daripada suasana perselisihan yang timbul sekitar 
pemilihan raja. Orang tidak cukup memahami bahwa dengan terbukanya 
bahaya yang ditimbulkan oleh suatu pemilihan semacam itu, membuat 
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semua peluang menentang mereka. Suatu kejahatan besar yang ditimbulkan 
oleh kerajaan yang dikuasai secara turun-temurun ltu diperlihatkan secara 
menyolok dalam tanggapan yang diberikan secara bijaksana oleh Dionysius 
yang masih muda itu ketika ayahnya mencelanya atas beberapa tindakan- 
nya yang cendala, dengan mengatakan, ”Saya tidak pemah memberi contoh 
yang demikian kepadamu”. ”Tidak, jawab anak lelakinya, ”ayahanda tidak 
pemah menjadi raja”. 

Semuanya bersekongkol untuk mencabut seseorang yang telah dibesar- 
kan untuk memimpin yang lam dengan menggunakan akalnya sebaik azas 
keadilannya. Memang, kepada kita diberitakan bahwa banyak upaya di- 
gunakan untuk mengajar seorang pangeran muda tentang seni pemerintah- 
an, tetapi kita tidak menjumpai bahwa mereka meresapi pelajarannya de¬ 
ngan pendidikan itu. Mungkin lebih baik apabila mereka pertama-tama di- 
didik seni menaati. Para raja yang dalam sejarah palmg banyak dihormati 
ialah mereka yang terdidik dalam bidang ilmu pemerintahan. Ilmu peme- 
rintahan adalah ilmu yang selalu paling sedikit mereka pahami, sekalipun 
ilmu itu terlampau banyak mereka pelajari. Pada umumnya ilmu tersebut 
lebih baik dikuasai oleh mereka yang sudah lebih banyak membiasakan 
diri untuk taat ketimbang memermtah. Nam utilissimus idem ac brevissimus 
bonarum malarumque rerum delectus, cogitare quid aut nolueris alio prin- 
cipe, aut voluens . 2 

Salah satu akibat dan ketiadaan hubungan ini adalah keadaan yang se- 
nantiasa berubah-ubah dari pemenntah kerjaaan, yang kadangkala diatur 
oleh satu rencana, dan kadangkala oleh rencana yang lain sesuai dengan 
ketetapan raja yang memerintah atau mereka yang memerintah atas nama 
raja, lama tidak dapat menyelesaikan satu sasaran yang telah ditentukan 
atau mengikuti gans tingkah-laku pimpinan yang konsisten. Kesenjangan 
tingkah-laku pimpinan berikutnya yang konsekuen selalu membuat negara 
ragu-ragu, berubah dari peraturan yang satu ke peraturan yang lain, dan dari 
proyek yang satu ke proyek yang lam, merupakan suatu kejahatan yang 
tidak dijumpai dalam demokrasi atau aristokrasi di mana raja selalu sama 
orangnya. Oleh karena itu, menjadi jelas bahwa pada umumnya apabila 
terjadi lebih banyak kelicikan di istana, maka di dalam senat terdapat 
pula lebih banyak kebijaksanaan, dan kaum republik mengejar tujuan de¬ 
ngan cara yang lebih teratur serta lebih banyak pertimbangan. Hal ini me¬ 
mang tidak dapat dilakukan bila setiap perubahan kementerian menghasil- 
kan revolusi dalam negara. Sudah menjadi Suatu kebiasaan bagi semua men- 
teri dan hampir bagi semua raja, untuk menempuh suatu jalan yang justru 
berlawanan dengan yang telah ditempuh oleh pendahulu mereka. 

Karena ketiadaan hubungan dalam pemerintahan kerajaan ini, kita 
dapat menyimpulkan adanya suatu sophisme yang amat lazim terdapat di- 


2 

Tacitus, Histones, I, 16 (Jalan terbaik maupun tersingkat untuk mengetahui baik buruknya 
sesuatu adalah mempertimbangkan apa yang anda inginkan agar terjadi atau tidak terjadi andaikata 
terdapat raja yang lain dan pada anda). 
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kalangan para pemikir politik kerajaan. Para pemikir tersebut tidak hanya 
membandingkan pemenntahan sipil dengan pemerintahan domestik, dan 
raja dengan ayah dari suatu keluarga — suatu kesalahdn yang telah diban- 
tah — melainkan mereka membenkan secara bebas semua kebajikan yang 
seharusnya dimiliki oleh hakim, dan selalu menganggap hakim itu orang 
yang benar-benar sebagaimana mestinya. Dibantu oleh anggapan ini, pe- 
menntah kerajaan jelas harus tampak yang terbaik dari semuanya karena 
dengan tidak perlu dipersoalkan lagi ia adalah yang terkuat; dan ia hanya 
menginginkan kehendak kelompok lebih dapat menyesuaikan dm dengan 
kehendak umum agar dapat menjadi lebih unggul atas semua lainnya. 

Apabila seseorang, demikian menurut Plato 3 , pada dasarnya dimlai 
cakap menjadi raja yang luar biasa* maka perbedaan keadaan yang bagai- 
manakah sifat dan nasib baik harus bersetuju untuk mengangkat seseorang 
sebagai raja. Andaikata pendidikan kerajaan memandang perlu menyuap 
mereka yang menerimanya, apakah yang dapat kita harapkan bagi rang- 
kaian orang-orang yang sepatutnya cakap memermtah? Karena itu, mereka 
harus benar-benar bersedia memperdaya drnnya siapa yang mengacaukan 
pemenntah kerajaan dengan sebutan pemenntah seorang raja yang baik. 
Untuk mengetahui sifat pemenntah mi sendiri, pertama-tama kita harus 
melihat pemenntah itu berada di bawah kekuasaan raja yang lemah atau 
yang jangak (j'ahat); karena mereka akan naik tahta dalam keadaan lemah 
atau jangak, atau akan menyerap sifat buruknya. 

Adanya berbagai kesulitan mi tidak luput dan perhatian para penulis 
kita, tetapi mereka tidak diganggu oleh kesulitan itu. Mereka mengusulkan 
suatu obat yang sederhana yaitu taat tanpa bersungut-sungut. Dalam kegu- 
sarannya, Tuhan telah mengkarumakan raja yang tidak baik kepada ummat- 
nya, dan kita harus tahan atau tabah terhadap pemndasan mereka sebagai 
hukuman Surga . 4 Percakapan seperti ini niscaya sangat mendatangkan per- 
baikan, tetapi saya percaya alangkah baiknya hal im datang dan mimbar 
khotbah ketimbang dan buku tentang politik. Apa yang sebaiknya kita 
katakan kepada dokter yang menjanjikan keajaiban, tetapi temyata ke- 
ahliannya justru menekan orang sakit supaya bersabar? Kita tahu benar 
bahwa kita harus tahan mendenta di bawah suatu pemenntah yang buruk. 
Masalahnya adalah bagaimana caranya mempunyai pemenntah yang baik. 

BAB VII 

PEMERINTAHAN CAMPURAN 

Sebenamya, tidak ada pemenntah yang sederhana. Kepala pemenntah 
tunggal harus mempunyai hakim sebagai pendukungnya. Suatu pemerintah 


3 Dalam The Statesman 

(Untuk memperoleh suatu penjelasan tentang filsafat kerajaan adalah hak illahi lihat Poh- 
tique tir ee de Vecnture samte, karya Bossuefs ditulis kira-kira tahun 1670, dan diterbitkan pada 
tahun 1709) 
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terkenal baik tidak dapat berjalan tanpa seorang pemimpin atau kepala. 
Jadi, kita mengetahui bahwa dalam pembagian kekuasaan eksekutif selalu 
at a tmgkatan kekuasaan. Dari yang lebih tinggi sampai yang terendah de- 
ngan kesenjangan bahwa kadangkala yang lebih tinggi bergantung pada yang 

lebih rendah, dan ada kalanya yang rendah bergantung pada yang lebih 
tinggi. 

Kadangkala terdapat suatu pembagian yang sama ketika berbagai unsur 
pokok saling bergantung, seperti dalam pemerintah Inggris; atau bila oto- 
ritas tiap bagian tidak tergantung, tetapi tidak sempuma seperti di Polandia. 
.Bentuk yang terakhir ini adalah buruk karena pemerintah menginginkan 
persatuan, dan negara menginginkan ikatan penghubung. Andaikata kepada 
saya ditanya tentang bentuk pemerintah yang terbaik, sederhana atau cam- 
puran, yakni suatu pertanyaan yang secara hebat dibahas oleh para pemikir 
politik, maka saya akan menjawab seperti yang telah saya lakukan berkena- 
an dengan semua bentuk pemerintah yang lain. 

Pemerintah yang sederhana adalah yang terbaik karena kesederhanaan- 
nya. Aetapi bila kekuasaan eksekutif dengan tidak memadai bergantung 
pada kekuasaan legislatif, yaitu bila hubungan antara raja dan penguasa 
lebih erat ketimbang hubungan antara rakyat dan raja, maka kekurangan per- 
bandmgan yang wajar harus dipulihkan dengan cara memecah pemerintah. 
Sebab, bagi semua bagian pemerintah kemudian tidak kurang otontasnya 
atas warganya, dan pembagian akan membuat mereka merasa kurang hebat 
berkenaan dengan penguasa ltu. 

Pengangkatan para hakim tmgkat menengah juga bermaksud akan men- 
cegah keadaan yang merugikan ini karena sementara mereka membiarkan 
pemerintah utuh, mereka pun akan mengimbangi dua kekuasaan itu serta 
mempertahankan haknya masing-masing. Dengan cara ini pemerintah bukan 
merupakan campuran, tetapi pemerintah yang diperlunak. 

Kejahatan yang menentangnya akan memperoleh obatnya dengan usaha 
yang serupa, yaitu bila pemenntah terlalu santai bekerja dengan mendirikan 
pengadilan untuk memusatkan kekuasaannya. Hal ini dilaksanakan di 
semua negen yang demokratis. Pertama-tama, pemerintah dipecah-belah 
agar menjadi lemah; dan kedua, agar dapat dibenkan kekuatan baru; karena 
maksimal kedua kekuatan dan kelemahan terdapat dalam pemerintah yang 

sederhana, sedangkan pemenntah campuran menghasilkan kekuatan vane 
sedang. 


BAB VIII 

TIDAK SETIAP BENTUK PEMERINTAHAN SESUAI 

UNTUK SETIAP NEGARA 

Kebebasan bukan buah yang akan dihasilkan oleh setiap iklim, dan la 
tidak dapat dicapai oleh semua rakyat. Makin banyak kita mempertimbang- 
kan azas yang diciptakan oleh Montesquieu, makin banyak dirasakan ke- 
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benarannya. Mereka yang berusaha menentangnya hanya akan memperoleh 
kesempatan baru untuk menemukan bukti barn ten tang keadilannya. 

Dalam semua pemenntahan apa pun, pribadi umum lebih banyak meng- 
habiskan (consume), tetapi tidak memperoduksi sesuatu pun. Kemudian 
dari manakah datang bahan yang dikonsumsinya? Dari hasil kerja anggota 
masyarakat. Ini adalah surplus yang dihasilkan oleh individu-individu yang 
menyediakan perbekalan yang diperlukan oleh pribadi umum. Karena itu 
dapat kita simpulkan bahwa negara sipil hanya dapat hidup bila tenaga 
kerja lebih banyak menghasilkan daripada kebutuhan yang diinginkannya. 

Surplus produksi ini bervanasi di berbagai negeri. Di beberapa negeri 
kelebihan tersebut mungkin banyak sekali, di beberapa negeri lainnya 
dalam keadaan sedang, di negeri lainnya lagi sama sekali tidak ada kelebih¬ 
an, dan di beberapa negeri lagi bahkan kekurangan produksinya. Hal ini 
tergantung pada kesuburan tanah dan iklim, pada cara mengolah tanah 
yang akan ditanami, pada sifat produksinya, pada kekuatan penduduknya, 
pada banyak sedikitnya konsumsi yang mereka butuhkan, dan pada pel- 
bagai keadaan lamnya. 

Pada sisi lain, semua pemerintah tidak sama sifatnya. Beberapa pe- 
menntah lebih banyak, sedangkan yang lainnya kurang, bahkan melahap- 
nya; dan perbedaannya timbul dari prinsip bahwa sumbangan umum men- 
jadi makm diperberat. Mereka makin jauh dari sumber sumbangan tersebut 
hmgga mereka menjadi lesu. Dalam hal ini bukan jumlah pajak umum yang 
harus kita mlai, bahwa kita harus mempertimbangkan seberapa jauh mereka 
memberatkan rakyat dengan membenkan beban pajak, tetapi dengan jalan 
itu mereka mendapatkannya kembali ke dalam tangan yang sama yaitu 
pembayar pajak. Apabila sirkulasi itu berjalan cepat dan terbukti mantap, 
maka tidak menjadi soal apakah banyak atau sedikit pajak itu dibayar. Se- 
hingga rakyat akan senantiasa dalam keadaan berada atau kaya dan urusan 
keuangan berkembang baik. Sebaliknya, kendati pajak yang dibayar oleh 
rakyat diremehkan dan jika pajak tersebut tidak p§rnah dikembalikan ke 
tangan mereka, maka pengurasan yang terus menerus itu akan melemahkan 
mereka. Dengan demikian negara selalu akan menjadi miskin dan pada 
akhimya rakyat akan menjadi pengemis. 

Karena jarak antara rakyat dan pemerintah makin melebar, menjadi 
jelas bahwa berdasarkan kenyataan tersebut upeti yang dibayar oleh rakyat 
di masa lampau menjadi lebih terasa menyesakkan napas. Jadi, dalam de- 
mokrasi beban pajak sedikit terasa; dalam aristokrasi lebih banyak dirasa- 
kan; dan dalam monarki beban itu terasa paling berat. Karena itu, monarki 
hanya sesuai untuk bangsa yang kaya; aristokarsi sesuai bagi negeri yang 
kaya serta luasnya hanya sedang; dan demokrasi sesuai bagi negen yang 
kecil maupun miskin. 

Sesungguhnya, makm banyak kita melukiskan makm banyak pula kita 
menjumpai perbedaan antara negara merdeka dan kerajaan, yaitu: yang 
pertama, di negen tersebut semua dikerjakan untuk kepentmgan umum; 
yang kedua, di negen lainnya kekuatan umum dan pnbadi mempunyai 
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pengaruh timbal-balik, dan kekuatan yang satu dapat tumbuh dengan me- 
lemahkan kekuatan yang lain. Tegasnya, ketimbang memenntah agar warga 
nya menjadi bahagia, maka kelaliman membuat warganya sengsara agar 
mudah diperintahnya. 

Dan ungkapan tersebut tampak bahwa dalam setiap lklim terdapat 
sebab alami tertentu yang menetapkan bentuk pemermtah yang diperlu- 
kan, bahkan jenis penduduk yang paling sesuai. 

Wilayah kekuasaan yang tandus, yang temyata tidak akan menguntung- 
kan usaha mereka yang te rus menerus memanfaatkannya, selalu harus men¬ 
jadi padang pasir yang tidak bisa ditanami, atau paling banter hanya menja¬ 
di tempat kediaman orang liar. Tanah yang akan menghasilkan hanya me- 
rupakan suatu sumber penyambung hidup yang paling sederhana sebagai 
pengganti dan pekerjaan yangdihmpahkan padanya harus menjadi tempat 
kediaman bagi orang-orang yang tidak beradab. Di tanah yang tandus itu 
tidak mungkin dapat dibentuk suatu masyarakat yang berpemerintahan 
(negara). Sedangkan tanah yang hanya dapat memberikan surplus produksi 
yang sedang, berkat pekerjaan yang dicurahkan untuk pengolahannya 
hanya sesuai sebagai suatu tempat kediaman bagi orang bebas. Sementara 
wilayah kekuasaan yang berhmpah serta subur yang banyak menghasilkan, 
sekalipun, tampak sesuai sekali untuk menjadi tempat kedudukan pemerin- 
tah kerajaan, dalam mana kemewahan raja dapat memberikan konsumsi 
kelebihan hasil yang melimpah ruah bagi warganya. Oleh karena itu adalah 
lebih baik hasil surplus tersebut ditampung oleh pemerintah ketimbang di- 
hamburkan oleh individu secara pnbadi. Saya mengetahui ada pengecualian 
dan ketentuan ini, tetapi kebenaran pengecualian mi bermanfaat untuk 
memperkuatnya karena hal itu lambat laun akan mengakibatkan pecahnya 
revolusi yang bertujuan mengembalikan segalanya ketatanan alami. 

Kita harus selalu dapat membedakan antara hukum umum dan sebab 
khusus yang kadangkala dapat membatasi pengaruhnya. Kendatipun semua 
daerah Selatan seyogianya diubah menjadi negara republik, dan semua 
daerah Utara menjadi negara yang lalim, namun tidak akan menjadi kurang 
benar bila berbagai negara yang benklim panas, berkat pengaruh iklim, se- 
harusnya menjadi tempat berlakunya kelaliman; dan negen benklim dingin 
menjadi tempat yang senng dikunjungi orang biadab, sedangkan negen yang 
baik seharusnya menjadi tempat kediaman penduduk daerah perantara (m- 
termediary). Saya pun melihat bahwa penerapannya masih dapat diper- 
masalahkan walaupun pnnsip ini semestinya demikian: dapat pula dikata- 
kan bahwa beberapa negeri benklim dingin amat subur tanahnya dan bebe- 
mpa negen tropis sangat tandus keadaannya. Tetapi, keberatan ini hanya 
dapat mereka pertimbangkan tanpa memnjau permasalahannya dan segala 
segi. Sebagaimana telah saya katakan bahwa tenaga kerja, kekuasaan, kon¬ 
sumsi dan lain sebagamya seharusnya diperhitungkan. 

Man, kita andaikan bahwa dan dua distnk yang sama luasnya, perban- 
dingan hasil bummya adalah lima lawan sepuluh. Apabila penduduk distrik 
pertama membenkan konsumsi empat bagian dan penduduk distnk kedua 
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memberikan sembilan bagian dari hasil bumi itu, maka surplus distrik kedua 
itu adalah sepersepuluh. Hal ini menunjukkan perbandingan yang terbalik 
dengan perbandingan hasil buminya, yaitu distrik yang menghasilkan hanya 
lima memberikan suatu surplus dua kali banyaknya dari kelebihan distrik 
yang telah menghasilkan sepuluh. 

Kenyataan ini bukan masalah hasil ganda, dan saya kira tidak seorang 
pun akan menyangkal bahwa negeri beriklim panas pada umumnya lebih 
subur ketimbang negeri beriklim dingin. Tetapi, untuk kepentingan pemba- 
hasan, mari kita andaikan negeri itu mempunyai kesamaan dalam hal ini, 
dan hendaknya diakui bahwa kesamaan luas tanah di Inggris, Sisilia, Po- 
landia maupun di Mesir akan memberikan hasil yang sama banyaknya. 
Lebih jauh ke Selatan akan kita jumpai Afrika dan India, dan lebih jauh lagi 
ke Utara tidak suatu pun kita temukan. Alangkah bedanya cara pengolahan 
di kedua negeri itu untuk membuat tanah tersebut dapat memberikan hasil 
yang sama banyaknya! Orang di Sisilia hanya memerlukan kerja tidak lebih 
hanya dari menggaruk tanahnya secara ringan, sedangkan di Inggris di- 
butuhkan keija dengan tidak henti-hentinya. Di mana diperlukan lebih 
banyak tenaga untuk memperoleh kuantitas produksi yang sama banyaknya 
dari jangka waktu pengolahan a tas luas tanah yang sama, maka perbanding¬ 
an surplus produksi adalah lebih kecil. 

Kita pun harus mempertimbangkan bahwa jumlah orang yang sama di 
negeri yang beriklim panas memberikan konsumsi hampir tidak sebanyak 
seperti di negeri yang beriklim dingin. Iklim memaksa mereka untuk meng- 
hindari kelebihan yang pantas agar dapat mempertahankan kesehatannya, 
dan orang-orang Eropa yang telah melakukan kebiasaan seperti yang di- 
lakukan di negerinya sendiri, semuanya tewas karena disentri dan salah cer- 
na. Kata Chardin , 1 ”Kita adalah pemakan dagmg bagaikan sengala bila di- 
bandingkan dengan orang Asia. Sementara mengaitkan sikap tidak berlebih- 
an orang Persia pada pengolahan tanah di negerinya, yang sangat sedikit 
tetapi sebaliknya saya kira negeri itu kurang berlimpah persediaan perbe- 
kalannya karena penduduknya kurang. membutuhkan. Apabila sikap hemat 
mereka adalah akibat ketandusan tanahnya, hal ini adalah universal”, kata 
Chardin selanjutnya, ”maka hanya kaum melaratlah yang hidup sekedar 
dari suatu porsi yang sangat kecil dengan segala kesabaran hatinya sebagai- 
mana dialammya sekarang ini. Banyak sedikitnya konsumsi di tiap propin- 
si adalah sesuai dengan kesuburan tanah di propinsi itu, tanpa adanya suatu 
janngan umum yang berlaku berupa bebasnya seluruh kerajaan dari minum- 
an keras. Orang Persia sendiri merasa sangat kesal dengan cara hidupnya, 
dan mengatakan adalah sangat mudah memulai sesuatu berdasarkan watak- 
nya dan alangkah jauh lebih unggul adat-istiadatnya daripada adat orang 
Kristen. Sebenamya orang Persia mempunyai corak kulit yang sebanding; 
kulitnya lembut, halus dan bagus; sedangkan kulit orang Armenia yang 


1 (Jean (Su John) Chardin (1643-1713), mengadakan perjalanan di Persia dan India sampai ke 
pelosok) 
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hidup menurut cara orang Eropa adalah kasar dan berjerawat, tubuhnya 
besar serta berat.” 

Makin dekat kita menghampiri lme 2 , makin sedikit dibutuhkan oleh 
rakyat untuk menopang hidupnya. Mereka nyans tidak makan dagmg. Nasi, 
jagung Indian kurkur (curcur), padi-padian dan ubi kayu mempakan ma- 
kanan biasa bagi mereka. Berjuta-juta orang India, biaya hidupnya diper- 
kirakan bahkan kurang dari satu penny setiap hari. Bahkan di Eropa kita 
merasa adanya suatu perbedaan yang sangat besar an tara nafsu makan 
rakyat di bagian Utara dan Selatan. Misalnya, seorang Spanyol akan hidup 
selama satu minggu dengan takaran makan malam seorang Jerman. Di 
negeri di mana orang palmg besar nafsu makannya, kemewahan yang lazim 
kita jumpai lalah pada hidangan di meja makan. Di Inggris anda duduk 
menghibur diri dengan tenang sambil memesan makanan terpilih serta me- 
limpah banyaknya, dan di Italia orang disuguhi gula dan kembang. 

Kemewahan berpakain di berbagai tempat juga amat berbeda. Pada 
iklim di mana peralihan dari musim ke musim terjadi secara tiba tiba dan 
ekstrim, pakaiannya biasanya lebih baik dan lebih sederhana. Di tempat 
di mana perhiasan hanyalah pelengkap gaun wanita atau pakaian pria, 
orang lebih banyak mempelajan kemdahannya ketimbang kegunaannya; 
dan di sana bahkan pakaian mereka mempakan kemewahan. Jadi, setiap 
han anda melihat orang berjalan-jalan di Pausihppeum hanya dengan me- 
makai jas yang bersulam emas serta tiada lagi lamnya. 

Mengenai bangunan gedung, ucapan yang sama tetap pula berlaku: 
keindahan hanyalah satu-satunya sasaran yang diperhatikan dan yang tidak 
dapat dipahami dari udara. Di Paris dan London anda berhasrat untuk me¬ 
tt gin ap atau mondok di tempat yang cukup panas dan menyenangkan. Di 
Madrid terdapat salon atau mangan yang bagus, tetapi salon atau mangan 
itu tidak berjendela hingga orang merasa tidur dalam lubang yang me- 
nyedihkan. 

Pertimbangan ketiga, yang tidak bisa lain mempunyai pengaruh yang 
besar sekali terhadap yang kedua, menunjukkan bahwa di negeri yang ber- 
ikhm panas makanan jauh lebih banyak dan lezat. Mengapa di Italia sayur- 
mayur begitu banyak dimakan? Di Italia sayur-mayur amat berfaedah serta 
menyehatkan, bergizi, dan rasanya pun enak sekali. Di Perancis, produk 
yang sama itu menjadi makanan hanya dengan air saja, sayur-mayur tidak 
bergizi, dan di atas meja sayur-mayur itu mengambil tempat sebanyak luas 
tanah dan meminta tenaga yang sama banyaknya pula. Berdasarkan pe- 
ngalaman dapat diketahui bahwa jagung dari Barbaria yang dalam segi lain 
kalah dengan jagung Perancis, menumt perbandingan lebih banyak meng- 
hasilkan tepung; dan pada gilirannya jagung Perancis jauh lebih banyak 
hasilnya dibandingkan dengan yang tumbuh di tempat yang letaknya lebih 
ke Utara. Karena itu kita dapat simpulkan bahwa dari garis khatulistiwa 
sampai ke kutub terdapat suatu gradasi umum dan alami. Bukankah itu 


2 Khatulistiwa 


/ 
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jelas suatu kerugian bila dari kuantias produksi yang sama terdapat ke- 
kurangan gizi yang demikian besar? 

Dengan pertimbangan tersebut perlu kiranya ditambahkan satu lagi 
yang amat penting, yang langsung merupakan kelanjutannya serta penguat- 
annya, yaitu: kendati negeri yang benklim panas lebih sedikit memerlukan 
penduduk danpada negeri benklim dingin, maka negen panas itu mampu 
menopang lebih banyak penduduk danpada negeri dingin. Hal ini meng- 
hasilkan surplus ganda, suatu keadaan yang selalu menguntungkan bila di- 
bandingkan dengan kelaliman. Makin banyak jumlah penduduk yang 
tersebar di luar negeri, makin sulit bagi mereka untuk melakukan pembe- 
rontakan karena mereka tidak dapat membuat rencana dengan cepat atau 
secara rahasia. Demikian pula kekuasaan pemerintah akan lebih mampu 
mencegah usaha-usaha mereka dan memutuskan komunikasinya. 

Di lain pihak, perebutan kekuasaan kedaulatan oleh pemerintah men- 
jadi kurang praktis bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang hidup 
bersama secara berdesakkan. Apabila mereka ditarik ke dalam lingkungan 
yang lebih kecil, para pemimpin mereka dapat dengan tenang berkumpul 
bersama dalam kamar kecil (kakus) sama amannya seperti pangeran ber¬ 
kumpul dalam kamar dewannya; dan orang banyak dapat dikumpulkan 
sama eepatnya seperti pasukan pemerintah dikumpulkan dalam markasnya. 
Oleh karena itu pemerintah yang lalim paling baik terjamin dengan ter- 
sebamya tempat kediaman para warganya hingga pemerintah dapat bertin- 
dak paling keras di tempat yang j'auh itu. Kekuasaannya, yang dibantu 
oleh badan pendukung yang didirikannya adalah seperti sebuah pengung- 
kit besar yang amat mujarab dibandingkan dengan jarak yang memben- 
tang dergan luasnya . 3 Sebaliknya pemerintah rakyat mempunyai kekuat- 
an yang paling besar bila dipusatkan: ia menguap dan lenyap karena meluas 
seperti mesiu yang terhambur di tanah yang hanya bisa terbakar karena 
disulut butir demi butir. Oleh karena itu, negeri yang paling sedikit pen- 
duduknya adalah paling sesuai keadaannya bagi seorang penguasa yang 
lalim; binatang buas hanya berkuasa di gurun pasir. 


BAB IX 

TANDA PEMERINTAH YANG BAIK 

Pertanyaan, "Pemerintah yang bagaimanakah sebenarnya yang palmg 
baik?” merupakan masalah yang sama tidak terpecahkan dengan yang tidak 


3 

Hal ini tidak berlawanan dengan apa yang teiah saya katakan dalam Bab 9, Buku kedua, ten- 
tang kesulitan negara besar. Di sana dipersoalkan kewibawaan pemerintah atas warganya, dan di sini 
dipersoalkan kekuatannya yang dipakai melawan warganya. Para anggotanya yang terpencar itu ber- 
guna sek li sebagai badan pendukung bila dilakukan tindakan terhadap rakyatnya yangjauh tempat 
tinggalnya, tetapi pemerintah tidak mempunyai badan pendukung jika tindakan langsung akan di- 
ambil terhadap para anggotanya sendiri. Jadi, dalam hal yang satu ini, panjangnya pengungkit akan 
memperlemah, dan dalam hal yang lain menambah kekuasaannya. 
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dapat ditentukan; atau bila anda menghendaki, ada sebanyak jawaban de- 
ngan banyaknya kemungkinan kombinasi dari keadaan bangsa yang mutlak 
dan relatif. 

Tetapi apabila ditanyakan apakah tanda dari baik buruknya suatu 
bangsa yang dipenntah, maka hal mi adalah soal lain lagi dan suatu jawaban 
tentu dapat dibenkan terhadap pertanyaan ini. 

Namun pertanyaan ltu pun tidak dapat terjawab karena setiap orang 
ingin menjawabnya dengan caranya sendrn. Jadi warga memuji kesentosaan 
umum, warga negara adalah kebebasan mdividu. Seseorang lebih suka pada 
perlindungan atas miliknya, sedangkan yang lam perlindungan atas pribadi- 
nya. Orang ini setuju dengan pemerintah yang paling keras, sebaliknya 
orang lam berpendapat pemerintah terbaik adalah pemerintah yang paling 
lembut. Seseorang ingin agar kejahatan dihukum, yang lam ingin supaya 
kejahatan hanya dieegah. Orang yang satu ingin supaya negermya menjadi 
negen teror bagi negen tetangganya, yang lam lebih suka agar negermya 
tetap tidak diacuhkan. Seseorang lagi berpendapat semua berjalan baik 
selama uang beredar secara bebas, yang lam menilai lebih penting kalau 
rakyat sebaiknya mempunyai roti. Apakah kita akan membuat kemajuan, 
sekalipun terdapat persetujuan tentang segala hal dan maksud yang de- 
mikian ini? Orang tidak mempunyai suatu cara untuk mengukur kuantitas 
moral secara tepat, dan kendati mereka setuju dengan tanda pada suatu 
pemerintah yang baik, namun gagasan tentang mlai yang harus diberikan 
kepadanya akan sangat berbeda. 

Bagi saya adalah sangat mengherankan, mengapa rakyat dapat mem¬ 
buat kesalahan yang demikian besar tentang suatu tanda yang begitu se- 
derhana, atau mengapa mereka dapat begitu tidak jujur untuk tidak me- 
ngakumya? Kemudian apakah tujuannya mengadakan perhimpunan po- 
litik ltu? Sudah tentu guna melmdungi serta memakmurkan para anggota- 
nya. Tanda apakah yang paling pasti bahwa mereka merasa terlindungi dan 
dapat hidup makmur? Tandanya lalah jumlah mereka dan jumlah pen- 
duduknya. Lebih lanjut kita tidak perlu mencari-cari tanda yang diperseng- 
ketakan ltu. Pemerintah yang mutlak menganggap dirinya terbaik adalah 
pemerintah yang dapat menmgkatkan jumlah warganya serta melipatgan- 
dakannya, asal saja segala sesuatunya sama, tanpa menggunakan peralatan 
ekstern apa pun, tanpa menaturalisasi orang-orang asing dan tanpa me- 
nenma penduduk baru serta warga negara bertambah dan berlipat ganda. 
Sedangkan pemerintah yang paling buruk adalah pemerintah yang me- 
nyebabkan penduduknya menjadi berkurang dan bejat. Para juru hitung, 
kini tibalah tugas anda: hitunglah, ukurlah dan bandingkanlah mereka 
itu. 1 


1 Kami dapat menilai berdasarkan prinsip yang sama pada beberapa abad yang lalu ketika ma- 
nusia mengalami tmgkat kemakmuran yang palmg tinggi Terlampau banyak kekaguman diberikan 
kepada duma kesenian dan kesusasteraan yang tumbuh dengan suburnya, dan orang tidak cukiip 
mempertimbangkan tujuan kebudayaan yang terselubung, atau yang berakibat fatal Idque apud 
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BAB X 

PENYALAHGUNAAN PEMERINTAH DAN KECENDERUNGANNYA 

KE ARAH DEGENERASI 

Sebagaimana kemgman pribadi yang terus menerus bergerak melawan 
kehendak umum, demikian pula pemenntah tidak henti-hentmya berusaha 
melawan penguasa. Makin menmgkat usaha ini, makin berubahlah undang- 
undang dasar; dan karena tidak ada kehendak dari suatu badan yang lain 
yang menghasilkan suatu keseimbangan dalam menentang keinginan raja, 
akhimya penguasa harus ditindas oleh raja hingga hancurlah perjanjian so¬ 
sial. Perbuatan jahat yang menjadi pembawaan lahir serta yang tidak dapat 
dihindarkan ini berkecenderungan, sudah sejak negara hukum menghan- 
curkannya, seperti usia tua dan kematian menggerogoti tubuh manusia. 

Ada dua cara umum yang dapat memerosotkan derajat atau wibawa 
pemenntah: bila pemerintah mendenta penyusutan (contraction), atau bila 
negara dibubarkan. 

Pemerintah mendenta penyusutan ketika anggotanya berubah dari yang 
besar jumlahnya menjadi lebih sedikit; ketika dalam menjalankan kebijak- 
annya la berubah dan demokrasi menjadi anstokrasi; dan dan aristokrasi 


imperitos humamtas vocabatur, cum pars servitutis esset (”Orang tolol menamakan ‘kemanusiaan’ 
sebapai banan dan perbudakan ” (Tacitus Agncola 31) Tidak pernahkah akan kita ketahui sifat 
mementingkan din sendrn yang besar sekab hingga menyebabkan para penulis menyebarkan pe- 
patah demikian? 

Tetapi, bia kanlah apa yang hendak mereka katakan dan adalah keliru bila dalam suatu negara 
mengharapkan semua berjalan baik Biarkan sajalah negara dapat menjadi semarak bila penduduknya 
berkurang jumlahnya dan seorang penyair dalam zamannya tidak merasa hidup terbaik yang pernah 
dialami duma dengan penghasilannya s besar seratus ribu Livres. Untuk menilai zaman apakah yang 
paling membahagiakan, maka kita seharusnya mengurangi pertimbangan atas munculnya kehidupan 
yang sentosa serta tenang bagi para pemimpin negeri ketimbang kesejahteraan seluruh bangsa, ter- 
utama sekali bagi negara yang banyak penduduknya Badai es dapat menyebarkan kerusakan di be- 
berapa wilayah tetapi 1 a jarang menyebabkan timbulnya kelaparan umum Pemberontakan dan pe- 
rang sipil dapat menirnbulkan ketakutan pada banyak pemimpm negara; tetapi hal ltu tidak dapat 
membuktikan adanya kemalangan bagi rakyat bahkan mungkm sekali memperoleh kelonggaran se- 
lama adanya pertempuran antara mereka yang berusaha berbuat lahm terhadap rakyat Keadaan yang 
sama berlangsung terus menerus hingga membuat kemakmuran atau malapetaka menjadi kenyataan. 
Ketika seluruh bangsa ditundukkan di bawah penindasan, semuanya menjadi hancur dan kemudian 
para pemimpin dapat sekehendak hatmya merusak rakyat Ubx sohtudinem faciunt, pacem appel¬ 
lant (”Di mana pun mereka berhasil membuat ketenangan mereka sebut ltu perdamaian”, (Tacitus, 
Agncola 31) Ketika para kepala faksi di Perancis bangkit hingga menggocangkan kerajaan dan 
pembantu Uskup (Coadjuctor) Paris menganggap sangat perlu membawa tanda sahd di kantong se- 
tiap kah pergi ke parlemen, rakyat Perancis hidup terhormat, bebas dan tenang Pada waktu da- 
hulu Yunani tumbuh dengan subur di tengah tengah peperangan yang amat kejam darah mengahr 
sangat banyaknya dan negara terselubung oleh manusia Kata Machiavelli, Repubhk kita menjadi 
lebih kuat di tengah tengah skena pembunuhan pembuangan dan perang sipil, kebaikan, ketmggian 
moral dan kebebasan para warga lebih berhasil memperkuat negara ketimbang semua bertikaian 
yang melemahkannya, Sedikit saja hasutan akan membenkan semangat baru kepada jiwa manusia, 
dan kemakmuran bangsa jauh lebih banyak bergantung pada kebebasan danpada perdamaian 
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menjadi pemerintah kerajaan. Inilah jalan yang sudah tentu cenderung di- 
tempuhnya . 1 Andaikata arahnya mundur, mulai dari jumlah yang kecil 
menuju pada jumlah yang besar, maka dapat dikatakan bahwa itu hanyalah 
untuk bersantai-santai; tetapi kemampuan yang terbalik ini tidaklah mung- 
kin. 

Sebenamya, pemerintah tidak pemah mengubah bentuknya kecuali ke- 
tika la kehabisan energi (tenaga) yang membuatnya terlampau lemah untuk 
menopang dirmya sendiri. Apabila pemerintah lebih santai bekerja dengan 
cara memperbesar dirinya (ruang lmgkupnya), maka kekuatannya akan le- 
nyap sama sekali dan ia tidak dapat hidup lebih lama lagi. Kemudian la 
perlu sekali menghimpun dan memulihkan kembali energmya, atau negara 
yang ditopangnya akan jatuh berantakan. 

Pembubaran negara hanya dapat terjadi dengan dua jalan: pertama, ji- 
kalau raja tidak lagi setia pada hukum dalam pemerintahan negara serta me- 

1 Terbentuknya Republik Venesia secara perlahan dan maju dengan segala salurannya memberi- 
kan contoh khusus ten tang pergantian ini, dan amat mengherankan bahwa setelah dalam kurun 
waktu lebih dan 1 200 tahun orang Venesia tampak tetap tenang, hanya dalam tahap kedua dari 
perubahan bertahap dimulai dengan Serrar di Consiglio dalam tahun 1198 Sebagaimana dengan 
Doge kuno (kepala para hakim di Venesia atau Genoa) yang mereka cela dan apa pun yang dikatakan 
Squittinio della liberta veneta tentang mereka adalah jelas sekali bahwa mereka bukan para penguasa. 

Kemungkinan saya akan dibentahu bahwa Repubhk Roma menempuh jalan yang terbalik 
seperti yang saya katakan tak mungkin, yakm peralihan dari monarki ke aristokrasi» dan kemudian 
ke demokarsi Saya tidak dapat menyetujui mereka yang mengira bahwa mereka berbuat demikian 

Pembentukan pertama yang dilakukan oleh Romulus adalah pemerintah campuran yang segera 
merosot menjadi despotisme (kelahman). Oleh beberapa sebab khusus, negara lenyap sebelum wak 
tunya seperti sec rang anak memnggal sebelum dewasa. Pengusiran terhadap kaum Turki merupakan 
zaman lahirnya Republik yang sebenarnya Tetapi, kemudian la tidak memperoleh bentuk yang kon- 
sisten selama martabat patnsia (bangsawan) tidak dihapuskan, dan penyusunan pemerintah sudah 
tentu dilakukan setengah selesai Jems aristokrasi yang turun temurun itu, yang terbuiuk dari semua 
pemerintahan yang sah, mempertahankan kelangsungan pertentangan dengan demokrasi secara terus 
menerus, dan bentuk pemerintah itu tidak pernah ditetapkan camp i terbentuknya pengadilan se- 
bagaimana dibuktikan oleh Machiavelli Kemudian hanya merekalah yang mempunyai pemerintah 
yang sebenarnya dan demokrasi yang sejati. Sebenarnya rakyat tidak hanya menjadi penguasa me- 
lamkan juga hakim dan wasit; dan senat tidak lain hanya menjadi pengadilan yang lebih rendah ting- 
katnya yang bertugas melunakkan atau membersihkan pemerintah Sementara para konsul sendiri, 
meskipun mereka adalah bangsawan, hakim yang pertama serta jenderal, maka selama perang ber- 
langsung dibenkan otontas mutlak, di Roma tidak lebih hanya menjadi presiden dari rakyat Pe 
menntah segera diketahui untuk mengikuti kemauan alaminya dan sangat cenderung pada aristok 
krasi Karena pangkat pat lsia dihapuskan dengan sendmnya, maka aristokrasi tidak mempunyai 
tempat lagi di lmgkungan patrisia (bangsawan) sebagaimana halnya yang terjadi di Venesia dan Ge 
noa, tetapi tersedia tempat di lmgkungan senat yang terdiri dari patrisia dan plebeian (rakyat jelata) 
Bahkan di dalam badan peradilan ketika mereka mulai berkuasa secara aktif : karena kata kata tidak 
membuat perbedaan dalam segala hal Apabila rakyat mempunyai pemimpin yang memerintah me¬ 
reka, tidak lagi menjadi masalah apa pun namanya pemimpin itu, ini selalu merupakan suatu bentuk 
aristokrasi 

Peny lahgunaan aristokrasi melahirkan peperangan sipil, dan pada Tritunggal Sulla, Julius 
Caesar dan Augustus yang sesungguhnya menjadi raja dalam arti kata yang sebenarnya; dan akhirnya 
negara dibubarkan di bawah kelaliman Tibenus Karena itu, sejarah Romawi adalah begitu jauh dari 
memalsukan prinsip saya yang membenarkan hal ini {The Squittinio adalah karya yang diterbitkan 
tanpa nama pengarangnya pada tahun 1612) 
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rebut kekuasaan penguasa. Teijaddah kemudian suatu perubahan yang 
sangat luar biasa. Negara, bukan pemermtah, menderita penyusutan (con- 
traction); saya maksudkan bahwa negara yang besar itu dibubarkan, dan 
dari puing-puingnya dibentuk negara yang lain, yang keseluruhannya ter- 
din dari para anggota pemermtah, yang di dalam kedudukannya yang baru 
itu mereka tidak mempunyai hubungan dengan rakyat lainnya kecuali 
dengan raja lahm serta pemimpin mereka. Pada saat pemermtah merebut 
kedaulatan, perjanjian sosial hancur. Semua warga negara secara pribadi 
berhak masuk kembali ke dalam kebebasan alami mereka. Sejak saat itu 
dengan kekerasan dipaksa supaya taat, tetapi tidak diharuskan sebagai 
suatu kewajiban. 

Hal yang sama terjadi ketika para anggota pemermtah masing-masing 
merampas kekuasaan, yang seharusnya hanya mereka lakukan sebagai satu 
badan. Suatu keadaan yang tidak lam adalah pelanggaran terhadap hukum, 
dan bahkan menyebabkan kekacauan yang lebih besar. Pada saat itu ba- 
nyaknya pangeran sama dengan banyaknya hakim, dan negara tidak kurang 
terpecahnya daripada pemermtah, harus musnah atau merubah bentuknya. 

Apabila negara dibubarkan, penyalahgunaan pemerintahan yang bagai- 
manapun disebut ”anarki”. Tetapi, untuk membedakannya, demokrasi 
merosot ke dalam ochiocracy (kekuasaan rakyat yang tidak terkendali), 
dan aristokrasi menjadi ”oligarchy” (kekuasaan beberapa gelintir selalu ber- 
ubah menjadi ”tyranny” (kekuasaan yang kejam), tetapi istilah ”tyranny” 
itu adalah samar-samar dan perlu sekali untuk dijelaskan. 

Dalam kata yang kasar, seseorang tiran adalah seorang raja yang me- 
merintah dengan kekerasan tanpa mempertimbangkan rasa keadilan atau 
hukum. Dalam arti yang tepat, seorang tiran adalah individu yang merebut 
wewenang raja untuk kepentmgan diri sendiri tanpa sesuatu hak atasnya. 
Orang Yunam menggunakan nama itu untuk mereka yang dilukiskan se- 
bagaimana tersebut di atas: mereka menerapkannya secara acuh-tak-acuh 
pada raja yang baik, yang kekuasaannya tidak sah . 2 Jadi, ”tiran” (orang 
yang kejam) dan ”usurper” (perebut kekuasaan) adalah istilah yang benar- 
benar mengandung arti yang sama. 

Bahwasanya saya dapat menggunakan nama yang berbeda pada sesuatu 
yang berlainan, saya menamakan perebut kekuasaan dari otoritas raja 
adalah seorang ”tirani” (kejam) dan perebut wewenang dari penguasa se¬ 
bagai seorang ”despot” (lalim). Jadi, seorang tiran (kejam) tidak dapat men- 


2 Omnes emm et habentur et dicuntur tyranni qui potestate utuntur perpetua in ea civitate 
qyuae libertate usa est (Cornelius Nep os. The Life of Miltiades) ('Mereka yang berkuasa terus 
menerus di suatu negara yang telah mengenal kebebasan dinamakan dan dipandang sebagai "tiran”. 
Benar seka! bila Aristoteles (Nichomochean Ethics, Jihd VIII Bab 10) membedakan tiran (kejam) 
dengan raja, katanya, yang tersebut pertama hanya memermtah untuk melayam dtri sendiri, yang 
tersebut b lakan an itu untuk melayani warganya Tetapi, para penulis Yunam pada umumnya me- 
makai kata tiran dalam arti lain, sebagaimana khususnya tampak dalam Hiero karya Xenophon; dan 
dari perb daan yang diberikan Aristoteles kita harus benar benar menyimpulkan bahwa sejak duma 
mi ada tidak seorang pun raja kita jumpai 
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jadi seorang despot (lalim), tetapi seorang despot (lalim) adalah selalu se- 
orang tiran (kejam). 


BAB XI 

MATINYA NEGARA HUKUM 

Demikianlah kecenderungan yang wajar serta tidak terelakkan dari peme- 
nntah yang terbaik yang diberi kekuasaan. Apabila Sparta dan Roma lenyap, 
negara manakah pula yang mengharapkan dapat hidup terus menerus? Ji- 
kalau kita ingin membentuk suatu lembaga, marilah berusaha membuatnya 
agar dapat bertahan lama, tetapi sekali-kali janganlah mengharapkan abadi 
umumya. Mereka yang berhasil dalam suatu usaha seharusnya jangan hen- 
daknya mengusahakan sesuatu yang tidak dimungkinkan, atau menyanjung 
diri bahwa mereka dapat membuat karya manusia menjadi abadi. Pada ke- 
nyataannya manusia tidak mampu membuat sesuatu yang abadi. 

Negara hukum seperti layaknya tubuh manusia, mulai mati sejak ia 
lahir dan dalam dirinya terkandung sebab-sebab kehancurannya. Tetapi, 
masa hidup kedua-duanya akan menjadi lebih lama atau lebih singkat dan 
keadaan semacam ini bergantung pada kuat atau lemahnya keadaan tubuh- 
nya. Sebagaimana kita ketahui, keadaan tubuh manusia adalah karya alam, 
sedangkan keadaan negara adalah produk suatu karya seni. Sekalipun secara 
konsekuen tidak bergantung pada manusia untuk menjamin umur panjang 
bagi dirinya. Namun untuk membenkan umur sepanjang mungkin kepada 
negara adalah bergantung pada manusia, yakm dengan membenkan konsti- 
tusi yang sebaik mungkin kepadanya. Lambat laun yang paling bersemangat 
pun akan hancur pula, tetapi negara akan lenyap dalam perjalanan waktu 
yang lebih kemudian ketimbang lainnya. Kecuali apabila terjadi bencana 
yang sama sekali tidak terduga yang mempercepat kematiannya atau ke- 
runtuhannya. 

Azas kehidupan politik terletak dalam otoritas penguasa. Kekuasaan 
legislatif adalah jantung negara, dan kekuasaan eksekutif adalah otaknya 
yang menggerakkan semua bagian. Otak dapat lumpuh (paralytic), dan in- 
dividu masih tetap hidup. Orang mungkin dapat sintmg dan tetap hidup, 
tetapi apabila jantung berhenti menjalankan tugasnya, maka hewan pun 
mati. 

Negara dapat hidup bukan karena hukum, tetapi karena kekuasaan 
legislatif. Hukum yang kemarin berlaku tidak pula dapat berlaku untuk 
hari ini. Tetapi kesepakatan yang dilakukan secara diam-diam dapat disim- 
pulkan dan sikap diam orangnya, dan penguasa yang mampu mencabut 
hukum dianggap secara terus-menerus menyetujui hukum yang tidak di- 
cabutnya. Apa pun yang sekali telah dmyatakan sebagai kehendaknya ada¬ 
lah senantiasa tetap merupakan kehendaknya, setidak-tidaknya sampai 
pemyataan ltu ditanknya kembah. 
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Kemudian, mengapa hukum yang lama ltu begitu banyak dihormati? 
Karena alasan itulah pula seperti yang baru saja saya kemukakan. Kita per- 
caya, tiada lam hanya kehendak mereka Yang Mulai yang telah pergi men- 
dahului kita, yang lama dapat dipertahankan dan terus berlaku. Jikalau 
penguasa menganggap hal itu selalu tidak bermanfaat lagi, maka sudah bisa 
dipastikan untuk disebut. Inilah prmsipnya, mengapa hukum di setiap 
negara yang memihki konstitusi yang baik selalu memperoleh kekuatan 
baru, asal saja negara tidak menjadi lemah karenanya. Rasa hormat kita 
pada segala yang berasal dari zaman kuno membuat hukum lebih pantas 
dimuliakan setiap hari. Apabila hukum diperlemah oleh zaman, maka kita 
yakm bahwa kekuasaan legislatif tidak dapat menjalankan tugasnya lagi 
dan negara menjadi kadaluawarsa. 


BAB XII 

BAGAIMANA OTORITAS PENGUASA DIPERTAHANKAN 

Penguasa yang tidak mempunyai kekuatan lain selain kekuasaan legis¬ 
latif, hanya bertindak semata-mata berdasarkan hukum; dan hukum hanya 
merupakan tindakan otentik dari kehendak umum. Penguasa sama sekali 
tidak dapat bertindak kecuali apabila rakyat bersidang. Sementara orang 
mungkin akan berpikir bahwa gagasan tentang persidangan rakyat itu ada- 
lah gagasan yang tidak masuk akal belaka. Tetapi apabila la sekarang me¬ 
rupakan gagasan yang tidak masuk akal, maka pada masa dua nbu tahun 
yang lalu hal tersebut tidak dipandang demikian. Apakah dengan demikian 
manusia telah merubah sifat dasarnya? 

Batas kemungkman di bidang moral tidak demikian terbatas sebagai- 
mana banyak orang cenderung menganggapnya: yang membatasi lingkaran 
adalah kelemahan kita, sifat buruk kita dan prasangka kita. Jiwa yang hina- 
papa tidak percaya pada para orang besar, dan apabila kita berbicara ten¬ 
tang kebebasan sudah tentu para budak yang keji menjawab dengan ejekan 
yang menjijikkan. 

Be dasarkan apa yang telah dilakukan itu, kita dapat menilai apa yang 
seharusnya dapat dikerjakan lagi. Saya tidak mgin berbicara tentang Repu- 
bhk unam kuno, tetapi Republik Rumawi yang saya simpulkan itu me¬ 
rupakan negara yang amat besar, dan kota Roma adalah kota yang dikenal 
sangat besar. Berdasarkan sensus terakhir di Roma temyata terdapat 
empat ratus nbu warga negara yang memanggul senjata dan terakhir kali 
penduduk kekaisaran dihitung berjumlah empat juta orang lebih, tidak ter- 
masuk orang-orang terjajah, orang asing, wamta, anak-anak dan para budak. 

Kesulitan apa yang seharusnya ada untuk dapat kita simpulkan dengan 
senng berkumpulnya orang yang luar biasa banyak di lbu kota mi dan se- 
kitamya! Namun demikian, beberapa pekan yang lalu rakyat Roma tidak 
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lagi datang berkumpul, hanya kadangkala mereka bertemu beberapa kali 
dalam sepekan. Mereka tidak saja menggunakan hak kedaulatan itu, tetapi 
juga bagian tertentu dari hak kedaulatan pemerintah. Mereka mempertim- 
bangkan beberapa urusan tertentu, mereka memlai kasus-kasus tertentu, 
dan datang ke majelis umum hampir sama senngnya dalam kedudukannya 
sebagai hakim seperti dalam kedudukannya sebagai warga negara. 

Jikalau kita layangkan kembali pandangan kita jauh ke dalam abad 
masa lampau, kita akan menjumpai sebagian besar dari pemerintah kuno 
itu, bahkan pemerintah kerajaan seperti pemerintah Masedoma dan pe- 
menntah Frank, sama-sama mempunyai dewan yang serupa. Apa pun ka- 
susnya, satu kenyataan yang tidak diragukan lagi akan menjawab semua ke- 
sulitan: karena kemungkman untuk dapat menyimpulkan tentang apa yang 
telah terjadi tampak bagi saya harus ada pemikiran yang lebih baik. 


BAB XIII 

BAGAIMANA OTORITAS PENGUASA DIPERTAHANKAN 

(Lanjutan) 

Pada suatu ketika tidak cukup kiranya majelis rakyat untuk menetap- 
kan konstitusi negara dengan menyetujui seperangkat hukum, dan tidak 
cukup pula bahwa mereka harus menetapkan suatu pemerintah yang abadi, 
atau menetapkan berbagai peraturan untuk memilih para hakim secara de- 
fimtif. Di sampmg majelis luar biasa yang diperlukan oleh berbagai peris- 
tiwa yang sama sekali tidak terduga, seharusnya ada majelis yang teratur 
serta bersifat periodik yang tidak dapat dibubarkan atau ditutup oleh apa 
pun, sehingga pada han yang dmyatakan bahwa orang-orang akan diundang 
bersidang secara sah, tanpa diperlukan sesuatu lainnya untuk mengadakan 
pertemuan formal. 

Tetapi, selain majelis ini yang diberi wewenang oleh janjinya sendiri, 
semua majelis rakyat yang tidak dipanggil bersidang oleh para hakim yang 
ditunjuk untuk tugas itu serta yang tidak sesuai dengan peraturan yang 
telah ditetapkan, harus dianggap tidak sah. Tindakan yang diambil oleh 
suatu majelis semacam itu tidak akan berlaku karena perintah yang se- 
benamya guna mengadakan persidangan harus berasal dan hukum. 

Berkenaan dengan langkanya pertemuan rakyat yang sah ini, maka per¬ 
temuan itu harus bergantung pada begitu banyak pertimbangan sehingga 
tidak mungkin menentukan berbagai peraturan yang tepat bagi pertemuan 
tersebut. Pada umumnya dapat dikatakan, makin banyak pemerintah mem¬ 
punyai kekuasaan makin sering penguasa harus memperlihatkan dirinya. 

Hal ini, demikian dikatakan kepada saya, mungkin baik untuk satu 
kota. Tetapi, bagaimana hal ini dapat dilaksanakan dalam satu negara yang 
terdiri atas beberapa kota? Apakah dalam kasus semacam itu saya akan 
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membagi otoritas penguasa? Ataukah saya akan memusatkannya di satu 
kota saja, dan semua kota larnnya han s tunduk padanya? 

Saya akan membenkan tanggapan, baik masalah yang satu ini maupun 
yang lain hendaknya jangan dilakukan. Pertama, otoritas penguasa adalah 
sederhana serta mandin dan tidak dapat dibagi tanpa menghancurkannya. 
Kedua, tiada kota lam yang dapat dipertanggungjawabkan, sebab inti ne- 
gara hukum terdiri atas persatuan ketaatan serta kebebasan, dan karena 
kata kata ”warga jajahan” dan ”penguasa” adalah identik serta saling ber- 
kaitan, yang berarti dipersatukan ke dalam kata tunggal ”warga negara”. 

Saya akan menjawab lebih jauh lagi yakni, adalah selalu salah satu 
untuk mempersatukan banyak kota kecil ke dalam sebuah kota besar, dan 
siapa pun yang membuat persatuan demikian seharusnya jangan berharap 
dapat mencegah segala kendala yang timbul secara wajar sebagai akibat dari 
tindakan itu. Adalah sangat mustahil untuk berbicara tentang penyalah- 
gunaan yang terjadi di negara besar dengan mereka yang hanya ingin mem- 
bentuk negara kecil belaka. Tetapi, bagaimana caranya dapat menghubung- 
kan kekuatan yang secukupnya untuk negara-negara yang kecil agar dapat 
membela mereka dalam menghadapi serangan negara besar; seperti kota- 
kota Yunam yang pada suatu saat melawan kekuasaan raja yang lebih kuat; 
dan Belanda serta Swiss yang lebih belakangan melawan bangsa Austria. 

Meskipun demikian jikalau tidak mungkin mengurangi kekuatan negara 
dalam batas yang wajar, maka masih ada tindakan yang dapat diambil — 
tidak mengizinkan la menjadi lbu-kota, tetapi secara bergilir memindahkan 
kedudukan pemenntah kesetiap kota, dan mengadakan sidang secara ber- 
giliran di setiap propinsi negen itu. 

Biarkanlah setiap bagian dari wilayah kekuasaan sama-sama ditempati 
oleh penduduk, hak yang sama dijabarkan pada semua orang, dan sebarkan- 
lah kelimpahan serta kehidupan ke setiap pelosok. Dengan cara ini pada 
waktunya negara akan menjadi yang paling kuat dan diperintah paling baik 
bila keadaan mengizinkannya. Ingatlah pula, bahwa tembok yang tinggi le- 
taknya di kota itu dibangun di atas reruntuhan rumah-rumah yang pemah 
menghiasi ladang-ladang. Untuk setiap istana yang saya lihat di ketinggian 
ke dalam lbu-kota, saya melihat seluruh negen dihancurkan. 


BAB XIV 

BAGAIMANA OTORITAS PENGUASA DIPERTAHANKAN 

(Lanjutan) 

Pada saat orang bersidang dengan sah sebagai badan penguasa, semua 
yurisdiksi pemenntah berhenti, kekuasaan eksekutif ditangguhkan, dan 
pribadi warga negara yang paling melarat adalah sama sucinya seperti hakim 
tertinggi karena bila orang yang diwakili dapat ditemukan, maka seorang 
wakil rakyat tidak diperlukan lagi. Sebagian besar keributan yang terjadi di 
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Comilia Roma disebabkan oleh ketidakpahaman, atau setidak-tidaknya 
mengabaikan peraturan ini. Para konsul ketika ltu semata-mata hanya me- 
rupakan presiden dari rakyat. Para tribun (Hakim Romawi yang dipilih 
oleh rakyat untuk membela hak-hak rakyat. Pen.) adalah para speaker 1 
biasa, sedangkan senat sama sekali bukan apa-apa. 

Masa jedah dalam penundaan mi, ketika raja mengakui atau harus me- 
ngakui seorang pemimpin yang sebenamya, senantiasa berat bagi kekuasaan 
ltu. Majelis rakyat ini berfungsi sebagai tameng negara hukum serta pengen- 
dali aktivitas pemerintah. Ia (majelis rakyat) pernah menjadi teror para ke- 
pala, yang tanpa malu-malu suka membuat banyak janj‘i dan penderitaan 
rakyat, dan yang selalu mengemukakan keberatan serta rmtangan untuk 
mencegah para warga mengadakan persidangan. Ketika yang terakhir (para 
kepala) menjadi bertambah serakah, kecut hati serta kendala, mereka lebih 
menyukai ketenangan danpada kebebasan rakyat dan tidak dapat lebih 
lama menahan upaya pemerintah yang dilipatduakan itu. Dengan demikian 
kekuatan yang menentang itu bertambah besar terus menerus, yang akibat- 
nya otoritas penguasa menjadi lenyap sama sekali, dan banyak kota jatuh 
serta binasa karena nasibnya yang pradim itu. 

Tetapi, antara otoritas penguasa dan pemerintah yang sewenang- 
wenang kadangkala terdapat kekuasaan penengah yang perlu sekali disebut- 
kan. 


BAB XV 

UTUSAN DAN WAKIL RAKYAT 

Secepatnya orang mempertimbangkan untuk berhenti dari jabatan 
dalam pemerintahan sebagai utusan utama warga negara, dan lebih baik 
memilih pekerjaan untuk melayam umum dengan isi dompetnya daripada 
dengan pribadmya (sebagai wakil rakyat), dapat kita nyatakan bahwa ne¬ 
gara berada di ambang pintu keruntuhannya. Apakah para warga negara 
dipersilakan berbaris untuk berperang? Mereka membayar prajurit untuk 
mencapai tujuan itu, dan tetap nyaman tinggal di rumah. Apakah mereka di 
panggil ke dewan? Mereka mengangkat utusan dan lebih laras tinggal di 
rumah. Dengan demikian sebagai akibat dari kemalasan dan tumpukan 
uang, mereka menggunakan prajurit untuk memperbudak negen mereka 
dan menggunakan para wakil rakyat untuk menjual negeri itu. 

Ketergesaan perdagangan dan kesenian, kerakusan yang haus akan ke- 
untungan, kelembutan sifat seperti perempuan dan cinta pada hidup 
mewah, kesemuanya ini menyebabkan adanya permaman uang demi pe- 
layanan pribadi. Orang menyisihkan sebagian keuntungan yang diperoleh- 


1 Kata "speaker” yang dipakai di sini artinya mirip dengan Ketua Parlemen Inggns Keminpan 
tugasnya menimbulkan pertentangan antara para konsul dan tnbun sekalipun semua yundiksi 
ditangguhkan 
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nya untuk mendapatkan kesenangan demi memperbesar keuntungannya. 
Berilah uang dan segera anda akan hidup dengan penuh ketenangan. Kata 
”keuangan” adalah suatu istilah perbudakan; ra tidak dikenal di kota yang 
sebenamya. Di negara yang benar-benar bebas, para warga negara menger- 
jakan semuanya dengan tangan mereka sendiri dan tidak sedikit pun dengan 
uang. Sebagai pengganti bagi pembelian pembebasan dan kewajiban, me¬ 
reka bahkan akan membayar untuk memenuhi kewajiban itu sendiri. Gagas- 
an saya tentang masalah ini sungguh sangat berbeda dengan gagasan yang 
sudah biasa ditenmanya, bahkan saya kira corvees 1 kurang melanggar ke- 
bebasan bila dibandingkan dengan pajak. 

Makin mapan suatu negara, makin banyak dikerjakan urusan umum 
untuk urusan pnbadi menurut pendapat para warganya. Perhatian pribadi/ 
perorangan bahkan menjadi sangat sedikit karena setiap mdividu memben- 
kan sebagian besar sahamnya dalam kebahagiaan bersama, sehingga la tidak 
banyak mempunyai kesempatan untuk mencarmya dalam sumber peng- 
hasilan pribadmya. Di dalam kota yang terpimpin dengan baik, setiap ang- 
gota merasa dengan gembira pergi ke majelis. Di bawah pemerintah yang 
buruk tidak seorang pun mgm membelokkan jalannya ke sana, sebab tidak 
seorang pun yang tertank pada cara kerja yang diramalkannya bahwa ke- 
hendak umum tidak akan menang. Akhirnya setiap orang kembali per- 
hatiannya pada urusan rumah-tangganya sendiri. Hukum yang baik menuju 
ke arah yang lebih baik, dan hukum yang buruk jarang gagal membangkit- 
kan keadaan yang lebih buruk lagi. Apabila pada suatu ketika anda men- 
dengar seseorang mengatakan, yakni ketika ia berbicara tentång urusan 
negara, ”Apa manfaatnya bagi saya?” maka anda dapat menyerah kalah 
bahwa negara telah lenyap. 

Berkurangnya rasa crnta pada tanah air, aktivitas demi kepentingan 
pribadi, luasnya negara yang bu kan kepalang, memngkatnya usaha penak- 
lukkan, dan penyalahgunaan wewenang pemerintah, seyogianya diangkat 
utusan atau wakil rakyat di majelis nasional. Para wakil rakyat ini merupa- 
kan bahan, yang di negeri tertentu mereka beram memberikan nama ”Third 
Estate” (Golongan Ketiga), seakan-akan kepentingan pribadi dari dua go- 
longan lainnya layak mendapat kedudukan yang pertama dan kedua, dan 
kepentingan umum akan dianggap hanya di tempat ketiga. 

Kedaulatan tidak dapt diwakilkan, dan dengan alasan yang sama tidak 
dapat pula dipindahkan haknya. Intmya adalah kehendak umum, dan ke- 
hendak itu harus berbicara untuk dirmya sendiri atau bukan samasekali. 
Kehendak itu adalah dirinya sendiri, atau bukan dirinya sendiri: tidak 
mungkin ada yang ditengahnya. Oleh karena itu para utusan rakyat bukan 
dan tidak dapat menjadi wakil rakyat. Mereka hanya dapat menjadi komi- 
saris saja, dan sebagai komisaris tidak berhak memutuskan segala sesuatu 
secara definitif. Tindakan mereka tidak dapat menjadi hukum, kecuali jika 
itu disahkan oleh rakyat sebagai pribadi. Tanpa pengesahan itu tidak ada 


1 (sistem kerja-paksa). 
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sesuatu yang dapat menjadi hukum. Rakyat Inggris membohongi dirinya 
sendiri ketika mereka membayangkan dalam keadaan bebas. Sesunggguh- 
nya mereka dalam keadaan bebas hanya selama pemilihan anggota parle- 
men berlangsung. Begitu parlemon barn terpilih, mereka dirantai kembali, 
dan tidak lagi mempunyai arti apa pun. Jadi, dengan usainya saat-saat 
kebebasan mereka yang singkat itu, mereka layak menerima kekalahannya. 

Gagasan tentang perwakilan rakyat itu adalah modern dan berasal dari 
pemerintah feodal, yaitu suatu sistem yang tidak masuk akal, tidak adil, 
menurunkan martabit manusia aan mencemaikan nama orang. Rakyat 
tidak pemah mepunyai wakilnya di dalam republik, bahkan juga tidak da¬ 
lam monarki pada zaman dahulu kala, dan kata itu tidak dikenal di kalang- 
an mereka. Adalah sangat ganjil bahwa di Roma dimana para tribun sangat 
dihormati, tidak pemah orang menganggap bahwa mereka dapat mengem- 
ban tugas rakyat di atas pundak mereka, dan di tengah-tengah sekian 
banyak orang mereka tidak pemah mencoba melakukan plebisit (plebisci- 
tum) berdasarkan otontas mereka sendiri. Kendati demikian kadangkala 
kita dapat memlai betapa memalukan tentunya bagi sejumlah besar orang 
dengan apa yang telah terjadi pada zaman kehidupan Gracchi, ketika be- 
berapa warga negara diwajibkan memberikan suaranya dari atap-atap 
rumah. 

Apabila hak dan kewajiban mengisi pikiran manusia, sedikit sekali di- 
perhatikan terhadap segala yang menyusahkan yang mungkm sekali bisa 
terjadi. Ini adalah kasus yang terjadi pada diri orang-orang Roma yang bi- 
jaksana serta yang telah memberikan haknya yang adil; mereka mengijin- 
kan penggunaan hak-hak tertentu pada para algojonya, yang para tnbunnya 
tidak berani melakukannya karena tidaklah berbahaya kalau yang tersebut 
terdahulu pemah menganggapnya mewakili mereka. 

Benar sekali, dalam hal tertentu yang dilakukan oleh para tribun 
memang mewakili rakyat. Untuk menjelaskan bagaimana mereka mewakili 
rakyat, kita harus melukiskan bagaimana pemerintah mewakili penguasa. 
Hukum adalah satu satunya pemyataan kehendak umum. Menjadi jelas 
bahwa rakyat tidak dapat diwakili dalam kapasitas legislatif. Tetapi rakyat 
dapat dan hendaknya berada dalam kekuasaan eksekutif sebagai satu-satu- 
nya kekuatan terapan untuk melaksanakan hukum. Karena masalah ini kita 
dapat merasakan pada pengujian kebenaran keadaan sesuatu bahwa amat 
sedikit bangsa bangsa mempunyai hukum. Tetapi, berkenaan dengan peran 
para tribun, sudah pasti tidak sebagian pun dari kekuasaan eksekutif me- 
nymggungnya. Demikian pula mereka tidak dapat mewakili rakyat Roma 
sebagai akibat dari hak hak yang berkaitan dengan jabatan mereka. Mereka 
hanya dapat melakukannya dengan merampas hak-hak senat. 

Apa pun yang harus dilakukan oleh rakyat, rakyat Yunam melakukan¬ 
nya secara pnbadi dan mereka dikumpulkan secara kontinyu di lapangan 
umum. 

Hal mi dapat mereka lakukan karena lklim negermya yang sejuk. Pem- 
bebasan mereka disebabkan oleh sifat yang buruk yakm keserakahan, dan 
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karena mempunyai cukup banyak budak untuk melakukan pekerjaannya — 
pekerjaan penting mereka adalah kebebasan. Tetapi, bagaimanakah rakyat 
yang tidak memkmati keuntungan yang sama itu melaksanakan hak-hak 
yang sama pula? Di negeri anda yang iklimnya lebih buruk, anda mem¬ 
punyai banyak keperluan . 2 Enam bulan dalam setahun cuaca tidak akan 
mengizinkan semua orang untuk berada di lapangan umum. Bahasa anda 
yang menjemukan itu tidak dapat dimengerti di udara terbuka. Anda lebih 
banyak memperhatikan keuntungan pribadi dibandingkan dengan upaya 
mempertahankan kebebasan anda, dan lebih takut akan menjadi miskin bila 
dibandingkan dengan menjadi budak. 

Apa! Kebebasan tergantung pada kerja-paksa budak karena dukungan- 
nya? Tidak mungkin. Dua perbedaan yang besar itu dapat saling mem- 
pengaruhi. Segala sesuatu yang tidak sejalan dengan alam pasti mengalamj 
kesuhtan, dan terutama sekali bagi masyarakat sipil. Terdapat suatu ke- 
adaan yang secara khusus patut disayangkan karena kebebasan beberapa 
orang tidak dapat dijamin kecuali atas kerugian kebebasan orang lainnya, 
di mana warga negara hanya dengan mutlak dapat bebas dengan menakluk- 
kan budaknya secara mutlak. Demikianlah yang terjadi dengan keadaan di 
Sparta. Tetapi, sebagaimana anda hidup pada hari sekarang, kendati tidak 
memiliki budak, anda sendiri dengan tidak terasa juga diperbudak. Anda 
membeli kebebasan mereka dengan mengorbankan kebebasan anda sendiri. 
Berusahalah menahan nafsu untuk bersuka ria dalam satu pilihan yang 
menurut pendapat saya lebih banyak menunjukkan kerendahan budi dari- 
pada kemanusiaan. 

Saya bermaksud untuk tidak mengadakan perbantahan tentang masalah 
ini, bahwa ada suatu keharusan untuk memiliki budak atau hak mengada¬ 
kan perbudakan itu adalah adil: jauh dari itu bahwa saya telah membukti- 
kan justru kebalikannya. Hanya mgm saya jelaskan alasannya, mengapa 
manusia modem yang percaya akan dinnya itu bebas mempunyai perwakil- 
an, dan mengapa manusia pada zaman dahulu kala tidak memilikinya. 
Mungkm masalah perbudakan itu sebagaimana yang dikehendaki, pada saat 
rakyat menyerahkan kekuasaannya ke dalam tangan para wakil rakyat, 
mereka sudah tidak bebas lagi; mereka berhenti untuk hidup. 

Setelah masalah itu diselidiki secara mendalam, saya tidak melihat 
bagaimana mungkm bagi penguasa untuk selanjutnya mempertahankan pe- 
laksanaan hak-haknya di antara kita, kecuali kalau kota itu sangat kecil. 
Namun bila kota itu amat kecil, apakah tidak akan ada kemungkinan untuk 
ditaklukkan? Tidak. Saya akan menjelaskan sekarang ini 3 bagaimana ke- 


2 

Dengan diperolehnya kemewahan serta kelembutan yang luwes orang Timur di negeri ber- 
ikhm dingin, kita yakin mereka menerima belenggunya, benar sekah, yang satu menundukkan kita 
melebihi keperluannya pada yang lain 

3 

Ini adalah pokok permasalahan yang saya usulkan kepada diri saya sendiri daiam lanjutan 
karya ini; ketika saya dalam rangka membahas hubungan ekstern datang ke konperensi yang harus 
memadukan semuanya Pokok permasalahan mi baru sama sekah dan azasnya beium ditentukan 
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kuasaan ekstern dari rakyat yang besar serta pemerintahan yang sangat 
baik dan ketertiban yang baik pula dari suatu negeri kecil dapat dipersatu- 
kan. 


BAB XVI 

LEMBAGA PEMERINTAH BUKAN SUATU KONTRAK 

Pada saat kekuasaan legislatif telah mencapai kemantapannya, tahap 
berikutnya adalah membentuk kekuasaan eksekutif. Yang tersebut ter- 
akhir ini geraknya terbatas pada tindakan khusus, seperti terpisahnya inti 
perundang-undangan, adalah w§jar. Andaikata penguasa mungkin dapat 
melaksanakan kekuasaan eksekutif, dianggap demikian, maka hak dan fak¬ 
ta akan demikian kacaunya hingga tidak akan ada cara untuk membedakan 
apa yang disebut hukum atau yang bukan hukum; dan negara hukum akan 
menjadi mangsa kekejaman itu, dan negara hukum itu pun didirikan untuk 
menmdas kekejaman itu. 

Menurut kontrak sosial semua warga negara mempunyai kedudukan 
yang sama, apa pun yang hendak mereka lakukan, semua dapat menentu- 
kan kendati tidak seorang pun berhak memmta orang lain untuk melakukan 
apa yang 1a sendiri tidak melakukannya. Hak ini adalah wajar dan demikian 
sangat diperlukan oleh kehidupan dan gerak negara hukum sehingga pe¬ 
nguasa menyerahkan kepada pangeran di lembaga pemerintah. 

Sementara orang menganggap bahwa tmdakan membentuk pemerintah 
adalah suatu kontrak antara rakyat dan para pemimpin yang mereka pihh 
bagi diri mereka sendiri. Kontrak ini menetapkan persyaratan antara dua 
pihak, yaitu pihak yang satu wajib memerintah dan pihak yang lain ber- 
kewajiban menaatinya. Saya yakm akan diakui bahwa masalah mi akan me- 
rupakan suatu kontrak yang aneh. Namun, marilah kita lihat bagaimana 
pendapat ini memperoleh dukungan. 

Pertama, kita mengetahui bahwa kekuasaan tertinggi tidak dapat me- 
ngubah maupun mengalihkan haknya sendiri; bila membatasinya akan ber- 
arti menghancurkannya. Oleh karena itu adalah mustahil dan bertentangan 
untuk mengira bahwa penguasa harus memberikan kepada dirinya seorang 
yang lebih tinggi. Mewajibkan pada dirinya sendiri untuk menaati seorang 
pemimpin, maka ia kembali pada kebebasan sepenuhnya. 

Lagi pula, adalah jelas bahwa suatu kontrak yang dibuat antara rakyat 
serta semacamnya dan orang-orang istimewa akan merupakan tindakan 
yang bersifat pribadi. Dan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kontrak 
ini tidak dapat menjadi suatu hukum atau suatu tindakan kedaulatan, dan 
sebagai akibatnya ia tidak dapat menjadi legal. 

Selanjutnya kita melihat bahwa pihak yang mengadakan kontrak dalam 
kaitan dengan satu sama lain hanya akan mengikuti hukum alam, dan tanpa 
jamman apa pun tentang pelaksanaan perjanjian itu secara timbal balik. 
Suatu keadaan yang bagaimanapun akan menjijikkan bagi negara sipil: ka- 
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rena pihak yang dipersenjatai dengan kekuasaan itu selalu dapat mengawasi 
pelaksanaannya, maka justru tidaklah konsisten untuk menganggap per- 
buatan yangdimaksud sebagai suatu kontrak, seperti halnya menganggap 
seseorang mengadakan kontrak dengan orang lain, kemudian mengatakan 
padanya, ”Saya memberikan semua milik saya kepada anda, asal saja anda 
mengembalikan kepada saya sebanyak yang anda sukai”. 

Tetapi, dalam negara hanya ada satu kontrak, yang saya maksudkan 
perjanjian asosiasi: semua yang lain berada di luamya”. Tidak dapat dilukis- 
kan adanya kontrak umum, yang tidak akan merupakan pelanggaran ter- 
hadap yang pertama itu. 


BAB XVII 

LEMBAGA PEMERINTAH 

Bagaimakah tindakan melembagakan pemermtah harus kita lukiskan? 
Pertama, saya akan mengatakan bahwa tindakan ini adalah rumit, atau ia 
terdiri atas dua masalah lain, yakm menetapkan hukum dan melaksanakan 
hukum. 

Menurut yang pertama, penguasa menetapkan adanya suatu badan pe- 
merintah yang disusun menurut sesuatu bentuk, dan dengan jelas perbuat- 
an tersebut merupakan hukum. 

Menurut yang kedua, rakyat mengatakan bahwa para pemimpinlah yang 
ditugaskan untuk membentuk pemermtah. Tetapi nominasi ini sebagai 
suatu tindakan istimewa, bukanlah suatu hukum yang kedua melainkan 
hanya akibat dan tindakan pertama sebagai suatu fungsi pemerintah. 

Kesuhtan yang timbul adalah, bagaimana dapat dimengerti adanya 
suatu tindakan pemerintah sebelum ada pemerintah, dan bagaimana rakyat 
selain sebagai penguasa atau subyek dapat pula menjadi pangeran atau 
hakim dalam keadaan tertentu. 

Di smi kita menemukan salah satu sifat yang mengherankan dari negara 
hukum, yakni ia mendamaikan tindakan yang jelas bertentangan. Karena 
dengan tindakan mi kedaulatan tiba-tiba dialihkan ke dalam demokrasi se- 
demikian rupa hmgga para warga menjadi hakim, beralih dari mengadakan 
tmdakan umum ke tindakan khusus, dan dari membuat hukum ke pelaksa- 
naan hukum. Peralihan itu terjadi tanpa adanya perubahan yang masuk akal 
semata mata melalui hubungan baru dari semua dengan semua. 

Perubahan keadaan relatif im bukan suatu kepelikan yang bersifat spe- 
kulatif, yang dalam praktek tiada contohnya: dalam parlemen Inggris se- 
tiap hari, pada keadaan tertentu Majelis Rendah berubah menjadi beberapa 
komite besar agar dapat membicarakan berbagai permasalahan secara lebih 
baik lagi, dan menjadi suatu komisi biasa dari majelis yang amat berdaulat 
itu yang telah membentuknya beberapa saat sebelumnya. Berdasarkan sifat 
komite ini, ia kemudian melaporkan cara kerjanya pada dirinya sendiri se- 
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bagai Majelis Rendah, dan mengadakan permusyawaratan baru dengan acara 
lam tentang segala yang telah diputuskan di suatu komite. 

Demikianlah manfaatnya yang khas bagi suatu pemerintah yang de- 
mokratis. Pemerintah sebenamya dapat ditetapkan dengan tindakan biasa 
yang didasarkan pada kehendak umum. Kemudian, pemerintah sementara 
ini tetap memegang kekuasaan seandainya bentuk milah yang disetujui, 
atau atas nama penguasa menyusun pemerintah sesuai dengan ketentuan 
hukum. Seluruh cara kerjanya adalah sesuai dengan peraturan yang telah 
ditetapkan. Tidaklah mungkm membentuk pemerintah yang sah dengan 
cara lam, atau tanpa melanggar azas yang ditentukan sebelumnya. 


BAB XVIII 

SARANA MENCEGAH PEREBUTAN KEKUASAAN PEMERINTAH 

Hasil penjelasan ini membenarkan penegasan saya sebagaimana yang 
terdapat dalam Bab XVI, bahwa tindakan menyusun pemerintah itu bukan 
suatu kontrak, melainkan suatu hukum. Para pemegang kekuasaan ekse- 
kutif bukanlah para pemimpin rakyat melainkan para pejabat. Rakyat 
dapat menetapkan serta menggantikan mereka bila rakyat menghendaki; 
bagi mereka hal itu bukan masalah perjanjian melainkan masalah ketaatan; 
dan dalam melaksanakan fungsi yang ditentukan oleh negara bagi mereka, 
para anggota badan eksekutif hanya memenuhi kewajiban mereka sebagai 
warga negara dan mereka tidak berhak mempersoalkan persyaratannya. 

Oleh karena itu bila terjadi rakyat ingm membentuk suatu pemerintah 
yang turun menurun yakni, apakah bercorak monarki dalam tangan satu 
keluarga, atau anstokrasi dalam urutan warga, bukanlah suatu perjanjian 
yang mereka buat: itu adalah suatu bentuk sementara pemerintahan yang 
diberikan oleh rakyat sampai tiba pada saatnya nanti rakyat menginginkan 
bentuk lain. 

Sungguh benar, perubahan demikian itu selalu berbahaya, dan pemerin¬ 
tah yang sudah mantap sebaiknya jangan sekali-kali diusik kecuali kalau ia 
bertentangan dengan kesejahteraan umum. Tetapi, sikap hati-hati ini me- 
rupakan peribahasa kebijaksanaan, dan bukan peraturan dari hak, dan ne¬ 
gara tidak wajib lagi meneruskan otoritas sipil ke dalam tangan para pe- 
mimpinnya bila dibandingkan dengan otontas militer di dalam tangan para 
jenderalnya. 

Dengan cara kerja yang sifatnya demikian ini, sangat mustahil untuk 
mengamati dengan sangat teliti semua formalitas yang diharuskan untuk 
membedakan an tara tindakan yang biasa serta legal dan suatu keributan 
pendurhaka; antara kehendak seluruh rakyat dan tuntutan suatu fraksi. 
Demikian pula bila yang tersebut terakhir temyata mempunyai pengaruh, 
maka kekuasaan eksekutif hendaknya jangan menyerah lebih jauh daripada 
yang diperlukan oleh hukum secara mutlak dan tepat. Kewajiban ini hiem- 
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benkan banyak peluang bagi pangeran untuk mempertahankan kekuasaan- 
nya sekalipun rakyat tidak menginginkannya. Dengan demikian mencegah 
timbulnya perebutan kekuasaan. Dengan berkedok hanya untuk melaksana- 
kan hak-hak yang sepenuhnya, ia dengan mudah dapat melampaui batas; 
dan dengan berpurapura bertujuan memelihara kesentosaan umum, ia men¬ 
cegah adanya sidang majelis yang bermaksud memulihkan ketenteraman 
yang baik. Ketenangan yang mungkm rakyat terpaksa mengamatinya, dan 
segala ekses yang timbul pada waktu bersamaan mungkin didorong oleh 
pemerintah hingga dapat menjadi senjata yang ampuh guna melanjutkan 
skema kelalimannya: yang tersebut terdahulu dapat didesak sebagai suatu 
bukti bahwa rakyat menyetujui jalannya pemerintahan karena khawatir 
akan adanya banyak keluhan atau pengaduan mengenai hal ini. yang ter¬ 
sebut terakhir menggunakannya sebagai alasan untuk menjatuhkan hu- 
kuman pada mereka yang telah berani berbicara terlampau bebas. Dengan 
praktek semacam inilah, para decemvirs (sidang dewan 10 orang) yang me- 
nurut hukum mereka harus dipilih setiap tahun, berhasil memperpanjang 
masa kerjanya selama setahun lagi. Selama masa jedah itu, dengan mence¬ 
gah comitia (komite) bersidang, mereka berusaha mengabadikan kekuasan- 
nya. Cara yang sama dalam keadaan siap, digunakan oleh semua pemerintah 
di dunia yang apabila sekali mereka dipersenjatai dengan kekuatan rakyat, 
cepat atau lambat akhirnya pasti akan merebut otoritas penguasa. 

Majelis yang bersidang secara penodik, yang telah saya uraikan itu, ada- 
lah alat yang paling tepat untuk mencegah atau setidak-tidaknya memper- 
lambat timbulnya kejahatan ini. Demikian pula halnya bila mereka tidak 
perlu diundang secara formal. Dalam kaitan ini pangeran tidak dapat men¬ 
cegah persidangan mereka tanpa secara terbuka menyatakan dinnya sebagai 
pelanggar hukum dan sebagai musuh negara. 

Pada pembukaan sidang majelis yang tujuannya hanya untuk memper¬ 
tahankan perjanjian sosial, dua hal harus selalu diajukan, bagaimanapun 
sekali-kali jangan diabaikan, dan pemungutan suara harus diadakan secara 
terpisah mengenai setiap hal. 


Yang pertama, ”Apakah penguasa ingin mempertahankan bentuk pe¬ 
merintah yang sekarang ini?” 

Yang kedua, ”Apakah rakyat ingin membiarkan mereka yang pada 
dewasa ini ditugaskan untuk duduk dalam pemerintah?” 

Di sini saya ihenduga, apa yang saya pikirkan telah saya buktikan se¬ 
penuhnya bahwa dalam negara tidak ada suatu hukum fundamental yang 
tidak dapat dicabut, demikian pula mengenai sidang serta dengan suara 
bulat ingin mencapai tujuan itu, maka pasti kesepakatan sosial itu akan di- 
ubah secara legal. Grotius berpikir, bahkan setiap warganegara dapat me- 
nmggalkan negaranya di mana ia menjadi salah seorang anggotanya, 1 dan 


1 (Op cit Buku II, bab 5). 
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ia memperoleh kembali kebebasan alaminya serta miliknya serta menarik 
dm dari negeri itu. 2 

Adalah sangat mustahil untuk menganggap semua warga negara yang 
bersatu dalam majelis tidak dapat melakukan sesuatu seperti yang dapat 
dilakukan oleh setiap mereka. 


Scanned book (sbook) ini hanya untuk pelestarian buku 

«lan kemusnahan. DILARANG MEl^GKOMERSILKAN 

hiåup anda mengalami ketidakbahagiaan 

ilfiii ?tidaJkbeninhin gfl n 

BBSC 


Tetapi, menolak negen ini seharusnya jangan dilakukan, dan orang yang meninggalkannya 
harus menank din agar dapat mengelakkan dm dan kewajibannya, a tau meloloskan din dan tugas 
milifernya Pelanannya lalu merupakan tindakan knmmal serta dapat dihukum itu berarti bukan 
pengunduran din, melainkan pembelotan 
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BUKU IV 
BAB I 

KEHENDAK UMUM TIDAK DAPAT DIHANCURKAN 

Sejauh beberapa orang bersatu dan menganggap dirinya sebagai suatu 
kesatuan, berarti mereka hanya mempunyai satu kehendak yakni mening- 
katkan keselamatan bersama dan kesejahteraan umum. Sementara persatu- 
an ini berlanjut, semua sumber daya negara akan bersahaja dan bersema- 
ngat, dan semboyan yang mereka atur akan menjadi sangat jelas serta dapat 
dipahami. Tidak akan ada sesuatu yang menghebohkan serta tidak akan 
ada kepentingan yang saling berlawanan. Kebaikan kehendak bersama 
jelas terdapat di mana pun, dan tidak ada sesuatu pun yang diperlukan se- 
lain pengertian yang masuk akal untuk sama-sama dirasakan. Perdamaian, 
persatuan dan persamaan merupakan musuh dan kepelikan politik. Mereka 
yang memiliki integntas serta kesederhanaan sulit sekah dikelabui karena 
kesederhanaannya: bujukan serta dalih yang halus tidak mengesankan me¬ 
reka, dan bahkan mereka tidak cukup cerdik untuk mempunya. Apabila 
kita melihat di antara rakyat yang palmg berbahagia di dunia, kelompok 
para petani mengurus urusan negara di bawah sebatang pohon ek, dan me¬ 
reka selalu bertmdak dengan bijaksana, Dapatkah kita menolong terhadap 
mereka yang memandang rendah segala perbaikan bangsa, yang membuat 
dirinya termashur serta tidak disenangi karena terdapat demikian banyak 
kegiatan seni dan misten? 

Negara yang dipermtah demikian ltu membutuhkan sedikit sekali hu- 
kum. Apabila terpaksa untuk mengumumkan dengan resmi hukum baru, 
keharusan ltu dapat dipahami secara universal. Orang yang mengusulkan 
adanya hukum baru ltu hanya mengatakan, bahwa keharusan ltu adalah se¬ 
suatu yang telah dirasakan oleh semua orang. Baik faksi maupun yang pan¬ 
dal berpidato tidak diperlukan untuk memperoleh bagian dari suatu tin- 
dakan yang dilakukan karena setiap orang telah memutuskan persetujuan- 
nya, secepat ia yakm bahwa orang lainnya pun akan bertmdak bersamanya. 

Apakah yang menyebabkan para pemikir kita tersesat pada masalah ini 
karena mereka menganggap negara ltu yang semula tidak baik dibangun, 
dan mengira bahwa tidak akan mungkin mengikuti sistem kebijaksanaan 
yang sederhana seperti yang saya anjurkan. Mereka membesar-besarkan ke- 
nyataan bahwa di London atau di Paris, seorang pempu ulung yang licik 
atau seorang pandal berpidato yang suka menymdir dapat membujuk 
rakyat untuk mempercayai kemustahilan yang menggelikan. Mereka tidak 
mengetahui bahwa Cromwell akan disoraki oleh rakyat di Bern, dan Duke 
of Beaufort akan mengalami suatu tmdakan disiplin dari penduduk Jenewa 
yang mungkm tidak la kagumi. 

Tetapi ketika ikatan sosial pada suatu saat mulai mengendur dan negara 
tumbuh dengan lemahnya, ketika kepentingan pribadi mulai memegang 
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kendali pimpinan, dan masyarakat kecil mempunyai pengaruh terhadap 
masyarakat yang lebih besar, maka kepentingan bersama berubah dan 
banyak menjumpai perlawanan: tidak ada lagi kebulatan pendapat; kehen- 
dak umum tidak lagi merupakan kehendak semua orang; segala sesuatu & 
saling diperebutkan; dan nasihat terbaik tidak pemah disetujui tanpa 
banyak pertengkaran dan pertentangan. 

Akhimya ketika negara yang berada di tepi jurang kehancuran hanya 
mendukung suatu bentuk yang sia-sia serta menyesatkan, dan ikatan sosial 
tidak lagi dapat mempersatukan hati semua rakyat, dan ketika nama suci 
kebajikan umum digunakan untuk menutupi kepentingan yang paling hina, 
maka kehendak umum dibungkam. Setiap orang yang dikendalikan oleh 
motif rahasia, tidak lagi membenkan pendapatnya sebagai seorang warga 
negara, seperti negara itu tidak pemah ada. Segala dekrit yang dikeluarkan 
tidak lam bertujuan demi kepentingan pribadi, kemudian dinyatakan sah, 
dan reputasi hukum dipalsukan. 

Tetapi, dapatkah terjadi kehendak umum itu dihancurkan atau di- 
kompsikan? Tidak! Kehendak umum itu selalu akan tetap konstan, tidak 
dapat diubah dan senantiasa murm. Namun la dapat ditempatkan lebih 
rendah dari kehendak lamnya yang mendominasinya. Dalam keadaan de- 
mikian, kendali setiap mdividu melepaskan kepentingannya dari kepen¬ 
tingan bersama dan la berpendapat adalah mustahil memisahkan kepenting¬ 
an itu sepenuhnya. Pembagian yang diperoleh dari penyakit bersama itu 
tampak bila dibandingkan dengan beberapa keuntungan pribadi yang di- 
terimanya. Hanya dalam sasaran yang bersifat khusus tampak dikecualikan. 
Dalam setiap hal la mgin seperti warga lamnya untuk menmgkatkan ke- 
sejahteraan umum atas tanggungjawabnya sendiri. Bahkan dengan menjual 
suaranya untuk mendapatkan uang, la tidak merusak kehendak umumnya 
sendiri, dan la hanya mengelakkannya. Kekeliruan yang dibuat orang se- 
macam itu mengubah pertanyaannya, dan menjawab sesuatu lam dari apa 
yang ditanyakan dengan suaranya yang mengatakan, ”Adalah menguntung- 
kan bagi negara” 4 ia mengatakan, ”Adalah menguntungkan bagi seorang 
semacamnya, atau bagi partai semacam itu, bahwa mosi semacam itu di- 
sahkan”. Jadi, hukum untuk mengatur majelis umum tidak demikian ba¬ 
nyak diharapkan guna mempertahankan kehendak umum sebagaimana 
mengulangi pertanyaan yang sepenuhnya serta sejelasnya, dan atas dasar 
ltulah kehendak ditentukan. 

Saya dapat membuat banyak celaan tentang hak pemungutan suara 
yang sederhana dalam semua usaha yang bertalian dengan semua tmdakan 
kedaulatan suatu hak yang siapa pun tidak dapat mencabutnya dari para 
warga. Demikian pula mengenai hak menyatakan pendapat, mengajukan 
usul, membagi serta mendiskusikan permasalahan, pemermtah semata-mata 
selalu hanya mengamati para anggotanya sendiri. Tetapi, masalah yang 
begitu penting mi memerlukan uraian tersendiri karena la tidak dapat di- 
pahami dalam hubungannya dengan apa yang saya sedang tuhs dewasa mi. 
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BAB II 

TENTANG SUARA 

Semua uraian yang terdahulu jelas mengungkapkan bahwa cara meng- 
hantarkan permasalahan umum merupakan kriteria paling baik untuk me- 
nilai moralitas serta kesejahteraan negara hukum. Dalam perbandingan pada 
derajat persesuaian yang berlaku dalam majelis yaitu semakin opmi men- 
dekati kebulatan suara, kehendak umum akan semakin dominan; sementara 
kegaduhan, percekcokan dan perdebatan yang berkepanjangan mewamai 
pengaruh kekuasaan kepentmgan pnbadi dan situasi negara yang sedang 
menurun. 

Hal ini tampak kurang jelas bilamana dua atau lebih golongan memasuki 
ke dalam susunan ltu, sebagaimana dilakukan oleh golongan bangsawan (pa- 
trician) dan rakyat jelata (plebeian) di Roma, bahkan dalam hari perkem- 
bangan republik paling jaya, dan pertengkaran mereka sermgkali mengganggu 
comitia (Badan Perwakilan Raykat Romawi) itu. Tetapi, mi lebih bersifat 
lahinah ketimbang suatu pengecualian yang nyata. Sebab, oleh suatu cacat 
yang terpaut dalam negara hukum itu terdapat dua negara menjadi satu se- 
perti adanya: apa yang tidak benar bagi keduanya seeara bersama adalah 
benar bagi masing-masmg seeara terpisah. Dalam kenyataannya, bahkan 
ketika dalam keadaan yang paling gaduh, pemungutan suara (plebiscita) 
rakyat senantiasa berlangsung dengan tenang, dan selalu terdapat suatu ma- 
yontas suara apabila senat tidak berbaur dengan mereka: warganegara 
hanya mempunyai satu kepentingan, sedangkan rakyat hanya memiliki satu 
kehendak. 

Pada tmdakan lam yang lebih hebat dari Imgkaran tersebut, kebulatan 
suara menyatakan dengan resmi: warga negara kemudian begitu tenggelam 
ke dalam perhambaan sehmgga mereka tidak mempunyai kebebasan atau 
kehendak apa pun. Ketakutan serta bujukan kemudian membuat mereka 
mengubah suaranya ke dalam suara aklamasi. Mereka kehilangan keberanian 
untuk berbicara, sebaliknya mereka justru memuja atau mengutuknya. De- 
mikianlah cara memberi suara yang terkenal keji dalam senat di bawah 
kekuasaan seorang kaisar. Kadangkala suara bulat itu diciptakan dengan 
cara atau tmdakan yang menggelikan untuk mencegah kegagalannya. Misal- 
nya, Tacitus menyatakan kepada kita , 1 bahwa dalam pemerintahan Otho 
para senator mengisi Vitellius dengan kutukan dan pada waktu yang sama 
membuat keonaran untuk mencegah agar la tidak mengetahui — apa yang 
dikatakan orang terhadap dirmya — jangan sampai la kemudian menjadi 
pemimpm mereka. 

Dan berbagai pertimbangan itu, mungkin dapat dilukiskan pepatah 
untuk mengatur cara menghitung suara serta menetapkan opini dari suatu 
persidangan umum yang harus berbeda seperti yang dimgmkan oleh kehen- 


1 History, 1, 85 
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dak umum, atau sedikit mudah untuk memastikan dan negara tersebut 

sedikit banyak mengalami kemunduran. 

Oleh karena sifatnya, hanya terdap^t satu hukum yang menghendaki 
persetujuan dengan suara bulat. Dalam hubungan mi yang saya maksudkan 
ialah, kesepakatan sosialnya karena persentuhan asosiasi sipil adalah yang 
paling sukarela dari semua tindakannya. Tiap orang dilahirkah bebas dan 
menjadipemimpm atas dirinya sendiri, dan tidak seorang pun serta dengan 
dalih apa pun dapat menguasai dirinya tanpaizinnya. Dengan menekankan 
bahwa anak seorang budak dilahirkan sebagai seorang budak, dimaksudkan 
untuk menyatakan bahwa la tidak dilahirkan sebagai seorang manusia. 

Jikalau sekiranya ada seseorang yang melawan kesepakatan sosial, maka 
perlawanan mereka ltu tidak diartikan kesepakatan sosial tadi sebagai tidak 
syah, tetapi hanya merintanginya, termasuk orang-orang asmg yang ter- 
dapat di antara para waxga negara. Bilamana negara itu ditegakkan, tempat 
kediaman sudah merupakan suatu izin. Untuk mendiami sesuatu daerah 
berarti harus tunduk pada kedaulatannya 

Kecuali dalam kontrak yang onsinal mi, suatu mayoritas suara adalah 
cukup untuk mengikat semua orang lamnya. Ini adalah suatu konsekuensi 
dari kontrak itu sendiri. Tetapi, mungkin dipertanyakan bagaimana sese¬ 
orang dapat bebas dan selama ini masih dipaksa untuk menyesuaikan diri 
dengan kehendak orang lam. Bagaimana kaum oposisi dapat bebas bilamana 
mereka tunduk pada hukum, sedangkan mereka tidak pernah mengizm- 
kan atau menyetujui terhadap adanya hukum itu? 

Saya menjawab, bahwa masalahnya tidak dinyatakan seeara jujur. 
Warga negara mengizinkan atau menyetujui pada semua hukum yang te- 
lah disahkan meskipun terdapat oposisi. Mereka yang melakukan pelanggar- 
an terhadap hukum itu akan dijatuhi hukuman. Kehendak yang konstan 
dari semua anggota negara itu merupakan kehendak umum. Oleh karena itu 
mereka adalah warga negara yang memiliki kebebasan. 2 3 Apabila salah satu 
hukum diusulkan dalam persidangan rakyat, permasalahannya tidaklah 
tepat untuk mempertanyakan apakah mereka menyetujui atau menolak 
usul tersebut, tetapi apakah mereka sekata atau tidak dengan kehendak 
umum yang merupakan kehendak mereka pula Tiap warganegara dalam 
memberikan suaranya menyatakan pikirannya pada permasalahan itu, dan 
kehendak umum diperoleh dengan menghitung suaranya. Oleh karena itu 


2 Im harus selalu dimengerti oleh seseorang dalam suatu negara merdeka, sebab di tempat lam, 
keluarganya, kekayaannya atau keinginan seorang yang memperoleh suaka untuk pergi, dan demiki- 
an pula keharusan atau paksaan mungkin menahan seseorang penduduk yang berusaha menentang 
kehendaknya; dan kemudian persinggahannya tidak memperkirakan perlunya suatu izin, apakah 
pada perjanjiannya atau pada pelanggaran terhadap perjanjian itu. 

3 Di Genoa kita melihat tulisan pada pintu gerbang penjara mereka dan di atas rantai yang di- 
lekatkan pada perahu zaman dahulu yang dikayuh para budak, tertera perkataan "Libertas” Pe- 
makaiannya (application) adalah mulia dan juga adil. Kenyataannya, hanya rakyat yang jahat di tiap 
negara yang menghalangi warga negara dari kebebasan. Tiap negara di mana semua orang macam itu 
dirantai pada dayungnya akan menjadi tempat duduk kebebasan yang sempurna. 
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bilamana mosi yang saya lawan ltu dimenangkan, hanya membuktikan pada 
saya bahwa saya salah, dan apa yang saya percaya sebagai pendapat umum 
sesungguhnya tidak demikian. Jikalau pendapat khusus saya ltu dimenang¬ 
kan, sudah selayaknya saya melakukan apa yang saya tidak mgm melaku- 
kannya Konsekuensi, saya seyogyanya tidak berada dalam suatu keadaan 
bebas 

Hal mi sesungguhnya mengandaikan, bahwa semua karakteristik yang 
menandai kehendak umum ltu masih terdapat dalam sebagian besar suara: 
apabila hal ltu berhenti sebagai kasus, maka tindakan apa pun yang mung- 
kin disetujui mengandung arti akhir dari kebebasan. 

Pada waktu dahulu memperhhatkan bagaimana kehendak pnbadi meng- 
gantikan kehendak umum dalam pertimbangan umum. Saya telah me- 
ngetengahkan cara yang paling dapat dipraktekkan untuk mencegah adanya 
penyalahgunaan, dan saya akan tetap berbicara lagi kemudian tentang 
subyek ini. Mengenai jumlah suara yang seimbang yang diperlukan untuk 
menyatakan kehendak ini, saya pun meletakkan prinsip sebagai dasar bagi 
kehendak tersebut ditetapkan. Saya sekaxang harus menambahkan, kendati- 
pun perbedaan dari satu suara tunggal akan merusak persamaan dan satu 
suara yang menentang mencegah adanya keputusan suara bulat, namun ada 
berbagai derajat pembagian yang tidak sama antara persamaan dan suara 
bulat, dan bagi mereka masing-masing jumlah ltu mungkin tetap menurut 
keadaan serta kesempatan yang terdapat dalam negara hukum ltu. 

Dua pemturan umum mungkin cukup untuk mengatur perbandingan 
ltu: kesatu, makm serius serta penting pembicaraan ltu dilakukan, makm 
dekat jumlah suara yang selayaknya ditenma untuk mendekati suara bulat; 
dan yang kedua, makm besar kebutuhan untuk mempercepat urusan ter¬ 
sebut, mayontasnya mungkin menjadi lebih kecil: mengenai mosi yang 
menghendaki penetapan langsung di tempat dan pada waktu ltu juga (on 
the spot), suatu mayontas satu suara mungkin dianggap cukup. Tampak- 
nya dalil pertama paling bisa dikenakan pada hukum, dan yang kedua pada 
urusan praktis. Jadilah kemudian seperti apa adanya, dengan memadukan 
kedua peraturan ltu jumlah suara yang selayaknya membentuk mayoritas 
atas berbagai kesempatan seharusnya ditetapkan. 


BAB III 
PEMILIHAN 

Mengenai pelaksanaan pemilihan pangeran dan para hakim sebagaimana 
saya amati sebelumnya, tindakan yang bersifat kompleks mengandung dua 
cara kerja di dalamnya. Cara yang pertama dengan pemilihan, dan cara yang 
kedua dengan undian. Keduanya telah digunakan dalam berbagai republik, 
dan ketika ltu kita melihat kedua cara tersebut dipadu dalam satu cara yang 
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amat rumit dalam pemilihan Doge dari Venesia, yakm pajabat tertinggi da- 
lam pemermtahan Venesia 

Montesquieu mengatakan, ”Pemilihan dengan undian mengandung sifat 
demokrasi”. 1 Saya mengakui memang demikian, tetapi demokrasi yang 
bagaimana? ”Undian itu”, la melanjutkan, ”adalah satu bentuk pemilihan 
yang tidak melukai seorang pun, tetapi jelas memberikan kepada setiap 
warga negara satu harapan yang masuk akal untuk mengabdi pada negara- 
nya”. Namun ltu bukan pula alasannya. 

Apabila kita mempertimbangkan bahwa pemilihan para kepala ltu ada- 
lah salah satu fungsi pemerintah, sebahknya bukan fungsi kedaulatan, maka 
kita akan merasa mengapa cara pemilihan mereka dengan undian ltu adalah 
lebih wajar bagi suatu demokrasi di mana admmistrasinya lebih baik bila 
tindakannya kurang berlipatganda 

Dalam semua demokrasi yang sebenarnya, kantor seorang hakim ada¬ 
lah jauh dari menguntungkan. Hal ltu merupakan beban yang sangat berat, 
yang tidak dapat secara tepat dikenakan lebih baik. terhadap satu individu 
ketimbang terhadap lainnya. Hukumnya sendiri dapat mengenakan beban 
atas orang yang kejatuhan undian itu. Karena kesempatan itu sama untuk 
semua dan pemilihan itu bebas dari kehendak tiap manusia, maka bukan 
dengan penerapan suatu perlakuan terhadap setiap pnbadi istimewa yang 
akan mengubah universahtas hukum itu. 

Dalam aristokrasi, pangeran memilih pangeran dan pemerintah dilin- 
dungi oleh dirinya sendiri, maka cara pemilihan dengan pemungutan suara 
adalah benar-benar istimewa. 

Contoh pemilihan Doge dari Venesia memperkuat kebenaran perbeda- 
an mi daripada merusak: bentuk campuran yang berlaku di tempat itu 
menyetujui pemerintah campuran. Adalah suatu kesalahan apabila mengira 
pemerintah Venesia adalah suatu aristokrasi sejati. Jikalau rakyat tidak 
mempunyai bagian dalam pemerintah, maka kaum bangsawan dengan 
sendirinya adalah rakyat itu. Sejumlah besar Barnabotes yang miskin tidak 
pemah mendekati kantor seorang hakim,dan tidak memiliki sesuatu ter- 
masuk pangkat, kecuali gelar Yang Mulia (Excellency) yang kosong belaka, 
dan suatu hak untuk duduk dalam Majelis Agung (Grand Council). Majelis 
Agung mi sama banyaknya seperti Dewan Umum (General Council) kita di 
Jenewa. Para anggotanya yang mulia tidak lagi memkmati hak-hak istimewa 
(pnvileges) ketimbang warga negara kita yang murni. Adalah pasti dengan 
mengizinkan adanya ketidakseimbangan yang eksrim dari kedua republik, 
pemermtahan (burgesses) Jenewa benar-benar mewakili bangsawan Ve¬ 
nesia, sementara orang-orang asli kita (bumiputera) dan penduduk mungkin 
menjadi taklukkan mereka di benua dibandingkan dengan orang-orang kota 
serta rakyat Venesia dan para petam kita. Dari sudut pandangan apa pun 
secara singkat, kita menganggap republik mi tidak akan dijumpai — bilam- 
mana izin dibuat untuk kebesaran supenomya — bahwa pemerintah itu 


1 (The Spirit of Laws, Bk II, bab 2 ) 
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lebih aristokratis ketimbang pemerintah kita. Satu-satunya perbedaan lalah 
karena kita tidak memiliki kepala yang menguasai situasinya seumur hidup, 
dan kita tidak mempunyai kesempatan pemilihan dengan undian seperti 
mereka lakukan. 

Pemilihan dengan cara undian tidak akan dnkuti, dengan gangguan 
besar apa pun, dalam demokrasi yang sejati di mana semuanya adalah sama 
dalam sikap serta moral, bakat, prinsip serta nasib, dan ia akan bersikap 
acuh tak acuh pada siapa pun yang terpilih. Tetapi, saya telah mengatakan 
bahwa di sana tidak terdapat demokrasi yang sejati. 

Apabila kedua bentuk pemilihan itu dicampur, baik yang pemungutan 
suara maupun yang undian, maka yang pertama hendaknya digunakan 
untuk mengisi tempat bagi orang yang berbakat istimewa, misalnya jabatan 
militer; dan yang kedua, bila terdapat pengertian yang baik yakni adil dan 
jujur; sudah cukup memadai kalau mereka menempati jabatan pengadilan. 
Sebab, dalam negara yang disusun dengan baik, kualitas semacam mi adalah 
lazim bagi semua warga negara. 

Pemilihan dengan undian atau dengan pemungutan suara, keduanya 
tidak mempunyai satu tempat pun dalam pemerintahan monarki. Raja, 
karena haknya untuk menjadi penguasa serta hakim tunggal, maka pemilih¬ 
an untuk menetapkan para pembantunya dilakukan oleh raja sendiri. Apa- 
bila Abbe de Samt-Pierre mengusulkan untuk memperbanyak Dewan Raja 
Perancis dan memilih para anggotanya dengan kartu suara, ia tidak merasa 
bahwa tindakannya itu mengandung makna mengusulkan perubahan dalam 
pemerintahan. 2 

Bagi saya sekarang tinggal membicarakan cara untuk membenkan serta 
mengumpulkan suara dalam Majelis Rakyat. Tetapi, suatu laporan dari pe- 
ngalaman praktek di Roma tentang masalah ini, barangkali akan menjelas- 
kannya dengan lebih baik ketimbang yang dapat saya katakan mengenai 
masalah tersebut. Mungkin layak diamati beberapa detil perhatian seorang 
pembaca yang bijak, bagaimana kedua urusan umum dan pribadi itu dihan- 
tar dalam suatu Dewan dari dua ratus nbu orang. 

BAB IV 

PERWAKILAN RAKYAT ROMAWI 

Kita tidak memiliki catatan atau dokumen otentik tentang masa awal 
berdirinya Roma; bahkan sangat dimungkinkan bahwa sebagian besar la¬ 
poran yang diserahkan kepada kita dari periode yang sangat j'auh itu ha- 
nyalah suatu dongeng; 1 dan bagiandari buku sejarah mereka yang palmg 

2 

(Proyek Untuk Perdamaian Abadi, karya Abbe de Saint-Pierre (1713) duingkas oleh Rousseau) 

Nama Roma” yang berdasarkan tradismya dianggap berasal Rumulus, adalah suatu kataYu- 
nam, yang beraxti kekuasaan, nama ”Numa” berasal dan Yunaiu, yang berarti hukum. Oleh karena 
itu alasan apakah yang dunihki untuk menganggap bahwa kedua raja pertama melahukan nama itu 
sebelum mereka melakukan tmdakan yang menyatakan nama itu demikian baik? 
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menarik dalam sejarah tiap rakyat, yang saya maksudkan sebagai laporan 
tentang lembaga mereka, seluruhnya terlepas dari kita. Pengalaman mem- 
buat kita setiap hari berkenalan dengan sebab-musabab dari mana awal 
munculnya revolusi kerajaan. Karena sekarang tidak ada kesempatan bagi 
dibentuknya satu rakyat baru, maka kita dapat berbuat agak lebih banyak 
daripada menerka bagaimana mereka dibentuk. 

Adat kebiasaan yang kita jumpai sekarang mi telah terbentuk, dan mi 
membuktikan bahwa kebijaksanaan ltu mempunyai beberapa asal-usul. 
Dan berbagai tradisi yang menyertai jejak adat kebiasaan mi pada sum- 
bemya, selayaknya kita memandang berbagai kebiasaan yang tampaknya 
mempunyai paling banyak alasan yang didukung oleh otoritas yang palmg 
baik. Saya berpautan dengan pnnsip ini, serta berbagai penelitian saya 
lakukan untuk menemukan bagaimana rakyat yang paling bebas serta per- 
kasa di dunia menggunakan kekuasaannya yang unggul. 

Setelah pembangunan Roma, republik ltu bangkit dalam kehidupannya, 
yaitu tentara terbentuk dari orang-orang Alban, Sabine, dan orang-orang 
asmg yang terbagi dalam tiga kelas, yang mengambil dari bagian ini nama 
suku. Tiap suku dibagi lagi dalam sepuluh curiae, (kelompok kecil rakyat), 
dan tiap curia ke dalam decuriae (kelompok 10 orang); di atas sub-bagian 
ltu ditempatkan seorang kepala yang disebut curriones dan decuriones 

Di samping bagian-bagian mi telah ditank dan setiap suku satu badan 
yang terdiri dan seratus orang bangsawan atau kesatna yang disebut ”cen- 
tury”, dan mana la muneul bahwa bagian-bagian ltu — tidak terlalu penting 
dalam suatu kota — pada mulanya hanya merupakan suatu lembaga militer. 
Tetapi tampak seolah-olah kota kecil Roma ltu memiliki nalun untuk men- 
jadi besar, dan seketika membentuk badan politik yang sesuai bagi suatu 
ibukota duma. 

Suatu kendala segera muneul dari bagian pertama ini. Sementara suku 
Alban, 2 dan suku Sabine 3 yang terus berkembang dan jumlah aslinya, suku 
orang asing 4 yang terus menmgkat karena orang banyak yang berhirppun 
di Roma, segera melebihi kedua suku lainnya. Obat penawar yang diguna- 
kan oleh Servius terhadap ketidakseimbangan yang berbahaya ini, merupa¬ 
kan satu perubahan dalam cara membagi rakyat. Ia menghapuskan pelbagai 
bagian yang terdiri dan berbagai ras serta menggantikannya dengan bagian- 
bagian lain, yang terdiri dan orang-orang yang dibagi lagi dalam kelompok- 
kelompok menurut bagian kota yang didiami oleh tiap suku. Dan tiga suku 
itu la membuatnya menjadi empat suku. Masing masing suku mendiami 
salah satu bukit di Roma, dan mengambil namanya dan bukit itu. Jadi, 
setelah menanggulangi ketidaksamaan itu Servius mengapbil tindakan kem- 
bali untuk melawan terjadmya penyatuan itu. Ia menetapkan bagian ini 
sebagai suatu kesatuan yang utuh. Bukan hanya tempatnya, tetapi juga 


2 

Ramnenses 

3 Tatienses 

4 

Luceres 
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orang orangnya dengan melarang mereka yang bertempat tinggal dalam satu 
wilayah untuk pindah ke wilayah lain. Tindakan ini dimaksudkan untuk 
mencegah terjadinya pembauran ras. 

Ia pun melipatduakan tiga badan kesatria abad kuno dan menambahkan 
dua belas badan lagi, tetapi masih menggunakan nama kuno — satu metode 
yang sederhana serta bijak untuk membedakan berbagai badan kesatria 
dengan badan badan rakyat, tanpa membenkan kepada yang terakhir suatu 
sebab untuk menggerutu. 

Kepada ke-empat suku kota ini, Servius menambahkan lima belas suku 
lainnya yang disebut suku desa (country tribes) Suku ltu dibentuk dari 
penduduk desa yang dibagi ke dalam banyak cantons (bagian kecil dari 
suatu negara). Beberapa kanton kemudian diperbanyak lagi dengan yang 
baru. Orang Romawi menemukan dirmya paling tidak dibagi ke dalam tiga 
puluh lima suku. Mereka tetap dipisahkan dalam sejumlah kanton tersebut, 
sementara republik ltu berkembang terus. 

Karena adanya kesenjangan antara ”suku kota” (city tribes) dan ”suku- 
desa” (country tribes), maka muncul satu akibat yang pantas memperoleh 
perhatian. Sebab, kita tidak mempunyai contoh lain dari suatu kesamaan 
sifat, dan karena Roma berhutang kepadanya mengenai pemeliharaan mora- 
litas serta pemngkatan kerajaannya. Adalah wajar untuk menganggap 
bahwa ”suku kota” ltu secara di luar hukum akan segera menentukan diri- 
nya sendiri sebagai kekuasaan serta memiliki kehormatan yang paling ting- 
gi, dan mencoba merendahkan suku desa dengan berbagai cara yang mung- 
kin faktanya secara tepat dilakukan dengan jalan lain Masalah memihak 
dari orang orang Romawi pertama terhadap satu kehidupan pedesaan di- 
kenal dengan baik. Masalah memihak ini datang dari pelembaga (mstitutor) 
mereka yang bijak, yang menyatukan kebebasan dengan kerja kasar serta 
kerja militer Pada waktu yang sama ia telah mengasingkannya ke kota seni 
untuk petualangan, intrik, kekayaan dan perbudakan. 

Jadi, warga negara yang paling mulia yang pernah dibanggakan oleh 
Roma, bertempat tinggal di sawah serta mengolah tanah. Di sanalah bangsa 
Romawi mencari para pendukung republik. Kehidupan pedesaan semacam 
ini dipilih oleh kaum bangsawan yang paling mulia hingga membuat ke¬ 
hidupan ltu dihormati secara universal Kehidupan seorang petam yang 
sederhana dan susah payah sangat disukai daripada yang tidak berguna 
dan malas seperti kaum burgess Roma (penduduk kota yang mempunyai 
hak pilih), sehmgga mereka yang seharusnya hanya merupakan rakyat 
jelata yang sengsara (proletanan) di kota menjadi seorang warga negara 
yang dihormati, dan sebagai seorang pekerja ladang. Varro mengatakan, 
”Bukan tanpa sebab, nenek moyang kita yang murah hati di desa mem¬ 
buat kebun bibit bagi orang orang yang tetap serta gagah berani yang di 
waktu perang harus mempertahankan serta melmdungi mereka, dan me- 
nyediakan nafkah hidup bagi mereka di waktu damai” Pliny mengatakan 
secara positif, para suku kasar di pedesaan ltu ditakz mkan oleh orang orang 
yang membenkan ketenangan kepada mereka Sementara suku kota diang 
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gap demikian hma. Orang-orang yang tak berharga itu diserahkan kepada 
mereka sebagai suatu tanda penghmaan. Ketika Appms Claudius the Sabine 
datang menetap di Roma, namanya dicatat dalam salah satu suku pedesaan 
sebagai tambahan pada kehormatan lainnya yang dianugerahkan kepada- 
nya, yang kemudian mengambil nama keluarganya. Akhirnya, orang-orang 
yang dibebaskan 5 boleh masuk ke dalam suku kota, dan sebaliknya mereka 
tidak diperbolehkan masuk ke dalam suku pedesaan. Meskipun karena 
dengan lzm itu mereka menjadi warga negara, tidak ada contohnya, selama 
republik itu berdiri salah seorang yang dibebaskan itu bagaimanapun dapat 
menikmati suatu jabatan dalam kantor kehakiman. 

Dahl mi, kendati merupakan suatu dalil yang baik, didorong sepanjang 
waktu agar pada akhirnya dapat mendatangkan suatu perubahan. Sudah 
tentu hal mi merupakan suatu penyalahgunaan dalam sistem politik 

Pertama, sesudah untuk waktu yang lama para pengritik menggugat hak 
pemindahan warga negara dari satu suku ke suku lainnya dengan cara yang 
sewenang-wenang, dnzinkan kepada sebagian besar mereka untuk mendaf- 
tarkan namanya dalam suku apa pun yang mereka pilih; suatu lzin yang 
tidak dapat digunakan dan merusak suatu cara yang sangat baik untuk me- 
lancarkan kritik Selam itu, semua orang besar serta yang berkuasa men- 
daftarkan namanya dalam suku pedesaan, dan mereka yang dibebaskan 
sebagai budak serta yang telah menjadi warga negara tetap tinggal dengan 
rakyat jelata dalam suku-suku kota. Semua spku pada umumnya tidak 
dapat bertahan lebih lama dengan tempat kediaman tetap sebagai wilayah- 
nya, dan menjadi demikian berbaur antara suku yang satu dengan lainnya. 
Hanya dengan registrasi seseorang dapat diketahui termasuk suku apa ia 
berasal. Dengan demikian arti kata ”suku” tidak lagi digunakan terhadap 
suatu bentuk badan yang sesungguhnya, tetapi beralih terhadap pnbadi 
atau hampir menjadi suatu khayalan. 

Demikian pula sermg terjadi bahwa suku-kota dengan serta-merta 
acapkali menemukan diri mereka sendiri menjadi lebih kuat di dalam 
Comitia (perwakilan rakyat Romawi), dan menjual negara kepada orang- 
orang semaeam itu seolah olah menjadi dasar yang cukup untuk membeli 
suara orang orang celaka yang membentuk mereka. 

Dengan memperhatikan masalah curiae, setelah institutor mendirikan 
sepuluh curiae dalam tiap suku, semua rakyat Roma yang ketika itu di- 
kurung dalam tembok kota menemukan diri mereka sendiri terbagi ke dalam 
tiga puluh curiae, yang masing-masing mempunyai candi, dewa, pejabat 
serta pendetanya sendiri, dan festival yang sering diselenggarakan disebut 
compitalia yang serupa dengan paganalia , yang kemudian ditegakkan oleh 
berbagai suku pedesaan. 

Dalam pembagian baru menurut Servius, ketigapuluh curiae tidak dapat 
dibagi sama di antara ke-empat suku itu, dan ia tidak sudi menyentuh me¬ 
reka Sejak itu mereka menjadi bagian lam dari penduduk Roma, bebas dari 


s (bekas budak) 
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suku. Tetapi, permasalahan yang menyangkut curiae ltu tidak dyumpai, 
apakah dalam suku pedesaan atau di antara rakyat yang tergolong kaum- 
nya. Sebab, seluruh suku itu kemudian dipertimbangkan sebagai suatu 
badan sipil, dan memperkenalkannya dengan car a lain untuk mendirikan 
pasukan, divisi mihter dari Rumulus dianggap berlebihan. Jadi, kendati 
tiap warga negara telah terdaftar sebagai warga beberapa suku, namun 
banyak dan mereka yang tidak termasuk ke dalam curia. 

Servius menambahkan bagian lam pada kedua bagian lm, yang me- 
nunjang tanpa menyerupai pada salah satu dari bagian-bagian itu, dan 
menjadikan harta-bendanya sebagai yang paling penting dan ketiga bagian 
tersebut. Ia membagi seluruh rakyat Romawi ke dalam enam kelas yang 
tidak dibedakan tempat serta pribadinya, tetapi oleh perbedaan kekayaan- 
nya. Cara membaginya ialah kelas pertama meliputi golongan kaya, kelas 
terakhir mencakup orang-orang yang paling melarat, dan kelas menengah 
diisi oleh mereka yang menikmati nasib moderat. Ke-enam kelas ini 
kemudian dibagi lagi menjadi seratus sembilan puluh tiga badan lamnya, 
yang disebut ? ’centuries”. Badan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga 
kelas pertama saja meliputi lebih dari separuh centuries itu, dan kelas 
terakhir hanya merupakan satu badan belaka. Jadi, kelas yang diisi paling 
sedikit orang justru mempunyai paling banyak centuries. Sementara seluruh 
kelas yang paling rendah yang sifatnya mandin, mencakup lebih dari 
separuh penduduk Roma, yang hanya dihitung sebagai suatu sub-divisi 
(cabang). 

Untuk mencegah agar rakyat tidak melihat sebelumnya akan kon- 
sekuensi dan penetapan badan ini, Servius berpura-pura mengalihkannya 
ke dalam suasana militer: ia memperkenalkan dua badan (centuries) pem- 
buat senjata ke dalam kelas kedua, dan dua badan (centuries) pembuat per- 
alatan perang untuk kelas empat. Dalam tiap kelas, kecuali kelas yang 
terakhir, ia memperbedakan orang muda dari yang tua, yaitu orang-orang 
yang diwajibkan membawa senjata. Suatu perbedaan yang membuat jauh 
lebih penting- ketimbang sesuatu yang relatif dapat dilakukan terhadap 
kekayaan, yang acapkali melakukan penghitungan atau sensus. Untuk me- 
lengkapi rencananya, ia mengarahkan agar pertemuan dilangsungkan di 
dalam campus Martius serta memerintahkan kepada semua orang yang 

menurut tingkat umurnya harus masuk dalam dmas militer supaya datang 
ke pertemuan dengan membawa senjata. 

Alasan mengapa Servius tidak mendirikan divisi muda dan tua dalam kelas 
terakhir, ialah karena rakyat umum yang termasuk dalam kelas itu tidak 
diizinkan memperoleh kehormatan memanggul senjata bagi negaranya. 
Seseorang harus mempunyai hati untuk memperoleh hak itu guna mem- 
pertahankan negaranya: dari pasukan pengemis yang tidak terhitung 
jumlahnya, yang sektrang hidup dengan megahnya dalam tentara kerajaan 
barangkali hampir tidak seorang pun yang tidak akan diusir dengan peng- 
hmaan dan sekelompok orang Romawi, yang pada suatu ketika para ser- 
dadu menjadi pembela kebebasan. 
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Bagaimanapun juga terdapat perbedaan dalam kelas teråkhir antara 
rakyat jelata (proletarians) dan orang-orang yang disebut capite censi. 6 
yang pertama, yang tidak absolut miskm dari semua kekayaan memberikan 
warga negara kepada negara, dan kadangkala para serdadu ketika timbjul 
keperluan yang mendadak. Yang terakhir, yang tidak memiliki sesuatu 
apa pun hanya dapt dihitung dengan kepalanya dan dipertimbangkan se- 
bagai sesuatu yang tidak ada. Martius adalah orang yang pertama mendaftar 
setiap orang. 

Tanpa menentukan apakah divisi ketiga ltu baik atau jahat dalam diri- 
nya, saya percaya mungkin dengan aman saya membenarkan bahwa tidak 
ada sesuatu keeuali kesederhanaan cara dari orang Romawi pertama, 
ketidakacuhannya, seleranya akan pertanian, dan penghmaan mereka pada 
perdagangan serta kekayaan, dapat menjadi metode membagi rakyat dalam 
kelas-kelas untuk dipraktekkan. Di manakah terdapat rakyat yang berpan- 
dangan moderen, yang kekikirannya membmasakan, semangat mtriknya 
yang tidak pemah mengenal puas, perubahan situasi yang terus berlangsung, 
dan tidak pemah menghentikan revolusi untuk perbaikan nasib, akan de- 
mikian menderita selama dua puluh tahun tanpa menjatuhkan negara ltu? 
Namun, kita harus mgat bahwa morahtas dan sensor yang lebih kuat ke- 
timbang lembaga ini memenksa kejahatan umum di Roma dan orang-orang 
kaya yang terlalu banyak memperhitungkan mereka, dibuang ke dalam 
kelas-kelas golongan melarat. 

Karena kesemuanya mi mungkm dengan mudah kita melihat alasan 
mengapa kita langka menemukan lagi selain lima kelas yang disebutkan, 
meski temyata ada enam kelas. Karena kelas ke-enam tidak diperlengkapi 
dengan para serdadu untuk tentara dan pula bukan pemilih untuk Campus 
Martius, 7 maka kelas itu hampir tidak berguna dalam republik. Mereka 
dibuat menjadi kecil atau tidak ada artrnya sama sekali. 

Demikianlah perbedaan divisi rakyat Romawi. Marilah kita sekarang 
melihat akibat yang mereka timbulkan dalam berbagai majelis. Majelis ini 
bila dipanggil untuk bersidang secara legal, disebut comitia. Biasanya ber¬ 
bagai rapat diselenggarakan di lapangan umum di Roma atau di Campus 
Martius, dan dibedakan dengan nama Comitia Curiata (Komite Pembuat 
Undang-undang), Comitia Centurata (Komite yang berkuasa mengumum- 
kan perang dan mengangkat pejabat tinggi) dan Comitia Tributa (Komite 
plebisita), sesuai dengan bentuk di bawah siapa mereka diundang untuk 
bersidang. Comitia Curiata didirikan oleh Rumulus; Comitia Centuriata 
oleh Servius; dan Comitia Tributa oleh para hakim rakyat. Tidak ada 


6 (Secara tradisional sertsus bangsa Romawi membuat perhttungan mengenai perbedaan ke 
kayaan kelas terakhir semata mata dihitung sama banyaknya seperti menghitung banyaknya kepala ) 

n 

Saya mengatakan, untuk Campus Martius, karena di sana Comitia dipanggil bersidang oleh 
centuries: dalam kedua bentuk lainnya, rakyat bersidang di pasar orang Romawi (Forum) atau 
tempat lain; dan kemudian capite censi mempunyai pengaruh dan kekuasaan yang sama seperti 
warga negara yang pertama. 
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hukum yang dapat diratifikasi, tidak ada hakim dapat dipilih selain dalam 
comitia, dan karena tidak ada seorang pun yang namanya tidak tampak 
terdaftar dalam beberapa cuna, century atau suku, sudah tentu tidak ada 
seorang pun yang dikeluarkan dari hak pilih. Oleh karena itu rakyat 
Romawi benar benar berdaulat, baik dalam hak maupun dalam faktanya. 

Ada tiga kondisi yang diperlukan untuk membuat comitia sebagai suatu 
majelis yang syah, dan menandai segala tmdakan yang diterima dalam 
sidang itu dengan kekuatan hukum: pertama, bahwa majelis diundang ber- 
sidang oleh suatu badan atau seorang hakim, yang pada waktunya diben 
kekuasaan oleh hukum untuk mengundang mereka bersidang; kedua, 
bahwa persidangan itu hendaknya diadakan pada salah satu hari yang di- 
izrnkan; dan ketiga, bahwa lsyarat akan dilangsungkannya sidang itu 
dilaporkan oleh para tukang ramal, harus bertuah. 

Alasan bagi peraturan pertama tidak memerlukan penjelasan. Yang 
kedua adalah peraturan polisi: karena penyelenggaraan comitia itu dilarang 
pada hari-hari festival atau pasaran bila orang-orang pedesaan datang ke 
Roma untuk keperluan bisms. Pada saat demikian, mereka tidak mem- 
punyai waktu untuk menggunakan hari itu pada pertemuan umum. Yang 
ketiga, melaksanakan tugas semacam pemenksaan Senat untuk menguasai 
rakyat yang berbesar hati serta tidak tenang, dan mengurangi semangat 
para pejabat yang kadangkala bersifat durhaka. Tetapi, yang terakhir mi 
menemukan lebih dari satu alat untuk menyingkirkan kendala itu. 

Hukum dan pemilihan para kepala bukanlah satu-satunya masalah yang 
tunduk pada keputusan comitia Sebab, rakyat Roma merebut sebagian 
besar fungsi pemerintah yang penting, dan semua urusan Eropa diatur 
dalam suatu cara di dalam sidang itu. Keanekaragaman tujuan mewajibkan 
comitia mengambil berbagai bentuk dalam sidang ini menurut permasalah- 
an yang harus dibicarakan. 

Untuk memlai secara tepat bentuk yang bermacam-macam itu adalah 
cukup dengan memperbandingkannya. Disam Rumulus dalam mendirikan 
curiae lalah untuk mengawasi Senat oleh rakyat, dan mengawasi rakyat 
oleh Senat, sementara la secara bersama mendommasi keduanya. Oleh 
karena itu, dengan badan ini ia memberi semua jumlah kekuasaan kepada 
rakyat, sebagai suatu alat pembuat keseimbangan otontas kekuasaan dan 
kekayaan yang tinggal bersama kaum bangsawan. Tetapi, menurut se¬ 
mangat monarki ia masih menmggalkan keuntungan besar pada pihak 
bangsawan karena pengaruh yang harus dimiliki oleh para rekanan mereka 
atas mayontas su ara. Lembaga pelindung serta rekanan yang terpuji ini 
adalah suatu pekeijaan politik yang sangat mdah, yakni sama baiknya 
dengan pekerjaan kemanusiaan. Tanpa tata-tertib, bangsawan yang bersikap 
melawan terhadap semangat republik yang sejati tidak akan dapat diper- 
tahankan. Roma sendiri mempunyai kehormatan untuk memperlihatkan 
kepada dunia suatu contoh lembaganya yang mulia — suatu lembaga yang 
tidak pemah menerbitkan kejahatan dan yang tidak pemah ditakuti. 
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Karena keadaan curiae yang bersikap keras di bawah raja, sampai pada 
zaman servius dan pemenntahan Tarquin yang terakhir tidak dianggap legal, 
maka pada umumnya hukum kerajaan diperbedakan dengan nama leges 
curiatae (undang undang cuna). 

Pada zaman republik, curiae dibatasi pada empat suku-kota, dan akibat- 
nya hanya terdiri dan rakyat jelata Roma yang tidak sepadan dengan senat 
dan yang mengarah pada tata tertib bangsawan. Demikian pula terdapat 
ketidaksepadanan dengan para pejabat Roma kuno. Sebab, kendatipun 
para pejabat mi adalah rakyat jelata, mereka pun memimpm orang orang 
yang berada dalam keadaan senang. Jadi, curiae jatuh dengan memperoleh 
nama buruk, dan akhirnya mereka mengalami kemunduran yang begitu 
ekstnm sehmgga tiga puluh lictors (pejabat yang bertugas sebagai hakim 
tinggi Romawi) digunakan untuk melangsungkan sidang serta melaksanakan 
apa yang seyogyanya dilakukan oleh comitia curiata 

Divisi oleh centunes adalah demikian menguntungkan bagi anstokrasi 
sehmgga mengejutkan senat yang tidak selalu membawa masalahnya ke 
dalam comitia yang menopang nama mereka memilih para konsul, pejabat 
sensor dan para hakim lamnya. Kenyataannya, dan seratus sembilan puluh 
tiga centunes yang membentuk ke-enam kelas ltu serta yang meliputi 
seluruh rakyat Romawi, kelas pertama mencakup sembilan puluh centunes. 
Suara bagi tiap kelas adalah satu untuk tiap century. Dengan demikian kelas 
pertama sendm mempunyai lebih banyak suara ketimbang lima kelas lain- 
nya bersama-sama. Bilamana semua centunes dan kelas pertama mi me- 
ngambil suara dengan aklamasi, maka suara centunes dan kelima kelas 
lamnya bahkan tidak dikumpulkan. Apa yang diputuskan oleh jumlah 
paling kecil ditinggalkan untuk suatu keputusan dan jumlah besar, dan 
mungkm dapat dikatakan bahwa dalam comitia centuriata berbagai urusan 
diatur oleh sejumlah besar uang ketimbang dalam suara. 

Tetapi otoritas yang eksnm mi dibuat moderat dengan suatu alat ganda. 
Pertama, para pejabat pilihan rakyat, baik sebagai peraturan maupun se¬ 
bagai suatu jumlah besar rakyat jelata yang berada dalam kelas golongan 
kaya, membuat seimbang kepercayaan kaum bangsawan di kelas pertama 
ini. 

Kedua, daripada memiliki suara centuries karena urutan pangkat yang 
akan berarti selalu mulai dengan nomor pertama, dibuat suatu peraturan 
yang digunakan untuk memilih seorang dengan undian, 8 dan terus ber- 
jalan sendm menuju pemilihan. Bilamana telah berlangsung, centunes 
lainnya pada han benkutnya diundang menurut pangkat mereka dan me- 
ngulang kembali pemilihan yang sama, dan pada umumnya terjadi bahwa 
mereka membenarkan keputusannya. Jadi, apabila otoritas sebagai suatu 
contoh dihapuskan dari kepangkatan serta dibuat tergantung pada undian. 


8 Century yang dipilih dengan undian prerogative, sebagai yang pertama suaranya dikehendaki. 
Sejak ltu muncul kata prerogative 
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maka hal ltu merupakan suatu cara yang lebih sesuai dengan prinsip 
demokrasi. 

Masih dalam rangkaian metode ini terdapat kesempatan lebih lanjut. 
Sebab, selama waktu antara dua pemilihan, orang-orang pedesaan mempu- 
nyai waktu untuk memberikan informasi kepada mereka sendiri mengenai 
jasa ealon dan yang dicalonkan spcara darurat hingga mereka tidak harus 
memilih dalam keadaan ketidaktahuan. Tepat pada waktunya kebiasaan 
ini dihapus dengan dalih mempercepat urusan, dan kedua pemilihan ltu 
dilangsungkan pada han yang sama. 

Sebenamya comitia tribuna adalah Dewan Rakyat Romawi. Mereka 
dipanggil untuk bersidang hanya oleh para hakim rakyat. Dalam sidang ini 
para hakim rakyat dipihh dan mereka menenma plebisita Para senator 
bu kan hanya tidak mempunyai pangkat dalam comitia tributa, mereka 
bahkan tidak mempunyai hak untuk datang atau hadir. Sehingga mereka 
dipaksa tunduk pada hu kum, yang dalam menegakkannya mereka tidak 
mempunyai suara. Dalam hubungan ini para senator lebih kurang kebebas- 
annya ketimbang warganegara yang paling hina sekalipun. Ketidakadilan 
mi adalah sangat tidak banyak, dan cukup sendiri untuk membuat suatu 
deknt dari suatu badan tidak berlaku atau syah, di mana semua anggota 
nya tidak diakui. Jikalau semua bangsawan datang pada comitia ltu karena 
kebajikan hak yang mereka miliki sebagai warganegara, semata-mata hanya 
sebagai mdividu tersendin. Mereka jarang dapat mempunyai pengaruh 
dalam berbagai keputusan, di mana suara-suara diambil dengan menghitung 
kepala dan rakyat jelata yang paling hina sekalipun mempunyai satu suara 
yang sama baiknya seperti kepala senat. 

Jadi, kita melihat bahwa selam urutan yang merupakan suatu hasil dari 
berbagai cara menghitung suara rakyat yang begitu besar, berbagai metode 
tidak dapat dikurangi untuk membentuk ketidakacuhan dalam dm mereka 
sendiri, tetapi setiap dan mereka memproduksi sesuai dengan tujuan lem- 
baganya. 

Tanpa memasuki lebih lanjut ke dalam detil yang panjang, ia harus 
tampak dan laporan yang telah dibenkan, bahwa comitia tributa adalah 
yang paling menguntungkan bagi pemenntah umum dan comitia centuria- 
ta bagi aristokrasi. Mengenai comitia curiata, di mana rakyat jelata Roma 
sendiri merupakan suatu mayontas seperti tampak mereka kiranya tidak 
menjawab maksud seseorang, melainkan maksud yang menguntungkan 
raja lalim dan segala maeam reneana jahat. Mereka kemudian jatuh ke 
dalam nama yang demikian buruk. Bahkan orang-orang durhaka menghin- 
dannya kalau-kalau hendak berkhianat, dengan kekhawatiran bahwa dalam 
pikirannya mereka mempunyai beberapa reneana gelap. Sudahlah pasti, 
dalam comitia centuriata sendiri semua keagungan rakyat Romawi diperaga- 
kan. Mereka sendiri adalah lengkap, sebab comitia curiata mengeluarkan 
para suku pedesaan, dan comitia tributa mengeluarkan kaum senat dan para 
bangsawan. 
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Pada hari-han pertama Roma, cara pengambilan suar-a adalah sama se- 
derhananya dengan cara yang dilakukan oleh penduduk, kendati kurang 
sederhana dari di Sparta. Tiap pemilih membenkan suaranya dengan ber- 
teriak, dan seorang sekretaris akan mencatat dalam suatu daftar. Mayoritas 
suara dalam tiap suku dipertimbangkan sebagai suara rakyat. Peraturan 
yang sama dilaksanakan dengan respek terhadap curiae dan eenturies. Ini 
adalah cara yang bijak selama kejujuran memenntah berlangsung di antara 
warga negara, dan tiap mdividu merasa malu untuk mengumumkan sanksi 
dari suaranya terhadap suatu sebab yang tidak adil serta tidak patut. Bila- 
mana rakyat menjadi cukup korup dengan menjual suaranya, adalah perlu 
hendaknya suara itu dibenkan secara rahasia. Dengan maksud untuk me- 
nahan para pembeli suara dengan kecurigaan serta memberi kesempatan 
kepada para penjahat agar tidak menjadi pengkhianat. 

Saya tahu, bahwa Cicero mengutuk perubahan ini dan mengaitkannya 
pada perubahan itu dalam bagian keruntuhan republik. Kendatipun di sini 
saya mengakui bobot otontas Cicero, maka saya tidak dapat menyetujui 
pendapatnya. Saya malahan berpikir sebaliknya, bahwa jatuhnya Roma 
dipercepat oleh keinginan yang cukup dari perubahan semacam itu. Sebab, 
sebagai suatu resimen yang baik bagi orang orang yang sehat, tidak akan 
cocok dengan orang-orang yang cacat (invalid). Demikian pula suatu rakyat 
yang dikorup tidak bisa dipenntah dengan hukum yang sama, yang sesuai 
bagi rakyat yang baik. Tidak ada yang dapat melukiskan dalih ini melebihi 
negen Venesia, yang repubhknya masih terus berjalan atau palmg sedikit 
terdapat adanya kesamaan, sebab tidak ada alasan lam kecuali hukum di- 
sesuaikan bagi pemermtahan orang-orang jahat. 

Demikianlah alasannya, mengapa surat suara dibagikan kepada para 
warga negara. Dengan surat suara itu setiap orang dapat memilih tanpa 
ada seorang pun yang mengetahui kepada pihak siapa suaranya diberikan. 
Bentuk atau tata-cara baru yang ditegakkan untuk mengumpulkan surat 
suara, penghitungan sura, perbandmgan jumlah dan lain sebagainya. Semua 
ini tidak mencegah adanya kecungaan terhadap keingkaran di kalangan 
perwira yang dikerjakan pada kesempatan mi, 9 dan sejumlah pengumuman 
resmi pemenntah ditenma untuk mencegah adanya intnk serta perdagangan 
suara. Keadaan demikian membuktikan bagaimana tidak bergunanya me- 
reka itu. 

Menjelang tahun terakhir dan republik itu, acapkali terdapat suatu 
kefcutuhan untuk kembali lagi pada upaya luar biasa guna menambah keku- 
rangan yang terjadi dalam hukum itu. Kadangkala isyarat ditarik dari yang 
dianggap keajaiban. Tetapi, ini hanya dapat memperdayakan rakyat tanpa 
membenkan akibat apa pun atas orang-orang yang memenntah mereka. 
Kadangkala apabila diamati, rakyat siap untuk membenkan suaranya pada 
suatu masalah yang tidak layak. Seluruh waktu sidang dihabiskan dalam 
pidato mendesak yang berkepanjangan. Namun ambisi menemukan alatnya 

Pengawa an distribusi, permohonan bantuan 
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guna menyingkirkan semua skema mi; dan apa yang palmg tidak dapat 
dipercaya — di tengah-tengah semua keburukan mi disebabkan oleh ke- 
bajikan peraturan kuno mereka. Rakyat yang sangat besar jumlahnya itu 
tidak pernah berhenti dari upayanya memilih hakim mereka, menerima 
hukum, memutuskan kasus serta menyegerakan semua urusan, apakah itu 
sudah menjadi sifat dasar umum atau pnbadi, yang hampir sama banyaknya 
kemudahan sebagaimana mereka dapat melaksanakannya sendm dalam 

senat. 


BAB V 

BADAN PENEGAK HUKUM (TRIBUNESHIP) 

Apabila diketemukan, tidak mungkin untuk mendirikan suatu perban- 
dingan yang tepat antara berbagai bagian negara, atau bila berbagai kasus 
yang tidak dapat disembuhkan itu terus menerus mengubah hubungan yang 
ada di antara berbagai bagian, yang kemudian diciptakan secara hakim 
istimewa yang tidak menjadi anggota salah satu badan kehakiman, tetapi 
secara relatif pertaliannya dengan masing masing membuat m tidak bisa 
membentuk suatu derajat mtermedial, atau kaitan persatuan antara pa- 
ngeran dan rakyat, atau antara pangeran dan penguasa, atau bahkan antara 
keduanya sekaligus jika diperlukan. 

Badan ini, yang saya sebut Badan Penegak Hukum (Tnbuneship) adalah 
perangkat memelihara hukum dan kekuasaan legislatif. Mereka kadangkala 
memelihara hubungan penguasa terhadap pemermtah, seperti para pejabat 
pilihan rakyat melaksanakannya di Roma. Kadangkala mereka pun menjaga 
hubungan pemermtah terhadap rakyatnya, seperti Dewan Sepuluh (the 
Council of Ten) sekarang melaksanakannya di Venesia; dan demikian pula 
mereka mempertahankan suatu keseimbangan yang tepat antara berbagai 
bagian dari negara, seperti yang dilakukan oleh ephors (pengawas pada 
zaman Romawi kuno) di Sparta. 

Badan Penegak Hukum bukan merupakan suatu bagian unsur pokok 
kota, dan tidak dapat pula memkmati suatu bagian dalam kekuasaan legis¬ 
latif dan eksekutif; tetapi dalam fakta yang sama ini pula kekuasaannya 
sendiri adalah yang palmg besar. Sebab, kendati m tidak dapat berbuat 
sesuatu, namun ia bisa mencegah segala sesuatu yang terjadi. Ia lebih suci 
serta lebih dihormati sebagai pembela hukum ketimbang pangeran yang 
harus melaksanakannya, atau penguasa yang mendirikan hukum itu. Di 
Roma ketakziman yang dibenkan kepada hakim ini adalah sangat mencolok 
mata, di mana para bangsawan yang angkuh itu suka menghina seluruh 
badan rakyat, wajib membungkuk dihadapan seorang pejabat rakyat yang 
sederhana kendati hakim tersebut tidak mempunyai pelindung atau yuns- 
diksi kekuasaan. 

Badan Penegak Hukum yang menahan seseorang secara bijaksana me¬ 
rupakan dukungan palmg kuat bagi suatu konstitusi yang baik. Sekalipun 
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demikian, berbicara mengenai jabatan tersebut kecuali hanya membicara- 
kan suatu derajat kekuasaan yang sangat kecil di luar apa yang mutlak di- 
perlukan, adalah alat yang pasti untuk menumbangkan segala sesuatu: ka 
rena sifat jabatan para hakim pilihan rakyat ltu tidak pernah bersikap le- 
mah, asal saja la merupakan sesuatu yang tidak pernah kurang daripada 
yang selayaknya diharapkan. 

Jabatan tersebut merosot ke dalam tirani bila la merebut kekuasaan 
eksekutif, yang hanya didisam untuk melunakkannya, atau bila 1a men- 
coba tidak menggunakan hukum yang seharusnya la lindungi. Kekuasaan 
ephors yang luar biasa, meskipun tidak bersifat garang ketika Sparta mem- 
pertahankan moralitas, mempercepat tindak korupsinya bila sekali saja 1a 
telah bertindak memulainya. Darah Agis, yang dituntut balas oleh para 
pengikutnya, dibunuh oleh penguasa lalim ini. Kejahatan dan hukuman dari 
ephors membenkan sumbangan yang sama pada jatuhnya republik, dan 
setelah Cleomenes Sparta tiada lagi. roma jatuh karena alat yang sama. 
Dengan perlahan lahan di sana pun para hakim merebut kekuasaan ekse¬ 
kutif, yang dibantu oleh kekuataan hukum yang diciptakan untuk men- 
dukung kemerdekaan. Mereka bekerja untuk mendukung para kaisar yang 
merusaknya Mengenai Dewan Sepuluh di Venesia, 1a memiliki darah pe~ 
ngadilan yang sama dahsyatnya terhadap bangsawan dan rakyat, yang 
sejauh ini melindungi hukum dengan suatu kebanggaan yang penuh dengan 
perasaan in hati. Setelah mereka melakukan penghinaan, m hanya mengabdi 
untuk membenkan pukulan secara rahasia yang sangat gelap bagi pandang- 
an umum. 

Sebagaimana halnya dengan pemermtah, Badan Penegak Hukum men- 
jadi lemah karena para anggotanya menjadi makin besar jumlahnya. Apabila 
para hakim dan rakyat Romawi, yang pada mulanya hanya dua orang 
banyaknya dan kemudian menmgkat menjadi lima orang, bergairah melipat- 
gandakan jumlahnya, maka senat tidak membenkan oposisi hingga terja- 
min baik apa yang sebenarnya terjadi. Dengan jumlah hakim yang demikian 
besar, mereka mungkm menemukan beberapa cara untuk dapat memper- 
mainkan yang satu terhadap yang lam. 

Alat yang paling baik mencegah perebutan suatu badan yang begitu 
dahsyat, seharusnya tidak dimaksudkan untuk membuat badan ltu menjadi 
permanen, tetapi untuk mengatur jangka waktu jedah yang perlu ditetap- 
kan bila la akan mengalami suatu penindasan sementara — rupanya tidak 
ada pemermtah yang pernah mempertimbangkan masalah ltu. Waktu jedah 
mi hendaknya tidak sama panjangnya seperti memben waktu bagi tindak 
kejahatan agar menjadi kuat. Seyogyanya dipecahkan secara hukum dengan 
satu perbekalan guna memperpendek jangka waktu ltu, jika perlu dengan 
melalui komisi luar biasa. 

Metode ini ternyata tidak tercela seutuhnya karena, sebagaimana saya 
telah melakukan pengamatan, Badan Penegak Hukum yang tidak membuat 
bagian konstitusi mungkm ditindas tanpa membuat pelanggaran pada kons- 
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titusi. Saya cenderung percaya, m hendaknya ditaati, karena hakim yang 
diperbaharui tidak mengawali dengan kekuasaan yang mungkin diperoleh 
para pendahulunya, tetapi dengan kekuasaan yang dibenkan oleh hukum. 


BAB VI 

KE DIKT ATO RAN 

Kekuatan alarm terhadap hukum yimg menghalangi pembelokan mereka 
pada pelbagai penstiwa yang terjadi, dalam kasus tertentu mungkin dapat 
mencelakakan, dan dalam suatu knsis bahkan mengakibatkan keruntuhan 
negara. Susunan serta kelambanan bentuk legal menghendaki jarak waktu 
yang kadangkala ditolak oleh keadaan. Karena terdapat ribuan peristiwa, 
yang untuk itu para pembuat undang-undang tidak melengkapinya, merupa- 
kan suatu bagian penglihatan jauh yang sangat penting untuk mengamati 
segala sesuatu yang tidak dapat dilihat sebelumnya. 

Karena alasan milah dapat kiranya disarankan untuk tidak mendirijtan 
lembaga politik begitu kuat seperti mencegah kemungkman menangguhkan 
pekeqaan mereka. Bahkan Sparta sendiri mendenta karena undang-undang- 
nya tidak berdaya. 

Akan tetapi, tidak ada sesuatu selain sangat berbahayanya, harus mem- 
pertimbangkan bahayanya mengubah tujuan ketertiban umum yang tetap, 
dan kekuasaan hukum yang suci hendaknya dirmtangi kecuali bila ke- 
selamatan negara bergantung padanya. Dalam eontoh yang langka mi, 
maka kebutuhan sudah dmyatakan, keselamatan umum diatur dengan 
undangundang tersendiri , 1 yang melibatkan tanggungjawabnya pada yang 
paling dihormati Komisi mi mungkin dibenkan dalam dua cara yang ber- 
lainan, menurut sifat bahaya itu. 

Jikalau cukup untuk suatu obat penawar agar kegiatan pemerintah di- 
perbesar, maka cara yang ditempuh harus memusatkan kekuatan di dalam 
tangan seorang atau dua orang anggotanya. Dengan demikian berarti, 
bukan otontas hukum yang diubah, tetapi hanya bentuk pengurusannya. 
Jika demikian bahayanya, peranti hukum akan menjadi suatu rmtangan 
terhadap pemeliharaan mereka, maka harus diangkat seorang pemimpin 
agung yang akan membungkam hukum dan menunda untuk suatu waktu 
otontas penguasa itu. Dalam kasus semacam mi, kehendak umum tidak 
boleh diragukan, sebab temyata maksud rakyat yang pertama seharusnya 
lalah, negara hendaknya tidak menjadi sengsara. Cara untuk menunda 
otontas legislatif mi tidak menghilangkan kekuasaan tersebut: hakim yang 
membungkam kekuasaan itu tidak dapat membuat kekuasaan itu berbicara. 


1 


Suatu undang-undang dengan suatu tujuan pribadi, yaitu memilih suatu individu yang istime- 


wa. 
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Ia menguasainya, tetapi la tidak mewakilinya. Ia dapat berbuat sesuatu ke- 
cuali membuat hukum. 

Dan kedua cara ltu, yang pertama ditenma oleh senat Romawi ketika 
mereka menggunakan para konsul mereka dalam suatu formula, yang di- 
persucikan dengan kekuasaan untuk menyelamatkan republik. Cara yang 
kedua dikerjakan ketika seorang dari dua konsul itu disebut diktator, 
suatu praktek yang contohnya dibenkan Alba kepada Roma . 2 

Ketika republik memasuki masa kanak-kanak, mereka sermg meminta 
pertolongan pada kediktatoran karena keadaan negara tidak cukup mantap 
(stabil) untuk menyokong dirrnya sendrn dengan kekuatan konstitusinya 
sendin. Pada waktu itu moralitas melukiskan tindakan yang dilakukan lebih 
dahulu untuk mencegah segala yang tidak baik, kemudian berlebih-lebihan, 
yang semestinya penting pada periode lamnya Di sana tidak ada kekha 
watiran bahwa seorang diktator akan menyalahgunakan otoritasnya atau 
bersikap memperpanjang kekuasaan hingga melampaui batas waktunya. 
Sebaliknya akan tampak bahwa kekuasaan yang berlebihan semacam itu 
adalah berat bagi orang yang mendapat titipan kekuasaan tersebut, dan la 
berbuat terburu-buru untuk dibebaskan dari suatu jabatan yang berbahaya 
serta menyusahkan, yang membuat ia berdiri di pihak hukum. 

Jadi, bukan bahaya karena keburukannya, tetapi bahaya karena kemun- 
durannya yang membuat saya mengecam penggunaan yang kurang baik 
dari kehakiman agung itu pada tahun-tahun awal. Sebab, sementara oto- 
ritas itu bersikap sangat berlebihan mengenai pemilinan, pengabdian, dan 
segala yang semata-mata bersifat formalitas, maka terdapat alasan untuk 
memahami bahwa ia akan menjadi kurang dahsyat. Apabila hal itu dibutuh- 
kan, pada akhirnya rakyat akan terbiasa memandang diktator sebagai gelar 
yag kosong, yang dikerjakan hanya untuk memben kebesaran pada berbagai 
upacara yang tidak berguna. 

Menjelang masa akhir republik, orang Romawi menjadi lebih bersikap 
hati-hati. Kediktatoran dihadang sebagai tidak bijaksana karena pernah di- 
benkan secara berlebihan di masa lampau. Mudah untuk melihat, bahwa ke- 
takutan mereka sungguh tidak beralasan, dan kelemahan ibu-kota merupa- 
kan suatu jarmnan keselamatan terhadap para hakim yang bersemayam 
dalam dadanya. Dalam kasus tertentu seorang diktator mungkin memper- 
tahankan kebebasan umum, tetapi tidak bisa melaksanakannya. Tidak pula 
di Roma, tetapi di dalam ketentaraan rantamya dipalsukan. Perlawanan 
kecil yang dilakukan oleh Marius terhadap Sulla dan oleh Pompey terhadap 
Caesar, memperlihatkan dengan jelas apa yang bisa diharapkan dari otoritas 
di dalam negen terhadap kekuatan dari luar. 

Kesalahan ini membawa orang Romawi ke dalam kekeliruan besar, 
misalnya dengan tidak mengangkat seorang diktator dalam persekongkolan 
jahat Catiline. Masalahnya terletak pada kota itu sendiri dan pada sebagian 


2 

Nominasi ini dibuat secara rahasia, dan diwaktu malam seolah-olah mereka malu menempat- 
kan seseorang di atas hukum 
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besar dari beberapa propinsi di Italia. Otoritas tidak terbatas pada yang di- 
berikan oleh hukum ke pada diktator, yang akan membuatnya tidak dapat 
dengan mudah melenyapkan persekongkolan, yang hanya dicekik oleh 
sutu persamgan dan berbagai penstiwa yang menguntungkan, dan yang ke- 
bijakannya sebagai pengasih tidak pernah diharapkan. 

Lebih daripada itu, senat dengan senangnya menyerahkan semua ke- 
kuasaannya kepada para konsul, yang mewajibfean Cicero untuk melampaui 
kekuasaannya dalam satu titik yang sangat metenil, denan maksud mem- 
berikan kemanjuran pada tindakannya. Dengan kegembiraannya yang per- 
tama, kendati tingkah-lakunya dibenarkan, bukannya tanpa keadilan kalau 
pada akhimya la dipanggil untuk mempertanggungjawabkan darah para 
warganya yang ditumpahkan karena pelanggaran hukum — suatu cela yang 
tidak dapat ditumbangkan pada diri seorang diktator. Tetapi kefasihan 
lidah para konsul membawa segala sesuatu sebelumnya, kendati sebagai 
seorang Romawi la lebih terikat pada kekayaannya sendin ketimbang pada 
negennya. Lebih pasti ia mengabaikan suatu cara lebih menyelamatkan 
negara yang disyahkan menurut hukum, yang ia mungkm mempunyai ke- 
hormatan akan perlmdungan sepenuhnya bagi dirinya sendin . 3 Jadi, ia 
dihormati selayaknya sebagai seorang pembebas Roma, tetapi ia dihukum 
dengan keadilan yang sama sebagai pelanggar hukum. Betapapun ia ingat 
akan kejayaan yang pernah dialami ketika suatu perlakuan yang masih 
bersifat lemah-lembut terhadap dirmya. 


Dengan cara apapun komisi diktator yang penting ini diperbineangkan, 
adalah penting bahwa hal itu hendaknya dilangsungkan dengan kekerasan, 
tetapi dalam waktu yang sangat smgkat karena tidak ada sesuatu yang pan- 
tas diizmkan untuk memperpanjangnya. Sebab, dalam knsis yang meng- 
hasilkan komisi diktator itu, negara harus sangat cepat jatuh atau diselamat- 
kan. Apabila kediktatoran itu tetap ada, setelah kesempatan untuk pem- 
bentukannya itu dilenyapkan, kediktatoran menjadi lalim atau tidak ada 
gunanya Di Roma para diktator memegang jabatan hanya untuk enam 
bulan lamanya, dan sebagian besar meninggalkan jabatannya sebelum masa 
jabatannya berakhir. Jika masa jabatan itu lebih lama, mungkin muncul 
suatu godaan untuk masih memperpanjangnya lebih lanjut sebagaimana 
terjadi dengan kasus decemvirs yang jabatannya terus berlangsung selama 
satu tahun. Diktator itu bagaikan kemasukan setan kekuasaan, dan hanya 
nyans cukup lama untuk memberikan pelayanan bagi kepentingan orang- 
orang yang telah mengangkatnya serta tidak mempunyai waktu berpikir 
menyusun proyek lain. 


3 Inilah yang ia tidak yakm, jika la mengusulkan seorang diktator, ia tidak berani menyebut di- 
rmya sendin, dan ta tidak yakin bahwa koleganya akan menyebut dirmya 
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Dengen cara yang sama sebagaxmana kehendak umum dmyatakan 
dengan hukum, maka pertimbangan umum dinyatakan dengan sensor. 
Pendapat umum adalah sejems hukum, dan dan undang-undang ltu peng- 
kntik atau sensor adalah pejabatnya, dan hanyalah m yang menyebabkan 
hukum ltu digunakan terhadap berbagai kasus istimewa mengikuti eontoh 
yang dibenkan oleh pangeran. 

Badan sensor sedemikian jauh melaksanakan tugas sebagai wasit pen¬ 
dapat rakyat sehmgga usahanya hanya menyatakan pendapat itu, dan kapan 
pun mereka berhenti berbuat demikian dengan setia, maka keputusan me- 
reka adalah sia-sia serta tidak ada manfaatnya 

Tiada gunanya membedakan moralitas suatu bangsa dari tujuan yang 
terhormat, sebab keduanya mulai dan prmsip yang sama serta tidak perlu 
dibedakan. Di dunia, bu kan perangai melainkan pendapat yang menetapkan 
masalah kemanusiaan dalam pilihan kesenangan hati. Apabila kesalahan 
pendapat diperbaiki, moralitas kita memperbaikl dirmya sendin. Apa yang 
baik atau apa yang tampaknya menjadi baik menank kekaguman universal; 
tetapi dalam memutuskan apa yang baik itulah orang membuat kesalahan 
hingga masalah yang besar itu dimaksudkan untuk mengatur keptusan ini. 
Siapa yang memutuskan tentang moralitas, ia memutuskan teptang kehor- 
matan. Siapa yang memutuskan tentang kehormatan, ia mengambil hukum- 
nya dari opini. Pendapat suatu rakyat lahir dan konstitusinya. Sebab, ken- 
daii tidak mengatur moralitas, namun penetapan undang-undang itu melahir- 
kan moralitas; bilamana penetapan undang-undang menjadi lemah, maka 
moralitas merosot. Apabila mereka jatuh berantakan, maka semuanya akan 
berakhir. bdak ada sesuatu yang pantas dapat memihki kekuatannya. 


Usaha sensor ialah melindungi moralitas dengan mencegah agar pen¬ 
dapat orang-orang itu tidak dikorup, mempertahankan kejujuran (inte- 
gritas) mereka dengan bantuan yang bijaksana, dan bahkan kadangkala me¬ 
netapkan pendapat bila mereka merasa bimbang. Penggunaan detik-detik 
dalam duel yang dibawa pada suatu kecenderuangan yang mata-gelap atau 
kegila-gilaan di Kerajaan Perancis, dihapuskan hanya dengan kata-kata yang 
tersurat dalam suatu maklumat yang diedarkan oleh raja, 5 sebagaimana me¬ 
reka yang pada detik-detik ini memanggil pengeeut”. Dengan mendahului 
keputusan umum, keputusan mi seeara cepat menetapkannya. Tetapi jika 
maklumat serupa mencoba menyatakan pertarungan duel, itu pun suatu tin- 
dakan pengeeut; meskipun pernyataan itu benar karena berlawanan de¬ 
ngan pendapat .yang diterima. Sedangkan umum akan mencemoohkan 
suatu keputusan tentang suatu masalah yang umum sendiri telah menetap¬ 
kannya. 
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Saya telah mengatakan dalam suatu karya yang terdahulu , 1 bahwa pen- 
dapat umum tidak akan tunduk pada pengekangan apapun. Tidak ada 
wujud pembatasan membutuhkan hidup dalam suatu pengadilan yang di- 
bentuk untuk mewakili pendapat umum itu. Kita tidak mungkin terlalu 
banyak mengagumi suatu karya sem, yang dengan seni itu sumber mi di- 
tank untuk bekeqa oleh orang Romawi, dan bahkan lebih banyak oleh 
orang Lecedemoman; dan sumber tersebut hilang di antara yang modern. 

Seseorang yang berwatak pemboros menasehatkan akan suatu tindakan 
yang menyegarkan dalam Spartan Council (Dewan Sparta) dan ephors 
(pengawas pada zaman Romawi kuno), yang pada lahirnya tanpa me- 
mandang sesuatu sebagaimana yang la katakan, hmgga menyebabkan se- 
orang warga negara yang terkenal integritasnya mengusulkan tindakan 
yang sepenuhnya sama. Betapa besar kehormatan yang dibenkan oleh tin¬ 
dakan ini atas suatu kelompok, dan betapa kerasnya suatu celaan yang ia 
benkan atas pihak lamnya yang pada waktunya tanpa menyampaikan 
pujian atau gugatan secara lansung. Pada waktu lam bila orang Sam os 2 
tertentu mabok sambil mencemarkan pengadilan milik ephor (pengawas 
pada zaman Romawi kuno) dengan kotoran, maka pada han benkutnya 
muncul satu maklumat yang mem benkan izin penuh kepada orang Sa- 
mian untuk melakukan perbuatan kotor. Suatu hukuman yang nyata akan 
terasa kurang keras ketimbang suatu kebebasan hukuman yang demikian. 
Apabila Sparta menyatakan, apa yang baik dan yang tidak baik, maka 
Yunani tidak naik banding karena keputusannya. 


BAB VIII 
AGAMA SIPIL 

Pada zaman awal perkembangan duma, orang tidak mengenal raja me- 
lainkan dewa-dewa, dan tidak mengenal pemermtah selain theokrasi (pe- 
merintahan berdasar agama). Mereka sependapat dengan Caligula, dan 
pada waktu yang sama pembiearaan mereka adalah tepat. Hal itu meng- 
hendaki pekerjaan yang berjangka waktu panjang untuk mengubah senti- 
men serta angan-angan kemanusiaan, sebagaimana membuat mereka me- 
ngakui para sahabatnya yang mati untuk pemimpmnya, dan membujuk 
din sendiri hmgga mereka menemukan keuntungan dalam menyerahkan 
diri kepada mereka. 

Karena keadaan tunggal mi, tentang seorang dewa yang ditempatkan 
pada kepala tiap masyarakat politik, temyata jumlah dewa sama besamya 
dengan jumlah rakyat. Dua rakyat yang tidak saling mengenal satu sama 

4 Saya menymggung sedikit dålam bab ini tentang satu masalah yang telah saya lakukan lebih 
bebas dalam Letter to M d Alembert 

2 

Mereka dan pulau lam, yang dengan kehalusan bahasa kita melarang saya untuk menyebutnya 
pada kesempatan ini (Roussesau is speakmg of Chios). 
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lain selalu hampir dalam keadaan saling bermusuhan, yang tidak dapat lebih 
lama mengakui pemimpin yang sama: dua pasukan tentara saling bergulat 
dan tidak bisa patuh pada pemimpm yang sama. Jadi, k^musyrikan (poly- 
theisme) adalah konsekuensi dan adanya perselisihan nasional. Pada giliran- 
nya kemusynkan membangkitkan peradaban, dan sifat keagamaan yang 
tidak membiarkan tumbuh paham lam yang mempunyai kesamaan sifat, 
seperti yang akan saya perlihatkan sesudah ini. 

Kecenderungan yang dibiarkan oleh orang Yunani menemukan bahwa 
para dewa mereka sendinlah yang patut disembah, b ah kan oleh kaum Bar¬ 
bar yang muncul dari mereka yang memandang dirmya sendiri sebagai 
penguasa alami dari rakyat ltu. Tetapi, pada zaman kita sekarang sudah 
tentu merupakan suatu jenis keadaan yang sangat menggelikan, yang ber- 
edar di sekitar permasalahan identitas dewa dan berbagai bangsa: seakan- 
akan Moloch, Saturn dan Chronos dapat menjadi dewan yang sama. Seolah- 
olah Baal dan Phoenicia, Zus dewa orang Yunani, dan Yupiter dewa orang 
Latin, dapat pula sama. Dapat pula terjadi, sesuatu yang umum terjadi pada 
wujud khayalan yang mempunyai berbagai nama. 

Mungkm tampak luar biasa bahwa pada zaman Jahiliah, apabila tiap 
negara mempunyai pemujaannya sendiri serta dewanya sendiri, selayaknya 
tidak akan ada- perang agama. Alasannya lalah, tiap negara mempunyai pe- 
mujaan khusus seperti juga bentuk pemermtahannya sendiri, tidak mem- 
bedakan dewanya dan hukumnya. Perang politik adalah pula perang llmu 
ketuhanan. Daerah kekuasaan dan wujud Tuhan mereka, sepe,rti adanya, 
dibatasi oleh batasan bangsa itu. Tuhan tuhan dan suatu negara tidak mem¬ 
punyai hak atas rakyat lamnya. Tuhan dan orang Jahiliah sudah tentu 
bukan Tuhan yang saya cemburukan, sebab mereka membagi dua di antara 
mereka sendiri; bahkan Musa dan Hebrew menyediakan dirinya pada cita- 
cita ini, yang kadangkala dalam berkata-kata pun layaknya sebagai Tuhan 
bangsa Israel. Mereka memandang sebagai tidak ada Tuhan dan bangsa 
Kanaan, suatu rakyat yang dihempaskan serta dikutuk menjadi rusak be- 
serta negara yang harus dimiliki. Pandangan mereka itu benar, tetapi lihat- 
lah betapa orang Hebrew berbicara tentang dewa-dewa dan rakyat negeri 
tetangga, dan mereka dilarang menyerang para dewa itu! ”Milik dan sesuatu 
yang berhubungan dengan Chamos adalah Tuhan anda”, kata Jephthah 
pada Ammonites, ”apakah itu tidak syah sebagai milikmu? Kita memiliki- 
nya di bawah gelar yang sama. Tanah yang kita peroleh pun adalah Tuhan 
kita yang menaklukannya .” 1 Hal ini bagi saya tampak mengakui sepenuh- 
nya suatu bagian antara hak Chamos dan hak dari Tuhan orang Israel. 


*”Nonne ea qure possidet Chamos deus tuus, tibijure debenture‘ > ” (Judges XI, 24) Demikian 
lah teks Vulgate Father de Carnes menerjemahkannya, "Tidaklah anda percaya bahwa anda mem¬ 
punyai hak untuk memilikinya segala yang berhubungan dengan Chamos Tuhan an*da?” Saya tidak 
tahu kekuatan teks Hebrew, tetapi saya melihat bahwa dalam Vulgate, Jephthah mengakui hak dari 
Tuhan Chamos tidak dapat disangsikan, dan penerjemah Perancis memperlemah pengakuan mi 
dengan menurut anda", yang tidak terdapat dalam naskah lamnya 
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Tetapi, ketika orang Yahudi yang ditaklukkan oleh raja Babilon dan 
kemudian takluk pada raja Siria, dengan keras kepala menolak untuk me- 
ngakui adanya Tuhan selain Tuhannya sendiri. Penolakan itu dipandang 
sebagai pemberontakan terhadap penakluk mereka, dan mengancam mereka 
dengan pengejaran seperti yang kita baca dalam sejarah mereka serta yang 
tidak diulangi sampai permulaan agama Knsten . 2 

Oleh karena itu, tiap agama yang khusus dipersatukan dengan hukum 
negara yang menentukannya, maka tidak ada jalan untuk memasukkan 
suatu rakyat ke dalam agama keeuali dengan memperbudak mereka, dan 
juga tidak ada seorang missionari (utusan Injil) lainnya, keeuali penakluk. 
Kewajiban untuk mengganti pemujaan seseorang dengan pemujaan lain 
merupakan hukum yang dikenakan pada mereka yang dikalahkan. Orang 
harus menaklukkan sebelum mereka mulai masuk ke dalam suatu agama. 
Sesungguhnya, sedemikian jauh ada orang yang berkelahi karena Tuhannya, 
seperti yang dimaksud dalam karya Homer, bahwa adalah Tuhan yang 
berkelahi untuk manusia. Setiap pihak menuntut kemenangan Tuhannya 
sendiri, dan untuk kemenangan itu mereka membayar kembali kepada 
Tuhannya dengan memberikan altar tambahan (tempat pemujaan) sebagai 
imbalannya. Orang Romawi, sebelum mereka mengambil suatu tempat, me- 
manggil Tuhannya dan meninggalkannya. Bila mereka memnggalkan 
Tarentmes dengan para dewanya yang sedang murka karena mereka mem- 
pertimbangkannya, bahwa para dewa itu telah ditaklukkan oleh para dewa 
mereka sendiri sebagai lawannya, dan dipaksa berbakti kepadanya. Se- 
sungguhnya, para dewa acapkali memnggalkan rakyat, dan rakyat pun telah 
menaklukkan para dewanya dengan cara yang sama pula, dan mereka telah 
meninggalkan hukum-hukumnya. Suatu kar an gan bunga yang dipersembah- 
kan kepada Yupiter dari Capitol seringkali merupakan persembahan (upeti) 
yang mereka kenakan. 

Akhimya, orang Romawi telah memperluas kedua kerajaannya, baik 
cara pemujaannya maupun Tuhan mereka, dan acapkali pula menerima 
pemujaan dan Tuhan yang telah dikalahkan dengan membenkan kepada 
kedua kerajaan itu hak menguasai kota. Rakyat dan kerajaan yang luas itu 
secara tak sadar menemukan dirmya dengan sejumlah Tuhan dan pemujaan. 
Di mana pun hampir sama, dan ltulah sebabnya bagaimana Jahiliah menjadi 
agama tunggal yang dikenal di dunia. 

Sementara segalanya berada dalam keadaan demikian, Yesus datang 
mendirikan kerajaan spiritual di duma dengan memisahkan llmu ke-Tuhan- 
an dan sistem politik. Tidak lama kemudian membuat negara hanya men¬ 
jadi satu hingga menyebabkan timbulnya percekcokan isi perut dan tidak 
pemah berhenti menghasut rakyat Kristen. Gagasan ceritera roman tentang 
suatu kerajaan dari duma lam tidak pemah dapat menerobos kepala orang 


2 Ternyata, Perang Phocian yang disebut ’saered” adalah bukan suatu perang agama Tujuannya 
tidak untuk menghukum pelanggaran agama dan tidak pula untuk menaklukkan mereka yang tidak 
percaya 
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Jahiliah. Mereka selalu mengånggap umat Kristen sebagai pemberontak, 
dan hanya diliputi dengan suasana patuh secara menyeluruh yang munafik, 
mereka mencari kesempatan untuk menjadikan dirinya merdeka serta 
secara cerdik berusaha menjadi pemimpin untuk merebut kekuasaan. 
Karena kelemahannya, mereka berpura-pura bersikap hormat. inilah sebab- 
nya para umat Kristen akhimya dikejar-kejar. 

Apa yang ditakutkan oleh orang Jahiliah sebenarnya hanya datang 
untuk lewat. Seluruh permukaan peristiwa berubah. Umat Kristen yang 
hina mengubah bahasanya dan segera kerajaan yang didalihkan dari dunia 
lain menjadi despotisme yang paling kejam di bawah seorang pemimpin 
yang terpandang. 

Akan tetapi karena selalu ada pangeran dan hukum sipil, maka kon- 
sekuensi yang disebabkan oleh kekuasaan ganda ini lalah, suatu konflik 
yang terus menerus dalam wilayah kekuasaannya, yang tidak memungkin- 
kan membuat sistem pemerintah apa pun menjadi baik dalam negara 
Kristen. Sudah tentu orang tidak pemah dapat mengatakan kepada dirinya, 
apakah mereka tenkat dan patuh pada pemimpin atau pada pendetanya. 

Berbagai rakyat, bahkan di Eropa dan sekitamya, berusaha memelihara 
atau lebih menegakkan kembali sistem kuno, tetapi tanpa mencapai hasil; 
semangat umat Kristen menang di atas segala-galanya. Pemujaan suci selalu 
dibiarkan atau kembali menjadi tidak tergantung pada penguasa, dan tidak 
mempunyai kaitan apa pun dengan bad an negara. M o h am m ad menunjuk- 
kan pandangan yang sangat bijak dan mengaitkan sistem pohtiknya ber- 
sama-sama dengan baik. Sementara bentuk pemerintah yang ditegakkannya 
hidup di bawah para Khalifah penerusnya, dan bentuk pemerintah itu pun 
tidak dipecah-pecah. Tidak terpecahnya bentuk pemerintah itu adalah baik. 
Tetapi, orang Arab yang manjadi makmur, terpelajar serta sopan santun, 
juga menjadi mewah yang lagak lagunya bagaikan perempuan, dikejar-kejar 
oleh kaum Barbar. Pembagian terhadap kedua kekuatan kemudian mulai 
lagi. Kendatipun pembagian itu kurang nyata di antara umat Islam ke- 
timbang umat Kristen, namun bagaimanapun juga pembagian itu jelas ada 
yang terlihat perkembangannya dalam mazhab (sekte) Ali, dan di negara- 
negara seperti Persia yang terus menerus dirasakan dengan sendirinya. 

Di antara kita, para Raja Inggns diakui sebagai kepala Gereja, dan para 
Kaisarnya menenma atau mewansi sifat-sifat yang sama, tetapi dengan 
gelar ini mereka lebih dijadikan pendeta ketimbang pemimpin Gereja. 
Mereka hanya memperoleh hak memelihara Gereja, sebaliknya tidak 
mempunyai hak untuk mengubahnya. Mereka bukan pembuat undang* 
(legislator), tetapi hanya ”putri”. Di mana pun dibentuk suatu badan dan 
para pendeta . 3 Badan tersebut adalah pemimpin dan pembuat undang- 


Hendaknya diamati, bahwa tidak begitu banyak sidang formal dari badan pendeta seperti 
sidang-sidang Perancis yang mengikat mereka bersama sama, seperti Komum (Jemaat) suci di Gereja 
Jemaat dan pembuangan terhadap seseorang dari masyarakat Nasrani adalah kesepakatan sosial 
dari para pendeta, dan dengan kesepakatan itu mereka akan selalu menjadi pemimpin atas rakyat 
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undang di negaranya. Oleh karena itu ada dua kekuatan, dua penguasa 
baik di Inggris maupun di Rusia, dan di negara-negara lain. 

Dan semua penulis Kristen, ahli filsafat Hobbes adalah satu-satunya 
yang meiihat dengan jelas keburukan serta obat penawamya, yang berani 
mengusulkan suatu persimpangan dari dua kepala burung rajawali. Pemulih- 
an lengkap atas persatuan politik yang tanpa dengannya tidak ada negara 
serta pemenntah yang pemah dapat ditegakkan dengan mantap . * * * 4 Tetapi, 
ia mungkm harus meiihat semangat yang menguasai umat Kristen akan 
mengalahkan sistemnya, dan kepentmgan kependetaan akan selalu menang 
atas kepentmgan negara. Tidak begitu banyak apa yang tersembunyi dan 
palsu dalam teon politik im karena apa yang adil dan benar, menjadikannya 
bersikap membenci . 5 

Saya percaya, dengan mengembangkan fakta sejarah dan sisi pandangan 
ini, suatu pembuktian kesalahan yang mudah seharusnya diberikan kepada 
pendapat yang sangat berlawanan dari Bayle 6 dan Warburton , 7 satu dari 
mereka di antaranya berpura-pura bahwa agama tidak ada gunanya bagi 
satu negara hukum. Sementara yang lam sebaliknya menuntut bahwa agama 
Knsten adalah satu-satunya penyokong yang pasti. Kita hendaknya mem- 
buktikan kepada penulis pertama, tidak ada satu negara pun yang pemah 
didirikan tanpa mempunyai agama sebagai dasarnya. Kepada lainnya pun 
membuktikan, hukum Kristen pada dasarnya lebih merugikan ketimbang 
berfaedah bagi konstitusi negara. Gagasan orang banyak ten tang masalah 
keagamaan begitu terlampau samar-samar hmgga membuat saya sendiri 
mengerti dengan jelas, mungkm perlu menetapkan mereka dengan lebih 

teliti pada msalah yang berkaitan dengan pokok permasalahan saya. 

Agama, dalam kaitannya dengan masyarakat, baik yang umum maupun 
yang khusus, dianggap mungkm untuk dapat juga dibagi ke dalam dua jenis 


dan para raja. Semua pendeta sama sama saling berhubungan, kendati mereka berdiam pada kedua 

ujung bumi sekalipun, mereka adalah teman sesama warga negara Suatu penemuan, yang sebenar 
nya mungkin dmamakan suatu pekerjaan politik yang sangat mdah. Di antara para pendeta Jahihah 

tidak terdapat yang menyerupamya, dan juga mereka tidak pe nah membutuhkan satu badan pen¬ 
deta. 

4 

Rousseau menunjuk pada Hobbes’ de Cive (1642) yang berisi alasan berpengaruh untuk ke 
unggulan sekuler atas kekuasaan kegerajaan 

5 Dalam surat Grotius kepada kakaknya» tertanggal 11 April 1643 tampak betapa jauh orang 
terpelajar itu membenarkan dan betapa jauh ia tidak membenarkan De Cive Benar tunduk pada 
pihak pemurah» ia rupanya memaafkan bagian yang baik dari doktnn penulis kar na dahl yang buruk 
ia desakkan, tetapi setiap orang begitu suka memberi maaf. 

(Pierre Bayle (1647-1706), penulis Dictionnaire Historique et Critique dan Penses Sur la 
Comete dan seorang pelopor ahli filsafat abad ke-delapan belas. Dalam Pensees Sur la Comete, 
Bayle membenkan alasan bahwa ”atheisme tidak perlu mengarah pada korupsi moralitas” ) 

7 

Warburton memberikan alasan terutama dalam karyanya yang paling terkenal, The Div me 
Legation of Moses demonstrated on the Prinsiples of a Religious Deist (1737-1741), bahwa agama 
dan terutama doktnn yang diumumkan tentang anugerah dan hukuman han kemudian adalah perlu 

bagi pemerliharaan moralitas dan masyarakat sipil. 
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yang herbeda: agama pribadi dan agama warga negara. Yang pertama, tanpa 
candi, tanpa tempat pemujaan (altar) atau upacara, dan memisahkan se- 
luruhnya dari pemujaan intemal secara murni terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa serta tugas moral yang abadi, adalah agama Xitab Injil yang murni dan 
sederhana, yaitu llmu Taukhid yang sebenarnya. Mungkm apa yang secara 
tepat disebut ”hukum ke-Tuhanan yang alami”. Adapun agama warga 
negara, hanya didasarkan pada negara, memberikan Tuhannya dan para 
pehndung walmya sendiri, ia memiliki dogmanya, upacaranya dan pemuja¬ 
an ekstemal yang ditentukan oleh hukum. Tetapi bila anda meliwati per- 
batasan di mana agamanya menang, maka para pengikutnya menganggap 
tiap manusia sebagai seorang asmg, seorang kafir (tak beriman), dan seorang 
Barbar. Mereka akan mengizinkan untuk memberikan hak dan tugas kepada 
orang-orang yang hidup dalam lingkungan pemujaan mereka sendiri. Pada 
awal zaman, kepada semua agama yang demikian ltulah kita boleh mem¬ 
berikan nama ”agama sipil” atau ”hukum ke-Tuhanan positif”. 

Masih ada sejems agama ketiga yang lebih ganjil, yang memberikan 
kepada manusia dua kitab undang-undang, dua kepala dan dua negara, 
yang menghendaki dari mereka tugas yang berlawanan, dan mencegah 
setiap orang serta warga negaranya beriman pada saat yang sama. Agama 
dari orang lama adalah salah satu dari jenis ini. Demikian pula agama Jepang, 
dan agama Kristen orang Romawi. Yang terakhir mungkin boleh disebut 
agama dan para pendeta. Dari situ dihasilkan sejenis hukum campuran dan 
tidak cocok untuk kehidupan sosial tanpa suatu nama. 

Dari sisi pandangan politik, tiga jenis agama mi semuanya memiliki 
kekurangan. Terutama yang terakhir adalah jelas jelek, yang akan mem- 
buang waktu untuk menunjukkan keburukannya. Apapun yang merusak 
persatuan sosial sama sekali tidak ada gunanya. 

Yang kedua adalah baik dalam hal la mempersatukan pemujaan Tuhan 
dengan kecmtaan pada hukum, dan dengan membuat negara mereka men- 
jadi tujuan pemujaan warga negaranya. Ia mengajar mereka mengabdi 
negara, berarti mengabdi pada Tuhan sebagai wali. Ini adalah suatu jenis 
teokrasi atau negara berdasarkan kekuasaan agama, yang tidak mengizin¬ 
kan seorang uskup selain ia sebagai seorang pangeran, ataupun pendeta 
kecuali iå seorang hakim. Meninggal untuk negaranya bagi seseorang adalah 
suatu kesyahidan. Melanggar hukum adalah tmdakan kurang hormat pada 
Tuhan, dan menyerahkan kejahatan pada kutukan umum berarti meng- 
hukum dia pada kemurkaan Tuhan: Sacer Estod. 

Tetapi, agama ini adalah juga dosa karena ia didirikan dalam kekacauan 
serta kepalsuan. Ia memperdaya manusia, menjadikan manusia cepat mem- 
percayai orang serta berkhayal, dan menyelimuti penyembahan Tuhan yang 
benar dengan upacara hampa. Demikian pula ia bersifat jahat bila ia men- 
jadi iri-hati serta lalim; ia membuat suatu rakyat suka melihat darah 

(membunuh): dan tidak suka membiarkan paham orang lam sampai pada 
suatu derajat, sehingga mereka tidak bernafaskan sesuatu kecuali nafas 
pembunuhan, dan membunuh secara besar-besaran menganggapnya telah 
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mengerjakan tmdakan suci. Dalam membunuh seseorang tidak mau mem- 
bungkuk atau menghormati Tuhan mereka, Ini menempatkan rakyat 
dalam suatu keadaan perang alami dengan semua rakyat lainnya yang ter- 
lampau merugikan bagi keselamatan mereka sendiri. 

Kmi tmggal dipertimbangkan agama umat Nasram (Knstiani) yang tidak 
seperti keadaannya sekarang, tetapi seperti dalam Kitab Injil, adalah sangat 
berlainan. Dengan agama ini — suci, luhur, dan benar — umat manusia, 
anak-anak dan Tuhan yang sama mengakui semua ras manusia sebagai 
saudara dan masyarakat yang mempersatukan mereka dengan meleburnya, 
bahkan tidak pada kematian. 

Tetapi, agama ini tanpa kaitan istimewa dengan negara hukum, mem- 
biarkan hukum hanya memiliki kekuatannya yang mereka ambil dari me¬ 
reka sendiri, dan kepada mereka tidak dibenkan suatu tambahan kekuasa- 
an. Jadi, salah satu ikatan besar dan masyarakat istimewa masih tetap di- 
butuhkan. Apa yang masih lebih merupakan akibat, sistem ini justru me- 
narik perhatian mereka jauh dari semua permasalahan dunia ketimbang 
memberi hati warga negara kepada negara. Saya tidak mengetahui sesuatu 
yang lebih merusak terhadap semangat sosial. 

Dikatakan bahwa suatu bangsa Kristen yang sejati seharusnya mem- 
bentuk masyarakat yang paling sempuma seperti yang diangankan. Hanya 
ada suatu keadaan yang sangat meragukan kebenarannya atas anggapan ini, 
bahwa suatu masyarakat Kristen yang sejati seharusnya bukan suatu masya¬ 
rakat manusia. 

Saya mengatakan lebih jauh, bahwa masyarakat semacam itu, andaikata 
ia dapat hidup, tidak akan lebih kuat atau tidak akan tahan lama untuk 
semua penyempumaannya, yang sudah tentu dikehendaki adanya tali kait¬ 
an yang diperlukan, dan dalam kesempumaannya yang sama tentu akan 
membuktikan adanya kejahatan yang hendak merusaknya. 

Setiap orang akan melaksanakan tugasnya, dan rakyat tentunya akan 
patuh pada hukum, para kepala yang adil serta moderat, para hakim yang 
lugas dan yang tidak dapat disuap. Para serdadu akan memandang rendah 
setiap kematian, bukan kesombongan dan bukan pula kemewahan yang 
hendak diketahui: kesemuanya adalah sangat baik. Tetapi, marilah kita 
lihat sedikit lebih jauh. 

Agama Kristen adalahsuatu agama yang seluruhnya spiritual, dan diisi 
hanya dengan permasalahan surgawi. Negara umat Kristen bukanlah dari 
dunia mi. Adalah benar, ia mengerjakan tugasnya tetap dengan perbedaan 
yang sempuma seperti hasil pemeliharaan yang baik dan yang “tidak baik. 
Asal saja ia sendiri tidak mengadakan sesuatu pendekatan, tidak penting 
menurut pendapatnya, apakah umsannya berjalan baik atau tidak. Jikalau 
negara itu menjadi subur, ia jarang berani menikmati kebahagiaan umum 
dengan perasaan khawatir kalau-kalau ia hanyut dalam kebanggaan akan 
kemegahan negaranya. Apabila bangsa itu jatuh menjadi reruntuhan, maka 
ia akan memberkati tangan Tuhan yang tel ah memberikan pengajaran 
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kepadanya agar menjadi jera. Sesuatu yang diletakkan begitu berat atas 
rakyatnya. 

Bagi masyarakat yang demikian, agar tetap dapat hidup dalam perdamai- 
an serta memelihara suasana harmonis yang langgeng, semua warga negara 
tanpa kecuali, umat Kristen harus bertmgkah-laku sama baiknya. Tetapi, 
jika sekiranya terdapat ketidakbahagiaan di antara mereka yakm seseorang 
yang mempunyai ambisi atau munafik, seperti misalnya seorang Catiline 
atau Cromwell, maka ia akan membuat pekerjaan yang baik bersama 
tetangganya yang saleh. Kemurahan hati orang Kristen tidak mudah me- 
ngizinkan orang berpikir jahat tentang tetangganya. Bilamana terdapat 
seseorang seperti yang baru saya sebutkan, dengan cerdik ia harus pandai 
benar menemukan cara untuk dikenakan pada semua warga negara, dan 
menank bagi dirinya kekuasaan umum hmgga akibatnya lalah, 1a dipandang 
sebagai seorang yang memang telah ditetapkan dalam kemuhaan hidup, dan 
seorang yang dikehendaki oleh Tuhan untuk dihormati: sangat cepat ter¬ 
dapat suatu kekuasaan di sana. Tuhan senantiasa menghendaki agar ke¬ 
kuasaan itu ditaati. Jika titipan seluruh kekuasaan mereka akan disalah- 
gunakan, maka Tuhan akan menggunakan tongkatnya untuk menghukum 
anak-anak-Nya. Orang seharusnya menciptakan moral yang disegani bagi 
dirinya untuk menghalau para perampas itu: mengiterupsi ketenangan 
umum, kekerasan harus digunakan, dan darah ditumpahkan. Semua ini 
tidak sesuai dengan kesetiaan orang Kristen. Bagaimanapun juga tiba pada 
pertanyaan, apakah manfaatnya, adakah kita dalam keadaan bebas atau 
terbelenggu, selama kita berziarah melalui lembah kesengsaraan? Surga 
adalah kebahagiaan yang berada dalam lukisan, dan kesabaran hanyalah 
sarana pendukung untuk mencapainya. 

Jikalau negara terlibat dalam suatu perang dengan orang asing, para 
warga negara berbaris tanpa rasa takut menuju ke medan perang, dan tidak 
seorang pun dan mereka berpikir untuk melarikan diri. Tetapi kendati 
melaksanakan tugasnya, mereka tidak mempunyai ambisi untuk menjadi 
pemenang. Mereka mengetahui lebih baik bagaimana harus mati daripada 
bagaimana harus menang. Mereka mengatakan, apa artinya bagi kita, apakah 
kita menang atau dikalahkan. Tidakkah Tuhan dengan segala kebijakan-Nya 
mengetahui lebih banyak ketimbang kita tentang apa yang tepat bagi kita? 
Adalah untuk memperkirakan, bahwa musuh yang sombong, giat serta 
gairah, tentu tidak akan gagal mengambil keuntungan dari kesabaran dan 
keberanian yang saleh! Marilah kita sesaat menganggap rakyat yang patuh 
dan sabar ini, yang terlibat dalam suatu pertengkaran dengan salah seorang 
dari rakyat yang murah hati, tertarik oleh rasa cmta yang meluap-luap pada 
kejayaan dan pada negara; menganggap republik orang Kristen ini ber- 
tempur dengan Sparta atau Roma; orang Kristen yang saleh akan dikalah¬ 
kan, dihancurkan serta dirusak sebelum mereka mempunyai waktu untuk 
berkumpul; ataur mereka harus berhutang budi atas keselamatannya karena 
penghinaan musuh terhadap mereka. Menurut pendapat saya, suatu sumpah 
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halus yang diambil oleh para serdadu Fabius yang tidak bersumpah untuk 
menang atau mati, tetapi bersumpah untuk datang kembali sebagai pe- 
menang, maka mi berarti bahwa mereka memegang teguh pada sumpahnya. 
Umat Kristen tidak akan pemah mengambil sumpah demikian. Mereka akan 
berpikir hal itu mengganggu Tuhan. 

Tetapi saya merasa berdosa atas suatu kekhilafan ketika saya berbicara 
tentang suatu republik umat Kristen, sebab tiap istilah yang saya gunakan 
mengabaikan istilah lainnya. Agama Kristen hanya mengkhotbahkan per- 
budakan dan ketergantungannya. Semangatnya terlalu baik bagi tirani 
untuk tidak selalu mengambil keuntungan dari padanya. Umat Kristen 
yang sejati dibentuk untuk menjadi budak, dan mereka sadar akan hal ini 
sehmgga mereka sulit untuk menghmdarkan diri dari perbudakan. Dalam 
pandangannya, hidup yang smgkat mi terlalu kurang penting untuk mem- 
berikan suatu pemikiran kepadanya. 

Telah dicenterakan kepada kita, bahwa pasukan Kristen adalah lstime- 
wa. Saya menyangkalnya. Di manakah kita dapat menemukan mereka? 
Bagi saya, saya tidak mengetahui sesuatu tentang pasukan Kristen. Jika saya 
diminta untuk mengenang Perang Salib, maka saya akan memberanikan din 
untuk menyatakan pendapat tanpa memperdebatkan keberanian para 
pejuang Perang Salib yaitu, sebegitu jauh sebagai pasukan Kristen, mereka 
sesungguhnya adalah serdadu-serdadu para pendeta, dan warga negara 
gereja yang bertempur untuk negara spiritual, yang dengan beberapa per- 
alatan atau lainnya gereja menyerahkannya hanya untuk sementara waktu. 
Dalam kenyataannya, apabila kita mempertimbangkan permasalahannya, 
hal ini akan kembali pada Jaihiliah: jika Injil tidak mendirikan suatu negara 
agama, maka semua perang suci di antara umat Kristen tidak mungkm 
terjadi. 

Di bawah kaisar Jahiliah para serdadu Kristen diperbedakan karena 
keberaniannya, seperti para penulis Kristen meyakinkan kita; dan saya per- 
caya demikianlah faktanya. la dalah hasil perlawanan terhormat pasukan 
Jahiliah. Ketika para kaisar menjadi Kristen, semangat perlawanan menjadi 
redup dan akhimya hilang sama sekali, dan Salib Kristus mengusir burung 
rajawali dan padang kejayaan, keberanian orang Romawi pun tiada lagi. 

Dengan membiarkan pertimbangan politik ini, manlah kita kembali 
pada masalah hak dan meletakkan semua prinsip yang telah ditetapkan 
pada masalah yang penting itu. Hak yang oleh kesepakatan sosial (social 
compact) dibenkan kepada penguasa sebagai permasalahan pokok tidak me- 
luas lebih jauh ketimbang yang diperlukan bagi kebaikan masyarakat . 8 


8 "Dalam suatu Republik kata Marquis da (d Argenson),” tiap orang bebas secara sempurna 
untuk berbuat apapun, tidak menyakiti orang lam”. Itu adalah batasan yang idak berubah dan 
tidak mungkm menetapkan hal itu dengan ketepatan lebih besar. Saya kadangkala tidak dapat me 
nyangkal pada din saya sendiri akan kesenangan mengutip naskah ini, meskipun la tidak dikenal 
umum, dengan maksud berbuat hormat terhadap seorang yang agung dan terhormat, bahkan dalam 
kependetaan, melindungi hati warga negara yang setia, dan angan angan yang adil serta menyegarkan 
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Oleh karena itu tidak ada seorang penguasa dapat mempunyai hak untuk 
mengawasi sedikit lebih jauh pendapat tentang berbagai masalah danpada 
selama pendapat itu mungkm mempengaruhi masyarakat. Ini/adalah penting 
bagi negara, bahwa tiap warga negara hendaknya mempunyai satu agama 
yang akan mengatur agar ia meneintai tugasnya. Tetapi dogma agama itu 
tidak menank perhatian baik negara maupun anggotanya, kecuali sejauh 
mereka mempengaruhi moralitas dan tugas itu. Siapa yang mengakui dogma 
itu diharapkan untuk menyampaikannya kepada orang lain. Untuk bagian 
lamnya, tiap orang mungkin menyajikan pendapat yang ia sukai tanpa ada 
kaitannya dengan penguasa untuk mengindahkan mereka. Sebab tanpa me- 
miliki kekuasaan di dunia yang lain, apapun nasib bawahannya dalam 
kehidupan yang akan datang, bukanlah urusan penguasa. Asal saja pada 
waktu sekarang mi mereka adalah warga negara yang baik. Karena itu 
perlu ada suatu pemyataan ke-imanan warga negara yang murni, dan 
artikel mengenai pemyataan itu menjadi urusan penguasa yang berkewajib- 
an mengatumya. Hal itu tidak persis sebagai dogma agama, melainkan 
sebagai perasaan suka bergaul atau keramahan. Tanpa keramahan tidak 
mungkm dapat menjadi seorang warga negara yang baik, atau seorang 
bawahan yang setia . 9 Penguasa tidak mempunyai kekuasaan untuk me- 
wajibkan agar orang percaya kepada mereka, tetapi dapat membuang dari 
negara itu barang siapa yang tidak percaya pada mereka. Tindakan itu di- 
lakukan terhadap seseorang bukan sebagai orang yang tidak beriman, tetapi 
sebagai seorang yang tidak suka bergaul, orang yang tidak mencmtai hu kum 
dan keadilan secara ikhlas, dan jika keadaan selayaknya menghendaki, ia 
tidak dapat mengorbankan hidupnya pada tugasnya sebagai seorang warga 
negara. Tetapi kalau seseorang, setelah ia dengan terbuka menyetujui atau 
menandatangam dogma ini, akan bertingkah-laku seolah-olah tidak mem- 
percayamya, maka ia harus dihukum mati. Ia dinyatakan berbuat kejahatan 
yang paling besar dan menipu dihadapan hukum. 

Dogma dari agama sipil harus sederhana, sedikit dalam jumlahnya dan 
ditetapkan secara persis tanpa suatu tafsiran. Kehadiran Tuhan yang per- 
kasa, bijak dan murah hati, yang melihat sebelumnya serta melengkapi 
kehidupan yang akan datang, kebahagiaan bagi mereka yang lurus, hukum- 
an bagi mereka yang jahat adalah kesucian dari kontrak sosial dan hukum. 
Inilah dogma yang positif. Dogma yang negatif akan saya pisahkan menjadi 
satu — sifat yang tidak menenggang paham lam (intoleransi) yang hanya 
cocok dengan pemujaan yang telah kita smgkirkan. 


terhadap pemenntah dan negaranya (Marquis d Argenson, untuk satu kurun waktu adalah Menteri 
Luar Negeri Perancis) 

g 

Ketika Caesar mengemukakan perka a Catiline, la berusaha menegakkan dogma moralitas jiwa 
Cato dan Cicero dalam alasan yang digunakan untuk membuktikan kepadanya» tidak berbicara se 
bagai ahh filsafat, tetapi memuaskan diri sendiri dengan mempe lihatkan bahwa Caesar berbicara 
seperti warga negara yang buruk dan mengemukakan suatu doktrm jahat pada negara Dalam ke- 
nyataannya adalah demikian bahwa senat Romawi dikunjungi untuk mengambil keputusan, dan 
tidak ada masalah llmu Ketuhanan (Theologi) 
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KONTRAK SOSIAL 


Orang yang membuat perbedaan antara mtoleransi sipil dan intoleransi 
menurut agama (teologi), menurut pendapat saya adalah salah. Keduanya 
tidak dapat dipisahkan. Adalah tidak mungkin hidup dalam keadaan damai 
dengan orang-orang yang menurut pertimbangan kita, mereka adalah orang 
yang terkutuk. Mencmtai mereka berarti membenci Tuhan yang menghu- 
kum mereka. Di mana pun mtoleransi menurut Teologi itu diizmkan ada¬ 
lah tidak mungkin baginya untuk tidak mendatangkan akibat masalah ke- 
warganegaraan tertentu. 10 Secepatnya akibat itu datang, maka penguasa 
berhenti berkuasa bahkan dalam urusan dumawi para pendeta sejak saat 
itu adalah pemimpin mutlak. Sehmgga para raja sendiri tidak lebih hanya- 
lah pegawai mereka. 

Bahwasanya kim tidak ada lagi atau tidak bisa ada lagi suatu agama 
nasional (eksklusif), semua agama yang bertenggangrasa pada agama lam, 
sebaliknya harus diben tenggang-rasa pula, sepanjang dogma mereka tidak 
membuka sesuatu yang berlawanan dengan tugas seorang warga negara. 
Tetapi orang yang berani berkata, ”di luar gereja tidak ada keselamatan”, 
selayaknya diusir dari negen itu, kecuali jika negara tersebut adalah gereja 
dan penguasanya adalah seorang uskup. Dogma semacam itu hanya sesuai 
dengan pemenntahan yang bersifat keagamaan. Dalam semua pemenntahan 
lainnya dogma itu terlalu jahat. Alasan yang sama, yang dikatakan mem¬ 
buat Henry IV memeluk agama Romawi adalah satu-satunya yang selayak¬ 
nya membuat setiap orang yang jujur menolaknya, dan teristimewa tiap 
penguasa yang cakap mempunyai alasan. 


s Perkawinan misalnya, adalah satu perjanjian sipil dan mendatangkan akibat sipil, yang tanpa 
itu tentu tidak mungkin bagi masyarakat, bahkan tidak mungkin untuk hidup Anggaplah bahwa 
suatu badan dan golongan pendeta menuntut sesuatu yang tidak menjadi haknya pada dirrnya, 
yaitu hak eksklusif yang mengizinkan tmdakan ini, suatu hak setiap agama yang mtoleran harus 
terpaksa merampasnya Apakah kemudian tidak jelas dengan mendmkan kekuasaan geraja dapat 
merusak kekuasaan penguasa, yang jumlah subyeknya akan tergantung pada apa yang dikehendaki 
oleh para pendeta untuk memberikan izui padanya 9 Sebab, pendeta yang dapat kawin atau menolak 
untuk kawin, rakyat akan bergantung pada apakah mereka akan atau tidak akan mengakui doktnn 
macam ini atau macam itu, atau dalam pertimbangan dan pengakuan atau penolakan mereka ter- 
hadap bentuk begmi atau begitu, atau karena mereka akan lebih atau kurang benman Mungkin 
oleh satu pimpinan yang cerdik dan mantap, membuang semua penmggalan pekerjaan umurn, ke- 
warga negaraan dan bahkan dan negara itu sendiri jyang tidak dapat hidup, jika karena pengelolaan- 
nya la selayaknya ditempati, maka tidak lam ta adalah seorang haram jadah Tetapi, kata para pe- 
nganjur gereja pihak yang diperlakukan tidak adil itu dapat naik bandmg karena penyalahgunaan 
itu dan pendeta mungkin dipanggil, diadili dan dirampas penghasilannya Alangkah kasihan Pendeta 
itu dengan bagian yang kecil yang dimilikmya, tidak akan memperhatikan dan pergi Saya tidak akan 
berbicara tentang ke^eraman, tetapi tentang Jc^sadaran yang baik Mereka dengan tenang akan mem- 
peroleh pertimbangan pendakwaan, keputusan resmi dan perampasan penghasilan serta kedudukan- 
nya, dan pada akhirnya akan menunjukkan dirmya sendiri sebagai pemimpin Bagaimanapun juga 
hal itu bukan pengorbanan untuk menyerahkan sesuatu yang berarti bilamana pada akhirnya mereka 
yakin membawa semuanya di hadapan mereka (Catatan mi tidak termuat dalam edisi pertama dari 
Kontrak Sosial (1762), tetapi catatan mi termuat dalam edisi-edisi yang disiarkan secara diam-diam 
selama tahun yang sama) 
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BAB IX 
KESIMPULAN 

Setelah meletakkan prinsip hak politik yang sebenamya dan berusaha 
membangun negara atas dasar yang tepat, la tinggal menyokongnya dengan 
hu bu n gan luar yang memahami hukuin tentang bangsa, perdagangan, hak 
perang dan penaklukkan, hak rakyat, lembaga, gabungan, perundingan 
peijanjian dan lam sebagainya. Tetapi, seinua ini membentuk satu pokok 
permasalahan barn yang terlalu luas untuk pandangan saya yang terbatas, 
yang saya harus selalu menahannya dalam satu lingkungan yang lebih 
sempit. 


book (stank) ini tam* nntnkp *»" 11 = "*■ 

«^«JnnnDIlARANOMENGKOmsI. » 
atau hidup anda mengakmi kebdakbahagiaan 

dan ketidakberuntungan 

BBSC 


















































125 


KEPUSTAKAAN PILIHAN 


Ba gi yang berkeinginan memperdalam tentang Rousseau, disarankan untuk me- 
mulai dengan tulisan-tulisan Rousseau sendiri, dimulai dengan Confessions and Emile 
Han hasil kerja yang dituangkan dalam On the Arts and Sciences dan On The Origin 
of Inequality Sangat disarankan juga sebagai bacaan sampingan, The Discourse on 
Phtical Economy, Book V of Emile dan Government of Poland serta The Social Con- 
tract. 


Irving Babbitt 
Bernard Bosanquet 

Ernst Cassirer 


Alfred Cobban 
E. Dreayfus-Brisac, ed., 
Louis Ducros 
Leon Duguit 
Emile Faguet 


Charles W. Hendel 
Harald Hoffding 

Rene Hubert 
Jules Lemaltre 
Jacques Mantain 

John Morley 
Albert Schinz 
Norman L. Torrey 

C.E. Vaughan, ed., 

Ernest H. Wright 


Rousseau and Romanticism (Boston, 1919) 

The Philosophical Theory of the State (London, 1899), 
Chapters 4 — 5 

”Das Problem Jeari-Jacques Rousseau,” Archw fur Ges 
chichte der Philosophie , XLI (1932) Rousseau, Kant, Goethe 
(Prince ton, 1945) 

Rousseau and Modem State (London, 1934) 

Du Contract Social (Pans, 1896), Introduction. 

Jean Jacques Rousseau, (Paris, 1908-1918). 

Jean Jacques Rousseau, Kant et Hegel (Paris, 1918) 

La politique comparee de Montesquieu, Rousseau et Voltaire 
(Pans, 1902) 

Rousseau artiste (Pans, 1912) 

Vie de Rousseau (Pans, 1911) 

Jean-Jacques Rousseau, MOtalist (London, 1934) 
Jean-Jacques Rousseau and His Philosophy (New Haven, 
1930) 

Rousseau et 1’encyclopedie (Pans, 1928) 

Jean Jacques Roessau (New York, 1907) 

Three Reformers: Luther, Descartes, Rousseau (New York, 
1929) 

Rousseau (London, 1883) 

La pensse de Jean-Jacques Rousseau (Paris, 1929) 

Rousseau’s Quarrel with Grimm and Diderot (New Haven, 
1943) 

The Political Writings of Jean Jacques Rousseau (Cambridge, 
1915), Introduction. 

The Meaning of Rousseau (Oxford, 1929). 


Scan menggunakan Epson Perfection V10 (seanner Epson 
karena kompetebel Linux) yang dlkendalikan XSane. 
Beberapa has il scan diedit dengan Gimp 2.6x (gimp.org). 
File djvu dibuat dengan Lizardtech Djvu Solo 3.1 (djmoif) 
No n-Co mmerc ial melalui Wine Emulator (winehq.org). 
Scanning, Edit ag, dan konversi pada openSUSE 11.0 

Scan 200 dpi dan color. Setting djvuSolo menggunakan 
200 dpi, kompresi cover: photo, kompresi isi: scanned 






i 





book U 

*" aUJaUKG “““oMHBiua» 

tau ludup anda mengalami ketidakbahagiaan 

«km ketidakberu 


it EKLANGGA 
Kami coba melayani Ilmu Pengetahuan 

imat IV No. I! - Jakarta Pusat 





